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BAB 1
Perjanjian yang Dilarang Menurut  
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999  
tentang Larangan Praktik Monopoli  
dan Persaingan Usaha tidak Sehat

A. PengAntAr 
Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang La-

rang an Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, 
terdapat pengertian perjanjian dalam ketentuan umum Pasal 1 
ayat (7) yaitu, perjanjian adalah sesuatu perbuatan satu atau 
lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau 
lebih pelaku usaha lain dengan nama apa pun, baik tertulis 
maupun tidak tertulis.

Dengan demikian, sesuai dengan pengertian di atas walau-
pun sulit untuk dibuktikan, maka perjanjian lisan pun secara 
hukum sudah dapat dianggap sebagai suatu perjanjian yang sah 
dan sempurna. 

Perjanjian-perjanjian yang dilarang dalam Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan 
Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah perjanjian dalam bentuk 
sebagai berikut:
1. Oligopoli
2. Penetapan harga
3. Pembagian wilayah
4. Pemboikotan
5. Kartel
6. Trust
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7. Oligopsoni
8. Integrasi vertikal
9. Perjanjian tertutup
10. Perjanjian dengan pihak luar negeri 

B.	 Perjanjian	yang	Dilarang	Menurut	unDang-	
UndAng nomor 5 tAhUn 1999
Hal-hal yang dilarang oleh Undang-Undang Anti Monopoli 

adalah perjanjian-perjanjian tertentu yang berdampak tidak baik 
untuk persaingan pasar. Secara detail mengenai perjanjian-per-
jan  jian yang dilarang menurut Undang-Undang Anti Monopoli 
dan persaingan usaha tidak sehat akan dijabarkan sebagai ber-
ikut:

1. Perjanjian oligopoli
Perjanjian penetapan harga diatur dalam Pasal 5, Pasal 6, 

Pasal 7, dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ten-
tang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak 
Se hat. 

 Menurut Pasal 4 

 (1) Pelaku usaha dilarang membat perjanjian dengan pelaku 
usaha lain untuk secara bersama-sama malakukan pe ngua-
saan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa 
yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik mono poli 
dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

 (2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-
sama melakukan penguasaaan produksi dan/atau pema-
saran barang dan/atau jasa, sebagaimana termasuk dalam 
ayat 1, apabila 2 (dua) atau 3 (tiga) pelaku usaha atau 
kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh 
puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang dan/
atau jasa tertentu.
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Pasar oligopoli dari segi bahasa berasal dari kata olio yang 
berarti beberapa dan poli yang artinya penjual adalah pasar 
di mana penawaran satu jenis barang dikuasai oleh beberapa 
perusahaan. Umumnya jumlah perusahaan lebih dari dua tetapi 
kurang dari sepuluh.

Istilah oligopoli memiliki arti “beberapa penjual” hal ini bi-
sa diartikan minimum 2 (dua) perusahaan atau kurang dari 10 
(se puluh) perusahaan. Hal ini terjadi karena disebabkan oleh 
ada nya faktor barrier to entry yang mampu menghalangi pelaku 
usaha baru masuk kedalam pasar.

Praktik oligopoli umumnya dilakukan sebagai salah satu 
upa  ya untuk menahan perusahaan-perusahaan potensial untuk 
masuk ke dalam pasar dan juga dapat dilakukan oleh perusahaan-
perusahaan untuk menikmati laba normal di bawah tingkat mak-
simum dengan menetapkan harga jual terbatas, sehingga menye-
babkan kompetisi harga di antara pelaku usaha yang melakukan 
praktik oligopoli menjadi tidak ada.

Karakteristik barang-barang yang biasa diperdagangkan di 
pasar oligopoli adalah:
a. Barang barang homogen, misalnya bensin, minyak mentah, 

tenaga listrik, batu bara, kaca, bahan bangunan, pupuk, pipa 
dan baja.

b. Struktur pasar oligopoli biasanya ditandai dengan  kekuatan 
pasar pelaku usaha yang kurang lebih sebanding dengan pe-
laku usaha sejenis, baik dari segi modal maupun dari segi 
segmen.

c. Hanya sedikit perusahaan dalam industri.
d. Pengambilan keputusan yang saling memengaruhi.
e. Kompetisi nonharga.

Praktik oligopoli umumnya dilakukan sebagai salah satu 
upa  ya untuk menahan perusahaan-perusahaan potensial untuk 
ma suk ke pasar. Tujuan perusahaan melakukan oligopoli adalah 
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seba gai salah satu usaha untuk menikmati laba normal di bawah 
tingkat maksimum. 

Pasar oligopoli adalah pasar di mana harga penawaran satu 
jenis barang di kuasai oleh beberapa perusahaaan.1 Umum nya 
jumlah perusahaan lebih dari dua tetapi kurang dari sepu luh 
perusahaan, dalam pasar oligopoli, setiap perusahaan mem po-
si sikan dirinya sebagai bagian yang terkait dengan permainan 
pasar, di mana keuntungan yang mereka dapatkan tergantung 
pada apa yang dilakukan oleh pesaing mereka. 

Semua usaha promosi, iklan, pengenalan produk baru, per-
ubahan harga, dan sebagainya dilakukan dengan tujuan untuk 
menjauhkan konsumen dari pesaing mereka. Struktur pasar oli-
go poli umumnya terbentuk pada industri-industri yang memiliki 
capital intensive yang tinggi, seperti industri semen, industri mo-
bil, industri kertas. 

Dalam perjanjian oligopoli dikenal praktik oligopoli kolusif 
yaitu di mana:
a. Jumlah pelaku usaha yang sedikit menyebabkan adanya sa-

ling ketergantungan (mutual interdependence) antara pelaku 
usaha;

b. Setiap perusahaan dapat memengaruhi harga pasar dan sa-
ling ketergantungan (mutual interdependence). Praktik ini di -
la kukan sebagai salah satu upaya untuk menahan perusa-
haan-perusahaan potensial untuk masuk ke dalam pasar dan 
menikmati laba super nomal di bawah tingkat maksimum 
dengan menetapkan harga jual terbatas (limiting process) 
se  hingga menyebabkan kompetisi harga di antara pelaku 
usaha yang melakukan praktik oligopoli menjadi tidak ada.

c. Jika pelaku-pelaku usaha tadi melakukan kolusi maka mereka 
akan bekerja seperti satu perusahaan yang bergabung untuk 
memaksimalkan laba dengan cara beraku kolektif seperti 
 la yaknya perusahaan monopoli. 

1 Dhaniswara K. Harjono, Aspek hukum dalam ekonomi, PPHBI, Jakarta, 2008, h. 167.
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Oligopoli adalah suatu bentuk pasar di mana terdapat domi-
nasi sejumlah pemasok dan penjual, atau terdapat beberapa pen-
jual. Pasar oligopoli adalah suatu bentuk interaksi permintaan 
dengan penawaran di mana terdapat penjual/produsen yang 
me  nguasai permintaan pasar.

Pasar oligopoli merupakan pasar yang terdiri dari beberapa 
produsen (biasanya dua sampai dengan lima produsen), sedang-
kan apabila terdiri dari dua perusahaan disebut duopoli.

Pada dasarnya pasar oligopoli dibagi menjadi dua bentuk:
1. Pasar oligopoli dengan diferensiasi produk, yaitu produk 

sua tu perusahaan dibedakan dari perusahaan lain.
2. Pasar oligopoli tanpa diferensiasi produk, yaitu produk yang 

dihasilkan bersifat homogen dan tidak dibedakan dengan 
per usahaan lain.

Ciri-ciri pasar oligopoli, adalah:2

1. Menghasilkan atau menjual barang standar atau barang ber-
beda.

	 •	 Menghasilkan	barang	standar	misalnya	perusahaan	ba
ja, aluminium.

	 •	 Sedangkan	yang	menghasilkan	barang	berbeda	misalnya	
perusahaan mobil.

2. Kekuatan menentukan harga kadang-kadang lemah/kuat.
3. Apabila tanpa adanya kerja sama kekuatan menentukan har-

ga sangat terbatas.
4. Promosi yang masih diperlukan.

Kegiatan promosi bertujuan untuk mendapatkan pembeli 
ba ru dan mempertahankan pembeli lama.

a. hambatan memasuki Pasar oligopoli
Faktor penting yang menyebabkan perusahaan lain tidak 

2 Sukirno Sadono, Pengantar Teori Ekonomi Mikro, Grafindo Persada, Jakarta, 2001, h. 
241.
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memasuki pasar oligopoli, di antaranya:
1. Perbedaan biaya produksi
	 •	 Perusahaan	yang	berpengalaman	dapat	menurunkan	bi

aya produksi karena memiliki kemampuan dan penga-
laman berproduksi.

	 •	 Produktivitas	 tinggi	 karena	 pekerja	 mempunyai	 masa	
kerja yang cukup.

	 •	 Perusahaan	mempunyai	 hubungan	 baik	 dengan	 bank,	
se hingga modal kerja mudah diperoleh untuk pembelian 
bahan yang lebih murah.

2. Hasil produksi yang istimewa

Masyarakat sudah percaya dan sangat setia terhadap barang 
tersebut. Apabila tidak memiliki keistimewaan lain sulit untuk 
menggeser konsumsi barang tadi.

b. Kelebihan dan Kelemahan Pasar oligopoli
-    Kelebihan pasar oligopoli
 Di dalam pasar oligopoli, perusahaan akan mengembangkan 

penelitian dan melakukan inovasi atas produknya. Inovasi 
diperlukan karena persaingan yang terjadi bukan dalam ben-
tuk persaingan harga, tetapi dalam hal kualitas pro duknya.

-    Kelemahan pasar oligopoli.
 Di dalam pasar oligopoli, harga cenderung lebih tinggi se-

hingga produsen akan memperoleh keuntungan yang besar. 
Kondisi seperti ini akan berakibat pada tidak merata nya 
dis  tribusi pendapatan. Selain itu, biaya promosi yang dibu-
tuh kan sangat besar yang berakibat pada membeng kaknya 
biaya produksi.

Jadi, jelas perjanjian oligopoli (shared monopoly) merupa-
kan perjanjian yang dilarang karena menyebabkan penguasaan 
pasar oleh beberapa produsen saja untuk produksi satu jenis 
barang. Sehingga produsen lain tidak dapat memproduksi barang 
tersebut. Perusahaan-perusahaan yang menguasai pasar akan sa-
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ngat memengaruhi perusahaan-perusahaan lain.3 Sehingga akan 
mematikan perusahaan kecil yang ada.

Suatu keadaan yang dapat menggambarkan Perilaku Oligo-
poli dapat kita lihat pada industri telekomunikasi, ada hal me   narik 
yang dapat dicermati dari gencarnya perang tarif per ca kapan 
me lalui telepon seluler akhir-akhir ini, yaitu masing-masing 
pro vider mengklaim bahwa mereka telah memberikan harga 
terbaik bagi para pelanggannya. Simak saja misalnya bagai mana 
perilaku tiga operator telepon seluler terbesar di Indonesia (PT 
Telkomsel, PT Indosat, dan PT Exelcomindo Pratama) dalam 
meng i  barkan bendera perang pemasaran dengan menawarkan 
tarif percakapan di bawah Rp 1 per detik. 

Terlepas dari iming-iming menarik yang ditawarkan, perang 
tarif yang diluncurkan para operator telepon seluler kini sebe-
nar nya sudah memasuki ranah yang mengusik perhatian kita 
kalau tidak mau dikatakan sudah membingungkan atau bahkan 
menjebak bagi pelanggan individual.

Kreativitas para operator dalam merumuskan skema tarif 
per cakapan ternyata mampu mengacak-acak perilaku pelanggan, 
sehingga membuat pelanggan individual sering kali penasaran 
dan terpancing emosinya. Simak saja bagaimana operator XL me-
nawarkan tarif Rp 0,1 per detik ke sesama operator;  semen tara 
Telkomsel Simpati PeDe menawarkan Rp 0,5 per detik.  In do-
sat Mentari menawarkan Rp 0 pada menit pertama ke se sama 
operator; dan IM3 menawarkan tarif Rp 0,01 per detik ke seluruh 
operator untuk percakapan 90 detik pertama dan selebih nya 
menggunakan tarif Rp 15 per detik ke sesama operator dan Rp25 
per detik ke operator lain.  Belum lagi, operator-operator lain 
kini juga mulai sibuk menawarkan tarif paling murah ke se sama 
pelanggan dengan syarat dan kondisi tertentu.

3 Ibid., h. 238.
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2. Perjanjian Penetapan harga
Perjanjian penetapan harga diatur dalam Pasal 5, Pasal 6, 

Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ten-
tang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak 
Sehat. 

 Pasal 5 
 (1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku 

usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu 
barang dan/atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen 
atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama.

 (2) Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) 
tidak berlaku bagi:

  a. Suatu perjanjian yang dibuat dalam usaha patungan; 
atau

  b. Suatu perjanjian yang didasarkan pada undang-un-
dang yang berlaku.

Pasal 6 mengatur “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian 
yang mengakibatkan pembeli yang satu harus membayar dengan 
harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli 
lain untuk barang dan/atau jasa yang sama.” 

Pasal 7 menyatakan “Pelaku Usaha dilarang membuat per-
janjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan har-
ga di bawah harga pasar, yang dapat mengakibatkan terjadi nya 
persaingan usaha yang tidak sehat.” 

Pasal 8 mengatur “Pelaku usaha dilarang membuat perjan-
jian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa 
yang menerima barang dan/atau jasa tidak akan menjual atau 
memasok kembali barang atau jasa yang diterimanya, dengan 
harga yang lebih rendah dari harga yang diperjanjikan sehingga 
dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.”

Sejarah pertumbuhan perekonomian Indonesia menunjukkan 
bahwa iklim persaingan di Indonesia belum terjadi sebagaimana 
yang diharapkan, karena Indonesia telah membangun perekono-
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miannya tanpa memberikan perhatian yang memadai untuk ter-
ciptanya sebuah struktur pasar persaingan.4 Persaingan usaha 
dapat mengakibatkan para pelaku usaha atau perusahaan mela-
ku kan penetapan harga, ini disebabkan karena persaingan da-
lam dunia usaha merupakan conditio qua non atau syarat mutlak 
untuk terselenggaranya ekonomi pasar. Jika merujuk pada per-
aturan perundang-undangan di atas, maka perjanjian pene tap an 
harga yang dilarang adalah sebagai berikut:

a. Perjanjian Penetapan harga Antara Pelaku Usaha
Perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk mene tap-

kan harga atas barang dan/atau jasa yang harus dibayar oleh 
konsumen atau pelanggan pada pasar yang sama. Hal ini dilarang 
sebab penetapan harga secara bersama-sama dikalangan pelaku 
usaha akan menyebabkan tidak berlakunya hukum pasar tentang 
harga yang terbentuk akibat adanya penawaran dan permintaan. 
Perkeculian diberikan dalam usaha patungan atau didasarkan 
pada undang-undang yang berlaku.5

b. Penetapan harga yang Berbeda terhadap Barang  
dan/atau Jasa yang Sama
Ketentuan undang-undang yang melarang perjanjian antara 

pelaku usaha yang menetapkan harga yang berbeda-beda ke pa-
da konsumen atau pembeli untuk barang atau jasa yang sama 
(diskri minasi harga). Dalam hal ini tidak semua pemberian har-
ga yang berbeda tersebut dilarang oleh hukum anti mono poli. 
Na mun secara teknis diskriminasi harga baru layak untuk di la  -
rang apabila perbedaan harga terhadap konsumen atau pem beli 
yang satu dengan konsumen atau pembeli yang lain pada prin-
sip nya tidak merupakan refleksi dari perbedaan marginal cost 
yang dikeluarkan oleh pihak penjual.6

4 Agus Maulana, Pengantar Mikro Ekonomi Jilid II, Bina Rupa Aksara, Jakarta, h. 4.
5 Dhaniswara K. Harjono, Loc. Cit.
6 Ibid.
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Perjanjian penetapan harga merupakan salah satu strategi 
yang dilakukan oleh para pelaku usaha yang bertujuan untuk 
meng hasilkan laba yang setingi-tingginya. Dengan adanya pene-
tap an harga yang dilakukan di antara pelaku usaha (produsen 
atau penjual), maka akan meniadakan persaingan dari segi harga 
bagi produk yang mereka jual atau pasarkan, yang kemudian 
dapat mengakibatkan surplus konsumen yang seharusnya dinik-
mati oleh pembeli atau konsumen dipaksa beralih ke produsen 
atau penjual. Kekuatan untuk mengatur harga, pada dasarnya 
merupakan perwujudan dari kekuatan menguasai pasar dan 
 me  nentukan harga yang tidak masuk akal, hal ini diatur dalam 
Pa sal 5 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.

Perjanjian diskriminasi harga adalah perjanjian yang dibuat 
oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya di mana untuk 
suatu produk yang sama dijual kepada setiap konsumen dengan 
harga yang berbeda-beda. Secara sederhana, suatu diskriminasi 
harga telah terjadi apabila terjadi perbedaan harga antara satu 
pembeli dan pembeli lainnya. Namun demikian, dapat terjadi 
bahwa diskriminasi harga tersebut disebabkan karena adanya 
perbedaan biaya atau karena kebutuhan persaingan lainnya se-
perti biaya iklan dan lain-lain.

Kondisi yang mengawali diskriminasi harga dapat terjadi 
bila diawali tiga sebagai berikut:
1. Pembelian-pembelian mepunyai elastisitas permintaan yang 

berbeda-beda secara tajam;
2. Para penjual mengetahui perbedaan-perbedaan ini dan da-

pat menggolongkan pembeli dalam kelompok-kelompok 
ber  da sarkan elastisitas yang berbeda-beda;

3. Para penjual dapat mencegah pembeli untuk menjual kem-
bali barang-barang yang dibeli.

Diskriminasi harga berdasarkan tingkatannya, sebagai ber-
ikut:
1. Diskriminasi Harga Tingkat Pertama: penjual mengenakan 
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harga terpisah kepada setiap pelanggan, tergantung inten-
sitas permintaan.

 Contoh: jasa profesional seperti pengacara terkadang me ne-
tapkan tarif berbeda.

2. Diskriminasi Harga Tingkat Kedua: penjual mengenakan har -
ga yang tidak terlalu mahal kepada pembeli yang  mem beli 
dalam volume yang lebih besar.

 Contoh: pembelian dalam paket dengan jumlah besar men-
da pat pengurangan harga.

3. Diskriminasi Harga Tingkat Ketiga: penjual mengenakan 
har  ga berbeda pada setiap kelas pembeli.

 Contoh: harga untuk kelas eksekutif dan bisnis dalam pener-
bangan atau kereta api berbeda.

Terdapat beberapa syarat untuk terjadinya diskriminasi har-
ga, yaitu:
1. Para pihak haruslah mereka yang melakukan kegiatan 

bisnis, sehingga diskriminasi harga akan merugikan apa 
yang disebut “primary line” injuri  yaitu di mana diskri-
minasi harga dilakukan oleh produsen atau grosir terhadap 
pesaingnya. Begitu pula diskriminasi harga dapat pula 
merugikan “secondary line” apabila diskriminasi harga dila-
ku kan oleh suatu produsen terhadap suatu grosir, atau retail 
yang satu dan yang lainnya mendapatkan perlakuan khusus. 
Hal ini akan menyebabkan grosir atau retail yang tidak di-
senangi tidak dapat berkompetisi secara sehat dengan grosir 
atau retail yang disenangi.

2. Terdapat perbedaan harga, baik secara lagsung maupun 
tidak langsung, misalnya melalui diskon, atau pembayaran 
secara kredit, namun pada pihak lainnya harus cash dan 
tidak ada diskon.

3. Dilakukan terhadap pembeli yang berbeda. Jadi dalam hal 
ini paling sedikit harus ada dua pembeli.

4. Terhadap barang yang sama tingkat dan kualitasnya.
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5. Perbuatan tersebut secara substansial akan merugikan, me-
rusak atau mencegah terjadinya persaingan yang sehat atau 
dapat menyebabkan monopoli pada suatu aktivitas perda-
gangan.

Jadi, pembeda dari diskriminasi harga dengan perjanjian 
yang dilarang lain dapat dilihat pada Pasal 6 Undang-Undang 
No. 5 Tahun 1999 yakni berbunyi melarang setiap perjanjian 
dis kri mi nasi harga tanpa memperhatikan tingkatan yang ada 
pada diskriminasi harga, di mana bunyi dari pasal tersebut 
an tara lain: “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian yang 
meng akibatkan pembeli yang satu harus membayar dengan 
harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli 
lain untuk barang dan/atau jasa yang sama”.

c. Penetapan harga di Bawah harga Pasar dengan  
Pelaku Usaha Lain
Larangan ini berlaku apabila penetapan harga di bawah harga 

pasar dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak 
sehat. Larangan persaingan yang dikenal dengan anti dumping 
tersebut dimaksud agar pesaingnya tidak dirugikan karena ba-
rang atau jasanya tidak laku. Selanjutnya pada saat yang tepat 
bsetelah semua pesaingnya satu demi satu berguguran karena 
barangnya tidak laku maka pihak yang membuat perjanjian tadi 
kembali menaikan harga dengan sangat tinggi karena merasa 
tidak ada lagi pesaing.7

d. Penetapan harga Jual Kembali
Seorang pelaku usaha dilarang untuk membuat perjanjian 

dengan pelaku usaha lain yang menyatakan bahwa pihak pem-
beli barang atau jasa tersebut di bawah harga yang telah ditetap-
kan bersama. Dalam hal ini selayaknya pihak pembeli bebas 
untuk menetapkan harga dari barang atau jasa yang diinginkan 

7 Ibid., h. 168.
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atau yang sudah dibeli sesuai dengan permintaan dan penawaran 
yang berlaku didalam pasar yang bersangkutan.8

Ada dua macam penetapan harga kembali, yaitu:
1. Penetapan Harga Secara Maksimum
 Strategi penetapan harga ini biasanya diterapkan oleh pro-

dusen kepada distributor produk bersangkutan, yang ber-
tujuan untuk mengontrol distributor untuk tidak menjual 
di atas harga maksimum yang ditawarkan. Yang diinginkan 
dari perjanjian ini adalah hasil yang diharapkan, melalui 
strategi ini adalah terkendalinya harga yang bersaing, sam-
pai pada tingkat penjualan eceran.

2. Penetapan Harga Secara Minimum
 Penetapan harga minimum ini sering disebut juga dengan 

floor price artinya kesepakatan antarpelaku usaha di mana 
pembeli akan menjual kembali barang yang dibelinya pada 
harga yang tidak boleh di bawah harga yang telah  ditentu kan. 
Strategi ini bertujuan untuk mempertahankan nama baik 
pro dusen atau merek tertentu dan untuk mencegah ter jadi-
nya persaingan tidak sehat pada level distributor.

Perjanjian penetapan harga dapat kita lihat dari perkara pe-
netapan harga yang didukung oleh asosiasi pengusaha ang kutan 
jalan raya (Organda DKI Jakarta), didasarkan pada Putusan No-
mor 05/KPPU-I/2003 tentang Penetapan Harga Tarif Bus Kota 
Patas AC. Dugaan penetapan harga ditujukan pada penyelenggara 
angkutan umum, yakni PT Steady Safe, Tbk., PT Mayasari Bakti, 
Perum PPD, PT Bianglala Metropolitan, PT Pahala Kencana, 
dan PT AJA Putra. Dugaan berawal dari kesepakatan di antara 
pengusaha angkutan jalan raya yang tergabung dalam Organda, 
untuk menaikkan tarif angkutan Bus Kota Patas AC sebesar Rp 
3.300, dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor Skep-115/
DPD/IX/2001 tentang Penyesuaian Tarif Angkutan Umum Bus 
Kota Patas AC di Wilayah DKI Jakarta. Berdasarkan surat ini, 

8 Ibid.
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mereka yang tergabung dalam asosiasi, yakni DPD Organda DKI 
Jakarta, kemudian mengajukan surat kepada Gubernur Provinsi 
DKI Jakarta untuk konsultansi tarif bus kota Patas AC. 

Sesuai dengan permohonan tersebut, maka Gubernur menge-
lu arkan Surat Nomor 2640/-1.811.33 tanggal 4 September 2001 
mengenai Penyesuaian Tarif Angkutan, dari Rp 2.500,- menjadi 
Rp. 3.300,-.

Dengan alasan yang digunakan oleh para pengusaha ang-
kutan tersebut antara lain adalah meningkatnya harga bahan 
ba kar dan spare parts, sehingga mereka menganggap bahwa tarif 
yang berlaku saat ini terlalu rendah atau di bawah biaya pokok 
angkutan. Oleh karena itu, mereka sepakat untuk menaikkan 
tarif secara seragam, meskipun terdapat beberapa pengusaha 
ang kutan yang hanya memiliki sedikit armada bus, mengaku ti-
dak memiliki kekuatan untuk menentukan besarnya tarif ang-
kut an tersebut, sehingga hanya mengikuti saja kesepakatan di 
antara pihak penentu. 

Kesepakatan mengenai penyeragaman tarif ini diakui bebe-
rapa penyelenggara angkutan sebagai bertentangan dengan jiwa 
persaingan, karena seharusnya yang berhak menentukan be sar -
nya tarif angkutan adalah para penyelenggara, disesuaikan de-
ngan biaya produksi masing-masing operator bus kota.

Berdasarkan bukti-bukti dan pengakuan para pengusaha dan 
saksi-saksi, maka Komisi Pengawas Persaingan Usaha memutus-
kan bahwa kesepakatan di antara para penyelenggara angkutan 
Bus Kota tersebut di atas melanggar Pasal 5 Undang-Undang No-
mor 5 Tahun 1999, dan menetapkan pembatalan kesepakatan 
penyesuaian tarif bus kota Patas AC dari Rp 2.500,- menjadi Rp 
3.300,- per-penumpang.

3. Perjanjian Pembagian Wilayah
Perjanjian pembagian wilayah diatur dalam Pasal 9 Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Mono-
poli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. 
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Pasal 9 berbunyi “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian 
dengan pelaku usaha pesaingnya yang bertujuan untuk membagi 
wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang dan/atau 
jasa, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli 
dan atai persaingan usaha tidak sehat.” 

Latar belakang larangan pembagian wilayah pemasaran 
ada  lah upaya untuk menghindari terjadinya kasus-kasus kartel 
secara khusus di daerah tertentu. Dengan adanya pembagian 
wilayah akan menghilangkan kemungkinan bagi pasar lain untuk 
memilih jasa yang ditawarkan di pasar tersebut. Pembagian wi-
la yah bertujuan menghindari terjadinya persaingan usaha di an-
tara pelaku usaha yang saling bersaing, sehingga pelaku usaha 
menaikan dan mendapatkan keuntungan besar.

Pembagian wilayah pemasaran adalah untuk menghindari 
atau mengurangi persaingan yang biasa diambil oleh pelaku usa-
ha ber saing dalam satu bidang usaha, sehingga suatu pasar dapat 
dikuasai secara eksklusif oleh masing-masing pelaku usaha.

Pembagian wilayah pemasaran atau alokasi pasar adalah:
1. Membagi wilayah untuk memperoleh atau memasok barang 

dan/atau jasa.
2. Menetapkan dari siapa saja dapat memperoleh atau memasok 

barang dan/atau jasa.

Dalam hukum anti monopoli dikenal berbagai macam pem-
bagian pasar, yaitu:
a. Pembagian pasar teritorial
b. Pembagian pasar konsumen
c. Pembagian pasar fungsional
d. Pembagian pasar produk

Perjanjian yang dilakukan bertujuan membagi pasar dari 
segi daerah atau dari segi produk. Para pelaku usaha yang me la-
kukan usaha pada pasar bersangkutan berjanji untuk tidak me-
ma sok barang atau jasa yang sama di wilayah geografis tertentu 
yang telah dialokasikan kepada mitranya di dalam pasar bersang-
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kutan yang sama.
Jadi, jelas bahwa Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian 

dengan pelaku usaha pesaingnya yang bertujuan untuk membagi 
wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang dan/atau 
jasa, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya monopoli dan 
per saingan tidak sehat.

Yang dimaksud dengan pembagian wilayah atau alokasi 
 pa sar adalah:
a. Membagi wilayah untuk memperoleh atau memasok barang 

dan/atau jasa; atau
b. Menetapkan dari siapa saja dapat memperoleh atau memasok 

barang dan/atau jasa.9

Tujuan dilarangnya perjanjian yang membagi wilayah pe-
ma saran atau alokasi pasar adalah karena perjanjian yang de-
mi  kian dapat meniadakan atau membatasi persaingan usaha, 
se  hingga pihak konsumen maupun pihak pesaing usaha akan 
sa ngat merugi.10 

Pelaku usaha membuat perjanjian dengan pelaku usaha pe-
saingnya untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pa-
sar adalah salah satu cara yang dilakukan untuk menghindari 
terjadinya persaingan di antara mereka. Melalui pembagian wi-
la  yah ini, maka para pelaku usaha dapat menguasai wilayah pe-
masaran atau alokasi pasar yang menjadi bagiannya tanpa harus 
menghadapi persaingan.

Dengan demikian dia akan mudah menaikkan harga atau-
pun menurunkan produksinya atau barang yang dijual untuk 
men dapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Pada prinsip-
nya perjanjian di antara pelaku usaha untuk membagi wilayah 
pemasaran pemasaran di antara mereka akan berakibat kepada 
eksploitasi terhadap konsumen, di mana konsumen tidak mem-
pu nyai pilihan yang cukup, baik dari segi barang maupun harga. 

9 Ibid., h. 169. 
10 Ibid.
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Stephen F. Ross menyatakan bahwa hilangnya persaingan di 
antara sesama pelaku usaha dengan cara melakukan pembagian 
wilayah bisa membuat pelaku usaha melakukan tindakan pengu-
rangan produksi ke tingkat yang tidak efesien, kemudian mereka 
juga dapat melakukan eksploitasi terhadap konsumen dengan 
menaikan harga produk, dan menggunakan kekuatan yang dimi-
liki untuk bertindak sewenang-wenang terhadap konsumen yang 
sudah teralokasi sebelumnya tersebut.

Kejadian yang dapat kita lihat mengenai perjanjian pemba-
gian wilayah pernah dilaporkan di mana para terlapor dalam 
kasus ini adalah terlapor I adalah Dewan Pengurus Pusat Aso-
siasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia (DPP AKLI), 
Terlapor II Dewan Pengurus Daerah Asosiasi Kontraktor Listrik 
dan Mekanikal Indonesia (DPD AKLI) Sulawesi Selatan, Terlapor 
III Dewan Pengurus Cabang Asosiasi Kontraktor Listrik dan Me-
ka  nikal Indonesia (DPC AKLI) Palopo, Terlapor IV Dewan Pe-
ng u rus Cabang Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indo-
ne sia (DPC AKLI) Luwu Utara, Terlapor V Dewan Pengurus 
Ca  bang Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia 
(DPC AKLI) Luwu Timur, Terlapor VI Dewan Pengurus Cabang 
Aso  siasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia (DPC AKLI) 
ana Toraja. 

Bahwa Terlapor I adalah asosiasi perusahaan yang bergerak 
di bidang pekerjaan elektrikal dan mekanikal yang bertujuan 
mem bina anggota-anggotanya untuk dapat memenuhi tugas dan 
tanggung jawab dalam proses pembangunan Indonesia di bidang 
ketenagalistrikan. Terlapor I memiliki 32 (tiga puluh dua) De-
wan Pengurus Daerah (DPD), 121 (seratus dua puluh satu) De-
wan Pengurus Cabang (DPC), dan 4806 (empat ribu delapan 
ratus enam) badan usaha instalatir.

Terlapor II adalah pengurus daerah Terlapor I di Provinsi 
Sulawesi Selatan,Terlapor II membawahi 9 (sembilan) DPC dan 
memiliki anggota sebanyak 173 (seratus tujuh puluh tiga) badan 
usaha instalatir. 
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Terlapor III adalah pengurus cabang Terlapor I di Kota Pa-
lopo, Sulawesi Selatan, dan memiliki anggota sebanyak 11 (se-
belas) anggota badan instalatir. 

Terlapor IV adalah pengurus cabang Terlapor I di Kabupaten 
Luwu Utara, Sulawesi Selatan, memiliki anggota sebanyak 11 
(sebelas) anggota badan instalatir. 

Terlapor V adalah pengurus cabang Terlapor I di Kabupaten 
Luwu Timur, Sulawesi Selatan, memiliki anggota sebanyak 10 
(sepuluh) anggota badan instalatir.

KPPU berpendapat berdasarkan bukti-bukti bahwa Terlapor 
I melalui Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Ter-
lapor VI, dan DPC-DPC lain di wilayah Sulawesi Selatan, mem-
bagi wilayah kerja PJT berdasarkan wilayah cabang PT PLN 
(Persero) di Sulawesi Selatan. Namun khusus di wilayah PT PLN 
(Persero) Cabang Palopo, Terlapor II membagi lagi wilayah kerja 
PJT (Penanggung Jawab Teknik) menjadi 4 (empat) wilayah 
berdasarkan tempat kedudukan DPC berada, yaitu: Terlapor III, 
Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI. Pembagian wilayah 
PJT dalam SP-PJT oleh Terlapor I dapat dikategorikan sebagai 
per janjian dilaksanakan oleh Terlapor II, Terlapor III, Terlapor 
IV, Terlapor V, dan Terlapor VI.

Adapun yang menjadi alasan dari Terlapor I membagi wila-
yah kerja PJT melalui SP-PJT adalah untuk keselamatan dan 
keamanan instalasi, serta memberdayakan potensi sumber daya 
PJT setempat.

Pembagian wilayah kerja PJT yang dilakukan oleh Terlapor 
I di daerah Sulawesi Selatan melalui Terlapor II, Terlapor III, 
Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, dan DPCDPC lainnya di 
Sulawesi Selatan ini, menimbulkan dampak badan usaha insta-
latir tidak dapat menggunakan PJT-nya di wilayah lain dan ha-
rus menggunakan jasa PJT setempat yang menjadi pegawai di 
badan usaha instalatir.

Putusan ini menunjukkan kepada kita bahwa suatu aso siasi 
perusahaan dapat digunakan untuk melakukan aktivitas atau-
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pun perjanjian-perjanjian yang anti persaingan. Dengan ada nya 
pembagian wilayah tersebut, maka kiranya jelas hal tersebut 
akan menyebabkan terjadinya persaingan usaha yang tidak se-
hat. Pada sisi lain tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang 
dapat membenarkan perbuatan tersebut.

4. Perjanjian Pemboikotan
Perjanjian pemboikotan diatur dalam Pasal 10 Undang-Un-

dang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Mono poli 
dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. 

 Pasal 10

 (1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pe laku 
usaha pesaingnya yang dapat menghalangi pelaku usaha 
lain untuk melakukan usaha yang sama, baik untuk tujuan 
pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri.

 (2) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku 
usaha pesaingnya, untuk menolak menjual setiap barang 
dan/atau jasa dari pelaku usaha lain sehingga perbuatan 
tersebut:

  a. Merugikan atau dapat diduga akan merugikan pelaku 
usaha lain; atau

  b. Membatasi pelaku usaha lain dalam menjual atau 
membeli setiap barang dan/atau jasa dari pasar yang 
bersangkutan.

Pemboikotan berasal dari kata boikot adalah tindakan me-
ng organisasi suatu kelompok untuk menolak hubungan usaha 
dengan pihak tertentu atau tidak berhubungan dengan pesaing-
pesaing yang lain seperti kepada supplier atau konsumen-konsu-
men tertentu. Dengan kata lain boikot adalah suatu tindakan 
bersama yang dilakukan oleh sekelompok pengecer yang meno-
lak membeli produk pelaku usaha tertentu karena alasan yang 
tidak mereka sukai.

Jika ditinjau dari pasal yang terdapat di atas, maka terdapat 
dua hal yang berhubungan dengan perjanjian yang dilarang me-
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nyangkut pemboikotan, yaitu:
1. Perjanian yang dapat menghalangi pelaku usaha lain (pihak 

ketiga) untuk melakukan usaha yang sama; atau
2. Perjanjian untuk menolak menjual setiap barang dan/atau 

jasa dari pelaku usaha lain (pihak ketiga), jika:
 a. Merugikan atau dapat diduga akan merugikan pelaku 

usaha lain tersebut; atau
 b. Membatasi pelaku usaha lain dalam menjual atau 

mem beli setiap barang dan/atau jasa dari pasar yang 
bersang kutan.

Perjanjian pemboikotan merupakan salah satu bentuk usaha 
yang dilakukan para pelaku usaha untuk mengeluarkan pelaku 
usaha lain dari pasar yang sama, atau juga untuk mencegah pe-
laku usaha yang berpotensi menjadi pesaing untuk masuk ke 
dalam pasar yang sama, yang kemudian pasar tersebut dapat ter-
jaga hanya untuk kepentingan pelaku usaha yang terlibat dalam 
perjanjian pemboikotan tersebut.

Pemboikotan atau concerted refusal to deal  pada umumnya 
merupakan tindakan kolektif sekelompok pesaing. Namun de-
mikian boycott dapat pula merupakan tindakan sepihak atau 
kolektif untuk menghentikan suplai atau pembelian kepada atau 
dari konsumen tertentu atau penerapan syarat-syarat tertentu 
kepada konsumen atau supplier tertentu yang tidak melakukan 
tindakan yang dikehendaki oleh pemboikot. Jadi tindakan pem-
boikotan bisa merupakan tindakan untuk memaksa agar meng-
ikuti perbuatan si pemboikot. 

Kasus perjanjian pemboikotan dapat kita lihat pada kasus 
ini di mana Pelapor dalam kasus ini adalah Northwest Wholsale 
Stationers adalah sebuah koperasi agen pembelian yang terdiri 
dari kurang lebih retailer alat-alat kantor di Pacifc Northwest 
US. 

Koperasi bertindak sebagai retailer utama bagi retail-retail 
lainnya. Retailer yang bukan anggota dapat membeli alat-alat 
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kantor dengan harga yang sama dengan anggota. Namun pada 
setiap akhir tahun koperasi membagikan keuntungan kepada 
ang gotanya dalam bentuk percentase rebate dalam pembelian. 
Sehingga sebenarnya anggota membeli lebih rendah dari non 
anggota. 

Sementara Terlapor Pacifc Stationery Co. adalah menjual alat 
kantor, baik retail maupun wholesale. Pacifc menjadi anggota 
Northwest sejak tahun 1958. Pada tahun 1978 Northwest meng-
ubah anggaran dasarnya dengan melarang anggotanya menjual 
retail dan wholesale. 

Suatu klausula menjamin hak Pacifc untuk menjadi anggota. 
Pada tahun 1977 kepemilikan Pacifc berpindah tangan, namun 
pemilik baru ini tidak melakukan perubahan kegiatannya, hal 
mana bertentangan dengan anggaran dasar Northwest. Pada ta-
hun 1978 sebagian besar anggota Northwest 140 472 US 284 
(1985) memutuskan untuk mengeluarkan Pacific. 

Pacifc kemudian membawa perkara ini ke pengadilan ber-
dasarkan group boycott yang membatasi kemampuan Pacific 
 un tuk berkompetisi karena harus dinyatakan melanggar hukum 
per siangan secara per se ilegal. Pengadilan negeri menyatakan 
tidak terdapat pelanggaran hukum persaingan secara perse 
 ile gal  karenanya harus dipreriksa secara rule of reason  namun 
Pe ng   adilan Banding menyatakan bahwa Northwest melanggar 
Sher  man Act secara per se illegal. 

5. Perjanjian Kartel
Perjanjian pembagian wilayah diatur dalam Pasal 11 Un-

dang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik 
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. 

 Pasal 11

 Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku 
usaha pesaingnya, yang bermaksud untuk memengaruhi harga 
dengan mengatur produksi dan/atau pemasaran suatu barang 

PRENADAMEDIA GROUP



Pengantar hukum Persaingan usaha di indonesia

22

dan/atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik 
monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

Sesuai dengan ketentuan undang-undang anti monopoli dan 
pesaingan usaha tidak sehat, maka pelaku usaha dilarang me-
lakukan perjanjian dengan palaku uasaha pesaingnya yang ber-
mak sud untuk memengaruhi harga dengan mengatur produk si 
dan/atau pemasaran suatu barang dan/atau jasa yang meng aki -
bat kan terjadinya monopoli dan persainga tidak sehat.

Perjanjian kartel bertujuan untuk mengekang suatu persa-
ing an, sehingga hal ini dapat menguntungkan para anggota kar-
tel yang bersangkutan selain itu perjanjian kartel ini juga dapat 
mengontrol dan mengekang masuknya pesaing baru dalam bis-
nis yang bersangkutan.

Perjanjian kartel merupakan salah satu perjanjian yang kerap 
kali terjadi dalam tindak monopoli. Kartel adalah perjanjian satu 
pelaku usaha dengan pelaku usaha pesaingnya untuk meng hi-
lang kan persaingan di antara keduanya. Dengan kata lain  kar tel 
adalah kerja sama dari produsen-produsen produk ter ten tu yang 
bertujuan untuk mengawasi produksi, penjualan, dan  har ga serta 
untuk melakukan monopoli terhadap komoditas atau industri 
tertentu.

Dalam suatu struktur pasar yang kompetitif, di mana pelaku 
usaha yang berusaha di dalam pasar tersebut jumlahnya banyak, 
serta tidak ada hambatan bagi pelaku usaha untuk masuk ke 
dalam pasar, membuat setiap pelaku usaha yang ada di dalam 
pasar tidak akan mampu untuk menyetir harga sesuai dengan 
ke inginannya, mereka hanya menerima harga yang sudah diten-
tukan oleh pasar dan akan berusaha untuk berproduksi secara 
maksimal agar dapat mencapai suatu tingkat yang efisien dalam 
berproduksi. 

Namun sebaliknya dalam pasar yang berstruktur oligopoli, 
di mana di dalam pasar tersebut hanya terdapat beberapa pelaku 
usaha saja, kemungkinan pelaku usaha berkerja sama untuk me-
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nentukan harga produk dan jumlah produksi dari masing-ma-
sing pelaku usaha menjadi lebih besar. Oleh karena itu, biasa nya 
praktik kartel dapat tumbuh dan berkembang pada pasar yang 
berstruktur oligopoli, di mana lebih mudah untuk bersatu dan 
menguasai sebagian besar pangsa pasar.

 Praktik kartel merupakan salah satu strategi yang diterapkan 
diantara pelaku usaha untuk dapat memengaruhi harga dengan 
mengatur jumlah produksi mereka. Mereka berasumsi jika pro-
duksi mereka di dalam pasar dikurangi, sedangkan permintaan 
terhadap produk mereka di dalam pasar tetap, akan berakibat 
kepada naiknya harga ke tingkat yang lebih tinggi. 

Sebaliknya, jika di dalam pasar produk mereka melimpah, 
sudah barang tentu akan berdampak terhadap penurunan har ga 
produk mereka di pasar. Oleh karena itu, pelaku usaha men co-
ba membentuk suatu kerja sama horizontal (pools)  untuk me-
nen tukan harga dan jumlah produksi barang atau jasa. Namun 
pembentukkan kerja sama ini tidak selalu berhasil, karena para 
anggota sering kali berusaha berbuat curang untuk keuntung-
annya masing-masing.

Contoh kasus mengenai kartel yang pernah diputus oleh 
KPPU yaitu Putusan No. 03/KPPU-I/2003 mengenai Kargo Sura-
baya-Makasar. Adapun duduk perkaranya adalah sebagai berikut 
Tujuh perusahaan pelayaran yaitu PT Meratus, PT Tempuran 
Emas, PT Djakarta Lloyd, PT Jayakusuma Perdana Lines, PT 
Samu dera Indonesia, PT Tanto Intim Line, dan PT Lumintu Sinar 
Perkasa pada Rapat Pertemuan Bisnis di Ruang Rapat MPH I 
Hotel Elmi Surabaya pada hari Senin tanggal 23 Desember 2002 
yang dihadiri para Terlapor, Saksi I dan Saksi III telah dise-
pa  kati penetapan tarif dan kuota yang kemudian dituangkan 
da lam Berita Acara Pertemuan Bisnis di Hotel Elmi Surabaya 
dan masing-masing pihak mengakui dan membubuhkan tanda 
tangan atas dokumen kesepakatan tarif dan kuota. 

Pelaksanaan kesepakatan tahap I mulai berlaku sejak 1 Janu -
ari 2003 sampai dengan 31 Maret 2003. Unsur Pasar 11 UU No. 
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5 Tahun 1999 pada intinya adalah adanya kesepakatan antar -
per usahaan yang bersaing untuk mengatur produksi dan/atau 
pemasaran suatu barang atau jasa yang ditujukan untuk me me-
nga ruhi harga dan dapat mengakibatkan terjadinya persaing an 
usaha yang tidak sehat.

Dengan ditetapkannya kuota bongkar muat tersebut, para 
ter lapor telah mengatur produksi jasa pengangkutan laut khusus 
barang (kargo) dari para Terlapor yang melayani jalur Sura baya 
– Makassar – Surabaya dan Makassar – Jakarta – Makassar, yang 
bertujuan mencegah terjadinya perang harga.

Di samping itu dengan ditetapkannya kuota bongkar muat 
peti kemas tersebut para terlapor telah melakukan tindakan yang 
meniadakan persaingan usaha antara anggota kartel. De ngan de-
mikian, para terlapor telah melakukan praktik usaha  per    saing an 
tidak sehat, sehingga melanggar Pasal 11  Undang-Un dang No-
mor 5 Tahun 1999.

6. Perjanjian trust
Perjanjian pembagian wilayah diatur dalam Pasal 12 Un-

dang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik 
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. 

 Pasal 12 

 Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku 
usaha lain untuk melakukan kerja sama dengan membentuk ga-
bungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar,  de ngan 
tetap manjaga dan mempertahankan kelangsungan hi dup ma-
sing-masing perusahaan atau perseroan anggotanya, yang ber-
tu juan untuk mengontrol produksi dan/atau pemasaran atas 
barang dan/atau jasa, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya 
praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

Dari pasal di atas, maka “trust” dapat diartikan sebgai suatu 
kerja sama dengan membentuk gabungan perusahaan atau per-
usahaan yang lebih besar dengan tetap menjaga dan memper-
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tahankan kelangsungan hidup masing-masing perusahaan atau 
perseroan anggotanya yang bertujuan untik mengontrol pro-
duk si dan/atau pemasaran atas barang dan/atau jasa, sehingga 
dapat mengaki batkan praktik monopoli dan persaingan usaha 
tidak sehat.

Untuk dapat mengontrol produksi atau pemasaran produk 
di pasar ternyata para pelaku usaha tidak hanya cukup dengan 
membuat perjanjian kartel di antara mereka, tetapi mereka juga 
terkadang membentuk gabungan perusahaan atau perseroan yang 
lebih besar (trust), dengan tetap menjaga dan mempertahankan 
kelangsungan hidup masing-masing perusahaan atau perseroan 
anggotanya.

Trust sebenarnya merupakan wadah bagi pelaku usaha yang 
didesain untuk membatasi persaingan dalam bidang usaha atau 
industri tertentu. Gabungan antara beberapa perusahaan yang 
bersaing dengan membentuk organisasi yang lebih besar yang 
akan mengendalikan seluruh proses produksi dan/atau pe ma-
saran suatu barang. 

Trust terjadi di mana sejumlah perusahaan menyerahkan 
saham mereka pada suatu “badan trustee” yang kemudian mem-
berikan sertikat dengan nilai yang sama kepada anggota trust. 

Trust pertama yang sangat terkenal adalah Standard Oil yang 
terbentuk pada tahun 1882, yang kemudian diikuti oleh banyak 
industri lainnya. Hal ini menyebabkan banyaknya kemajuan-ke-
majuan di Amerika. Namun, karena trust   juga mengakibatkan 
ada nya pemusatan kekuasaan, maka trust dianggap suatu yang 
melanggar hukum.

Trust merupakan kata dari bahasa Inggris yang memiliki be-
be rapa arti dan makna. Seperti bahasa Inggris secara umumnya 
pasti memiliki relasi sejarah yang dengan beberapa bahasa lain 
seperti, Yunani, Perancis, Latin, Jerman, dan terkadang Belanda; 
terlalu kompleks untuk ditelusuri satu per satu. Kata trust jika 
dilihat sebagai kata benda berarti kepercayaan, bisa berarti pula 
keyakinan, perserikatan, harapan, tanggung jawab, perse ku-
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tuan, penjagaan, piutang, dan kredit. Sebagai kata benda berarti 
 me m er  cayai, berharap, percaya atas/kepada, menaruh keper ca-
yaan kepada dan menghutangi. Adapun dilihat sebagai kata sifat 
ber arti sesuatu yang berkenaan dengan persekutuan, berkenaan 
dengan perserikatan dan yang dipercayakan.

Jika dilihat dari perspektif ilmu ekonomi, trust ini memiliki 
dua makna; satu sebagai asas kepercayaan dalam berperilaku 
ekonomi, kedua; perilaku ekonomi itu sendiri terkait dengan 
jual-beli, dana pinjaman, utang piutang, kredit, dan sebagainya. 
Contoh seder hana dari yang pertama adalah   bayangkan jika 
Anda pergi ke toko untuk membeli sekotak susu, tapi mendapati 
lemari es tampat susu itu terkunci. Jika Anda berhasil membujuk 
pemilik toko untuk mengambil susu, Anda mungkin akhirnya 
akan berpikir mengenai apakah Anda akan menyerahkan uang 
terlebih dulu, atau pemilik toko yang akan menyerahkan susu 
terlebih dahulu. Karena tidak adanya rasa kepercayaan di antara 
ke duanya; aktivitas jual-beli pun terganggu. Contoh lain dari 
trust sebagai asas kepercayaan bagaimana orang China berpe ri-
laku ekonomi.

Salah satu kunci sukses bisnis etnik China, baik yang tinggal 
di negerinya sendiri maupun di perantauan adalah kuatnya eksis-
tensi saling percaya (trust) pada tingkat individu dan adanya 
guanxi, sebagai pelindung dari lemahnya kelembagaan publik. 
Dalam sejarah China, kepercayaan kepada uang kertas telah me-
ng alami berbagai ujian terkait dengan naik-turunnya kondisi 
ekonomi dan politik. Dalam hubungan ini menjadi wajar bila 
hanya sedikit saja anggota masyarakat yang percaya terhadap 
bi rokrasi dan struktur hukum ketika aksi kedua lembaga ini ti-
dak menyiratkan kepercayaan dan perlindungan hak individu 
serta transaksi bisnis. Akibatnya lembaga formal tidak pernah 
mendapat kepercayaan masyarakat.

Dalam konteks seperti ini guangxi tidak hanya memberi ru-
ang bagi ekspresi hubungan pribadi antar-pelaku bisnis yang 
di  kom binasikan dengan karakter pribadi (trait) dan kesetiaan 
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(lo yalty), namun juga merupakan sebuah bentuk pertukaran so-
sial berdasarkan sentimen primordial dan emosi budaya yang 
ditandai dengan saling percaya. Ketika seseorang berhutang ke-
pada sesama pelaku bisnis, pembayarannya tidak semata-mata 
tepat waktu dan sesuai perhitungan (pokok plus bunga) namun 
dalam transkasi seperti ini terkandung pula ikatan sosial yang 
sering kali di luar rasional ekonomi. Selalu ada unsur non-eko -
nomi (intangible goals) seperti motivasi politik, kekuasaan, me-
raih status tertentu, dan lain sebagainya dalam transaksi yang 
ber nafaskan guangxi. Sebaliknya, jika seseorang melakukan pe-
lang  garan atas komitmen yang terbangun dalam semangat gu
ang xi, maka dengan mudah citra negatif akan tersebar dan ha-
bis   lah masa depan bisnisnya.

Jaringan guangxi terwujud karena berbagai latar belakang, 
ada yang karena memiliki kesamaan asal daerah (qingqi), teman 
satu alumni (tongxue), sahabat ketika di perguruan tinggi (tong
shi), atau karena ada kesamaan minat (tonghao). Melihat latar 
bela kang terbentuknya, perlu dicermati bahwa guangxi tidak 
iden tik dengan kekeluargaan (familialisme) dan paternalism. 
Gu angxi lebih menitikberatkan pada adanya tata aturan tidak 
tertulis (unwritten codes) yang melindungi perilaku oportunistik 
anggotanya. Menyusul perubahan kebijakan ekonomi China, ba-
nyak perantau yang telah sukses di berbagai negara, karena gu
angxi, mereka kembali dengan membawa investasi untuk mem-
ba ngun tanah leluhur.

Ada yang menganalisis trust sebagai harapan bersama dalam 
suatu kelompok atau komunitas perilaku usaha, yang didasarkan 
pada norma-norma sosial bersama, seperti timbal balik dan rea-
bilitas. Ada dua pertanyaan yang muncul terkait dengan trust 
ini. Pertama, mengapa hal itu muncul, kedua, bagaimana cara ia 
berevolusi?. Setidaknya ada dua pendekatan untuk menjawab 
pertanyaan pertama. Manusia adalah makhluk moral yang me-
mi   liki nilai-nilai dasar yang dapat dipercaya dan bersifat menye-
bar dan secara rasional dapat menimbulkan kepercayaan antar -
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sesama. Pendekatan kedua menekankan potensi  keuntung an 
ber sama menghindari praktik keuntungan pribadi yang eks ploi  -
tatip. Meskipun terjadi kritik atas pandangan bahwa tidak se-
mua orang mau mengikuti aturan moral yang berlaku, kritik ter-
se but bisa teratasi dengan menjawab pertanyaan kedua ka rena 
keduanya bersifat saling melengkapi.

Evolusi terjadi jika ada titik temu motivasi individu rasional 
(suatu mesin tindakan, dalam kata-katanya) dengan struktur 
sosial yang ada. Trust dan perilaku yang dapat dipercaya hanya 
rasional jika potensi penyimpangan telah diukur. Untuk ini, 
diperlukan norma-norma sosial yang efektif untuk berkembang, 
yang mengikat perilaku.  Ada yang menyatakan bahwa norma 
ini  bertindak sebagai “instrumen penghalang dari selfintrest” 
dan “mengubah biaya dan manfaat dari bekerja sama agar tidak 
terjadi dilema-dilema yang tidak diinginkan.”

Baik trust maupun reabilitas harus berdasarkan penilaian 
moral serta penilaian objektif kerja sama sebagai instrumen 
untuk memperoleh keuntungan ekonomi bersama. Dengan kata 
lain, keuntungan, baik materi nilai-nilai internal dan eksternal 
men jadi pertimbangan biaya-manfaat investasi dalam norma-
norma usaha dan trust tersebut. Tetapi bagaimana norma itu 
mun  cul dan menghasilkan kepercayaan interpersonal? Di satu 
sisi, harus ada keyakinan bahwa trust itu bermanfaat untuk se-
tiap stakeholders yang terkait dengan usaha Anda: nilai tambah 
dari perilaku kerja sama ini harus lebih besar daripada nilai ku-
rang  nya. Ini penting untuk menentukan tingkat kepercayaan 
yang akan memiliki pada orang lain. Di sisi lain, Anda sendiri 
pun harus dapat dipercaya. Dengan demikian, perilaku seperti 
ini akan bertahan.

Trust sebagai perilaku ekonomi terfokus pada mencari ke-
seim bangan yang tepat antara membangun kepercayaan mela lui 
keterbukaan, perlindungan kepentingan dari penipuan, hi lang-
nya informasi rahasia, vandalisme, pencurian yang  dila ku   kan 
kar  yawan dan terutama bentuk kerugian ekonomi. Ini penting 
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terutama bagi perusahaan yang ingin membangun citra yang 
dapat dipercaya. Dalam konteks transaksi bisnis, trust ber  hu-
bung  an dengan relasi antara pihak yang berbeda, waktu yang 
dibutuh kan untuk membangun dan memelihara hu bungan, per -
tukaran aset wujud/tidak berwujud tukar dan bagai  mana da-
pat bertukar bisa dilakukan lebih aman. Interaksi klasik yang 
konkret dilakukan dengan pendekatan tatap muka yang mem -
berikan pelaku pilihan interaktivitas, visibilitas, dan  infor masi 
sosial. Tetapi, sekarang, interaksi tatap muka tergantikan dengan 
mediasi interaksi teknologi dan konsekuen sinya adalah keperca-
yaan menjadi isu utama karena fakta bahwa kepercayaan yang 
rendah berarti interaksi mahal (baik dari segi ekonomi dan ma-
nusia) dan karena kemampuan membangun hubungan ke per-
cayaan dan evaluasi sekarang ini mengandalkan hanya pada 
interaksi elektronik melalui internet.

Pemahaman trust sebagai keberhasian maupun kegagalan 
usaha kegiatan kredit untuk orang miskin dapat dilihat dari se-
jarah. Pada paruh kedua abad ke-19 dan awal abad ke-20, Jerman 
terkenal dengan solusi kelembagaan dalam memberikan kredit 
bagi masyarakat miskin. Koperasi kredit Jerman berkembang di 
negara itu dan menjadi model untuk lembaga-lembaga serupa 
di banyak tempat lainnya. Akan tetapi, di Irlandia, transplantasi 
seutuhnya koperasi kredit a la Jerman tidak menuai keberhasilan. 
Meskipun berdasarkan pola yang dikembangkan Jerman; model 
dan didukung oleh berbagai organisasi swasta dan pemerintah, 
kredit Irlandia koperasi mengalami stagnasi setelah awal  mere ka 
pada tahun 1894. Adapun di Amerika Serikat, upaya ke lem ba-
gaan untuk memberikan kredit kepada orang miskin dilaku kan 
dengan pelbagai model dan belum memberikan hasil mak simal 
yang diharapkan.

Gagasan bahwa kredit dalam layanan tertentu, atau keuang-
an yang lebih umum, merupakan bagian penting dari masalah 
kemiskinan kembali setidaknya akhir abad ke-18 dan awal ke-
19. Pada saat itu reformis sosial di Eropa mulai advokasi lembaga 
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khusus tabungan bagi masyarakat miskin.
Ada dua motivasi gerakan reformis dengan pendekatan ini; 

pertama dalam rangka menghilangkan kebiasaan buruk dengan 
gerakan hemat, yang dianggap dapat mempromosikan gaya hi -
dup stabil, mendorong masyarakat miskin untuk membuat ta-
bung an sebagai buffer terhadap pendapatan tidak teratur me-
reka.  Kedua, untuk mengurangi beban fiskal kemiskinan dengan 
membantu masyarakat miskin untuk membantu diri mereka 
sendiri. Akhirnya, hingga pertengahan abad ke-19, para reformis 
di beberapa negara Eropa masih mengindifikasi kredit sebagai 
ma salah serius ekonomi saat itu.

Para ekonom saat ini cenderung menekankan kebutuhan 
masya rakat miskin dengan kredit cara untuk mengelola penda-
patan yang tidak teratur dan masalah sosial seperti penganggur-
an dan penyakit. Pinjaman sebaiknya ditekankan untuk usaha 
produktif dan kredit untuk tujuan konsumsi itu harus dihindari. 
Kredit untuk orang-orang miskin dan tetap bermasalah karena 
pada ranah mekanisme informasi dan sanksi digunakan untuk 
mendukung pinjaman kepada masyarakat miskin yang tidak ber-
jalan dengan baik. 

Sebagian besar pinjaman kepada orang miskin relatif kecil, 
yang berarti bahwa biaya investigasi dan pemantauan relatif 
lebih besar daripada pinjaman itu sendiri. Orang miskin mung-
kin juga peminjam bermasalah karena alasan lain, seperti gaya 
hidup yang semerawut dan pendapatan yang tidak teratur. 
Asum  si masalah dasarnya adalah tidak adanya aset untuk ja-
minan. Individu mana pun yang mengambil risiko aset mereka 
sebagai jaminan tidak ada akan meminjam jika tidak mampu 
untuk mengem balikannya. Jika mereka tidak mampu membayar 
kembali pinjamannya, aset mereka pun akan disita. 

Pengawasan joint venture dalam UU No. 5 Tahun 1999 di-
bagi dua tahap, pertama perusahaan gabungan (joint venture) 
yang diawasi oleh Pasal 12, yakni suatu kerja sama dengan 
 mem be ntuk gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih be-
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sar, dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan 
hidup masing-masing perusahaan atau perseroan anggotanya, 
yang ber tujuan untuk mengontrol produksi dan/atau pemasaran 
atas barang dan/atau jasa, sehingga dapat mengakibatkan ter-
jadi nya prakik monopoli atau persaingan tidak sehat. Kedua, 
pengawas an penggabungan perusahaan juga dapat dilaksanakan 
menurut ketentuan Pasal 28 & 29.

Unsur-unsur dalam Pasal 12 adalah pelaku usaha, perjan jian, 
gabungan perusahaan. Gabungan perusahaan dalam UU dije-
laskan secara umum dengan istilah hukum joint venture dengan 
suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian.

Salah satu putusan landmark mengenai trust ini adalah kasus 
Standard Oil Company of New Jersey vs. United States. Secara 
singkat kasusnya adalah sebagai berikut: Para tergugat didakwa 
melakukan konspirasi untuk menghambat perdagangan minyak, 
penyulingan minyak dan produk-produk minyak lainnya.

Konspirasi telah dimulai sejak tahun 1870 oleh ketiga dari 
Terdakwa yaitu John D. Rockeffeller, William Rockefeller dan 
Hendri M. Flagler. Adapun masa konspirasi ini dibagi dalam 
tiga periode yaitu tahun 1870-1882, dari tahun 1882-1899 dan 
1899-sampai adanya perkara. Pada tahun 1870-1882.

John D. Rockefeller dan William Rockefeller dan beberapa 
orang lainnya membuat tiga partnership yang bergerak di bidang 
perminyakan dan mengapalkannya kebeberapa Negara bagian. 
Pada tahun 1870 dibentuklah Standard Oil Company of Ohio 
dan ketiga partnership ini digabungkan dalam perusahaan ini dan 
men jadi milik bersama sesuai dengan sahamnya masing-masing. 
Bah wa sejak itu telah dilakukan penggabungan-penggabungan.

Sejak tahun 1872 perusahaan tersebut telah mendapatkan 
pang sa pasar yang substansial kecuali 3 atau 4 dari 35 atau 40 
penyulingan minyak yang berlokasi di Cleveland, Ohio. Berda-
sar  kan pada kekuatan ini, dan sesuai dengan tujuannya untuk 
mem  batasi dan memonopoli perdagangan, baik antar negara ba -
gian maupun pada negara bagian tersebut, maka anggota men -
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da  pat kan banyak kemudahaan baik dari harga, transpor (rail
road)  dibandingkan kompetitornya. 

Hal ini memaksa kopetitor untuk menjadi bagian dari per-
jan jian atau menjadi bangkrut. Para pihak yang tergabung pada 
saat itu telah menguasai 90 persen dari bisnis produksi, peng-
apalan, penyulingan dan penjualan minyak dan produknya.

Pada periode kedua yaitu tahun 1882-1899 di mana saham 
dari 40 perusahaan termasuk Standard Oil Company of Ohio 
diletakkan pada suatu Trustee dan ahli warisnya untuk kepen-
tingan semua pihak secara bersama. Perjanjian ini dibuat dengan 
mengeluarkan sertifikat Standard Oil Trust. Setelah itu Trustee  
juga membuat atau mengorganisasi Standard Oil Company of 
New jersey dan Standard Oil Company of New York. 

Akhirnya MA pada tanggal 2 Maret 1892 menyatakan bah-
wa Trustee ini batal demi hukum karena perjanjian tersebut 
meng hambat perdagangan dan berpuncak pada pembentukan 
mo nopoli yang melanggar hukum.

7. Perjanjian oligopsoni
Perjanjian pembagian wilayah diatur dalam Pasal 13 Un-

dang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik 
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. 

 Pasal 13
 (1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku 

usaha lain yang bertujuan untuk secara bersama-sama 
menguasai pembelian atau penerimaan pasokan agar da-
pat mengendalikan harga atas barang dan/atau jasa dalam 
pasar bersangkutan, yang dapat mengakibatkan terjadinya 
praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

 (2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-
sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan se-
bagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila 2 (dua) atau 3 
(tiga) pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai 
lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu 
jenis barang atau jasa tertentu.
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Oligopsoni adalah merupakan bentuk suatu pasar yang di 
dominasi oleh sejumlah konsumen yang memiliki kontrol atas 
pembelian. Struktur pasar ini memiliki kesamaan dengan struk-
tur pasar oligopoli hanya saja struktur pasar initerpusat di pasar 
input. Dengan demikian distorsi yang ditimbulkan oleh kolusi 
antar pelaku pasar akan mendistorsi pasar input.

Oligopsoni merupakan salah satu bentuk praktik anti-per-
saingan yang cukup unik, karena dalam praktik oligopsoni yang 
menjadi korban adalah produsen atau penjual, di mana biasanya 
untuk bentuk-bentuk praktik anti persaingan lain (seperti price 
fixing, price discrimination, kartel, dan lain-lainnya) yang men jadi 
korban umumnya konsumen atau pesaing. Dalam oligopsoni, 
konsumen membuat kesepakatan dengan konsumen lain dengan 
tujuan agar mereka secara bersama-sama dapat menguasai pem -
belian atau penerimaan pasokan, dan pada akhirnya dapat me -
ngendalikan harga atas barang atau jasa pada pasar yang ber-
sangkutan. 

Terdapat beberapa syarat agar oligopsoni dapat berhasil:
a. Pelaku usaha harus setuju, baik secara tegas maupun secara 

diam-diam untuk bertindak bersama;
b. Mereka haruslah merupakan pembeli dalam jumlah yang 

besar atau dominan;
c. Adanya mekanisme agar perjanjian ditaati dan tidak ada ke-

curangan. 
d. Mereka harus mampu mencegah masuknya pemain baru, 

ka rena apabila pemain baru bisa masuk, maka perjanjian 
oligopsoni tidak akan efektif. 

Oligopsoni sebenarnya merupakan bagian dari kartel, yaitu 
kartel pembelian. Seperti pada Kartel, maka oligopsoni juga ada 
yang pro persaingan dan ada yang merugikan persaingan.

Contoh kasus mengenai perjanjian oligopsoni adalah kasus 
oligopsoni in re BEEF INDUSTRY ANTITRUST LITIGATION MDL 
DOCKET NO.248. MEAT PRICE INVESTIGATORS ASSOCIATION, 
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an Iowa unincorporated associationand trust, et al., Plaintiffs-
Appellants, vs. IOWA BEEF PROCESSORS, INC. (nowknown as 
IBP, Inc.), a Delaware Corporation, et al., Defendants-Appellees 
(No. 89-1483. Aug. 1, 1990). 

Adapun secara ringkas kasusnya adalah sebagai berikut. 
Assosasi Investigator Harga Daging dan beberapa peternak sapi, 
mengajukan Iow a Beef Processors, Inc., Excel Corporation dan 
The National Provisioners, Inc. (The Yellow Sheet)  ke pengadilan 
pada tahun 1977. 

Adapun yang menjadi alasan adalah bahwa retailer dan pac
kers (pengepak) melakukan konspirasi, baik secara horisontal 
mau pun vertikal untuk menurunkan harga dari sapi. 

Mereka mendalilkan bahwa konspirasi ini mengikuti skema 
penetapan harga. The National Provisioner memublikasikan 
setiap hari harga produk sapi pada the Yellow Sheet, The Yel-
low Sheet mendasarkan publikasinya laporan dari harga komo -
ditas tersebut pada saat itu. Para pengepak menggunakan harga 
the Yellow Sheet untuk menentukan harga yang mereka tawar-
kan kepada peternak sapi.

Pengepak mendalilkan bahwa seperti ditemukan oleh peng-
adilan negeri, bahwa the Yellow Sheet adalah informasi publik 
yang dapat dibeli dan digunakan oleh semua pihak. Mereka juga 
mendalilkan bahwa peternak sapi tidak mempunyai bukti bahwa 
telah terjadi parallel pricing oleh IBP dan Excel yang merupakan 
independen bisnis.

Tergugat juga mempunyai bukti yang cukup, bahwa the Yel-
low Sheet adalah merupakan salah satu faktor, masih terdapat 
faktor-faktor lain yang menjadi pertimbangan pengepak dalam 
menentukan harganya, yaitu: 
a. Kebutuhan pengepak itu sendiri untuk menentukan kebu-

tuhannya akan daging setiap minggunya, termasuk dalam 
hal ini kontrak dengan buruh yang tetap harus dibayar ter-
lepas ada pekerjaan atau tidak; 
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b. Kondisi pasar pada saat itu apakah over supply  atau tidak; 
c. Persaingan harga antara pengepak; 
d. Harga berdasarkan pasar produk yang dapat memaksa peng-

epak membayar lebih mahal atau lebih murah dari daftar 
harga dalam the Yellow Sheet.  

Berdasarkan pada fakta-fakta tersebut, maka Pengadilan 
Ban ding menolak klaim dari peternak sapi. Apabila Penggugat 
mendalilkan adanya concious paralellism, maka syaratnya harus-
lah terdapat paralel antar tergugat. Pengadilan menyatakan bah-
wa tidak terdapat paralelisme antara para tergugat.

8. Perjanjian Integrasi Vertikal
Perjanjian pembagian wilayah diatur dalam Pasal 14 Un-

dang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik 
Mo  no poli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. 

 Pasal 14

 Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha 
lain yang bertujuan untuk menguasai produksi  sejum lah produk 
yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan/atau jasa 
tertentu yang mana setiap rangkaian pro duk si me rupakan peng-
olahan atau proses lanjutan, baik da lam satu rangkain langsung 
maupun tidak langsung, yang dapat me ngakibatkan terjadinya 
praktik monopoli dan/atau per sa ing an usaha tidak sehat.

Dalam melakukan kegiatan usahanya pelaku usaha tentu 
akan melakukan hubungan-hubungan dengan dengan pihak 
lain  nya, baik dengan para kompetitornya maupun dengan para 
pemasok. Hubungan-hubungan ini adalah hal yang wajar dan 
memang harus dilakukan oleh pelaku usaha untuk menjalankan 
usahanya. Namun, ketika suatu pelaku usaha ingin pangsa pasar 
yang dimilikinya menjadi lebih besar, pertumbuhan perusahaan 
dan perolehan laba yang semakin meningkat, tingkat efesiensi 
yang semakin tinggi dan juga untuk mengurangi ketidakpastian 
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akan pasokan bahan baku yang dibutuhkan dalam berproduksi 
dan pemasaran hasil produksi, biasanya perusahaan akan mela-
kukan penggabungan ataupun kerja sama dengan pelaku-pelaku 
usaha lain yang secara vertikal berada pada level yang berbeda 
pada proses produksi, maka kerja sama ini disebut integrasi ver-
tikal. 

Integrasi vertikal adalah bagian dari hambatan vertikal 
(ver tical restraint). Hambatan vertikal adalah segala praktik 
yang bertujuan untuk mencapai suatu kondisi yang membatasi 
persaingan dalam dimensi vertikal atau dalam perbedaan jen jang 
produksi (stage of production) atau dalam usaha yang memiliki 
keterkaitan sebagai rangkaian usaha. Kebanyakan praktik ham-
batan vertikal didasarkan atau mengikuti suatu kesepakatan di 
antara pelaku usaha pada jenjang produksi yang berbeda namun 
masih dalam satu rangkaian yang terkait. Misalnya antara pro-
dusen dan distributor atau penjual produknya. Integrasi Ver tikal 
di atur dalam Pasal 14 UU No. 5 Tahun 1999 “Pelaku usaha 
dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang 
bertujuan untuk menguasai produksi sejumlah produk yang 
termasuk dalam rangkaian produksi barang dan/atau jasa ter-
tentu yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil 
peng olahan atau proses lanjutan, baik dalam satu rangkaian 
lang sung maupun tidak langsung, yang dapat mengakibatkan 
ter  ja di nya persaingan usaha tidak sehat dan/atau merugikan 
masya rakat.”

Jadi, integrasi vertikal terjadi ketika satu perusahaan mela-
kukan kerja sama dengan perusahaan lain yang berada pada 
level yang berbeda dalam suatu proses produksi, sehingga mem-
buat seolah-olah mereka merupakan satu perusahaan yang mela-
kukan dua aktivitas yang berbeda tingkatannya pada satu proses 
produksi.

Kalau pelaku usaha ingin meningkatkan penghasilan (reve
nue), biasanya yang umum dilakukan adalah dengan cara me-
ning  katkan produksi. Namun bagi perusahaan yang sudah ber-
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pro duksi dalam kapasitas penuh, rasanya sangat sulit untuk dapat 
meningkatkan penghasilan yang lebih tinggi lagi. Dalam hal ini, 
maka peningkatan produksi hanya dapat dilakukan pelaku usaha 
tersebut dengan meningkatkan skala perusahaannya. 

Terjadi peningkatan dalam skala perusahaan akan memberi-
kan pengaruh terhadap peningkatan produksi yang pada akhir-
nya dapat meningkatkan keuntungan yang lebih tinggi lagi di-
bandingkan sebelum pelaku usaha tersebut meningkatkan skala 
perusahaannya. Salah satu jalan yang dilakukan pelaku usaha 
untuk meningkatkan skala perusahaan adalah melalui pengga-
bungan/integrasi dengan perusahaan lain yang berada pada le-
vel yang berbeda.

Kasus mengenai Integrasi vertikal ini ialah satu kasus yang 
pernah diputus oleh KPPU adalah apa yang dikenal dengan kasus 
Abacus yaitu Putusan No. 01/KPPU-L/2003. Terlapor  da lam 
kasus ini adalah PT (Persero) Perusahaan Penerbangan  Ga ruda 
Indonesia (disingkat “Garuda Indonesia”). Adapun duduk per-
kara adalah sebagai berikut. Bahwa Terlapor adalah badan usa-
ha yang berbentuk badan hukum dengan kegiatan usaha an tara 
lain melaksanakan penerbangan domestik dan inter na sional ko-
mersial berjadwal untuk penumpang serta jasa pelayanan sis tem 
informasi yang berkaitan dengan penerbangan.

Untuk mendukung kegiatan usaha penerbangannya terse-
but, terlapor mengembangkan sistem ARGA sebagai sistem in-
for  masi pengangkutan udara domestik. Adapun untuk sis tem 
in for  masi penerbangan internasional, terlapor bekerja sama de-
ngan penyedia CRS dalam bentuk perjanjian distribusi sistem 
informasi ini digunakan oleh biro perjalanan wisata untuk mela-
kukan reservasi dan booking  tiket penerbangan terlapor secara 
online. 

Bahwa akibat krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997, 
semakin menambah beban keuangan terlapor yang  memaksa nya 
untuk melakukan pemotongan biaya-biaya. Salah satu upaya 
yang dilakukan adalah menarik dumb terminal terlapor di setiap 
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biro perjalanan wisata, yang kemudian menyertakan sistem 
ARGA di dalam terminal Abacus. Bahwa pada tanggal 28 Agus-
tus 2000, terlapor dan Saksi menyepakati pendistribusian tiket 
do mestik terlapor di wilayah Indonesia hanya dilakukan dengan 
dual access melalui terminal Abacus.

Kebijakan dual access tersebut tidak dituangkan dalam per-
janjian tertulis. Hal ini telah diakui oleh Terlapor dan dikuatkan 
oleh dokumen yang diserahkan oleh Saksi I kepada Majelis Ko-
misi. Kesepakatan tersebut di atas ditempuh karena biaya tran -
saksi penerbangan internasional dengan menggunakan sis tem 
Abacus lebih murah. Dual access hanya diberikan kepada Saksi I 
sebagai penyedia sistem Abacus bertujuan agar. Terlapor dapat 
mengontrol biro perjalanan wisata di Indonesia dalam melaku-
kan reservasi dan booking  tiket penerbangan. Semakin banyak 
biro perjalanan wisata di Indonesia yang menggunakan sistem 
Abacus untuk melakukan reservasi dan booking penerbangan 
inter nasional terlapor yang pada akhirnya akan mengurangi bia-
ya transaksi penerbangan internasional terlapor.

Terlapor hanya akan menunjuk biro perjalanan wisata yang 
menggunakan sistem Abacus sebagai agen pasasi domestik. Posisi 
terlapor yang menguasai penerbangan domestik dan kemudahan 
untuk menjadi agen maskapai lain, menjadi daya tarik bagi biro 
perjalanan wisata untuk menjadi agen pasasi domestik terlapor. 
Bahwa sistem ARGA yang hanya disertakan pada terminal Aba-
cus mengakibatkan sistem lain mengalami kesulitan untuk me-
ma sarkan ke biro perjalanan wisata karena biro perjalanan wi-
sata lebih memilih sistem Abacus yang memberi kemudahan 
untuk memperoleh sambungan sistem ARGA.

Untuk mendukung kebijakan dual access, terlapor menam-
bah kan persyaratan bagi biro perjalanan wisata agar dapat di-
tunjuk sebagai agen pasasi domestik, yaitu menyediakan sistem 
Abacus terlebih dahulu untuk selanjutnya mendapatkan terminal 
ID biro perjalanan wisata yang bersangkutan/dibuka sam bung-
an kesistem ARGA (persyaratan Abacusconnection). KPPU Ber-
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pen dapat bahwa PT Garuda Indonesia telah melanggar Pasal 
14 UU NO. 5 Tahun 1999 karena telah melakukan penguasaan 
serangkaian proses produksi atas barang tertentu mulai dari 
hulu sampai hilir atau proses berlanjut atas suatu layanan jasa 
ter tentu oleh pelaku usaha tertentu. 

Praktik integrasi vertikal meskipun dapat menghasilkan ba-
rang dan jasa dengan harga murah, tetapi dapat menimbulkan 
persaingan usaha tidak sehat yang merusak sendi-sendi per eko    -
nomian masyarakat. Praktik seperti ini dilarang  sepan jang me -
nim  bulkan persaingan usaha tidak sehat dan/atau me ru gi   kan 
masyarakat. Dengan kegiatan usaha terlapor adalah me   lak     sa-
na  kan penerbangan komersial berjadwal untuk penum pang do-
mestik dan internasional dengan mengoperasikan pesa wat se ba-
gai sarana pengangkutan.

 Bahwa dalam perkara ini, penguasaan proses yang berlanjut 
atas suatu layanan jasa tertentu oleh terlapor adalah penguasaan 
proses yang berlanjut atas layanan informasi dan jasa distribusi 
tiket penerbangan domestik dan internasional Terlapor.

9. Perjanjian tertutup
Perjanjian pembagian wilayah diatur dalam Pasal 15 Un-

dang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik 
Mo no poli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. 

 Pasal 15

 (1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pe la-
ku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang 
menerima barang dan/atau jasa hanya akan mema sok atau 
todak memasok kembali barang dan/atau jasa ter sebut 
kepada pihak tertentu dan/atau pada tempat ter tentu.

 (2) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak 
lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang mene rima 
barang dan/atau jasa tertentu harus bersedia mem beli 
barang dan/atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok.

 (3) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian mengenai 
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harga atau postingan harga tertentu atas barang dan/atau 
jasa, yang memuat persyaratan bahwa pelaku usaha yang 
menerima barang dan/atau jasa dari pelaku usaha pema-
sok:

  a. Harus bersedia membeli barang dan/atau jasa lain 
dari pelaku usaha pemasok; atau 

  b. Tidak akan membeli barang dan/atau jasa yang sama 
atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pe-
saing dari pelaku usaha pemasok.

Perjanjian tertutup atau (excusive dealing) adalah suatu per-
janjian yang terjadi antara mereka yang berada pada level yang 
berbeda pada proses produksi atau jaringan distribusi suatu ba-
rang atau jasa. 

Perjanjian tertutup adalah perjanjian yang mengondisikan 
bahwa pemasok dari suatu produk akan menjual produknya 
hanya jika pembeli tidak akan membeli produk pesaingnya atau 
untuk memastikan bahwa seluruh produk tidak akan tersalut 
kepada pihak lain. Seorang pembeli (biasanya distributor) mela-
lui perjanjian tertutup mengondisikan bahwa penjual atau pe-
ma sok produk tidak akan dijual atau memasok setiap produk nya 
kepada pihak tertentu atau pada tempat tertentu.

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku 
usaha lain yang memuat persyaratan yang mengandung unsur-
unsur perjanjian tertutup, yaitu:
a. Penerima produk hanya akan memasok kembali produk ter-

se but kepada pihak tertentu saja;
b. Penerima produk tidak akan memasok kembali produk ter-

sebut kepada pihak tertentu;
c. Penerima produk hanya akan memasok kembali produk ter-

sebut pada tempat tertentu saja;
d. Penerima produk tidak akan memasok kembali produk ter-

se but pada tempat tertentu;
e. Penerima produk harus bersedia membeli produk dari pe-

laku pemasok tersebut;
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f. Penerima produk diberikan potongan harga jika tidak mem-
beli produk dari pelaku pesaing dari pelaku pemasok.11

Perjanjian tertutup dikenal juga dengan Ekslusif Dealing. Per-
janjian tertutup ini terdiri dari:
a.  Exclusive Distribution Agreement
 Yang dimaksud di sini adalah pelaku usaha membuat per-

janjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persya ratan 
bahwa pihak yang menerima produk hanya akan memasok 
atau tidak memasok kembali produk tersebut kepada pihak 
tertentu atau pada tempat tertentu saja, atau dengan kata 
lain pihak distributor dipaksa hanya boleh memasok produk 
kepada pihak tertentu dan tempat tertentu saja oleh pelaku 
usaha manufaktur. 

b. Tying Agreement 
 terjadi apabila suatu perusahaan mengadakan perjanjian 

dengan pelaku usaha lainnya yang berada pada level yang 
berbeda dengan mensyaratkan penjualan ataupun penye-
waan suatu barang atau jasa hanya akan dilakukan apabila 
pembeli atau penyewa tersebut juga akan membeli atau 
menyewa barang lainnya.

c.  Vertical Agreement on Discount 
 Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 menya-

takan bahwa: “pelaku usaha dilarang membuat perjanjian 
mengenai harga atau potongan harga tertentu atas barang 
dan/atau jasa yang memuat persyaratan bahwa pelaku usaha 
yang menerima barang dan/atau jasa dari usaha pemasok:

	 •	 Harus	bersedia	membeli	barang	dan/atau	jasa	lain	dari	
pelaku usaha pemasok atau;

		 •	 Tidak	 akan	membeli	 barang	dan/atau	 jasa	 yang	 sama	
atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing 
dari pelaku usaha pemasok.

11 Ibid., h. 173.
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Dengan kata lain, apabila pelaku usaha ingin mendapatkan 
harga diskon untuk produk tertentu yang dibelinya dari pelaku 
usaha lain, pelaku usaha harus bersedia membeli produk lain 
dari pelaku usaha tersebut atau tidak akan membeli produk yang 
sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing. 
Akibat yang mungkin muncul dari perjanjian di atas, khususnya 
mengenai adanya kewajiban bagi pelaku usaha yang menerima 
produk dengan harga diskon, yang kemudian diharuskan untuk 
membeli produk lain dari pelaku usaha pemasok sebenarnya 
sama dengan akibat yang ditimbulkan oleh tying agreement yaitu 
meng hilangkan hak pelaku usaha untuk secara bebas memilih 
pro duk yang ingin mereka beli, dan membuat pelaku usaha ha-
rus membeli produk yang sebenarnya tidak dibutuhkan oleh pe-
laku usaha tersebut.

Menyangkut perjanjian tertutup terdapat suatu kasus di 
mana pada kasus ini Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor 
IV, Terlapor V, Terlapor VI, TerlaporVII, Terlapor VIII, Terlapor 
IX, dan Terlapor X membentuk Konsorsium Distributor Semen 
Gresik Area 4. 

Konsorsium ini diduga melakukan pelanggaran atas UU No. 
5 Tahun 1999 dalam bentuk mewajibkan para Langganan Te tap 
(LT) di Area 4 untuk menjual Semen Gresik. 

Pelanggaran terhadap Pasal 15 ayat (1) Undang-undang 
Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh Konsorsium dalam 
bentuk himbauan kepada LT untuk bersedia hanya menjual 
Semen Gresik saja. Bahwa adanya aturan yang diterapkan oleh 
Konsorsium tentang larangan bagi LT menjual merek semen se-
lain Semen Gresik, menyebabkan salah satu LT di Area 4 meng -
ajukan permohonan pengunduran diri sebagai LT kepada Ter-
lapor XI karena menjual semen merek lain selain Semen Gresik 
dan dianggap oleh oknum-oknum Terlapor XI kurang mengun-
tungkan bagi Terlapor XI. Bahwa sebelum ada konsorsium, LT 
dapat membeli Semen Gresik kepada Distributor yang mana 
saja dan dapat melakukan negosiasi harga, namun setelah ada 
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kon sorsium, LT hanya bisa membeli kepada distributor tertentu 
dengan harga yang telah ditetapkan. Terlapor mendalilkan bahwa 
maksud pembentukan konsorsium adalah untuk menghadapi 
para LT dan toko yang sering “mengadu domba” Terlapor I, 
Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, 
Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, dan Terlapor X yang 
meng akibatkan terjadinya perang harga antar distributor. 

Bahwa tujuan pembentukan konsorsium adalah untuk meng-
hi langkan perang harga di antara para Anggota Konsorsium.
Namun KPPU menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Ter-
la por III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, 
Ter lapor VIII, Terlapor IX, Terlapor X, dan Terlapor XI terbukti 
secara sah dan meyakinkan telah melanggar Pasal 15 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

10. Perjanjian dengan Pihak Luar negeri
Perjanjian pembagian wilayah diatur dalam Pasal 16 Un-

dang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik 
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. 

 Pasal 16
 Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain di 

luar negeri yang memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan 
terjainya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak se-
hat.

Terdapat beberapa persoalan sehubungan dengan pemberla-
kuan undang-undang suatu negara terhadap orang atau badan 
hukum yang berada diluar negeri, yaitu; 
a. Apakah KPPU dan pengadilan Indonesia dapat memeriksa 

pelanggaran  atas UU No. 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh 
pelaku usaha yang berada dan melakukan kegiatan di ne-
gara lain. Apabila Hukum Persaingan Usaha dapat berlaku 
pada pelaku usaha yang berada pada wilayah negara lain, 
apakah tidak lebih baik diselesaikan secara diplomasi;
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b. Kemungkinan tidak tepatnya pengadilan untuk memeriksa 
hubungan antara satu negara dan negara-negara lainnya 
dalam hubungannya dengan perusahaan yang melakukan 
ke giatannya di negara tersebut;

c. Kemungkinan adanya kekebalan hukum atau kedaulatan 
sua tu negara yang mempunyai saham pada perusahaan ter-
se but;

d. Kemungkinan akan menimbulkan tindakan yang tidak fair 
atas pelaku usaha yang bertindak dengan iktikad baik dan 
dilakukan berdasarkan kebijakan dari negara-negara yang 
berbeda; 

e. Kesulitan untuk mengontrol atau mengawasi keadaan yang 
ada di luar negeri dengan suatu kebijakan lokal;

f. Adanya kesulitan untuk menjatuhkan putusan yang tepat, 
mengigat rumitnya masalah-masalah persaingan usaha, di-
tambah dengan kondisi pasar internasional, perbedaan adat 
istiadat, dan besarnya perbedaan situasi dan kondisi eko no-
mi negara tersebut masing-masing.

Berdasarkan pada hal-hal tersebut, maka wajarlah apabila 
terdapat perbedaan pandangan mengenai keberlakuan Hukum 
Persaingan Suatu Negara pada warga negara atau pelaku usaha 
Negara lainnya. Pasal 16 UU No. 5 Tahun 1999 menyebutkan 
bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak 
lain di luar negeri yang memuat ketentuan yang dapat meng-
akibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usa-
ha tidak sehat. Dapat dikatakan pasal ini mengatur suatu ke-
ada an khusus apabila pelaku usaha di dalam negeri melakukan 
per janjian dengan pihak pelaku usaha di luar negeri.

Kasus Temasek ini merupakan kasus kedua yang member-
lakukan Hukum Persaingan Usaha Indonesia terhadap perusa-
haan yang didirikan, berkedudukan dan melakukan kegiatan 
bis nisnya melalui wilayah di luar negara Republik Indonesia 
adalah perkara No. 07/KPPU-L/2007 atau yang lebih dikenal 
dengan Kasus Temasek.
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Dalam kasus ini yang menjadi terlapor dan berada di luar 
negeri adalah delapan perusahaan yang berada di Singapore 
dan satu perusahaan yang berada di Mauritius, yaitu; Temasek 
Holding Pte. Ltd., Singapore, Singapore Technologies Telemedia 
Pte. Ltd., Singapore, STT Communications Ltd, Singapore, Asia 
Mobile Holding Pte. Ltd., Singapore, Asia Mobile Holding Pte.
Ltd., Singapore, Indonesian Communication Limited, Mauritius, 
Indo nesian Communication Pte. Ltd., Singapore, Singapore Tele-
com munication Ltd., Singapore, dan Singapore Telecom Mobile 
Pte. Ltd., Singapore.

Kesemua perusahaan ini dikenal dengan Temasek Group 
atau Kelompok Temasek. Kelompok Temasek melalui anak per-
usahaannya yaitu STT memiliki saham sebesar 41,94% saham 
pada PT Indosat, dan melalui Singtel memiliki saham sebesar 
35% pada PT Teleksel. 

Kelompok Temasek oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha 
kemudian dinyatakan bersalah melanggar Pasal 27 a. karena te-
lah melakukan kepemilikan silang terhadap Telkomsel dan In-
dosat, sehingga mengakibatkan dampak anti persaingan usaha 
dalam pelayanan telekomunikasi seluler di Indonesia. 

Temasek juga dinyatakan melanggar Pasal 17 ayat (1) karena 
melaksanakan hambatan interkoneksi dan mempertahankan har-
ga tinggi sehingga menyebabkan dampak anti persaingan usaha.

Kelompok Temasek mendalilkan bahwa KPPU tidak ber-
we   nang memeriksa Kelompok Temasek karena didirikan bukan 
ber dasarkan Hukum Indonesia dan tidak melakukan  aktivi tas nya 
di Indonesia. Hal ini diperkuat dengan pendapat Hikma hanto 
Juwana yang menyatakan bahwa KPPU tidak dapat meng guna-
kan yurisdiksi teritorial karena hukum Indonesia tidak mengakui 
konsep ekonomi tunggal. 

Lebih lanjut beliau menyatakan bahwa KPPU juga tidak dapat 
menggunakan yurisdiksi personal karena STT tidak didirikan 
ber dasarkan hukum Indonesia dan bukanlah suatu entitas Indo-
nesia. KPPU juga tidak dapat menggunakan yurisdiksi universal 
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oleh karena yurisdiksi tersebut hanya berlaku terbatas pada ke-
ja hatan internasional. 

Namun KPPU berpendapat bahwa KPPU berwenang mela ku-
kan pemeriksaan terhadap Kelompok Temasek yang pada intinya 
dengan alasan, di antaranya; bahwa Kelompok Temasek ada lah 
badan usaha sehingga memenuhi unsur setiap orang atau badan 
usaha sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 poin 5 UU No. 
5 Tahun 1999, yang berdasarkan pada prinsip “single economic 
entity doctrine” dinyatakan bahwa hubungan induk perusahaan 
dengan anak perusahaan di mana anak perusahaan tidak mem -
punyai independensi untuk menentukan arah  kebi jakan perusa-
haan. Konsekuensi dari prinsip ini, maka pelaku usaha dapat 
dimintakan pertanggungjawaban atas tindakan yang dilaku kan 
oleh pelaku usaha lain dalam satu kesatuan eko nomi, meski pun 
pelaku usaha yang pertama beroperasi di luar yuris diksi Hukum 
Persaingan Usaha suatu negara, sehingga hukum persaingan 
usaha dapat bersifat ekstrateritorial.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan 
Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat memiliki 
maksud untuk mewujudkan iklim usaha yang sehat, sehingga 
memberikan kepastian dan kesempatan usaha yang sama kepada 
semua pelaku usaha baik usaha kecil, usaha menengah maupun 
usaha besar.

Dalam pelaksanaannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 
1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha 
Tidak Sehat memiliki tiga jenis sanksi terhadap pelaku usaha 
per saingan tidak sehat dan pelaku monopoli yaitu sanksi admi-
nis trasi, sanksi pidana pokok, dan saksi pidana tambahan.12 

Dampak hukum yang dapat dikenakan kepada pelaku usaha 
yang telah melakukan pelanggaran terhadap praktik monopoli 
dan persaingan usaha tidak sehat akan diuraikan seperti dibawah 
ini: 

12 Asril Sitompul, Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Tinjauan 
Terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999), Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, h. 95.
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1. Sanksi administrasi
 Berdasarkan Pasal 47 UU No 5 Tahun 1999, maka KPPU 

berhak untuk menjatuhkan sanksi administratif bagi pelaku 
usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran. Sanksi 
tersebut dapat berupa:

	 •	 Penetapan	 pembatalan	 perjanjian	 yang	 telah	 dibuat	
oleh para pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam 
Pa  sal 4 sampai Pasal 13, Pasal 15 dan Pasal 16.

	 •	 Perintah	 kepada	 usaha	 untuk	 menghentikan	 integrasi	
ver  tikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; dan/
atau

	 •	 Perintah	 kepada	 pelaku	 usaha	 untuk	 menghentikan	
kegiatan yang terbukti menimbulkan praktik monopoli 
dan/atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat 
dan/atau merugikan masyarakat; dan/atau

	 •	 Perintah	 kepada	 pelaku	 usaha	 untuk	 menghentikan	
pe nyalahgunaan posisi dominan; dan/atau Penetapan 
pem batalan atas penggabungan atau peleburan badan 
usaha dan pengambilalihan saham sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 28; dan/atau

	 •	 Penetapan	pembayaran	ganti	rugi;	dan/atau	Pengenaan	
denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000,00 (satu miliar 
rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 
(dua puluh miliar rupiah).

2. Sanksi Pidana
 Selain sanksi administratif, Hukum anti monopoli juga me-

nye diakan sanksi pidana. Di mana saknsi pi dana tersebut 
dibagi menjadi dua kategori, yaitu: Sank si Pidana dalam 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang terbagi menjadi 
dua kategori sanksi lagi, yaitu:

 a. Sanksi pidana pokok yang terdapat dalam Pasal 48 UU 
No 5 Tahun 1999, yang berbunyi: Pelanggaran ter ha-
dap ketentuan Pasal 14, Pasal 16 sampai dengan Pasal 
19, Pasal 25, Pasal 27, dan Pasal 28 diancam pidana 
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se  rendah-rendahnya Rp 25.000.000.000,00 (dua pu-
luh lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 
100.000.000,00 (seratus miliar rupiah), atau pidana 
kurung  an pengganti denda selama-lamanya 6 (enam) 
bulan.

 b. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 sampai dengan 
Pasal 8, Pasal 15, Pasal 20 sampai dengan Pasal 24,dan 
Pasal 26 undang-undang ini diancam pidana denda se-
rendah-rendahnya Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar 
rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 
(dua puluh lima miliar rupiah), atau pidana kurungan 
pengganti denda selama-lamanya 5 (lima) bulan.

 c. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 41 undang-un-
dang ini diancam pidana denda serendah-rendahnya 
Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-
tingginya Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), 
atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 
3 (tiga) bulan Indonesia.

3. Sanksi Pidana Tambahan.
 Pidana Tambahan yang terdapat dalam Pasal 49 UU No. 5 

Tahun 1999 yang berbunyi:
 a. Pencabulan izin usaha dan/atau.
 b. Larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti mela-

kukan pelanggaran terhadap undang-undang ini untuk 
menduduki jabatan direksi atau komisaris sekurang-ku-
rangnya dua tahun dan selama lamanya lima tahun.

 c. Penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang me-
nye babkan timbulnya kerugian pada pihak lain.

Selain sanksi pidana yang terdapat di dalam UU No. 5 tahun 
1999, maka ada pula sanksi pidana yang diatur dalam KUHP, 
yang terdapat dalam Pasal 382 yang berbunyi: “barang siapa 
untuk mendapatkan, melangsungkan atau memperluas hasil 
per   dagangan atau perdagangan atau perusahaan milik sendiri 
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atau orang lain, melakukan perbuatan curang untuk menye sat-
kan khalayak umum atau seorang tertentu, diancam karena per-
saingan curang, dengan pidana penjara paling lama satu tahun 
empat bulan denda paling banyak tiga belas ribu lima ratus ru-
piah, bila perbuatan itu dapat menimbulkan kerugian bagi kon -
kuren-konkurennya atau konkuren-konkuren orang lain itu.” 
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BAB 2
Kegiatan yang Dilarang Menurut  
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999  
tentang Larangan Praktik Monopoli  
dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

A. PengAntAr 
Pengertian tentang “kegiatan” tidak dapat kita temukan da-

lam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 seperti pengertian 
ten tang “perjanjian”. Akan tetapi, jika ditafsirkan13 secara a 
con    trario terhadap definisi perjanjian yang diberikan dalam 
Un    dang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka dapat dikatakan 
bahwa pada dasarnya yang dimaksud dengan “kegiatan” ter se-
but adalah tindakan atau perbuatan hukum sepihak yang dila ku-
kan oleh satu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha tanpa 
ada nya keterkaitan hubungan (hukum) secara langsung dengan 
pelaku usaha lainnya.

Berdasarkan penafsiran tersebut, maka jelaslah bahwa ke-
gi at  an yang dimaksudkan adalah sebagai suatu tindakan,  sua tu 
usa ha, suatu aktivitas atau perbuatan hukum yang dilaku kan 
se  cara sepihak oleh satu pelaku usaha atau kelompok pelaku 
usaha.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 telah diatur 
secara jelas dan perinci tentang bentuk-bentuk kegiatan yang di-
larang dalam hubungan antara pelaku usaha di bidang ekonomi. 
Pe ngaturan tersebut bertujuan untuk memberikan batasan-ba-
tasan tentang kegiatan apa saja yang boleh dan tidak boleh 

13 Rachmadi Usman, Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 
2013, h. 368.
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dilakukan oleh para pelaku usaha, sehingga kepentingan antara 
pelaku usaha dan kepentingan umum terjamin di mana akan ter-
cipta pasar yang kompetitif, iklim usaha yang kondusif mela lui 
pengaturan usaha yang sehat.

B. KegIAtAn yAng dILArAng menUrUt UndAng 
UndAng nomor 5 tAhUn 1999 
Adapun bentuk-bentuk daripada kegiatan-kegiatan yang di 

la rang berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ten-
tang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak 
Sehat, yaitu:

1. Kegiatan yang Bersifat monopoli
Monopoli merupakan istilah yang berasal dari bahasa Yu-

nani yaitu monos polien yang berarti penjual sendiri. Kebia saan 
masyarakat di Amerika menyebut monopoli sebagai antitrust un-
tuk antimonopoli atau istilah “dominasi” yang banyak digu na-
kan oleh orang Eropa untuk menyebut istilah monopoli. Istilah 
monopoli harus dapat dibedakan dengan istilah monopolis yang 
berarti orang yang menjual produknya secara sendirian (mono
polist).14 

Secara teoretis, suatu industri dikatakan berstruktur mono-
poli bila hanya ada satu pelaku usaha/produsen saja tanpa me-
miliki pesaing langsung atau tidak langsung, termasuk di dalam-
nya pesaing nyata maupun pesaing potensial, di mana hasil/
produk dari pelaku usaha/produsen tersebut memiliki substitusi 
dekat (close substitutie) di pasar.

Dalam perkembangannya, pengertian monopoli sebagai satu 
penjual sudah tidak relevan lagi. Pengertian monopoli saat ini 
lebih mengarah kepada pengertian dari sisi perilaku. Berdasar-
kan perkembangan yang terjadi, meskipun dalam suatu pasar 

14 Andi Fahmi Lubis et. al., Hukum Persaingan Usaha antara Teks dan Konteks, Raja 
Grafika, Jakarta, 2009, h. 6.
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atau industri terdapat beberapa pelaku usaha, tetapi jika ada 
satu pelaku usaha yang memiliki pelaku seperti monopoli, maka 
dapat dikatakan perusahaan tersebut memiliki posisi monopoli. 

Di Indonesia pengaturan tentang posisi dan praktik mono-
poli masuk ke dalam bagian kegiatan yang dilarang dan diatur 
dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan 
Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Pada teorinya, munculnya monopoli dapat dibedakan men-
jadi dua, yaitu:
a. Monopoli yang terjadi karena pelaku usaha memiliki ke-

mam  puan teknis tertentu seperti:
 1) Pelaku usaha memiliki kemampuan atau pengetahuan 

khu sus yang memungkinkan melakukan efisiensi dalam 
berpro duksi;

 2) Skala ekonomi, di mana semakin besar skala produksi 
maka biaya marjinal semakin menurun, sehingga biaya 
produksi per unit (average cost) makin rendah;

 4) Pelaku usaha memiliki kemampuan kontrol sumber daya 
alam, sumber daya manusia, maupun lokasi produksi.

b. Monopoli yang diperoleh melalui peraturan perundang-un-
dangan, yaitu:

 1) Hak atas kekayaan intelektual;
 2) Hak usaha eksklusif, yaitu hak yang diberikan oleh pe-

merintah kepada pelaku usaha eksklusif, yaitu yang 
diberikan oleh pemerintah kepada pelaku usaha terten-
tu yang tidak didapatkan oleh pelaku usaha yang lain, 
misalnya agen tunggal, importir tunggal, dan pembeli 
tunggal. Pada umumnya hal ini terkait dengan produksi 
dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang mengua-
sai hajat hidup orang banyak serta cabang-cabang pro-
duksi yang penting bagi negara, asalkan diatur dalam 
undang-undang dan diselenggarakan oleh BUMN atau 
badan/lembaga yang dibentuk atau ditunjuk oleh peme-
rintah.
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Secara yuridis, pengertian praktik monopoli dijelaskan da-
lam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang 
menyebutkan bahwa “Praktik monopoli adalah pemusatan ke-
kuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang meng-
akibatkan dikuasainya produksi dan/atau pemasaran atas barang 
dan/atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha 
yang tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.”

Berdasarkan pengertian tersebut, unsur-unsur daripada 
prak    tik monopoli dalam konteks hukum persiangan usaha berda-
sar  kan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, antara lain:
a. Adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada satu atau lebih 

pelaku usaha;
b. Pemusatan kekuatan ekonomi tersebut mengakibatkan ter-

ja di nya penguasaan produksi dan/atau pemasaran atas pro-
duk tertentu;

c. Terjadinya persaingan usaha tidak sehat;
d. Perbuatan tersebut dapat merugikan kepentingan umum.

Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 
diberikan pengertian tentang pemusatan kekuatan ekonomi, yai-
tu bahwa “Pemusatan kekuatan ekonomi adalah penguasaan 
yang nyata atas suatu pasar barang atau jasa tertentu oleh satu 
atau lebih pelaku usaha yang dengan penguasaan itu pelaku 
usaha tersebut dapat menentukan harga barang atau jasa.”

Adapun persaingan tidak sehat dapat terjadi bila per saingan 
yang terjadi di antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan 
produksi dan/atau pemasaran barang atau jasa dila kukan dengan 
tidak jujur atau melawan hukum dapat meng ham bat persaingan 
usaha.

Adapun pengertian monopoli itu sendiri secara yuridis di-
ke mukakan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Un dang 
Nomor 5 Tahun 1999, yaitu bahwa “Monopoli adalah pengua sa-
an atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa ter  -
tentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha”.
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Dari pengertian tersebut, dapat diketahui unsur-unsur mo-
no poli dalam konteks hukum persaingan usaha berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, meliputi:
a. Adanya penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran ba-

rang dan/atau jasa tertentu;
b. Dilakukan oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku 

usaha.

Secara singkat dapat diartikan bahwa monopoli adalah15 
situasi pasar di mana hanya ada satu pelaku usaha atau satu 
kelompok pelaku usaha yang “menguasai” satu produksi dan/
atau pemasaran barang dan/atau penggunaan jasa tertentu, 
yang akan ditawarkan kepada banyak konsumen, yang meng-
aki batkan pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha tadi dapat 
mengotrol dan mengendalikan tingkat produksi, harga dan seka-
ligus wilayah pemasarannya.

Monopoli adalah penguasaan praktik produksi dan/atau 
pemasaran barang dan/jasa. Akan tetapi, tidak semua tindak an 
penguasaan atas produksi atau pemasaran merupakan pelang-
garan. Monopoli yang terjadi karena keunggulan produk, atau 
perencanaan dan pengelolaan bisnis yang baik, atau terjadi me-
lalui perjuangan dalam persaingan jangka panjang, sehingga 
terdapat suatu perusahaan yang menjadi kuat, dan besar, serta 
menguasai pengsa pasar yang besar pula, tentu saja tidak meru-
pa kan tindakan penguasaan yang dilarang.16

Di Amerika Serikat menurut pengertian Section 2 the Sher
man Act monopoli tidak semua yang dilarang adalah justru 
“mo nopolization” (di Indonesia akan menjadi monopolisasi atau 
praktik monopoli). Praktik monopoli menurut pengertian Sher
man Act ini adalah tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha 
dengan menggunakan kekuatan monopoli (monopoly power) atau 

15 Rachmadi Usman, Op. cit., h. 374.
16 L. Budi Kagramanto, Mengenal Hukum Persaingan Usaha, Laros, Surabaya, 2008, h. 

182.
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suatu pasar produk dana atau pasar geografis ter sebut atas suatu 
pasar produk dana atau pasar geografis tersebut. Jadi dalam 
hal ini Sherman Act menekankan adanya niat untuk menguasai 
(melakukan praktik monopoli) dalam penerapan Sec tion 2 ini.

Untuk meneliti apakah pelaku usaha mempunyai niat untuk 
melakukan praktik monopoli, di Amerika Serikat terdapat dua 
jenis tes yang dinamakan general intent test dan specific intent 
test. Dalam general intet test pengadilan cukup menguji apakah 
dalam praktik monopoli yang dilakukan pelaku usaha terdapat 
usaha “adanya kemungkinan yang jelas bahwa tindakan ter se-
but memungkinkan terjadinya monopoli”. Adapun specific Intent 
Test, pengadilan harus menguji apakah tindakan yang dilaku-
kan pelaku usaha mempunyai tujuan yang nyata-nyata mencer-
minkan adanya kehendak untuk melakukan praktik monopoli. 
Meskipun demikian, untuk menjerat pelaku usaha section 2 Sher
man Act ini, pengadilan tidak diharuskan untuk mem buktikan 
adanya spe cific intent, dengan adanya general intent saja sudah 
cukup men jerat pelaku usaha yang curang.17

Dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 me-
nyatakan bahwa:

 (1) Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas pro-
duksi dan/atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya 
praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

 (2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan pe-
nguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/
atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila:

  a. Barang dan/atau jasa yang bersangkutan belum ada 
substitusinya; atau

  b. Mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk 
kedalam persaingan usaha barang atau jasa yang sa-
ma; atau

17 The Sherman Act 1890 menekankan pada ada niat untuk menguasai pasar, sedangkan 
Pasal 17 UU No. 5 Tahun 1999 ini menekankan akibat perbuatan.
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  c. Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha 
me nguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa 
pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Kegiatan yang bersifat monopoli yang dilarang dalam kon-
teks Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini jika ke-
giatan tersebut memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
a. Melakukan perbuatan penguasaan atas suatu produk barang, 

jasa, atau barang dan jasa tertentu;
b. Melakukan perbuatan penguasaan atas pemasaran produk 

barang, jasa, atau barang dan jasa tertentu;
c. Penguasaan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya prak-

tik monopoli;
d. Penguasaan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya persa-

ing an udaha tidak sehat;

Untuk membuktikan ada atau tidaknya (praktik) monopoli 
yang dilarang sebagaimana disebutkan di atas, maka kriteria 
yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:
a. Produk tersebut belum ada substitusinya;
b. Pelaku usaha lain sulit untuk masuk ke dalam pasar persaing-

an terhadap produk yang sama dikarenakan hambatan ma-
suk yang tinggi:

c. Pelaku usaha tersebut adalah pelaku usaha yang mempunyai 
kemampuan bersaing yang signifikan dalam pasar bersang-
kutan.

d. Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha telah 
me nguasai lebih dari 50% pangsa pasar suatu jenis produk.

Praktik monopoli pada dasarnya adalah pemanfaatan posisi 
dominan oleh satu atau beberapa pelaku usaha untuk mengua-
sai secara nyata suatu pasar, sehingga dapat menentukan harga 
barang dan/atau jasa. Akibatnya, menimbulkan persaingan usaha 
tidak sehat. Bahkan dapat merugikan kepentingan umum.18

18 Sujud Margono, Hukum Anti Monopoli, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h. 103.
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Pelaku usaha dikatakan melakukan praktik monopoli (atau 
oligopoli) apabila melakukan praktik usaha yang menghambat 
persaingan sehat, seperti:
a. Menolak memberi pasokan atau menetapkan harga yang 

ber lebihan tingginya untuk produk yang dipasok ke pelaku 
usaha atau kelompok usaha di luar termasuk kelompok usa-
ha nya sendiri;

b. Menjual produk dengan harga lebih rendah dari biaya pro-
duksi produk tersebut (sehingga dapat menghancurkan pe-
saing yang lebih kecil);

c. Secara bersama dengan pelaku usaha besar lain menetapkan 
harga yang sangat rendah untuk produk yang dibeli dari 
para pemasok kecil.

Ada monopoli yang tidak dilarang atau dikecualikan oleh 
Negara, berdasarkan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 
1999, yang menyatakan bahwa:

 “Monopoli dan/atau pemusatan kegiatan yang berkaitan de-
ngan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang 
menguasai hajat hidup orang banyak serta cabang-cabang pro -
duksi yang penting bagi negara diatur dengan undang-undang 
dan diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara dan/atau 
badan atau lembaga yang dibentuk atau ditunjuk oleh peme-
rintah.”

Contoh monopoli yang dilakuakn oleh Badan Usaha Milik 
Negara (BUMN) adalah salah satu bentuk monopoli yang dike-
cualikan karena monopoli yang dilakukan oleh negara melalui 
BUMN merupakan amanat undang-undang dan monopoli itu 
dilakukan demi sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan 
rakyat.

Adapun beberapa jenis monopoli, yaitu antara lain:
a. Monopoli alamiah, yaitu monopoli yang disebabakan oleh 

keadaan alam tertentu ataupun yang disebabkan oleh ada-
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nya bakat khusus melebihi orang lain;
b. Monopoli undang-udang, yaitu monopoli yang diberikan 

oleh pemerintah melalui peraturan perundang-udangan 
baik kepada swasta maupun monopoli yang dikuasai atau 
di  mi  liki oleh negara dengan ketetapan undang-Undang, 
con  tohnya: 

	 •	 Monopoli	undangundang	kepada	swasta	yaitu	adanya	
pemberian hak paten, hak cipta, hak konsesi, hak da-
gang, dan sebagainya.

	 •	 Monopoli	yang	dipegang	oleh	Negara	dengan	ketetapan	
undang-undang yaitu Bank Indonesia, PT PLN (Persero), 
PT Postel, Perum Kereta Api, dan sebagainya.

c. Monopoli kerena perjanjian, yaitu monopoli melalui perjan-
jian kerja sama dengan orang/perusahaan lain dengan tu ju-
an mengurangi persaingan atau menguasai perusahaan lain.

Dalam beberapa artikel jenis monopoli juga dapat dibedakan 
menjadi dua, yaitu:
a. Monopoli alamiah
 Yang dimaksud monopoli alamiah adalah monopoli yang 

lahir karena kondisi objektif yang dimiliki oleh suatu per-
usa haan, yang menyebabkan perusahaan itu unggul dalam 
pasar tanpa bisa ditandingi dan dikalahkan secara memadai 
oleh perusahaan lain. Dalam jenis monopoli ini sesung guh -
nya pasar bersifat terbuka. Karena itu, perusahaan lain se-
sungguhnya bebas masuk dalam jenis industri yang sama. 
Hanya saja, perusahaan lain tidak mampu menandingi per-
usahaan monopolistis tadi, sehingga perusahaan yang unggul 
tadi relatif menguasai pasar dalam jenis industri tersebut. 
Monopoli ini lahir tanpa direkayasa dan tanpa dukungan 
politik apa pun, melainkan karena keunggulan, keuletan, 
kelejian membaca selera konsumen, dan seterusnya. Maka, 
tidak ada yang akan mempersoalkan dan menentang jenis 
monopoli semacam ini.
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b. Monopoli artifisial
 Yang dimaksud monopoli artifisial adalah monopoli yang 

lahir karena persekongkolan atau kolusi politis dan eko-
nomi antara pengusaha dan penguasa demi melindungi ke-
pen tingan kelompok pengusaha tersebut. Monopoli sema-
cam ini bisa lahir karena pertimbangan rasional maupun 
irasional. Pertimbangan rasional misalnya demi melindungi 
industri dalam negeri, demi memenuhi economic of scale, 
dan seterusnya. Pertimbangan yang irasional bisa sangat 
pribadi sifatnya dan bisa dari samar-samar dan besar muatan 
ideologisnya sampai pada yang kasar dan terang-terangan. 
Monopoli ini merupakan suatu rekayasa sadar yang pada 
akhirnya akan menguntungkan kelompok yang mendapat 
monopoli dan merugikan kepentingan kelompok lain, bah-
kan kepentingan mayoritas masyarakat. Monopoli artifisial 
umum nya bersifat sepihak, sewenang-wenang dan karena 
itu dianggap curang. Kalaupun monopoli itu didasarkan 
pada alasan rasional, misalnya demi perlindungan industri 
da lam negeri atau demin meningkatkan daya saing ekonomi 
kita, prosedurnya tidak pernah transparan disertai kriteria 
objektif bagi perusahaan yang pantas untuk mendapatkan 
monopoli itu. Yang paling buruk adalah monopoli astifisial 
tanpa ada pertimbangan rasional dan objektif. Sumber pa-
ling pokok dari monopoli ini adalah bantuan dari peme-
rin  tah entah secara langsung atau tidak langsung, demi 
melin dungi kepentingan bisnis kelompok tertentu dengan 
mengorbankan kepentingan bisnis kelompok lain, atau me-
ngor  bankan kepentingan bersama, atau pula dengan me-
ngor bankan rasa keadilan dalam masyarakat.
Dalam berbagai literatur disebutkan, bahwa banyak penga-

ruh atau dampak negatif sehubungan dengan dilakukannya 
 mo  no  poli oleh pelaku usaha atau sekelompok pelaku usaha 
yang da pat meru gikan konsumen maupun pelaku usaha lainnya, 
yaitu:
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a. Adanya peningkatan harga produk barang maupun jasa ter-
tentu sebagai akibat tidak adanya persaingan sehat, sehingga 
harga yang tinggi dapat memicu/penyebab terjadinya inflasi 
yang merugikan masyarakat luas;

b. Pelaku usaha mendapatkan keuntungan secara tidak wajar, 
dan dia berpotensi untuk menetapkan harga seenaknya guna 
mendapatkan keuntungan yang berlipat, tanpa memper ha-
tikan pilihan-pilihan konsumen, sehingga konsumen mau 
ti dak mau tetap mengonsumsi produk barang dan jasa ter-
tentu yang dihasilkannya.

c. Terjadi eksploitasi terhadap daya beli konsumen dan tidak 
memberikan hak pilih pada konsumen untuk mengonsumsi 
produk lainnya, sehingga konsumen tidak peduli lagi pada 
masalah kualitas serta harga produk. Eksploitasi ini juga 
akan berpengaruh pada karyawan serta buruh yang bekerja 
di perusahaan tersebut dengan gaji dan upah yang ditetap-
kan sewenang-wenang, tanpa memperhatikan aturan main 
yang berlaku.

d. Terjadi inefisiensi dan tidak efektif dalam menjalankan ke-
giatan usahanya yang pada akhirnya dibebankan pada ma-
syarakat luas/konsumen berkaitan dengan produk yang di-
ha  silkannya, karena monopolis tidak lagi mampu  mene kan 
average cost secara minimal;

e. Terjadi entry barrier, di mana tidak ada perusahaan lain yang 
mampu menembus pasar monopoli untuk suatu produk yang 
sejenis, sehingga pada gilirannya perusahaan kecil yang tidak 
mampu masuk ke pasar monopoli akan mengalami kesulitan 
untuk dapat berkembang secara wajar pada akhirnya akan 
bangkrut;

f. Menciptakan pendapatan yang tidak merata, di mana sumber 
dana serta modal akan tersedot ke perusahaan monopoli, 
sehingga masyarakat/konsumen dalam jumlah yang besar 
terpaksa harus berbagi pendapatan yang jumlahnya relatif 
kecil dengan masyarakat lainnya, sementara segelintir (da-
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lam jumlah kecil) menopolis akan menikmati keuntungan 
yang lebih besar dari yang diterima oleh masyarakat.19

Pada Pedoman Pelaksanaan Pasal 17 Undang-Undang No-
mor 5 Tahun 1999 dijelaskan bahwa praktik monopoli yang 
dilakukan oleh perusahaan yang memiliki praktik monopoli 
me  mi liki dampak negatif terhadap proses persaingan dan pasar 
secara keseluruhan. Perbandingan dengan kondisi persaingan 
di pasar persaingan sempurna akan dapat menjelaskan dampak 
negatif yang ditimbulkan oleh praktik monopoli. 

Pada kondisi pasar persaingan sempurna, perusahaan tidak 
memiliki kemampuan untuk menentukan harga atau dengan kata 
lain perusahaan hanya mengikuti saja harga yang terbentuk di 
pasar (price taker). Apabila perusahaan menentukan harga lebih 
tinggi dari harga yang terbentuk di pasar, maka konsumen akan 
beralih ke perusahaan lain yang mengenakan harga yang lebih 
rendah. Dengan banyaknya jumlah pesaing nyata dan potensial 
maka harga akan terdorong turun hingga sama dengan biaya 
mar jinalnya.

Sementara perusahaan dengan posisi monopoli menghadapi 
permintaan pasar yang berbentuk downward sloping akan mampu 
mengenakan harga yang lebih tinggi dari biaya marjinalnya. Hal 
ini dimungkinkan karena perusahaan monopoli tersebut tidak 
memiliki pesaing nyata maupun pesaing potensial yang mem-
berikan harga lebih rendah dari harga yang dikenakan oleh 
perusahaan monopoli. Ketiadaan tekanan dari pesaing inilah 
yang membuat sebuah perusahaan memiliki kekuatan monopoli. 
Penentuan pesaing nyata dari sebuah perusahaan monopolis 
akan sangat tergantung kepada pendefinisian cakupan pasar 
yang bersangkutan.

Kekuatan monopoli yang dimiliki perusahaan, sehingga 
mam   pu untuk menentukan harga (di atas biaya marjinalnya) 

19 Ahmad Yani dan Gunawan Wijaya, Anti Monopoli, RajaGrafindo Perkasa, Jakarta, 
1998, h. 30.
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akan ber dampak negatif terhadap konsumen secara keseluruhan. 
Se ba  gaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa, harga dan 
jumlah barang atau jasa yang diproduksi/dipasok perusahaan 
mem punyai hubungan timbal balik. Dengan demikian ketika 
perusahaan memberdayakan posisi monopoli yang dimiliki akan 
muncul dua dampak negatif yang langsung dirasakan oleh kon-
sumen.

Pertama, pilihan konsumen menjadi terbatas karena jumlah 
produksi/pasokan di pasar mengalami penurunan, penurunan 
produksi yang disengaja oleh perusahaan monopoli juga dapat 
diartikan sebagai penurunan kualitas/pelayanan barang atau jasa 
yang dipasok. Penurunan konsumsi akibat turunnya produksi/
pasokan dipasar tidak dapat dialihkan ke barang pengganti (sub -
stitusi) karena barang/jasa yang diproduksi perusahaan mo no-
poli tidak memiliki barang pengganti terdekat.

Kedua, keuntungan perusahaan monopoli akibat penerapan 
harga yang tinggi (di atas biaya marjinal) diperoleh karena per-
u sa haan monopoli mengeksploitasi surplus konsumen yang ber-
dam pak pada penurunan kesejahteraan konsumen (consumer 
loss).

Dampak negatif yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan po-
sisi monopoli tidak hanya berdampak langsung kepada kon su-
men, melainkan berdampak negatif juga kepada kesejahteraan 
pasar secara keseluruhan. Turunnya jumlah output yang diha sil-
kan oleh perusahaan monopoli (dibandingkan pasar per saing an 
sempurna) dan tingginya harga yang harus dibayar oleh kon-
su men menyebabkan penurunan kesejahteraan total (konsu men 
dan produsen). Hal ini terjadi karena turunnya kesejahteraan 
kon sumen (consumer loss) masih lebih besar dari peningkatan 
sur plus produsen (karena produsen memberdayakan posisi mo-
no polinya).

Penurunan kesejahteraan total di pasar tersebut harus di-
tang  gung oleh perekonomian (social cost of monopoly). Seba gai-
mana dikemukakan Richard A. Posner dalam tulisannya “The 
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Social Cost of Monopolu and Regulation” bahwa biaya sosial dari 
monopoli bukan hanya sebesar penurunan kesejahteraan total. 
Sebagian dari keuntungan yang diperoleh perusahaan juga me-
rupakan kerugian perekonomian, karena perusahaan meng guna-
kan sum ber daya yang tersedia untuk berupaya mendapat kan 
status sebagai perusahaan monopoli. Perilaku ini disebut sebagai 
rentseeking behavior. Disebut sebagai biaya bagi per ekono mian 
ka rena sumber daya yang digunakan untuk aktivitas lobi dan 
per suasif tersebut digunakan secara produktif di tempat lain.

Meskipun demikian, dalam aspek dinamis, posisi monopoli 
juga memiliki keuntungan. Dengan adanya potensi untuk menda-
patkan keuntungan monopoli, maka perusahaan termotivasi un-
tuk meningkatkan kualitas produk, mengembang kan produk 
baru, atau mencari metode produksi baru yang mengeluarkan 
biaya produksi lebih murah. Dengan insentif dari keuntungan-
keuntungan monopoli tersebut, perusahaan akan tertarik untuk 
melakukan aktivitas penelitian dan pengembangan (research and 
development). Apabila kondisi-kondisi tersebut muncul, maka 
kerugian bagi perekonomian akibat pemberdayaan posisi mono-
poli dapat dikompensasi oleh keuntungan dinamis dari kondisi-
kondisi tersebut.

Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini lebih 
me nekankan pada rule of reason, yaitu mempertimbangkan 
per buatan yang dilakukan pelaku usaha yang mengakibatkan 
terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. 
Jadi, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 melarang monopoli 
secara rule of reason yang berarti bahwa monopoli akan dilarang 
jika monopoli tersebut merusak persaingan secara signifikan 
dengan pertimbangan monopoli tersebut nantinya akan meng-
akibatkan praktik monopoli.

Berdasarkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha 
Nomor 11 Tahun 2011, bahwa pembuktian terhadap pelanggaran 
Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 pada hakikatnya 
adalah pembuktian posisi monopoli dan praktik monopoli. Se-
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belum membuktikan adanya praktik monopoli, maka komisi ter-
lebih dahulu harus membuktikan bahwa perusahaan memiliki 
posisi monopoli. Hal ini sesuai dengan kalimat di ayat (2) yang 
menyebutkan pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan 
penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau 
jasa. Kata diduga atau dapat dianggap juga mengimplikasikan 
bahwa meskipun perusahaan terbukti memiliki posisi mono poli, 
perusahaan tersebut belum dapat dipersalahkan telah melaku-
kan pelanggaran Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. 
Namun harus diingat juga bahwa pemegang posisi monopoli 
yang dimaksudkan di dalam Pedoman Pasal 17 Undang-Undang 
No mor 5 Tahun 1999 ini adalah pelaku usaha yang bukan ter-
ma suk ke dalam pelaku usaha monopoli menurut Pasal 51 Un-
dang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Komisi dalam pembuktian adanya dugaan pelanggaran 
 Pa sal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, menggunakan 
pen  de katan rule of reason yang dapat dibagi ke dalam beberapa 
tahap, yaitu:20

a. Pendefinisian pasar bersangkutan;
b. Pembuktian adanya posisi dominan;
c. Identifikasi praktik monopoli yang dilakukan oleh pelaku 

usaha yang memiliki posisi monopoli;
d. Identifikasi dan pembuktian dampak negatif dan pihak yang 

terkena dampak dari praktik monopoli tersebut.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 melarang monopoli 
secara rule of reason, yang berarti bahwa monopoli akan dila-
rang jika monopoli tersebut merusak persaingan usaha secara 
signifikan dan pertimbangan monopoli tersebut nantinya akan 
mengakibatkan praktik monopoli. Perbedaan Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 1999 dengan Sherman Act ini dijumpai hampir 
diseluruh bagian dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, 
sehingga timbul kesan bahwa Sherman Act melarang segala ben-

20 Rachmadi Usman, Op. cit., h. 388-389.
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tuk monopoli secara per se illegal, sedangkan Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 1999 hanya melarang praktik monopoli. Namun 
dalam pelaksanaannya ternyata Sherman Act juga tidak melarang 
monopoli meskipun pada section 2, maka seolah-olah dinyatakan 
demikian. Pada perjalanannya dalam pelaksanaannya di Amerika 
Serikat para hakim menangani antitrust juga menerapkan rule of 
reason dan banyak sekali kasus yang membuktikan bahwa tidak 
semua tindakan monopoli itu dilarang.21

Kenyataan menunjukkan bahwa monopoli tidak hanya di-
lakukan oleh pihak swasta saja, tetapi juga oleh badan usaha 
Negara. Hal tersebut dimungkinkan dalam sistem perekonomian 
nasional yang bersumberkan kepada demokrasi ekonomi seba-
gaimana digariskan dalam ketentuan Pasal 33 Undang-Undang 
Dasar Tahun 1945.

Ketentuan dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Un-
dang Dasar Tahun 1945 memberikan dasar filosofis dan hukum 
kemungkinan monopoli dan/atau penguasaan atas “cabang-ca-
bang produksi yang penting bagi Negara dan mengua sai hajat 
hidup orang banyak” serta “penguasaan bumi dan air dan ke-
kayaan alam yang terkandung didalannya oleh Negara”. Dengan 
kata lain monopoly by law dimungkinkan dalam sistem hukum 
Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, se-
panjang kegiatan atau perbuatannya itu termasuk, menyangkut 
atau berkaitan dengan “cabang-cabang produksi yang penting 
bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak”.

Dengan merajuk kepada ketentuan sebagaimana termaktub 
dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Ta-
hun 1945, maka negara sebagai organ kekuasaan tertinggi dapat 
dibenarkan untuk memberikan hak-hak yang bersifat istimewa 
(ekslusif) kepada Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di 
sektor yang termasuk dalam pengertian “cabang-cabang produksi 
yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak” tersebut. 

21 L. Budi Kagrmanto, Op. cit., h. 185-186.
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Namun demikian, jangan sampai ketentuan Pasal 33 ayat (2) dan 
(3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menjadi sandaran 
pengambilan keputusan dan kebijakan disalahgunakan negara 
dengan menjadikannya sebagai “justifikasi” untuk menindas 
rak yat banyak dan menyerahkan tumpuk produksi yang penting 
kepada “tangan” orang perseorangan atau swasta. Jadi, sesung-
guhnya dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Dasar Tahun 
1945 tidak anti monopoli.

Sehubungan dengan ketentuan Pasal 33 ayat (2) dan ayat 
(3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dalam konteks hukum 
persaingan usaha penjabarannya dapat dijumpai dalam keten-
tuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Ketentuan 
Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan 
bahwa monopoli dan/atau pemusatan kegiatan yang berkaitan 
dengan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa 
yang menguasai hajat hidup orang banyak serta cabang-cabang 
produksi yang penting bagi negara diatur dengan undang-
undang yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara 
dan/atau badan atau lembaga yang dibentuk atau ditunjuk oleh 
Pemerintah. Berdasarkan ketentuan Pasal 51 Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 1999 ini, maka negara masih dimungkinkan 
untuk memberikan hak monopoli dan/atau pemusatan kegiatan 
produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa, yang 
(sebelumnya atau akan) ditetapkan atau diatur dengan undang-
undang dan penyelenggaraannya akan diserahkan kepada Badan 
Usaha Milik Negara yang dibentuk berdasarkan undang-undang, 
atau badan atau lembaga lainnya yang dibentuk atau ditunjuk 
oleh Pemerintah berdasarkan undang-undang.

2. Kegiatan yang Bersifat monopsoni
Menurut black’s law dictionary, monopsoni adalah “a con

dition of market in which there is but one buyer for particular com
modity” yang di mana pengertian tersebut tidak jauh  ber beda de-
ngan pengertian monopsoni dalam Kamus Besar Bahasa Indo  nesia 
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yang dijelaskan pengertian monopsoni yaitu bahwa mo no psoni 
adalah keadaan pasar yang tidak seimbang yang dipenga ruhi 
oleh seorang pembeli.

Adapun menurut kamus lengkap ekonomi edisi kedua22 
yang disusun oleh Christoper Pass dan Bryan Lowes, monop soni 
adalah suatu bentuk pemusatan pembeli (buyer concentration), 
yaitu suatu situasi pasar (market) di mana seorang pembeli tung-
gal dihadapkan dengan banyak pemasok kecil. Para pelaku mo-
nopsoni sering kali mendapatkan hal-hal yang mengutungkan 
dari pemasok dalam bentuk potongan harga karena pembelian 
dalam jumlah besar dan hal lain yang berkaitan dengan perluasan 
atau perpanjangan kredit. 

Jika dalam monopoli, seorang atau satu kelompok usaha 
menguasai pangsa pasar yang besar untuk menjual suatu produk, 
maka istilah monopsoni, dimaksudkan sebagai seorang atau satu 
kelompok usaha yang menguasai pangsa pasar yang besar untuk 
membeli suatu produk.23

Pada prinsipnya monopsoni adalah penguasaan penerimaan 
pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan/atau jasa 
dalam pasar yang bersangkutan. Singkatnya bahwa monopsoni 
adalah keadaan pasar yang tidak seimbang, yang dikuasai oleh 
seorang pembeli. Bila diamati, monopsoni sebenarnya dalah se-
perti monopoli dari sisi pembeli (monopoly of demand), artinya 
pembelilah yang menguasai pasar atau pasokan barang dan/
atau jasa.24

Monopsoni dan Monopoli pada dasarnya memiliki struktur 
pasar yang sama namun yang membedakan pelaku ekonomi, di 
mana monopoli dilakukan oleh beberapa pengusaha dalam satu 
kelompok pengusaha, sedangkan monopsoni adalah penguasaan 

22 Hermansyah, Pokok-pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, Kencana, Jakarta, 
2009, h. 40-41.

23 Munir Fuady, Hukum Antimonopoli (Menyongsong Era Persaingan Sehat), Citra 
Aditya Bakti, Bandung, 1999, h. 77.

24 Galuh Puspaningrum, Hukum Persaingan Usaha, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 
2013, h. 107.
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oleh pengusaha tunggal sebagai pembeli tunggal. Monopsoni ini 
dapat menggangu keseimbangan kepentingan pasar sehingga 
kegiatan monopsoni ini dilarang.

Jika dalam hal monopoli, seorang atau satu kelompok usaha 
menguasai pangsa pasar yang besar untuk “menjual” suatu pro-
duk, maka dengan istilah “monopsoni”, dimaksudkan sebagai 
seorang atau satu kelompok usaha yang menguasai pasar-pasar 
besar untuk “membeli” suatu produk.

Meskipun kasus monopsoni sangat jarang terjadi, akan te-
tapi dalam satu waktu atau suatu daerah tertentu hal ini bisa 
ter jadi. Contoh kasus monopsoni yang banyak terjadi di negara-
negara berkembang adalah masalah hubungan antara petani dan 
pabrik. Biasanya pada suatu wilayah tertentu hanya terdapat 
satu pabrik. Secara sederhana monopsoni dapat diartikan seba-
gai situasi pasar di mana hanya ada satu pelaku usaha atau 
kelompok pelaku usaha yang menguasai pangsa pasar yang besar 
yang bertindak sebagai pembeli tunggal dan sementara pelaku 
usaha atau kelompok pelaku usaha yang bertindak sebagai pen-
jualnya banyak. Akibatnya pembeli tunggal tersebut dapat me-
ngontrol dan menentukan bahkan mengendalikan tingkat harga 
yang diinginkannya, sehingga perbuatan atau kegiatan yang de-
mikian mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau 
persaingan usaha tidak sehat dan apabila pembeli tunggal di-
mak  sud menguasai lebih dari 50% pangsa pasar dari satu jenis 
produk barang atau jasa tertentu.

Kasus serupa juga dapat terjadi jika ada serikat pekerja yang 
sangat solid, sehingga mereka memiliki nilai tawar yang sangat 
tinggi. Suatu organisasi pekerja yang mempunyai kemampuan 
mengorganisasi tenaga kerja yang dapat meliputi dan mewakili 
sebagian besar atau seluruh tenaga kerja dalam sebuah indus-
try, dalam kondisi tertentu mereka bahkan bisa merugikan per-
usahaan dengan:
a. Menuntut upah yang lebih tinggi dari yang dicapai pada ke-

seimbangan penawaran dan permintaan pasar tenaga kerja. 

PRENADAMEDIA GROUP



Pengantar hukum Persaingan usaha di indonesia

70

Dengan ancaman mogok yang sangat merugikan perusahaan 
dan lain sebaginya, mereka mempunyi kekuatan untuk me-
ng ubah.

b. Membatasi penawaran tenaga kerja. Ketika buruh bisa mela-
kukan pembatasan tenaga kerja. Pembatasan penawaran 
juga akan berimplikasi pada tuntutan penagihan upah (Andi 
Fah mi Lubis, et. al., 2009-137).

Dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 me-
nyebutkan bahwa:

 (1) Pelaku usaha dilarang menguasai penerimaan pasokan 
atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan/atau jasa 
dalam pasar yang bersangkutan yang dapat mengaki bat kan 
terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha 
tidak sehat.

 (2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap menguasai pe-
ne rimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal se ba gai-
mana dimaksud dalam ayat (1) apabila satu pelaku usaha 
atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 
50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang 
atau jasa tertentu.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 18 Undang-Undang No-
mor 5 Tahun 1999 tersebut, dapat disimpulkan suatu kegiatan 
pelaku usaha akan dikatakan sebagai perbuatan atau kegiatan 
monopsoni bila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
a. Dilakukan oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku 

usaha atau yang bertindak sebagai pembeli tunggal;
b. Telah menguasai lebih dari 50 persen pengsa pasar satu 

jenis barang atau jasa tertentu;
c. Paling penting dari kegiatan tersebut mengakibatkan terja-

dinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak 
sehat.

Monopsoni dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 
dilarang secara rule of reason yang artinya bahwa monopsoni 
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ter sebut harus menenuhi syarat-syarat tertentu yang harus di-
penuhi, sehingga berakibat terjadinya praktik monopoli dan/
atau persaingan usaha tidak sehat. Praktik Monopsoni yang di-
la rang oleh hukum persaingan usaha adalah monopsoni yang 
dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau per-
saingan usaha tidak sehat.25

Walaupun secara teoretis monopsoni dapat tumbuh secara 
alamiah, karena kondisi geografis suatu wilayah produksi yang 
terpencil dan terasing, atau bisa juga terpencar, tetapi dalam 
kasus di Indonesia monopsoni terjadi karena pengaruh kebi-
jakan pemerintah yang dinyatakan dalam peraturan. Contoh 
gamblang yang pernah terjadi di Indonesia adalah BPPC yang 
pernah bertindak sebagai pembeli tunggal atas seluruh produk 
cengkeh yang dihasilkan seluruh petani di tanah air, dan ia 
juga bertindak sebagai penjual tunggal produk itu kepada para 
pengusaha rokok yang bertidak sebagai pembeli. Tindakan BPPC 
seperti ini jelas menimbulkan praktik monopsoni.

Namun demikian, tidak semua monopsoni dilarang oleh 
un  dang-undang. Misalnya kondisi yang terjadi di sutu daerah/
wilayah hanya terdapat sebuah pabrik pengolahan rotan milik 
pabrik mebel yang berbahan baku rotan dan disekitarnya ter-
dapat penduduk yang menanam rotan, sehingga pabrik tersebut 
penerima pasokan atau sebagai pembeli tunggal hasil perkebunan 
rakyat. Kondisi seperti ini tidak dilarang, karena memang tidak 
ada persaingan yang terjadi di daerah tersebut. jika dicernati, 
maka pemilik pabrik mebel tersebut merupakan seorang monop-
sonis (pembeli tunggal) dan berpotensi menimbulkan monopoli. 
Akan tetapi, yang dilakukan seorang monopsonis tadi bukan 
merupakan bentuk pelanggaran terhadap ketentun dalam Pasal 
18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 karena apa yang 
telah dilakukannya merupakan bentuk atau jenis monopoli ala-
miah (natural monopoly) dan tidak mengakibatkan terjadinya 

25 L. Budi Kagramanto, Op. cit., h. 187.
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persaingan usaha yang tidak sehat. Monopsoni yang merupakan 
bentuk monopoli alamiah dan tidak mengakibatkan terjadinya 
persaingan usaha tidak sehat bukanlah termasuk dalam kategori 
kegiatan monopsoni yang dilarang.

Kebanyakan kegiatan monopsoni timbul disebabakan un-
dang-undang, namun juga timbul karena adanya kartel pembeli, 
seperti yang terjadi pada pembelian barang-barang pertanian, 
bahan mentah untuk industri, atau dalam pasar tenaga kerja. 
Namun, jika pasar monopsoni terjadi dengan terciptanya seorang 
pelaku monopsoni disebabkan memang tidak ditemukan pembeli 
lain di pasar yang bersangkutan tidaklah dilarang, sebab hal itu 
terjadi secara alamiah (natural monopsony).

Contoh kasus tentang monopsoni, yakni ketika Badan Pe-
nyang ga dan Pemasaran Cengkeh (BPPC) melakukan kegiatan 
monopsoni dalam “memaksa” pembelian cengkeh dari petani-
pe  tani melalui KUD dengan harga yang ditetapkan sepihak oleh 
BPPC dan Tata Niaga Jeruk di bawah pengaruh Tommy Soe-
harto.

3. Kegiatan yang Bersifat Penguasaan Pasar
Sebagaimana diketahui penguasaan pasar atau dengan kata 

lain menjadi penguasa di pasar merupakan keinginan dari ham-
pir semua pelaku usaha, karena penguasaan pasar yang besar 
memiliki korelasi positif dengan tingkat keuntungan yang 
mung kin bisa diperoleh oleh pelaku usaha. Untuk memperoleh 
pe nguasaan pasar ini, pelaku usaha kadang kala melakukan 
tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hukum. 

Di samping dilarangnya penguasaan pasar yang besar oleh 
satu atau sebagian kecil pelaku pasar, oleh Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 1999 juga dilarang penguasaan pasar secara ti-
dak fair, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik mono poli 
dan/atau praktik persaingan curang.

Penguasaan pasar biasanya dilakukan oleh pelaku usaha 
yang memiliki market power di pasar. Melalui penguasaan pasar 
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maka dapat dipastikan keutungan yang akan didapat juga sangat 
besar. Untuk menguasai pasar, pelaku usaha bisa melakukan apa 
saja termasuk melakukan praktik curang yang pada akhirnya 
merugikan pihak lain. Kegiatan penguasaan pasar yang dilarang 
adalah ketika penolakan atau menghalang-halangi pelaku usaha 
tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama. 

Kegiatan yang bersifat penguasaan pasar yang dilarang di-
ten tukan dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, 
yang menyatakan bahwa:

 “Pelaku usaha dilarang melakukan satu satu beberapa kegiat-
an, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang 
dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau 
persaingan usaha tidak sehat berupa:

 a. Menolak dan/atau menghalangi pelaku usaha tertentu un-
tuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar yang 
bersangkutan; atau

 b. Menghalangi konsumen atau pelaku usaha pesaingnya 
untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku 
usaha pesaingnya itu; atau

 c. Melakukan praktik diskriminasi terhadap pelaku usaha 
tertentu.”

Menolak atau menghalang-halangi pelaku usaha tertentu 
dapat dikasifikasikan sebagai berikut:
a. Menolak pesaing (Refusal to deal)
 Menolak atau menghalang-halangi pelaku usaha tertentu 

(pesaing) dalam hal melakukan usaha yang sama pada pasar 
yang bersangkutan. Salah satu cara yang sering digunakan 
untuk menyingkirkan pesaing adalah dengan menerapkan 
strategi refusal to deal.

b. Menghalangi konsumen
 Menghalang-halangi pihak konsumen dari pelaku usaha 

lain (pesaing) untuk tidak melakukan atau meneruskan hu-
bu ngan usaha dengan pihak pesaing tersebut. Yang dila ku -
kan oleh pelaku usaha ini adalah dengan mengadakan per-
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janjian antara distributor dari pelaku usaha tersebut yang 
me masarkan produknya dengan pihak grosir, pengecer, ritel 
atau took yang menjual produknya tersebut kepada ma sya-
rakat.

c. Pembatasan peredaran produk
 Pelaku usaha dilarang, baik secara sendiri ataupun bersama-

sama dengan pelaku usaha lain untuk membatasi peredaran 
dan/atau penjualan barang dan/atau jasa pada pasar yang 
bersangkutan.

d. Diskriminasi
 Pelaku usaha dilarang, baik secara sendiri maupun ber-

sama-sama dengan pelaku usaha lain melakukan praktik 
diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu. Hal ini tidak 
pantas dilakukan karena dapat mengakibatkan terjadinya 
praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

e. Melakukan Jual rugi (Predatory Pricing)
 Pemasokan produk dengan cara jual rugi, yaitu dengan me-

ne  tapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk 
menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya karena 
tidak mampu lagi bersaing. Setelah perusahaan-per usahaan 
saingan tersebut bangkrut, maka perusahaan yang mene tap-
kan strategi predatory pricing tersebut menguasai pasar dan 
dapat menerapkan supra competitive. Penetapan harga supra 
competitive setelah pesaing yang bangkrut dapat digunakan 
untuk menutup kerugian pada saat perusahaan tersebut 
men jual rugi.

f. Penetapan biaya secara curang
 Melakukan kecurangan atau memanipulasi dalam menetap-

kan biaya produksi dan biaya lainnya yang merupakan kom-
ponen harga produk, sehingga harga lebih rendah dari pada 
harga yang sebenarnya.

Berbagai wujud penguasaan pasar seperti ini hanya dapat 
dilakukan oleh pelaku usaha yang mempunyai market power, 
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yaitu pelaku usaha yang dapat menguasai pasar, sehingga dapat 
menentukan harga barang dan/atau jasa di pasar bersangkutan. 
Kriteria penguasaan pasar tersebut tidak harus 100% (seratus per 
seratus), penguasaan sebesar 50% (lima puluh per seratus) atau 
75% (tujuh puluh lima perseratus) saja sudah dapat dikatakan 
mempunyai market power.

Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini diru mus-
kan secara rule of reason, sehingga penguasaan pasar itu sendiri 
menurut pasal ini tidak secara mutlak dilarang. Penguasaan pasar 
dilarang apabila dari penguasaan pasar yang dimiliki oleh pelaku 
usaha tersebut mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan 
persaingan usaha tidak sehat atau mempunyai alasan-alasan 
yang dapat diterima atau dengan kata lain bertentangan dengan 
prin sip persaingan usaha yang sehat.

Ruang lingkup larangan kegiatan yang diatur oleh Pasal 19 
huruf d mencakup praktik diskriminasi yang dilakukan secara 
sendiri oleh pelaku usaha maupun kegiatan yang dilakukan seca-
ra bersama-sama dengan pelaku usaha lain. Praktik diskriminasi 
sendiri adalah kegiatan menghambat atau bertentangan dengan 
prinsip persaingan usaha yang sehat. Tindakan yang menghambat 
atau bertentangan dengan prinsip persaingan usaha tidak sehat 
berdasarkan Pasal 19 huruf d tersebut dapat berupa diskriminasi 
harga maupun nonharga.

Diskriminasi dapat diartikan sebagai setiap perlakuan yang 
berbeda yan dilakukan terhadap satu pihak tertentu. dalam dunia 
usaha, pelaku usaha yang melakukan diskriminasi dapat dise-
babkan karena berbagai hal. Praktik diskriminasi yang paling 
umum dilakukan adalah diskriminasi harga, yang dilakukan pe-
laku usaha untuk mengambil keuntungan maksimal dari sur plus 
konsumen. Praktik diskriminasi harga dapat berdampak positif 
terhadap kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan diban-
dingkan dengan pemberlakuan suatu harga (nondiskriminasi). 
Dengan diskriminasi harga, jumlah barang yang dihasilkan dan 
dapat dinikmati masyarakat akan meningkat dibandingkan de-
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ngan metode satu harga yang biasanya diterapkan oleh per usa-
haan monopoli.

Praktik diskriminasi lain selain harga dapat dilakukan de-
ngan berbagai motif. Sebagai contoh, karena adanya preferensi 
terhadap pelaku efisiensi. Praktik diskriminasi lain dapat terjadi 
karena alasan untuk mengeluarkan perusahaan pesaing dari 
pa sar atau menghambat pesaing potensial untuk masuk pasar. 
Prak tik diskriminasi jenis ini tentunya akan melanggar prinsip 
per  saingan usaha sehat.

Dari sudut pandang ekonomi, kegiatan penguasaan pasar 
(market control) diartikan sebagai kemampuan pelaku usaha da-
lam memengaruhi pembentukan harga, atau kuantitas pro duksi 
atau aspek lainnya dalam sebuah pasar. Aspek lainnya tersebut 
dapat berupa, namun tidak terbatas paa pemasaran, pembelian, 
distribusi, penggunaan, atau akses atas barang atau jasa tertentu 
di pasar yang bersangkutan. Kegiatan ini dapat dilakukan sen-
diri oleh satu pelaku usaha atau secara bersama-sama dengan 
peaku usaha lainnya, dan dapat terdiri dari satu atau beberapa 
kegiatan sekaligus. 

Praktik diskriminasi sangat erat kaitannya dengan pemilik-
an market power dan kekuatan pasar yang signifikan di pasar 
yang bersangkutan. Penguasaan pasar akan sulit dicapai apabila 
pelaku usaha, baik secara sendiri maupun bersama-sama tidak 
memiliki kedudukan yang kuat di pasar yang bersangkutan. 
Sebagai ilustrasi, sulit untuk dibayangkan pelaku usaha, baik 
se  cara sendiri maupun bersama-sama, yang mempunyai pangsa 
pasar hanya 10 persen dapat memengaruhi pembentukan harga, 
atau pro duksi atau aspek lainnya di pasar yang bersangkutan. 
Namun disisi lain, satu pelaku usaha yang memiliki pangsa pasar 
50 persen di dalam pasar duopoly (hanya ada dua penjual), juga 
belum tentu secara individual dapat mampu menguasai pasar 
bersangkutan. 

Penguasaan pasar juga akan sulit direalisasikan apabila pe-
la ku usaha, baik secara sendiri maupun secara bersama-sama, 
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tidak memiliki kekuatan pasar yang signifikan di pasar ber sang  -
kutan. Sebagai ilustrasi, di pasar persaingan sempurna, pe la-
ku usaha secara individual tidak mampu untuk memenga ruhi 
pembentukan harga, sehingga hanya mengikuti harga yang ter-
bentuk di pasar (price taker), sementara di pasar monopoli, pelaku 
usaha yang mempunyai pengaruh kuat atas pemben tukan harga, 
sehingga menjadi penentu tunggal harga yang terjadi di pasar 
bersangkutan. Ini berarti di dalam struktur pasar persaingan 
sem  purna pelaku usaha secara individual tidak mempunyai ke-
mam puan menguasai pasar bersangkutan, sedangkan di dalam 
struktur pasar monopoli, pelaku usaha hanya mempunyai ke-
mam puan yang besar untuk menguasai pasar bersangkutan.

Tidak seperti pemilikkan kekuatan pasar yang lebih menitik-
beratkan pada aspek kemampuan memengaruhi harga di atas 
tingkat kompetitifnya, kegiatan penguasaan pasar memiliki ca-
kupan yang lebih luas, yaitu juga mencakup kemampuan meme-
ngaruhi aspek lainnya seperti antara lain produksi, pemasaran, 
pembelian, distribusi, dan akses. Jadi, pemilikan atas kekuatan 
pasar hanya merupakan salah satu unsur dari penguasaan pasar. 
Atau dengan kata lain penguasaan pasar dapat pula  dilaksana kan 
pelaku usaha melalui aspek lain selain harga. Misalnya pe  laku 
usaha dapat menguasai pasar bersangkutan melalui ja ring an dis-
tri busi, atau akses terhadap fasilitas penting yang di kua sainya. 

Selain didukung oleh pemilikan posisi dominan, dan/atau 
me miliki kekuatan pasar yang signifikan, penguasaan pasar oleh 
pelaku usaha juga bisa terjadi melalui pemilikan faktor-faktor 
khusus yang tidak dimiliki oleh pesaingnya. Faktor-faktor khusus 
ini dapat juga berupa, namun tidak terbatas pada HaKI (paten, 
hak cipta), regulasi pemerintah, hak eksklusif (lisensi), jaringan 
distribusi, dukungan finansial, fasilitas penting, loyalitas atau 
preferensi konsumen. Pemilikan atas satu atau lebih dari faktor-
faktor ini membuat pelaku usaha berada pada posisi yang lebih 
menguntungkan (memiliki daya tawar lebih) dibandingkan para 
pesaingnya.
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Seperti dijelaskan di atas, selain dapat dilakukan secara sen-
diri, kegiatan penguasaan pasar juga dapat dilaksanakan oleh 
pelaku usaha bersama-sama dengan pelaku usaha lainnya. Hal 
ini menandakan bahwa terdapat bentuk koordinasi tindakan 
antara pelaku usaha yang terlibat. Koordinasi ini dapat berben-
tuk perjanjian atau kesepakatan formal (tertulis) maupun in-
formal (lisan, kesepahaman—common understandings or meeting 
of minds).

Dari uraian di atas, pemilikan posisi dominan, atau pemi-
lik an kekuatan pasar yang signifikan atau pemilikan faktor-fak-
tor khusus merupakan prakondisi atau indikasi awal bagi ter-
ciptanya kegiatan penguasaan pasar oleh pelaku usaha. Namun 
pemilikan atas ketiga aspek di atas semata belum tentu cukup 
untuk dapat dijadikan sebagai dasar alasan adanya pelanggaran 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 oleh pelaku usaha, tanpa 
disertai adanya bukti tentang adanya kegiatan-kegiatan anti per-
saingan yang berakibat pada terjadinya praktik monopoli dan/
atau persaingan usaha tidak sehat. 

Kasus yang pernah ditangani oleh KPPU (Komisi Peng awas 
Persaingan Usaha) mengenai penguasaan pasar ini di antaranya 
adalah kasus Carrefour. Persaingan di pasar ritel untuk kurun 
waktu beberapa tahun belakangan ini terlihat semakin berat 
khususnya bagi peritel kecil, terutama sejak kehadiran peritel 
yang berskala usaha sangat besar seperti Carrefour, Giant, Hy-
permart, Super Alfa, Makro, dan lain-lain, atau yang lebih di-
kenal dengan sebutan hypermarket. Terdapat beberapa hyper-
mar ket yang ada, akan tetapi Carrefour yang paling sukses dalam 
mengembangkan usahanya di Indonesia, dan hal itu ditunjukkan 
dengan jumlah gerai terbanyak yang dimilikinya dibandingkan 
hypermarket lain, serta lokasi gerai yang strategis dengan tingkat 
kenyamanan dan kelengkapan fasilitas yang tinggi. Carrefour 
memiliki gerai pertama di Cempaka Putih pada bulan Oktober 
1998, kini gerai Carrefour telah mencapai 17 gerai, di mana 11 
gerai terdapat di hampir setiap tempat strategis Ibukota Jakarta, 
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dan sisanya tersebar dibeberapa kota utama di Indonesia seperti 
Bandung, Surabaya, Palembang, dan Medan. 

Keberhasilan Carrefour dalam menamkan image di masya-
rakat sebagai tempatberbelanja murah, merupakan suatu prestasi 
yang luar biasa dan tidak mudah untuk diraih, dengan tempat 
berbelanja yang nyaman, kelengkapan produk yang ditawarkan 
dengan harga yang bersaingan merupakan kunci sukses yang 
dimiliki hypermarket asal Perancis ini, yang juga menempati 
kedudukan terhormat sebagai grup ritel terbesar di dunia setelah 
Wal Mart. Kemampuan akses lebih besar dalam menjual produk 
ke konsumen yang dimiliki Carrefour, memungkinkan pemasok 
Carrefour dapat menjual lebih banyak produknya di gerai-gerai 
Carrefour, sehingga kondisi itu menciptakan ketergantungan dari 
para pemasok Carrefour agar produknya dapat dijual di gerai 
Carrefour. Kemudian sadar akan ketergantungan yang sangat 
tinggi dari pemasok kepada Carrefour, membuat Carrefour me-
miliki bargaining power yang besar untuk menyalahgunakan 
kekuatannya tersebut untuk memaksakan syarat-syarat perda-
gangan (trading terms) yang terkadang kurang begitu mengun-
tungkan kepada para pemasoknya.

Terdapat beberapa syarat perdagangan yang diberlakukan 
Carrefour kepada pemasoknya, antara lain: listing fee, fixed re bate, 
minus margin, term of payment, regular discount, common assortment 
cost, opening cost/new store dan penalty. Pemasok menganggap 
listing fee dan minus margin merupakan syarat perdagangan yang 
dianggap paling memberatkan mereka.  Tra ding terms mengenai 
listing fee tersebut mensyaratkan pe masok wajib membayar bi-
aya dalam memasok produk baru ke per-gerai Carrefour, yang 
ber fungsi sebagai jaminan apabila barang tidak laku dan hanya 
diterapkan sekali, dan tidak dikembalikan (not refundable) yang 
besarannya berbeda antara pemasok kecil dan pemasok besar.

Istilah listing fee atau slotting allowances sebenarnya meru-
pakan istilah yang tidak asing lagi bagi kalangan yang bergerak 
di pasar ritel, dan praktik listing fee ini sesungguhnya bukanlah 
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monopoli Carrefour saja yang mempraktikannya, karena dite-
mukan beberapa peritel besar lainnya pun menerapkan hal yang 
sama seperti Carrefour, sayangnya mungkin pemasoknya belum 
ada yang mempermasalahkannya. Merujuk kepada  sur vey yang 
dilakukan Paul N. Bloom, Gregory T. Gundlach dan Jo seph P. 
Canon diidentifikasikan beberapa fakta menarik bahwa memang 
peritel besar lebih sering memberlakukan listing fee diban ding-
kan peritel kecil. 

Kemudian masih dari hasil survei yang sama, ternyata di-
te mu kan bahwa peritel besar begitu diuntungkan dengan pem-
berlakuan listing fee dibandingkan peritel kecil. Dan dari temuan 
tersebut disebutkan adanya hubungan yang positif  an tara lis
ting fee dengan kekuatan pasar (market power) peritel. Hal ini 
gam pang untuk dipahami, karena hanya peritel besar saja yang 
mungkin mampu menerapkan tarif listing fee yang tinggi dikare-
nakan mereka memiliki daya tawar yang tinggi pula di pasar 
ritel.

Listing fee juga merupakan salah satu metode yang diguna-
kan oleh peritel besar untuk meningkatkan market power yang 
dimilikinya. Listing fee sebenarnya tidak hanya pengalihan ke-
un tungan pemasok kepada peritelnya, tetapi juga suatu cara 
untuk menekan peritel kecil yang menjadi pesaing untuk me-
ningkatkan biaya marjinalnya (marginal cost). Jadi di satu sisi 
listing fee dapat meningkatkan keuntungan dan pangsa pasar 
bagi peritel besar, tetapi disisi lain keuntungan dan pangsa pasar 
peritel kecil juga akan semakin berkurang.

Kemudian syarat perdagangan yang dianggap cukup mem-
beratkan bagi pemasok juga adalah minus margin, di mana 
minus margin merupakan jaminan pemasok Carrefour bahwa 
harga jual produk mereka adalah harga jual yang paling murah, 
di mana apabila Carrefour mendapatkan bukti tertulis bahwa 
pesaingnya dapat menjual produk yang sama dengan harga yang 
lebih rendah daripada harga pembelian Carrefour, maka Car-
refour meminta kompensasi dari pemasok sebesar selisih antara 
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harga beli Carrefour dan harga jual pesaingnya.
Sehingga pantaslah dengan pemberlakuan minus margin ini 

membuat produk-produk yang dijual disetiap gerai Carrefour 
terkadang dapat lebih murah dibandingkan produk-produk 
sama yang dijual ditempat lain. Dan hal tersebut rupanya mem-
buat Carrefour sangat percaya diri untuk menggunakan slogan 
“Ada yang lebih murah kami ganti selisihnya”. Karena yang 
akan dibebani tanggung jawab atas slogan itu adalah para pe-
masoknya. 

PT Sari Boga Snack, merupakan salah satu pemasok dari Car-
refour, melaporkan mengenai permasalahan penerapan syarat-
syarat perdagangan yang dianggap memberatkan pemasok ter-
sebut kepada KPPU khususnya mengenai permasalahan listing 
fee dan minus margin. Akhirnya KPPU memproses perkara ini 
dengan dugaan awal terjadinya pelanggaran terhadap Pasal 19 
huruf a (menolak dan/atau menghalangi pelaku usaha untuk 
melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan), 
Pasal 19 huruf b (menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku 
usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha de-
ngan pelaku usaha pesaingnya) dan Pasal 25 ayat (1) huruf a 
(posisi dominan dalam menetapkan syarat-syarat perdagangan 
dengan tujuan untuk mencegah dan/atau menghalangi konsumen 
memperoleh barang dan/atau jasa yang bersaing, baik dari segi 
harga maupun kualitas) UU No. 5 Tahun 1999 yang dilakukan 
oleh Carrefour dalam menetapkan syarat-syarat perdagangan 
kepada pemasoknya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan dan bukti-
bukti yang ditemukan selama persidangan berlangsung, KPPU 
memutuskan Carrefour terbukti secara sah dan meyakinkan 
me langgar Pasal 19 huruf a UU No. 5 Tahun 1999 dan meme-
rin tah kan kepada Carrefour untuk menghentikan kegiatan 
penge naan persyaratan minus margin kepada pemasok, serta 
mem bayar denda sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu miliar lima 
ratus juta rupiah), yang kebetulan Carrefour sedang dalam rang-
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ka perayaan ulang tahunnya yang ke-tujuh, sehingga dapat dika-
takan ini merupakan salah satu kado istimewa yang diberikan 
KPPU kepada Carrefour. Berdasarkan putusan KPPU tersebut, 
diharapkan Carrefour tidak mencoba menyalahgunakan kembali 
market power yang dimilikinya kepada para pemasoknya. Bagi 
hypermarket lain putusan KPPU haruslah dipandang sebagai 
peringatan/warning agar tidak mengikuti jejak Carrefour yang 
harus berurusan dengan KPPU.

Kasus penyalahgunaan market power oleh Carrefour ter-
hadap pemasoknya bukan yang pertama kali, tetapi tahun 2000 
Carrefour pernah juga dijatuhi hukuman sanksi administratif 
sebesar NT$ 4.000.000,- oleh Fair Trade Commission Taiwan 
karena telah melanggar hukum persaingan usaha Taiwan untuk 
permasalahan yang hampir sama. Kemudian Fair Trade Commis-
sion Taiwan menyusun guideline yang mengatur mengenai per -
masalahan penerapan tambahan biaya yang memberatkan ke-
pada pemasok. Oleh karena itu Komisi Pengawas Persaingan 
Usaha (KPPU) harus memonitor semua garak langkah yang diper-
buat oleh pelaku usaha yang mempunyai market power, karena 
pelaku usaha seperti inilah yang dapat melakukan penguasaan 
pasar seperti yang dilarang dalam UU No. 5 Tahun 1999.

4. Kegiatan menjual rugi (Predatory Pricing)
Namanya berbisnis tentu ada untungnya tetapi sesekali wak-

tu mungkin akan mengalami kerugian. Kerena itu bila pedagang 
menjual barang dagangan dan kemudian rugi tentu merupakan 
hal yang biasa dalam bisnis. Akan tetapi, lain halnya jika dila-
kukan pemasokan produk dengan cara jual merugi, yakni dengan 
menetapkan harga yang sangat rendah dengan mak sud untuk 
menyingkirkan atau mematikan usaha pesainnya, karena tidak 
mampu lagi bersaing.

Predator berkonotasi secara sengaja merusak persaingan 
atau pesaing melalui penerapan harga di bawah harga keuntung-
an jangka pendek (shortrun profit maximizing price) atau pene-
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rapan harga di bawah biaya dengan harapan akan tertu tupi di 
kemudian hari melalui keuntungan monopoli yang akan dite-
rimanya.

Kegiatan jual rugi atau predatory pricing ini merupakan suatu 
bentuk penjualan atau pemasokan barang dan/atau jasa dengan 
cara jual rugi yang bertujuan untuk mematikan pesaingnya. 
Berdasarkan sudut pandang ekonomi predatory pricing ini dapat 
dilakukan dengan menetapkan harga yang tidak wajar, di mana 
harga lebih rendah dari biaya variabel rata-rata. Dalam praktik 
pe nentuan biaya variable rata-rata sangat sulit dilakukan, oleh 
karenanya kebanyakan para sarjana mengatakan, bahwa pre
datory pricing merupakan tindakan menentukan harga di bawah 
harga rata-rata atau tindakan jual rugi.26

Praktik perdagangan (inernasional), jual rugi ini lazim di-
sebut dengan istilah “dumping” (damping), yang merupakan 
prak tik dagang yang tidak wajar dan dengan cara melakukan 
ban  ting harga. dengan cara seperti ini dapat mengakibatkan ke-
ru gian bagi pesaing usahanya dan bahkan dapat mematikan per-
saingan usaha yang sehat pada pasar yang bersangkutan.

Dapat dikemukakan, bahwa faktor harga merupakan al yang 
sangat penting dan esensial dalam dunia usaha. Oleh ka rena itu 
perilaku pelaku usaha yang menetapkan jual rugi atau harga 
sangat rendah bertujuan untuk menyingkirkan atau  me ma tikan 
usaha para pesaingnya bertentangan dengan prinsip per saingan 
yang sehat. Sama seperti penguasaan pasar yang harus didasar-
kan pada adanya posisi dominan.

Definisi dan indikasi penetapan jual rugi dapat diketahui 
jika suatu pelaku usaha dapat dianggap melakukan pemasokan 
barang dan/atau jasa dengan cara menetapkan harga yang sangat 
rendah apabila harga yang ditetapkan jauh lebih rendah diban-
dingkan dengan harga yang ditetapkan sejumlah pelaku usaha 
lain. Sehingga hal ini harus dilakukan horizontal comparison. 

26 Andi Fahmi Lubis dkk., Op. cit., h. 143.
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Suatu pelaku usaha yang melakukan pemasokan barang dan/
atau jasa dengan menetapkan harga yang sangat rendah, dapat 
dicurigai mempunyai maksud untuk menyingkirkan atau mema-
tikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan, apabila dengan 
harga yang ditetapkannya itu tingkat keuntungan yang diperoleh 
lebih rendah dari tingkat suku bunga yang berlaku.27

Dalam pasar dengan persaingan sempurna, tingkat harga 
yang berlaku di pasar ditentukan oleh permintaan dan pena war-
an barang atau jasa, di mana harga yang terbentuk akan ber-
ada pada kesimbangan antara jumlah permintaan konsumen 
dan jumlah penawaran produsen. Akan tetapi sering kali pada 
pa sar barang atau jasa tertentu terdapat pelaku usaha penentu 
harga (price seller atau price leader) yang umumnya merupakan 
pela ku usaha besar dengan struktur biaya terendah (the lowest 
cost). Oleh karena itu, dalam melihat tujuan pelaku usaha yang 
menetapkan harga dengan sangat rendah haruslah juga dikaji 
skala produksi pelaku usaha tersebut.

Semakin besar skala produksi suatu pelaku usaha, akan 
sema kin rendah biaya produksi yang harus dipikul oleh pelaku 
usaha tersebut. Dengan semakin rendahnya biaya produksi, 
maka akan semakin rendah tingkat harga yang bisa ditawarkan 
di pasar yang bersangkutan. Berkaitan dengan skala produksi 
ini, maka suatu pelaku usaha yang memasok barang dan/atau 
jasa dengan menetapkan harga yang sangat rendah, tidak dapat 
dikata kan bermaksud menyingkirkan atau mematikan usaha 
pesaingnya, apabila pelaku usaha tersebut mempunyai produksi 
skala yang besar.

Dalam konteks persaingan usaha berdasarkan Undang-Un-
dang Nomor 5 Tahun 1999 melarang kegiatan jual beli rugi 
(pre  datory pricing) yang diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 1999 yang berbunyi sebagai berikut:

27 Galuh Puspaningrum, Hukum Persaingan Usaha, Aswada Pressindo, Yogyakarta, 
2013, h. 111.
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 “Pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang dan/
atau jasa dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan 
harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan 
atau mematikan usaha pesaingnya di pasar yang bersangkutan 
sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli 
dan/atau persaingan usaha tidak sehat.”

Unsur-unsur yang harus diperhatikan sebelum menuduh pe-
laku usaha atau perusahaan memakai strategi ini antara lain:
a. Harus dibuktikan bahwa perusahan tersebut menjual pro-

duknya dengan harga rugi (menjual di bawah biaya rata-
rata). Jika perusahaan menjual dengan harga rendah, namun 
tidak merugi, maka perusahaan itu bersaing secara sehat. 
Perusahaan tersebut dapat menjual dengan harga rendah 
karena jauh lebih efisien dari pesaing-pesaingnya;

b. Jika terbukti perusahaan menjual dengan harga rugi, masih 
harus dibuktikan bahwa perusahaan tersebut memiliki ke-
mam puan yang memungkinkan untuk menjual rugi disebab-
kan ada kalanya penjual melakukan menjual rugi untuk 
meng hindari potensi kerugian yang lebih lanjut atau untuk 
sekadar mendapatkan dana untuk keluar dari pasar (usaha);

c. Telah ditunjukkan bahwa perusahaan hanya akan mene rap-
kan predatory pricing jika perusahaan tersebut yakin akan 
dapat menutup kerugian ditahap awal dengan menerapkan 
harga yang sangat tinggi (supra competitive) ditahap ber ikut-
nya.28

Sesuai dengan tujuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, 
yaitu mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui peng atur-
an persaingan usaha yang sehat, sehingga menjamin adanya ke-
pas tian dan kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha 
besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil, maka 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengatur beberapa ke-

28 L. Budi Kagramanto, Op. cit., h. 190-191.
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giat an yang dilarang dan dapat mengakibatkan persaingan tidak 
sehat yang salah satu di antaranya adalah menjual rugi (pre da
tory pricing).

Praktik jual rugi dengan tujuan menyingkirkan atau mema-
tikan pelaku usaha pesaingan di pasar dalam konteks persaingan 
usaha adalah suatu perilaku pelaku usaha yang umumnya memi-
liki incumbent menetapkan harga yang merugikan secara ekonomi 
selama satu jangka waktu yang cukup panjang. Strategi ini dapat 
mengakibatkan pesaingnya tersingkir dari pasar bersangkutan 
dan/atau menghambat pelaku usaha lain untuk masuk ke pasar.

Pada jangka pendek, jual rugi sangat menguntungkan konsu-
men, namun setelah menyingkirkan pesaingnya dari pasar ber-
sang kutan dan menghambat calon pesaing baru, pelaku usaha 
dominan atau pelaku usaha incumbent tersebut mengharap da-
pat me naikkan harga secara signifikan. Umumnya harga yang 
di  te  tapkan untuk menutupi kerugian tersebut merupakan harga 
monopoli (yang lebih tinggi), sehingga dapat merugikan kon  -
sumen. Praktik ini adalah upaya untuk memaksimalkan ke un-
tung an dan menutup kerugian yang ditimbulkan ketika mela ku-
kan jual rugi atau harga rendah.

Predatory pricing dilarang secara rule of reason dikarenakan 
penerapan harga di bawah harga variabel rata-rata di satu sisi 
akan menguntungkan konsumen karena di sini konsumen dapat 
menikmati barang dan/atau jasa dengan harga yang sangat ren-
dah, namun di sisi lain predatory pricing tersebut akan sangat 
merugikan pelaku usaha pesaing dikarenakan tidak dapat ber-
saing dalam hal penentuan harga suatu barang atau jasa. Ke-
giatan jual rugi sering kali dilakukan dalam praktik dagang yang 
dilakukan eksportir dengan menjual barang, jasa atau barang 
dan jasa di pasar internasional dengan harga kurang dari nilai 
wajar atau lebih rendah daripada harga barang di negerinya sen-
diri atau daripada harga jual kepada negara lain.

Jual rugi juga dapat dilakukan oleh produsen pengekspor 
yang dengan sengaja banting harga dengan cara menjual rugi 
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atau menjual dengan harga yang lebih murah dibandingkan de-
ngan harga jual dalam negeri atau negara lain, dengan harapan 
mematikan usaha pesaing di pasar yang bersangkutan. Jual rugi 
semacam ini juga dapat disebut sebagai praktik dumping.

Ada beberapa tes yang dapat dilakukan untuk mendeteksi 
suatu pelaku usaha melakukan praktik predatory pricing. Berikut 
ini adalah beberapa tes yang bisa digunakan untuk membantu 
otoritas persaingan dalam membuktikan adanya praktik preda
tory pricing pada suatu pelaku usaha, antara lain:
a. PriceCost Test.
b. AreedaTurner Test.
c. Average Total Cost Test (ATC Test).
d. Average Avoidable Cost Test (AAC Test).
e. Recoupment Test.

5. Kegiatan Penetapan Biaya Produksi secara  
Curang (manipulasi Biaya)
Pelaku usaha dilarang melakukan kecurangan dalam mene-

tapkan biaya produksi dan biaya lainnya yang merupakan kom-
ponen harga produksi, sehingga harga tersebut dapat mengaki-
batkan terjadinya suatu persaingan curang.

Kegiatan penetapan biaya produksi secara curang ini dila-
kukan dengan menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya 
yang menjadi bagian dari komponen harga barang dan/atau 
jasa. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 juga menganggap 
salah satu aspek yang dapat dipersalahkan sebagai penguasaan 
pasar adalah kecurangan dalam menetapkan biaya produksi. 
Sebagai bagian dari penguasaan pasar, maka kecurangan dalam 
menentukan biaya adalah salah satu strategi yang dijalankan 
oleh pelaku usaha untuk mematikan pesaingnya, yaitu dengan 
jalan menyatakan biaya produksinya yang tidak sesuai dengan 
biaya yang sesungguhnya. Secara akal sehat, tentu harga yang 
disampaikan adalah di bawah harga yang sesungguhnya, dengan 
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demikian dia bisa menjual barang atau jasanya lebih rendah dari 
pesaingnya. 

Larangan kegiatan penetapan biaya secara curang (mani-
pulasi biaya) tersebut di atur dalam ketentuan Pasal 21 Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang menetapkan sebagai ber ikut 
“Pelaku usaha dilarang melakukan kecurangan dalam mene tap -
kan biaya produksi dan biaya lainnya yang menjadi bagian dari 
komponen harga barang dan/atau jasa yang dapat meng aki-
batkan terjadinya persaingan udaha tidak sehat.”

Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 21 Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini, maka pelaku usaha dilarang 
melakukan kegiatan manipulasi biaya produksi dan biaya lain  -
nya yang nantinya akan diperhitungkan sebagai salah satu 
kom  ponen harga barang, jasa, atau barang dan jasa yang akan 
di pasarkan kepada konsumen, karena perbuatan tersebut me-
ng aki batkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat dan 
meru  gikan masyarakat. 

Dalam penjelasan atas Pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 1999 menyatakan bahwa indikasi biaya yang dimani-
pulasi terlihat pada harga yang lebih rendah dari harga yang 
se harusnya. Kecurangan dalam menetapkan biaya produksi dan 
biaya lainnya bukan saja melanggar Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 1999, akan tetapi juga melanggar peraturan perundang-
undangan yang berlaku lainnya. Misalnya bisa melanggar Un-
dang-Undang Perpajakan, karena konsekuensi penetapan biaya 
produksi dan biaya lainnya dalam menentukan harga barang 
dan/atau jasa yang dilakukan secara curang, akan menim bulkan 
pengaruh terhadap jumlah besar atau kecilnya pajak yang harus 
dibayarkan oleh perusahaan tersebut.

Berdasarkan rumusan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 1999, maka dapat diketahui bahwa pasal tersebut meng-
anut prinsip rule of reason. Degan demikian, apabila telah terjadi 
kecurangan, si pelaku tidak otomatis melanggar Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 1999. Untuk dinyatakan bersalah, haruslah di-
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buktikan terlebih dahulu bahwa kecurangan tersebut tidak 
mem   punyai alasan-alasan yang dapat diterima dan di juga dapat 
meng akibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat.

6. Kegiatan yang Bersifat Persekongkolan 
Persekongkolan mempunyai karakteristik tersendiri, karena 

dalam persekongkolan (conspiracy/konspirasi) terdapat kerja 
sama yang melibatkan dua atau lebih pelaku usaha yang secara 
ber sama-sama melakukan tindakan melawan hukum.

Istilah persekongkolan pertama kali ditemukan pada Antitrust 
Law di USA yang didapat melalui Yurisprudensi Mahkamah 
Tertinggi Amerika Serikat, berkaitan dengan ketentuan Pasal 1 
The Sherman Act 1890, di mana dalam pasal tersebut dinyatakan: 
“…. persekongkolan untuk menghambat perdagangan …. (… 
conspiracy in restraint of trade …). Mahkamah tertinggi USA juga 
menciptakan istilah “concerted action”, untuk mendefinisikan is-
ti lah persekongkolan dalam hal menghambat perdagangan serta 
pembuktiannya dapat disimpulkan dari kondisi yang ada. Ber -
da  sarkan pengertian di USA itulah, maka persekongkolan meru-
pakan suatu perjanjian yang konsekuensinya adalah peri laku 
yang saling menyesuaikan (conspiracy in an agreement which has 
con sequences of concerted action).

Meskipun demikian, ada juga yang menyamakan istilah 
per sekongkolan (conspiracy/konspirasi) dengan istilah Collusion 
(kolusi), yakni sebagai: “A secret agreement between two or more 
people for deceitful or produlent purpose” artinya, bahwa dalam 
kolusi tersebut ada suatu perjanjian rahasia yang dibuat oleh 2 
(dua) orang atau lebih dengan tujuan penipuan atau penggelapan 
yang sama artinya dengan konspirasi dan cenderung berkonotasi 
negatif/buruk.

Pengertian persekongkolan atau konspirasi usaha tersebut 
telah dikemukakan dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang menyatakan sebagai berikut:
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 “Persekongkolan atau kompetisi usaha adalah bentuk kerja 
sama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha 
lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi 
kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol.”

Bentuk kegiatan persekongkolan ini tidak harus dibuktikan 
dengan adanya perjanjian, akan tetapi bisa dalam bentuk ke giat-
an lainnya yang tidak mungkin diwujudkan dalam suatu per-
janjian.

Persekongkolan merupakan salah satu bentuk perbuatan 
atau kegiatan yang dapat membatasi atau menghalangi per-
saing   an usaha. Karena dalam konteks hukum persaingan usaha 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, perse kong-
kol an termasuk sebagai salah satu bentuk perbuatan atau kegiat-
an yang dilarang dilakukan antarpelaku usaha, dapat mengaki-
bat kan kepada terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengatur 3 (tiga) 
bentuk persekongkolan yang dilarang sebagaimana diatur dalam 
Pasal 22 sampai dengan Pasal 24, yaitu:

a. Persekongkolan untuk mengatur dan/atau  
menen tukan Pe menang tander (Persekongkolan  
dalam tander)
Dalam hukum persaingan usaha salah satu hal yang menjadi 

obyek persekongkolan adalah masalah tender, di mana pengertian 
tender atau lelang dapat diketemukan dalam berbagai sumber:
1) Berdasarkan Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pe doman 

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerin tah (yang 
men cabut Keppres No. 18 Tahun 2000 tentang Pedoman 
Pe laksanaan Pengadaan barang/jasa Instansi Pemerintah), 
ten der atau pengadaan barang/jasa adalah kegiatan peng-
adaan barang/jasa yang dibiayai dengan APBN/APBD, baik 
yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia 
ba rang/jasa.
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2) Tender (to put out contract) adalah memborongkan peker-
jaan/menyuruh pihak lain untuk mengerjakan atau mem-
borong pekerjaan pekerjaan seluruhnya atau sebagian peker-
jaan sesuai dengan perjanjian atau kon trak yang dibuat oleh 
kedua belah pihak sebelum peker jaan pemborongan itu di-
lakukan.

3) Dalam praktik pengertian tender sama dengan  pe nger tian 
“lelang” yang secara tidak langsung telah dise butkan dalam 
Keppres No. 80 Tahun 2003, misalnya dalam metode pe-
milihan penyedia barang/jasa, dapat dilakukan dengan cara 
pelelangan umum dan pele langan terbatas. Dalam Kep pres 
tersebut yang dimaksud dengan, pelelangan umum adalah 
metoda pemilihan penyedia barang/jasa yang  dila ku  kan 
secara terbuka dengan pengumuman secara luas me lalui 
media massa dan papan pengumuman resmi untuk pene-
rangan umum sehingga masyarakat luas, dunia usaha yang 
dan memenuhi kualifikasi dapat mengikuti lelang tersebut. 
Adapun pelelangan terbatas adalah metoda  pemi lihan pe-
nye dia barang/jasa yang dilakukan secara ter buka dengan 
peng umuman resmi dengan mencantumkan pe  nyedia ba-
rang/jasa yang telah diyakini mampu, guna mem  beri kesem -
patan kepada penyedia barang/jasa lain nya yang meme nuhi 
kualifikasi.

4) Dalam Memori Penjelasan Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999, 
tender adalah tawaran mengajukan sebuah harga untuk 
memborong suatu pekerjaan, maupun untuk pe ng adaan 
barang-barang atau untuk menyediakan jasa-jasa tertentu. 
Berdasar pada pengertian tersebut, maka cakupan tawaran 
pengajuan harga dalam tender me li puti: (1) memborong/
melaksanakan suatu peker jaan tertentu; (2) pengadaan ba-
rang dan/atau jasa; (3) membeli barang dan/atau jasa; serta 
(4) menjual barang dan/atau jasa.
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Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 22 Undang-Undang No-
mor 5 Tahun 1999, maka pelaku usaha dilarang untuk berse-
kong kol dengan pihak lain untuk mengatur dan/atau me nen    tu-
kan pemenang tander, sehingga dapat mengakibatkan ter   jadi  nya 
persaingan usaha tidak sehat.

Ketentuan dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 
1999 melarang kerja sama (bersekongkol) antara dua pihak atau 
lebih (antarpelaku usaha dengan pihak lain) dalam rangka me-
ng  atur dan/atau menentukan peserta tander tertentu menjadi 
peme nangnya.

Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam tander adalah 
(1) transparansi; (2) penghargaan atas uang; (3) kompetisi yang 
efektif dan terbuka; (4) negosiasi yang adil; (5) akuntabilitas dan 
proses penilaian; dan (6) nondiskriminatif.

Oleh karena itu, yang dilarang dalam Pasal 22 Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah persekongkolan antara 
pe laku usaha dengan pihak lain dalam menentukan pemenang 
tander, yakni melalui perngajuan penawaran harga untuk peng-
ada an barang dan jasa-jasa tertentu. 

Persekongkolan Tander tersebut dapat terjadi melalui kese-
pa katan tertulis maupun tidak tertulis. Persekongkolan ini men-
cakup jangkauan perilaku yang luas. Praktik persekongkolan 
tander ini dilarang karena dapat menimbulkan persaingan usaha 
tidak sehat dan bertantangan dengan tujuan dilaksanakannya 
tander tersebut yaitu memberikan kesempatan yang sama kepada 
pelaku usaha agar dapat ikut menawarkan harga dan kualitas 
yang bersaing. Sehingga pada akhirnya dalam pelaksanaan tan-
der tersebut akan didapatkan harga yang termurah dengan kua-
litas terburuk.

Ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 
menyatakan bahwa “Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan 
pihak lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang 
ten  der, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan 
usa ha tidak sehat.”
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Dari ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 
1999 dapat diketahui unsur-unsur perskeongkolan tander terse-
but, yaitu:
a. Adanya dua atau lebih pelaku usaha atau pelaku usaha 

dengan pihak lain;
b. Terdapat kerja sama (bersekongkol) dalam mengatur dan/

atau menentukan peserta tander tertentu sebagai pemenang 
tander;

c. Persekongkolan tander dimaksud untuk melakukan pengua-
saan pasar;

d. Persekongkolan tander tersebut mengakibatkan persaingan 
usaha tidak sehat.

Bila dicermati ketentual Pasal 22, persekongkolan tander 
tidak hanya dilakukan antarpelaku usaha (sesama peserta tan-
der), lazim dinamakan persekongkolan horizontal, melain kan 
juga dapat dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain, mi-
salnya dengan panitia pengadaan, lazim dinamakan perse kong-
kolan vertikal. Bahkan persekongkolan tander tersebut da pat 
terjadi antara dua pelaku usaha atau lebih dengan pihak lain 
(persekongkolan horizontal dan vertikal). Pihak lain di sini ada-
lah para pihak (vertikal dan horizontal) yang terlibat dalam 
proses tander yang melakukan persekongkolan tander, baik pe-
laku usaha sebagai peserta tander dan/atau subjek hukum lain-
nya yang terkait dengan tander tersebut.

Sesuai dengan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan 
Usaha Nomor 2 Tahun 2010, pengertian “bersekongkol” adalah 
kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain 
atas inisatif siapa pun dengan cara apa pun dalam upaya meme-
nangkan peserta tander tertentu. Unsur bersekongkol antara lain 
berupa:
a. Kerja sama antara dua pihak atau lebih;
b. Secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tin-

dak an penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya;
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c. Menbandingkan dokumen tander sebelum penyerahan;
d. Menciptakan persaingan semu;
e. Menyetujui dan/atau memfasilitasi terjadinya persekong-

kol an;
f. Tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun menge-

tahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut 
dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan pe-
serta tander tertentu;

g. Pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tander 
atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung 
kepada pelaku usaha yang mengikuti tander, dengan cara 
melawan hukum.

Demikian pula menurut Peraturan Komisi Pengawas Per-
saing an Usaha Nomor 2 Tahun 2010, pengertian unsur meng-
atur dan/atau menentukan pemenang tander diartikan sebagai 
berikut:

 “suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender 
secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku 
usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan 
peserta tender tertentu dengan berbagai cara. Pengaturan dan/
atau penentuan pemenang tander tersebut antara lain dila ku-
kan dalam hal penetapan kriteria pemenang, persyaratan teknis, 
keuangan, spesifikasi, proses tender, dan sebaginya.”

Terakhir harus dibuktikan, bahwa persekongkolan dalam 
tender ini mengakibatkan terjadi persaingan usaha tidak sehat. 
Norma larangan persekongkolan dalam tander ini sebagai pe-
rilaku yang bersifat rule of reason. Bersekongkol dalam tander 
ini merupakan kegiatan berusaha yang tidak sehat, tidak jujur, 
melawan hukum, atau menghambat persaingan. Untuk itu da-
lam persekongkolan tander, perlu untuk diketahui apakah prose 
stander tersebut dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan 
hukum atau menghambat persaingan usaha.
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Artinya persekongkolan tander merupakan kerja sama ilegal 
(unlawfull), sehingga persekongolan dalam tander merupakan 
perbuatan melawan hukum dalam konteks hukum persaingan 
usaha, karena cara maupun hasil dari tercapainya tujuan mem-
punyai potensi atau kecendrungan melawan hukum.

Ada tiga bentuk persekongkolan yang dikenal, yaitu antara 
lain:
1) Bentuk pertama, adalah persekongkolan horizontal;
 Persekongkolan horizontal merupakan persekongkolan yang 

terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa 
dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa 
pesaingnya. Persekongkolan ini dapat dikategorikan sebagai 
persekongkolan dengan menciptakan persaingan di antara 
pesrta tander.

2) Bentuk kedua, adalah persekongkolan tander secara vertikal
 Persekongkolan vertikal merupakan persekongkolan yang 

dapat terjadi antar salah satu atau beberapa pelaku usaha 
atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tander atau 
panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik 
atau pemberi pekerjaan. Persekongkolan ini dapat terjadi 
dalam bentuk di mana panitia tander atau panitia lelang 
atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi 
pe kerjaan bekerja sama dengan salah satu atau beberapa 
peserta tander.

3) Bentuk Ketiga adalah persekongkolan tander horizontal dan 
vertikal.

 Persekongkolan ini merupakan persekongkolan antara pa-
nitia tander atau panitia lelang atau pengguna barang dan 
jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan pelaku 
usaha atau penyedia barang dan jasa. Persekongkolan ini 
dapat melibatkan dua atau tiga pihak yang terkait dalam 
prose stander. Salah satu bentuk persekongkolan ini adalah 
tander fiktif, di mana panitia tender, pemberi pekerjaan, 
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maupun para pelaku usaha melakukan suatu proses tander 
hanya secara administratif dan tertutup.

Menurut Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 
1999, tender berpotensi menciptakan persaingan usaha tidak 
sehat atau menghambat persaingan usaha, yaitu:
1) Tander yang bersifat tertutup atau tidak transparan dan ti-

dak diumumkan secara luas, sehingga mengakibatkan para 
pelaku usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi tidak 
dapat mengikutinya;

2) Tender yang bersifat diskriminatif dan tidak dapat diikuti 
oleh semua pelaku usaha dengan kompetensi yang sama;

3) Tender dengan persyaratan dan spesifikasi teknis atau me-
rek yang mengarah kepada pelaku usaha tertentu, sehingga 
meng  hambat pelaku usaha lainnya untuk ikut.

Dilihat dari sisi konsumen atau pemberi kerja, persekong-
kolan tender dapat merugikan dalam bentuk antara lain:
1) Konsumen atau pemberi kerja membayar harga yang lebih 

mahal daripada yang sesungguhnya;
2) Barang atau jasa yang diperoleh (baik dari sisi mutu, jumlah, 

waktu, maupun nilai) sering kali lebih rendah dari yang 
akan diperoleh apabila tender dilakukan secara jujur;

3) Terjadi hambatan pasar bagi peserta potensial yang tidak 
mem peroleh kesempatan untuk mengikuti dan meme nang-
kan tander;

4) Nilai proyek (untuk tender pengadaan jasa) menjadi lebih 
tinggi akibat markup yan dilakukan oleh pihak-pihak yang 
bersekongkol. Apabila hal tersebut dilakukan dalam proyek 
pemerintah yang biayanya melalui Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara, maka persekongkolan tender tersebut 
ber pontesi menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
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b. Persekongkolan Untuk memperoleh/membocorkan 
Infor ma si rahasia Perusahaan (rahasia dagang)
Ketentuan dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1999 menyabutkan bahwa:

 “Pelaku usaha dilarang besekongkol dengan pihak lain untuk 
mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang di kla-
sifikasikan sebagai rahasia perusahaan, sehingga dapat me ng
akibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.”

Jadi Pasal 23 ini melarang pelaku usaha bersekongkol de-
ngan pihak lain dalam rangka mendapatkan informasi rahasia 
perusahaan atau rahasia dagang pesaingnya. Di sini dibuktikan 
bahwa rahasia perusahaan itu didapat secara melawan hukum 
dengan cara bersekongkol di antara pelaku usaha dengan pihak 
lain.

Rahasia dagang yang dimaksudkan dalam hal ini adalah 
informasi yang tidak diketahui oleh umum, di bidang teknologi 
dana atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna 
dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik 
rahasia dagang. 

Bagi Indonesia, pengaturan mengenai rahasia dagangnya di-
atur secara tersendiri, tidak dimasukkan dalam UU No. 5 Tahun 
1999. Dewasa ini pengaturannya dapat dijumpai dalam UU No. 
30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Pengertian rahasia da-
gang dikemukakan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 
Tahun 2000 yang menyatakan bahwa rahasia dagang adalah 
informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi 
dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam 
kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia 
dagang. Rahasia dagang tersebut termasuk juga informasi indus-
trial know how, seperti yang dianut oleh hukum Amerika Seri-
kat. Dalam Pasal 2 UU No. 30 Tahun 2000 dinyatakan, bahwa 
lingkup perlindungan rahasia dagang meliputi metode produksi, 
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metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di 
bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi 
dan tidak diketahui masyarakat umum.

Kemudian jenis-jenis rahasia dagang yang secara yuridis akan 
mendapat perlindungan terbatas adalah informasi yang bersifat 
rahasia, mempunyai nilai ekonomis, dan dijaga kerahasiaannya 
melalui upaya-upaya sebagaimana mestinya yaitu semua langkah 
yang memuat ukuran kewajaran, kelayakan, dan kepatutan yang 
harus dilakukan. Misalnya, di dalam suatu perusahaan harus 
ada prosedur baku berdasarkan praktik umum yang berlaku di 
tempat-tempat lain dan/atau yang dituangkan ke dalam ke ten-
tuan internal perusahaan itu sendiri. Dalam ketentuan inter nal 
perusahaan juga ditetapkan bagaimana rahasia dagang itu di-
jaga dan siapa yang bertanggung jawab atas kerahasiaan itu.

Di Amerika Serikat, secara yuridis ruang lingkup rahasia 
da gang meliputi: informasi teknik (technical information) dan 
informasi nonteknik (nontechnical information), yang  seluruh nya 
mencakup informasi teknikal penelitian dan pengembangan, in-
formasi proses produksi, informasi pemasok, informasi  pen jual an 
dan pemasaran, informasi keuangan, dan informasi admi nis trasi 
internal.

Satu contoh yang berkaitan dengan kasus persekongkolan 
dalam rangka membocorkan rahasia dagang/perusahaan (Pasal 
23) yang pernah dilakukan oleh perusahaan EMI Music South 
East Asia, Arnel Effendi, SH, DEWA 19 (group musik) dan Iwan 
Sastra Wijaya. Kasus ini terjadi ketika DEWA 19 memutuskan 
untuk pindah dari PT Aquarius Musikindo ke EMI Music South 
East Asia. Pada awal SEWA 19 membuat perjanjian dengan PT 
Aquarius Musikindo dengan No. 001/JS/DW/07/04, tertanggal 
12 Juli 2004 yang secara garis besar menyatakan, bahwa: artis 
secara bersama-sama (group) maupun perseorangan akan ter-
ikat secara formal kepada PT Aquarius untuk menjual master 
rekaman artis secara eksklusif sebanyak 1 (satu) album, yaitu 
album Laskar Cinta (vol. 4) yang ditambah dengan 4 (empat) 
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lagu baru lainnya yang akan digabungkan dengan lagu-lagu 
artis yang telah pernah beredar untuk kepentingan pembuatan 
al bum-album kompilasi atau the best (repackage), dengan jang ka 
waktu keterikatan secara eksklusif sebagai berikut:
1) Artis akan menyerahkan empat lagu baru kepada PT Aqua-

rius dalam jangka waktu selambat-lambatnya 12 bulan sejak 
album artis “Laskar Cinta” diedarkan oleh PT Aquarius;

2) Apabila di dalam jangka waktu tersebut dalam poin a, si 
artis belum menyerahkan empat lagu baru, maka artis masih 
terhitung terikat dalam perjanjian secara eksklusif dengan 
PT Aquarius.

Pada saat belum menyerahkan keempat lagu baru seba gai-
mana telah diperjanjikan, ternyata DEWA 19 telah memutus-
kan untuk pindah ke EMI Music South East Asia karena alasan 
ingin go internasional. Bukti yang dapat menguatkan terjadi 
persekongkolan dalam kasus ini adalah peran Jusak Irwan dan 
Arnel Affandi, S.H. ketika turut serta mengubah beberapa para-
graf kontrak antara EMI South East Asia dengan DEWA 19. 
Posisi Jusak Irwan yang saat itu sebagai Managing Director PT 
EMI Indonesia tidak dapat dibenarkan ikut serta dalam proses 
penandatanganan kontrak. Sebagai anggota Asosiasi Industri Re-
kaman Indonesia (ASIRI), Jusak seharusnya memberitahu EMI 
South East Asia bahwa DEWA 19 sudah terlebih dahulu terikat 
perjanjian dengan PT Aquarius Musikindo. Tindakannya justru 
menguatkan, bahwa penandatanganan kontrak DEWA 19 dengan 
PT EMI South East Asia untuk menghindari Pasal 7 dan 9 Buku 
Putih ASIRI. Apalagi Arnel Affandi S.H. adalah mantan konsultan 
hukum PT Aquarius Musikindo yang tentunya mengetahui se ba-
gian besar isi kontrak antara DEWA 19 dan PT Aquarius Mu-
si kindo, karena terjadinya penandatanganan perjanjian DE WA 
19 dengan PT Aquarius Muskindo (12 Juni 2004) hanya se lang 
lebih kurang satu bulan sebelum penandatanganan perjan jian 
DEWA 19 dengan PT EMI SEA yaitu pada tanggal 19 Juli 2004. 
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Persekongkolan yang dilakukan oleh EMI Music South East, 
PT EMI Indonesia serta DEWA 19, Iwan Sastra Wijaya dan Arnel 
Effendi merupakan tindakan melanggar Pasal 23 UU No. 5 Ta-
hun 1999, sehingga dapat mengakibatkan persaingan usaha 
tidak sehat, dan pada akhirnya membuat iklim usaha tidak kon-
du sif serta merugikan pihak lain (pelaku usaha peasing), yaitu 
PT Aquarius Musikindo. Dalam perkara ini yang menderita ke-
rugian atas berpindahnya DEWA 19 adalah PT Aquarius Musi-
kindo, yaitu sebesar Rp 4.295.627.881,00, namun KPPU me ni lai, 
bahwa kerugian wajar dan riil yang diderita oleh PT Aqua  rius 
Musikindo hanya sebesar Rp 3.814.749.520,00.

Berdasarkan adanya indikasi persaingan usaha tidak sehat 
tersebut, maka Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) me-
la kukan pemeriksaan terhadap EMI Music South East Asia, Arnel 
Affandy, S.H., Dewa 19 dan Iwan Sastra Wijaya, yang meng-
hasilkan putusan perkara dengan Nomor: 19/KPPU-L/2007 
yang isinya menghukum pihak EMI Music South East Asia un-
tuk membayar denda serta ganti rugi. Akan tetapi pihak EMI 
Music South East, PT EMI Indonesia serta DEWA 19, Iwan Sas-
tra Wijaya dan Arnel Affandi mengajukan keberatan kepada 
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas putusan KPPU tersebut. 
Selanjutnya dalam putusannya Pengadilan Negeri Jakarta Pu-
sat justru menguatkan putusan KPPU yang menghukum EMI 
Mu sic South East dan PT EMI Indonesia untuk membayar  gan ti 
rugi sebesar Rp 3.814.749.520,00 kepada PT Aquarius Musi-
kin do. Dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim Peng-
adilan Negeri Jakarta Pusat sependapat dengan putusan KPPU. 
Menurut majelis hakim PN Jakarta Pusat, KPPU memiliki ke-
wenangan memeriksa dan mengadili perkara tersebut karena 
ter dapat pelanggaran terhadap larangan persekongkolan antara 
pelaku usaha dan pihak lain untuk mendapatkan informasi ke-
giatan usaha pesaingnya, yang dapat menimbulkan terjadinya 
per saingan usaha tidak sehat. Dengan demikian EMI Music 
South Asia, PT EMI Indonesia, DEWA 19, Iwan Sastra Wijaya, 
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serta Aarnel Affandi telah terbukti melanggar Pasal 23 Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1999.

C. Persekongkolan untuk menghambat Produksi  
dan/atau Pemasaran Produk
Pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terdapat 

larangan untuk melakukan persekongkolan yang dapat meng-
hambat produksi, pemasaran, atau produksi dan pemasaran atas 
produk. Dinyatakan dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 1999 bahwa pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan 
pihak lain untuk mengahambat produksi dan/atau pemasaran 
barang dan/atau jasa pelaku usaha pesaingnya dengan tujuan 
barang dan/atau jasa yang ditawarkan atau dipasok di pasar 
bersangkutan menjadi berkurang, baik kualitas maupun kete-
patan waktu yang dipersyaratkan.

Secara ekonomis, hambatan perdagangan (ewstrain of trade) 
yang dilarang berdasarkan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 1999 dapat dibedakan menjadi:
1) Restrictive trade agreement, yaitu bentuk kolusi di antara pa ra 

pemasok yang bertujuan untuk menghapus persaingan se ca-
ra keseluruhan maupun sebagian, dan

2) Restrictive trade practice, yaitu suatu alat untuk mengurangi 
atau menghilangkan persaingan usaha di antara para pema-
sok produk yang saling bersaing.
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BAB 3
Larangan Penggunaan Posisi Dominan 
Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun  
1999 tentang Larangan Praktik Monopoli  
dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

A. PoSISI domInAn dAn PenyALAhgUnAAnnyA
Setiap pelaku usaha selalu ingin mengembangkan usahanya 

semaksimal mungkin atau menjadi yang terbaik di bidangnya. 
Kondisi ini memaksa setiap pelaku usaha untuk meningkatkan 
kinerja dan daya saing melalui inovasi dan efisiensi untuk me-
ng ung guli pesaingnya. Akibatnya pelaku usaha tersebut akan 
memperoleh posisi dominan dan/atau memiliki kekuatan pasar 
(marker power) di pasar bersangkutan. Definisi pasar bersang-
kutan menurut Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha 
Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Pe-
nerapan Pasal 1 angka 10 tentang Pasar Bersangkutan Berda-
sarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan 
Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yaitu, 
“Se  b uah konsep yang dilakukan untuk mendefinisikan tentang 
ukuran pasar dari sebuah produk. Ukuran pasar menjadi penting 
karena dapat mengidentifikasi seberapa besar penguasaan pro-
duk tertentu dalam pasar tersebut oleh pelaku usaha. Dalam 
pasar bersangkutan yang cakupan terlalu sempit, sangat mungkin 
pelaku usaha yang menguasai produk tertentu dinilai pemegang 
posisi dominan. Sebaliknya apabila pasar produk tersebut cakup-
annya terlalu luas, bisa jadi pelaku usaha tersebut tidak dinilai 
sebagai pemegang posisi dominan.” Sementara pengertian pasar 
bersangkutan menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 
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5 Tahun 1999, adalah “Pasar yang berkaitan dengan jangkauan 
atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang 
dan/atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang 
dan/atau jasa tersebut.” Dari uraian tentang pasar bersangkutan 
sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 merupakan tahap 
awal analisis persaingan usaha yang penerapannya dilakukan 
secara kasus per kasus. Melalui penetapan pasar bersangkutan 
dapat diperoleh informasi serta ukuran yang jelas mengenai luas 
serta kedalaman pasar, pelaku usaha yang terlibat serta dampak 
anti persaingan dari setiap pelanggaran Undang-Undang Nomor 
5 Tahun 1999.

Secara umum, pasar bersangkutan memiliki dua aspek uta-
ma, yaitu produk dan geografis. Pasar produk digambarkan se-
bagai produk bersaing dari produk tertentu ditambah dengan 
produk lain yang bisa menjadi substitusi dari produk tersebut. 
Pa sar produk dapat dipahami dari sisi permintaan terlebih da-
hulu untuk kemudian diikuti dengan penelaahan sisi pena war-
an. Sementara pasar geografis adalah wilayah di mana suatu 
pe laku usaha dapat meningkatkan harga tanpa menarik masuk-
nya pelaku usaha baru atau tanpa kehilangan konsumen yang 
sig nifikan. 

Pande mengatakan, bahwa “Pasar bersangkutan (Relevant 
Mar  ket) merupakan kombinasi dari pasar produk (A Relevant 
Pro  duct Market) dan pasar geografis (A Relevant Geographic 
Market).”29

Pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pema-
saran tertentu dalam hukum persaingan usaha dikenal sebagai 
pasar geografis. Adapun barang dan/atau jasa yang sama atau 
sejenis atau substitusi dari barang dan/atau jasa tersebut dikenal 
sebagai pasar produk. Dari sudut pandang ekonomi, memiliki 
kemampuan penguasaan pasar melalui keunggulan inovasi dan 
efisiensi dapat memberikan efek positif bagi konsumen. Melalui 

29 Pande Radja Silalahi, Posisi Dominan dan Pemilikan Silang (Studi Kasus Persaing an 
Usaha), Telaga Ilmu Indonesia, Jakarta, 2009, h. 29.
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penguasaan pasar, pelaku usaha dapat mewujudkan efisiensi bi a-
ya (cost saving) atau menjamin pasokan bahan baku atau  pro duk 
untuk mencapai skala ekonomi.

Pelaku usaha baik sebagai produsen, distributor, dan konsu-
men merupakan salah satu pihak yang memiliki peran terbesar 
dalam menentukan sehat atau tidaknya suatu pasar. Adapun 
antara lain:

1.  Pelaku Usaha dominan
Pelaku usaha yang memiliki pangsa pasar terbesar dalam 

suatu pasar bersangkutan disebut pelaku usaha dominan. Pelaku 
usaha dapat memiliki posisi dominan jika memiliki kendali atas 
pasar di mana pelaku usaha tersebut beroperasi dan memiliki 
pesaing yang tidak signifikan. Pesaing pelaku usaha dominan 
biasanya pelaku usaha kecil. Pelaku usaha dikatakan memiliki 
posisi dominan dalam pasar yang bersangkutan karena memiliki 
keunggulan bersaing. 

 Susanti mengatakan bahwa, “Pelaku usaha dominan (dominan 
firm) adalah pelaku usaha yang mempunyai pangsa (share) besar 
dalam pasar, yang dapat memengaruhi harga pasar dengan 
memperbanyak produksinya. Pelaku usaha ini lebih sering ber-
peran sebagai penentu harga (price setter) dibanding sebagai 
pengikut harga (price taker), dan oleh karenanya mempunyai 
kekuatan pasar (market power) yang besar. Sebaliknya pelaku 
usaha yang lebih kecil mempunyai peranan yang kecil dan akan 
bertindak sebagai price taker.”30

Melalui posisi dominan pelaku usaha dapat melakukan stra-
tegi yang bersifat independen terhadap perilaku usaha pe saing. 
Pelaku usaha dominan dapat bertindak dan/atau mela kukan 
stra tegi tanpa dapat dipengaruhi oleh pelaku usaha pesaing 
atau  pun konsumennya karena memiliki kekuatan pasar (market 

30 Susanti Adi Nugroho, Pengantar Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, Puslitbag/
Diklat Mahkamah Agung, Jakarta, 2002, h. 389-390.
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power) yang besar. Dengan market power yang besar pelaku usa-
ha dominan mampu memengaruhi harga barang dan/atau jasa 
yang ditawarkannya. Dengan kata lain dengan market power 
yang dimilikinya pelaku usaha dominan dapat mengendalikan 
harga. Oleh karena pelaku usaha dominan masih tetap memiliki 
pesaing meskipun relatif kecil, kenaikan harga barang dan/atau 
jasa yang ditawarkan pelaku usaha dominan dapat membuat 
kon sumen beralih kepada pelaku usaha kecil atau perusahaan 
kecil (fringe firm).

Dalam hal menentukan harga, pelaku usaha yang memiliki 
posisi dominan harus memperhatikan reaksi konsumen atas 
tin  dakan yang diambilnya, karena mungkin atas tindakannya 
tersebut dapat memicu konsumen pemilik posisi dominan ber-
pindah kepada pelaku usaha lain yang lebih kecil yang berusaha 
menjadi pesaing dari pemilik posisi dominan. Perusahaan do-
mi nan adalah pihak yang bertindak sebagai pemegang pangsa 
pasar terbesar, sementara fringe firm hanya mampu menikmati 
pangsa pasar yang tidak dipenuhi oleh pelaku usaha atau perusa-
haan dominan. Kriteria penguasaan pasar tidak harus 100% 
(se ratus persen) satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku 
usaha telah menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) 
pang sa pasar satu jenis produk tertentu, sudah dapat dikatakan 
mem  punyai market power. Dengan demikian dalam hal bersaing 
pelaku usaha dominan atau perusahaan dominan tetap harus 
memper hatikan reaksi dari fringe firm. 

Menurut Arie Siswanto yaitu, “Posisi yang dominan tidak 
harus dipegang oleh perusahaan yang memiliki dominasi pasar, 
…suatu perusahaan kecil yang tidak memiliki dominasi pasarpun 
bisa saja memegang posisi dominan apabila mitra transaksinya 
jauh lebih kecil daripada perusahaan itu.”31

Di samping itu, strategi perusahaan dominan untuk tetap 
mem pertahankan posisi dominannya tidak akan dapat ditiru 

31 Arie Siswanto, Hukum Persaingan Usaha, Ghalia Indonesia, Bogor, 2002, h. 46.
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oleh perusahaan pesaing. Saat suatu perusahaan sudah dapat me-
miliki posisi dominan, maka perusahaan tersebut dapat leluasa 
menerapkan perilaku strategis (strategic behavior) tertentu untuk 
mempertahankan posisi dominannya. 

Dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 
6 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 25 tentang 
Penyalahgunaan Posisi Dominan Menurut Undang-Undang No-
mor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Per-
saingan Usaha Tidak Sehat disebutkan, bahwa, “Terdapat be be-
rapa Perilaku strategis (strategic behavior) pelaku usaha untuk 
mempertahankan posisi dominannya, seperti merger, direct cost
based strategy, technologybased strategy dan marketbased stra
tegy.” 
a. Merger
 Merger merupakan cara paling jelas untuk mempertahankan 

posisi dominan, karena dengan merger pangsa pasar yang 
dimiliki akan semakin besar.32 Merger dipahami sebagai pro-
ses penggabungan dua perusahaan atau lebih menjadi satu 
perusahaan. Merger dilakukan sebagai salah satu bentuk in-
tegrasi usaha untuk mencapai proses produksi yang lebih 
efi sien. Meiners memberikan ilustrasinya, yaitu “Suatu usa-
ha dikatakan terintegrasi (integrated) apabila tahap-tahap 
da lam proses produksi atau distribusinya dilakukan di da-
lam satu perusahaan (inhouse) atau jika tidak, diikat oleh 
kontrak.”33 

b. Direct costbased strategy
 Direct costbased strategy merupakan strategi untuk mendo-

minasi pasar dengan cara memperbesar output dan menekan 
harga untuk dapat menghalangi pesaing memasuki pasar 
atau untuk menekan pesaing keluar pasar. 

32 Ibid.
33 Ibid., h. 33.
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c. Technologybased strategy
 Sementara technologybased strategy, di antaranya ekspansi 

kapasitas produksi dan integrasi vertikal. 
 Ekspansi kapasitas produksi merupakan kelebihan produksi 

yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi. Jika satu-
satunya cara yang paling efisien untuk dapat meningkatkan 
kapasitas produksi adalah dengan pabrik yang berskala be-
sar, maka perusahaan akan mempertahankan kelebihan ka-
pasitasnya atau mengambil risiko kehilangan permintaan 
yang melonjak secara tiba-tiba. Integrasi vertikal merupakan 
integrasi dalam hal produksi yang dilakukan oleh perusahaan 
dengan tujuan menjamin kepastian supply input produksi 
dan mengurangi biaya transaksi yang akan dikeluarkan jika 
perusahaan berkordinasi dengan tahapan produksi lainnya.

 Penjelasan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 
menjelaskan, bahwa integrasi vertikal merupakan pengua-
saan serangkaian proses produksi atas barang tertentu mulai 
dari hulu sampai hilir atau proses yang berlanjut atas suatu 
layanan jasa tertentu oleh pelaku usaha tertentu. Praktik 
integrasi vertikal meskipun dapat menghasilkan barang 
dan/jasa dengan harga murah, tetapi dapat menimbulkan 
per  saingan usaha tidak sehat yang merusak sendi-sendi per-
eko nomian masyarakat. Praktik seperti ini dilarang sepan-
jang menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan/atau 
merugikan masyarakat.

d. Marketbased strategy
 Marketbased strategy, di antaranya product differentiation 

dan access to consumers. Product differentiation merupakan 
strategi lain untuk mempertahankan posisi dominan dengan 
cara memperbanyak variasi produk yang ditawarkan perusa-
haan. Iklan dan usaha penjualan lainnya dapat digunakan 
untuk menciptakan brand image34 di mata konsumen dan 

34 Brand image (citra merek) ciri-ciri yang oleh konsumen diasosiasikan dengan 
BRAND (MEREK) tertentu, dinyatakan dalam pengertian perilaku dan keinginan manusia, 
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menghasilkan brand loyality35 bagi konsumen. Dengan de mi  -
kian perusahaan baru yang ingin masuk pasar harus meng -
hadapi biaya yang besar untuk dapat menandingi per usa  haan 
dominan yang sudah mendapatkan brand loyality. Se men-
tara access to consumers merupakan usaha  mende katkan 
diri kepada konsumen guna dapat memperta hankan posisi 
dominan yang telah dimilikinya, seperti mena warkan se jum -
lah diskon pada sejumlah penjualan tertentu,  menye diakan 
jasa yang lebih baik atau menawarkan berbagai merk produk 
yang beragam. 

2.  Posisi dominan menurut Undang-undang nomor 
5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik monopoli 
dan Persaingan Usaha tidak Sehat
Pemberian judul Posisi Dominan pada Bab V, UU No. 5 

Tahun 1999, seolah-olah posisi dominan dibaca oleh masyarakat 
sebagai suatu yang dilarang oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 
1999. Padahal sebenarnya tidak demikian. Undang-undang ini 
tidak bertujuan untuk melarang pelaku usaha untuk menjadi 
besar atau dominan dalam menjalankan bisnisnya, Bahkan seba-
liknya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 justru bertujuan 
untuk menggiatkan dunia usaha di Indonesia.

Pada dasarnya tidak ada larangan bagi pelaku usaha untuk 
memiliki posisi dominan di dalam pasar yang bersangkutan se-

tetapi juga bertalian dengan harga, mutu dan penggunaan situasional dari merek. Sebagai 
contoh: Merek seperti Mercedes Benz akan menimbulkan citra publik yang kuat karena 
cirri-ciri fisik dan perasaan dan juga karena harganya. Citra ini tidak terlahir dalam nama 
merek tetapi diciptakan oleh iklan. (Lihat Betsy-Ann Toffler dan Jane Imber, Kamus Istilah 
Pemasaran, PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, Jakarta, 2002, h. 133).

35 Brand Loyalty (Kesetiaan pada merek) tingkat sampai di mana konsumen berulang 
kali membeli suatu brand (merek) agar pemasang iklan dapat mencapai sasaran akhir 
mereka berupa kesetiaan pada merek, konsumen harus mempersepsikan bahwa merek 
tersebut menawarkan kombinasi yang tepat dari mutu dan harga. Banyak faktor yang 
memengaruhi loyalitas pada merek seperti sikap konsumen, tekanan dari keluarga 
atau teman sejawat, serta persahabatan dengan wiraniaga. Pemasang iklan hendaknya 
mempertimbangkan semua faktor itu. Tingkat kesetiaan pada merek yaitu market share 
(pangsa pasar) merek—dikenal sebagai brand franchise kesetiaan merek lebih kuat pada 
produk yang sudah mapan dibandingkan pada produk baru. (Lihat Betsy-Ann Toffler dan 
Jane Imber, Ibid., h. 134).
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panjang posisi dominan tersebut diperolehnya dengan cara-cara 
yang jujur dan mengedepankan persaingan yang sehat dalam 
berbisnis. Dengan demikian, penjudulan “Posisi Dominan” sa-
ngat tidak tepat sebagai sesuatu yang dilarang, dan lebih tepat 
apa  bila judul Bab V tersebut adalah “Penyalahgunaan Posisi 
Dominan”, karena penyalahgunaan posisi dominan, memiliki 
kono tasi yang negatif, sehingga harus menjadi sesuatu hal yang 
dilarang oleh undang-undang. Namun apabila melihat substansi 
yang ada di dalam bab tersebut merupakan penyalahgunaan 
posisi dominan. 

Sehingga kesimpulannya yaitu bahwa pencapaian pengua-
saan pangsa pasar (posisi dominan) pada dasarnya tidaklah dila-
rang, yang dilarang adalah penyalahgunaan posisi dominan. Hal 
ini sesuai dengan teori pasar bebas di mana setiap orang mem-
punyai hak untuk berkompetisi secara fair dan melarang adanya 
upaya memonopoli pasar.

Pada Pasal 1 angka 4 Ketentuan Umum Undang-Undang 
No mor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan 
Persaingan Usaha Tidak Sehat mendefinisikan posisi dominan 
sebagai suatu keadaan di mana pelaku usaha tidak mempunyai 
pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan 
pangsa pasar yang dikuasai atau pelaku usaha mempunyai posisi 
tertinggi di antara para pesaingnya di pasar bersangkutan dalam 
kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada 
pasokan atau penjualan serta kemampuan untuk menyesuaikan 
pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu. 

Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 
berbunyi, “Pelaku usaha dilarang menggunakan posisi dominan 
baik secara langsung maupun tidak langsung untuk:
a) Menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk 

mencegah dan/atau menghalangi konsumen memperoleh 
barang dan/atau jasa yang bersaing, baik dari segi harga 
mau pun kualitas; atau

b) Membatasi pasar dan pengembangan teknologi; atau 
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c) Menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pe-
saing untuk memasuki pasar bersangkutan.”

Selanjutnya dalam Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 
5 Tahun 1999 menyebutkan, bahwa, “Pelaku usaha memiliki po-
sisi dominan sebagaimana dimaksud ayat (1), apabila:
a) Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha mengu-

asai 50% (lima puluh persen) atau lebih pangsa pasar satu 
jenis barang atau jasa tertentu; atau

b) Dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha 
menguasai 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih pangsa 
pasar atau jenis barang atau jasa tertentu.

Penjabaran Unsur Pasal 25 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 
1999 menurut Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha 
Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 25 
tentang Penyalahgunaan Posisi Dominan, adalah sebagai berikut:
a. Unsur Pelaku Usaha
 Sesuai dengan Pasal 1 nomor 5 dalam Ketentuan umum Un-

dang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, pelaku usaha adalah 
“Setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang ber-
bentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang di-
dirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam 
wi layah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri 
mau pun bersama-sama melalui perjanjian, menyeleng gara-
kan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.”

b. Unsur Posisi Dominan
 Sesuai Pasal 1 nomor 4 dalam Ketentuan umum Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1999, posisi dominan adalah “Ke-
adaan di mana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang 
berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa 
pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi 
tertinggi di antara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam 
kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses 
pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk me-
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nye suaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa ter-
tentu.”36

c. Unsur secara langsung maupun tidak langsung
 Pengertian secara langsung adalah pelaku usaha dominan 

melakukan tindakan penyalahgunaan posisi dominan, se-
men  tara pengertian tidak langsung adalah pelaku usaha do-
minan memanfaatkan pelaku usaha lain untuk melakukan 
tindakan penyalahgunaan posisi dominan.

d. Unsur syarat-syarat perdagangan
 Pengertian syarat-syarat perdagangan pada intinya adalah 

pe ristiwa atau butir perjanjian yang oleh para pihak terkait 
dijadikan sebagai ukuran bahwa perjanjian dimaksud dapat 
dilaksanakan, atau tidak terpenuhinya peristiwa atau butir 
tersebut ditetapkan sebagai pembatalan perjanjian.

e. Unsur konsumen
 Sesuai dengan Pasal 1 Nomor 15 Ketentuan Umum Undang-

undang Nomor 5 Tahun 1999, konsumen adalah “Setiap 
pemakai dan/atau pengguna barang dan/atau jasa baik un-
tuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan pi-
hak lain.”

f. Unsur Membatasi pasar dan Pengembangan teknologi
 Sesuai dengan Pasal 1 Nomor 9 Ketentuan Umum Undang-

Un dang Nomor 5 Tahun 1999, pasar adalah “Lembaga eko-
nomi di mana para pembeli dan penjual baik secara lang-
sung maupun tidak langsung dapat melakukan transaksi 
perdagangan barang dan/atau jasa.” Membatasi pasar dan 
pengembangan teknologi berarti suatu bentuk perilaku yang 
menghambat transaksi perdagangan, Inovasi serta pengem-
bangan barang dan/atau jasa.

g. Unsur Pelaku Usaha Lain
 Mengacu pada penjelasan Pasal 17 ayat (2) poin b Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1999, pelaku usaha lain adalah 

36 Ibid.
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“Pe laku usaha yang mempunyai kemampuan bersaing yang 
sig nifikan dalam pasar bersangkutan.”

h. Unsur Pasar bersangkutan
 Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 10 Ketentuan Umum 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, “Pasar bersangkutan 
adalah pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah 
pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan/atau 
jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan/ 
atau jasa tersebut.”37

i. Unsur Pangsa pasar
 Sesuai dengan Pasal 1 Nomor 13 Ketentuan Umum Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1999, pangsa pasar adalah “Persen-
tase nilai jual atau beli barang atau jasa tertentu yang di-
kuasai oleh pelaku usaha pada pasar bersangkutan dalam 
tahun kalender tertentu.”

Selanjutnya Susanti Adi Nugroho mengatakan, bahwa  sua tu 
pelaku usaha memiliki posisi dominan dapat disebabkan, ka-
rena:38

a. Pelaku usaha dominan mempunyai struktur biaya produksi 
yang lebih rendah dibandingkan pelaku pelaku usaha lain-
nya. Hal ini disebabkan oleh karena:

 1) Pelaku usaha dominan lebih efisien didandingkan pe-
saingnya. Pelaku usaha dominan mempunyai kemam-
puan manajemen yang lebih baik dan penerapan tekno-
logi yang lebih canggih, sehingga dapat berpro duksi 
pada biaya yang lebih rendah. Keunggulan teknologi ini 
bah kan dapat dilindungi sebagai paten.

 2) Pelaku usaha pendahulu yang memasuki suatu industri, 
pelaku usaha dominan telah banyak belajar bagaimana 
berproduksi secara lebih efisien (learning by doing).

 3) Pelaku usaha pendahulu yang memiliki posisi dominan 

37 Ibid., h. 8.
38 Susanti Adi Nugroho, Op. cit., h. l 4.
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telah mempunyai banyak waktu untuk memperbesar 
ska la produksinya secara optimal, sehingga ia memper-
oleh keuntungan dari skala ekonomi (economies of scale). 
Apabila biaya tetap (fixed cost) dibagi dengan besarnya 
jumlah output, pelaku usaha ini mempunyai biaya rata-
rata produksi yang lebih rendah dibandingkan dengan 
pelaku usaha baru yang mempunyai skala produksi le-
bih kecil.

b. Pelaku usaha dominan biasanya mempunyai suatu produk 
yang superior di dalam suatu pasar bersangkutan. Produk 
yang superior ini diperoleh karena reputasi yang telah di-
capainya, baik melalui iklan (advertising) maupun melalui 
kualitas yang telah terbentuk karena sudah lama menguasai 
pasar.

c. Pelaku usaha dominan dapat terbentuk karena penggabungan 
beberapa pelaku usaha. Penggabungan pelaku usaha di da-
lam satu jenis industri sering kali mempunyai insintif un tuk 
me ngoordinasikan kegiatan mereka dengan maksud me-
ning katkan keuntungan.

Secara sederhana dapat disimpulkan, bahwa suatu posisi 
dominan cenderung dimiliki oleh pelaku usaha yang senyatanya 
secara fisik telah menguasai pangsa pasar secara dominan. Tan-
pa adanya penguasaan pasar yang dominan mustahil pelaku 
usaha tertentu atau kelompok usaha tertentu dapat memiliki po-
sisi dominan atas pelaku usaha atau kelompok usaha lain yang 
menjadi pesaingnya. dalam hal ini terlihat teori output ana li-
sis di mana dalam menganalisis tindakan yang dilakukan oleh 
pelaku usaha, terlihat efeknya dalam persaingan pasar yaitu me-
mi liki posisi dominan.

Posisi dominan yang ditandai dengan penguasaan pasar yang 
besar memiliki korelasi terhadap keuntungan yang diperoleh. 
Semakin besar pangsa pasar, semakin besar tambahan keuntung-
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an (excess return) yang didapat pelaku usaha. Selanjutnya pelaku 
usaha akan selalu terus berusaha mencapai, menggunakan dan 
mempertahankan posisi dominannya dengan berbagai cara, ter-
masuk dengan cara melanggar hukum (penyalahgunaannya). 
Hal ini dapat dianalisiskan ke dalam market power analisis ka-
rena telah melanggar hukum anti monopoli. Yang dianalisis 
per buatannya yang menggunakan cara melanggar hukum dan 
analisis struktur dan kekuatan pasarnya yang juga besar.

B. PenyALAhgUnAAn PoSISI domInAn
Menjadi pelaku usaha dominan dengan pangsa pasar terbe-

sar bukanlah sesuatu yang salah, apalagi pangsa pasar terbesar 
diperoleh melalui proses persaingan yang sehat. Artinya pelaku 
usaha telah berhasil melakukan efisiensi, inovasi, dan stra tegi 
lainnya yang bersifat pro persaingan dan anti monopoli, sehing-
ga menempatkan pelaku usaha tersebut pada posisi yang lebih 
unggul dibanding pesaingnya di pasar bersangkutan. Dalam hal 
ini, menjadi lebih unggul atau menempati posisi dominan me -
ru pakan insentif dari serangkaian tindakannya yang pro-per -
saingan dan anti monopoli. Efisiensi dan inovasi yang  dila kukan 
pelaku usaha unggulan atau dominan di pasar akan diter jemah-
kan dalam bentuk harga lebih murah dan kualitas barang lebih 
baik. Persoalan mulai muncul ketika posisi dominan yang diraih 
tidak mampu menghasilkan kinerja pasar sebagaimana diha-
rapkan. Bahkan sebaliknya posisi dominan yang telah mam pu 
diraih digunakan untuk menghalangi pelaku usaha baru atau 
pen datang baru untuk masuk ke dalam pasar atau bahkan meng-
halangi pesaing yang sudah berada di pasar untuk tidak mela-
kukan ekspansi.

Posisi dominan yang cenderung disalahgunakan itu, dapat 
diartikan sebagai setiap hubungan berdasarkan hukum atau 
fakta dalam perdagangan/industri, yang mengakibatkan adanya 
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pe ngaruh oleh satu atau lebih pemilik perusahaan dalam pasar 
tertentu terhadap barang atau jasa.39

Selanjutnya, dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan 
Usaha Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pa-
sal 25 tentang Penyalahgunaan Posisi Dominan Berdasarkan Un-
dang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik 
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat disebutkan, bahwa, 
“Penyalahgunaan posisi dominan (abuse of dominant posi tion) 
muncul ketika pelaku usaha memiliki kekuatan secara eko nomi 
yang memungkinkan ia untuk beroperasi di pasar tanpa ter pe-
nga ruh oleh dan melakukan tindakan yang dapat mengu rangi 
persaingan (lessen competition).”

Penyalahgunaan posisi dominan biasanya dapat dilihat dari 
perilaku strategis (strategic behavior) pelaku usaha atau perusa-
haan.40

Strategic behavior terdiri dari dua bentuk, yaitu bentuk non-
koperatif dan koperatif.41

Pertama, strategic behavior dalam bentuk non-koperatif me-
ng acu pada tindakan pelaku usaha atau perusahaan yang men-
coba meningkatkan profit dengan meningkatkan posisi relatifnya 
terhadap pesaing. Dalam hal ini mereka tidak melakukan kerja 
sama satu sama lain. Strategic behavior jenis ini biasanya akan 
mampu menaikkan profit secara segnifikan. Di lain pihak akan 
menurunkan profit pesaingnya. Perilaku strategis yang terma suk 
ke dalam kategori ini dapat diistilahkan sebagai perilaku eks-
klusif (exclusionary strategic behavior). Perilaku eks klusif ini me-
rupakan perilaku pelaku usaha atau perusahaan dominan untuk 

39 Munir Fuady, Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktik Buku Kedua, Citra Aditya Bakti, 
Bandung, 1998, h. 143.

40 Strategic Behavior adalah sebuah konsep bagaimana pelaku usaha atau perusahaan 
dominan dapat mengurangi tingkat persaingan yang berasal dari pesaing yang sudah ada 
maupun pesaing potensial yang baru akan bermain di pasar yang pada dasarnya ditujukan 
untuk meningkatkan profit. Lihat Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 
6 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 25 tentang Penyalahgunaan Posisi 
 Do minan Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Mo-
no poli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

41 Ibid.
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membatasi atau menyingkirkan pelaku usaha atau perusahaan 
pesaingnya.

Selanjutnya perilaku eksklusif ini dapat dibagi lagi menjadi 
dua kategori, yaitu perilaku harga dan perilaku nonharga. Dua 
model noncooperatif strategic behavior ini melibatkan  kebi jakan 
perusahaan yang dirancang untuk membuat pesaing tidak ter-
tarik untuk berkompetisi di pasar. Pelaku usaha atau per usa haan 
dominan biasanya memanfaatkan posisinya, seperti ke mampuan 
produksi, distribusi, akses pada pemasok, maupun ke uangan ke-
tika melakukan strategi dalam mengejar pangsa pasar. Salah 
satu contoh kebijakan yang membuat pesaing tidak tertarik ber-
kompetisi di pasar adalah predatory pricing. 

Secara sederhana predatory pricing42 sengaja merusak per-
saing an atau pesaing melalui penetapan harga di bawah harga 
keuntungan jangka pendek (shortrun profit maximizing price) 
atau penetapan harga di bawah biaya dengan harapan akan ter-
tutupi kemudian hari melalui keuntungan monopoli yang akan 
diterimanya. 

Areeda dan Turner lebih lanjut menjelaskan untuk sukses 
melakukan jual rugi, maka pelaku usaha harus mempunyai 
pangsa pasar yang besar. Perusahaan yang menurunkan harga-
nya pada level di mana pesaingnya akan mati, maka akan me-
naik  kan produksinya. Dengan demikian, maka akan semakin 
be sar kerugiannya. Oleh karena itu perilaku predator hampir 
tidak mungkin dilakukan perusahaan kecil, bahkan perusahaan 
yang besar saja, tetap akan mengalami kerugian pada saat dkia 
melakukan jual rugi.”43

Predatory pricing (jual rugi) dilarang secara rule of reason 
dikarenakan penerapan harga di bawah harga variabel rata-
rata disatu sisi akan menguntungkan konsumen karena di sini 

42 Predatory pricing yaitu tindakan dari pelaku usaha atau perusahaan dominan yang 
mengeluarkan pesaingnya dari pasar dengan cara menetapkan harga di bawah biaya 
produksi. Lihat Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 6 Tahun 2010, Ibid., 
h. 15.

43 Andi Fahmi Lubis et.al. Op. cit., h. 143-144.
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kon sumen dapat menikmati barang dan/atau jasa dengan harga 
yang sangat rendah, namun di sisi lain predatory pricing (jual 
rugi) tersebut akan sangat merugikan pelaku usaha pesaing di-
karenakan tidak dapat bersaing dalam hal penentuan harga suatu 
barang atau jasa. Dalam praktiknya, melalui predatory pricing 
pelaku usaha dominan juga bermaksud mencegah pesaing baru 
potensial masuk ke pasar. Begitu semua pesaing telah keluar 
pasar dan tidak ada pesaing baru yang masuk pasar, maka pelaku 
usaha atau perusahaan dominan secara langsung menaikkan 
harga. Harus diakui, bahwa selama periode praktik predatori, 
pelaku usaha atau perusahaan dominan kehilangan untung, bah-
kan mengalami kerugian melebihi kerugian pesaingnya.44 Teori 
rule of reason yang dikembangkan terlihat di sini yaitu pem be-
rantasan anti monopoli yang overdosis.

Dalam periode ini, konsumenlah yang mendapatkan man-
faat karena mereka dapat membeli produk jauh lebih murah. 
Namun setelah itu, ketika harga meningkat ke level yang lebih 
tinggi, maka konsumenlah yang akan mengalami kerugian. 
Jika praktik predatori ini berhasil dengan baik hingga mampu 
me maksa pesaingnya bangkrut, dapat dipastikan aset pesaing 
secara permanen dapat ditarik ke luar dari pasar atau paling 
tidak dapat dikuasai oleh predator. Jika tidak, pelaku usaha 
atau perusahaan lainnya akan masuk dan membeli aset tersebut 
dan persaingan kembali tak dapat dihindari. Dalam konteks 
persaingan, praktik predatori ini sering kali membingungkan. 
Kebanyakan perkara hukum terkait praktik predatori diajukan 
demi menjatuhkan pesaingnya. Pesaing yang satu melakukan 
komplain bukan karena harga yang ditetapkan di bawah biaya 
produksi akan tetapi kompetisi harga dari pelaku usaha atau 
perusahaan yang jauh lebih efisien. Jika pelaku usaha atau per-
usahaan lebih efisien dari yang lainnya, maka mungkin saja pe-
laku usaha atau perusahaan tersebut menetapkan harga lebih 

44 Munir Fuady, Hukum Antimonpoli Menyongsong Era Persaingan Usaha, Op. cit., h. 
110.
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rendah dan dapat mengambil alih pasar.45

Kedua, strategic behavior yang bersifat kooperatif diciptakan 
untuk mengubah kondisi pasar, sehingga memudahkan semua 
perusahaan untuk berkoordinasi dan membatasi respons pe saing 
mereka. Bentuk strategic behavior koperatif ini mampu mening-
katkan profit semua pelaku usaha atau perusahaan yang bermain 
di pasar dengan meminimalisasi persaingan. Konsep ke dua ini 
mengacu pada perilaku kolusif yang dimotori oleh pelaku usaha 
atau perusahaan dominan. Perilaku Price Leadership termasuk ke 
dalam kedua tipe ini.46

PriceLeadership model47 dijumpai pada pasar dengan struktur 
oligopoli. Berdasarkan PriceLeadership model suatu perusahaan 
dominan berperan sebagai penentu harga, sementara perusahaan 
lain mengikuti perubahan harga tersebut. Hal ini akan terjadi 
jika perusahaan follower tidak mempunyai keberanian untuk 
ber saing dalam harga, karena skala ekonomi yang relatif tidak 
kompetitif.”48

Jika duhubungkan dengan apa yang disampaikan oleh Pri
ceLeadership model, Sri Adiningsih berpendapat, bahwa, “Price
leadership ini merupakan suatu bentuk dari tacit collusion yang 
berimbas mirip dengan kartel terhadap konsumen, namun ter-
jadi tanpa perjanjian antara kedua belah pihak, dan murni ka-
rena strategi follower yang mendapatkan keuntungan optimal 
dengan mengikuti harga perusahaan dominan.”49

Menurut Pande, Majelis Komisi menilai, bahwa, “Pricelea
dership merupakan salah satu pola pergerakan harga yang pa-
ra lel antarpelaku usaha di pasar bersangkutan. Pola perge rak an 
paralel dalam bentuk price leadership akan terjadi bila follower 

45 Ibid.
46 Ibid.
47 Price-Leadership model yaitu perusahaan yang bersedia mengambil risiko sebagai 

perusahaan yang pertama melakukan penyesuaian harga. Lihat Pande Radja Silalahi,  Op. 
cit., h. 72.

48 Ibid., h. 76.
49 Ibid.
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merespons ke arah yang sama dengan perubahan harga yang 
dilakukan oleh leader. Selanjutnya suatu perusahaan yang men-
jadi price leadership dalam suatu pasar tidak mungkin men jadi 
price follower pada waktu yang bersamaan.”50

Valentine Korah mengatakan, bahwa, “Kedudukan seperti 
kepemilikan pangsa pasar, atau karena kepemilikan pangsa pasar 
ditambah dengan kemampuan pengetahuan teknologinya, bahan 
baku atau modal, sehingga pelaku usaha tersebut mempunyai 
kekuasaan untuk menentukan harga atau mengontrol produksi 
atau pemasaran terhadap bagian penting dari produk-produk 
yang diminta.”51

1.  dalam Ilmu hukum Persaingan Usaha, Umumnya 
Penyalahgunaan Posisi dominan dibedakan dalam 
dua tipe Perilaku Bisnis, yaitu:52

Penyalahgunaan eksploitasi, di mana suatu perusahaan me-
man faatkan kekuatan pasar yang dimilikinya dengan menetapkan 
harga tinggi pada konsumennya, membuat diskriminasi di antara 
konsumen, membayar harga rendah kepada penyalur barang, 
atau dengan cara-cara lainnya yang berkaitan dengan itu semua;

Penyalahgunaan eksklusivitas, di mana suatu perusahaan 
men  coba untuk menekan pasar dengan cara menolak  bertran sak si 
dengan perusahaan pesaing, meningkatkan biaya perusahaan 
pesaing ketika perusahaan tersebut ingin masuk ke dalam pasar 
yang sama dengan menetapkan harga rendah yang sulit dicapai 
pada perusahaan pesaing (predatory pricing).

Menolak untuk memasok adalah contoh klasik penyalah gu-
naan posisi dominan. Pelaku usaha yang memiliki posisi domi-
nan sebagaimana pelaku usaha lainnya memilih konsumen dan 
mitra usaha berdasarkan prinsip diskriminasi atas dasar per tim-
bangan ekonomi. Pelaku usaha dominan memiliki ruang gerak 

50 Ibid.
51 Ibid., 167.
52 Susanti Adi Nugroho, Op. cit., h. 395.

PRENADAMEDIA GROUP



BaB 3 — Larangan Penggunaan Posisi Dominan Menurut Undang-Undang ...

121

untuk menentukan konsumen dan mitra usahanya tanpa alasan 
obyektif yang jelas, misalnya karena perbedaan suku, ras, status 
sosial, dan lain-lain alasan yang merupakan alasan non-ekonomi. 
Kedua tipe perilaku tersebut dapat digunakan oleh pelaku usaha 
atau perusahaan dominan bilamana pasar tidak menyediakan 
alternatif lain bagi para konsumennya.53

2.  Penyalahgunaan Posisi dominan menurut  
Undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang 
Larangan Praktik monopoli dan Persaingan  
Usaha tidak Sehat
Tidak dapat dipungkiri bahwa supaya aturan hukum bisa 

ditegakkan secara baik, diperlukan organ penegak hukum yang 
memadai. Suatu aturan hukum, betapa pun baiknya secara sub-
tantif, tidak akan bisa berjalan dengan baik apabila tidak didu-
kung oleh sistem penegak hukum yang baik pula.

Dalam hal ini, adapun aturan yang digunakan untuk mene-
gakkan penyalahgunaan posisi dominan yaitu Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan 
Per saingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik In-
do nesia Tahun 1999 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3817), yang disahkan di Jakarta pada 
tanggal 5 Maret 1999 dan mulai berlaku secara efektif terhitung 
1 (satu) tahun sejak disahkan. Undang-undang yang berasal dari 
inisiatif DPR ini, terdiri dari XI BAB dan 53 Pasal. Secara umum, 
materi dan ruang lingkup posisi dominan sebagaimana terdapat 
dalam BAB V (BAB tentang Posisi Dominan) dapat dibedakan 
dalam empat bentuk: Pertama, Kegiatan Posisi Dominan yang 
besifat umum (Pasal 25); Kedua, Jabatan Rangkap atau kepeng-
urusan terafiliasi (Pasal 26); Ketiga, Pemilikan Saham atau ter-
afi liasi (Pasal 27); Keempat, Penggabungan, Peleburan dan Peng-
ambilalihan saham perusahaan (Pasal 28-29).

53 Ibid., h. 396.
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a.  Kegiatan Posisi dominan yang Bersifat Umum  
(Pasal 25) 
Beberapa pasal dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 

yang memiliki keterkaitan erat dengan penyalahgunaan posisi 
dominan antara lain:
1) Pasal 6 tentang Diskriminasi Harga, di mana pelaku usaha 

atau perusahaan yang memiliki posisi dominan mem pu-
nyai kekuatan (power) untuk memengaruhi harga di pasar 
bersangkutan, di antaranya dapat dilakukan melalui pene-
tapan kebijakan harga yang berbeda untuk barang dan/atau 
jasa yang sama atau sejenis;

2) Pasal 15 tentang Perjanjian Tertutup, di mana pelaku usaha 
atau perusahaan yang memiliki kedudukan sebagai posisi 
dominan mempunyai kemampuan untuk melakukan perjan-
jian tertutup. Dalam hal ini mitra pelaku usaha atau mitra 
perusahaan dominan tidak memiliki posisi tawar yang cukup 
kuat untuk memperoleh syarat-syarat perjanjian yang lebih 
adil dan proporsional secara ekonomis; 

3) Pasal 17 tentang Monopoli, Pelaku usaha atau perusahaan 
de ngan posisi dominan yang dimilikinya sesungguhnya 
iden  tik dengan memiliki kekuatan monopoli. Dalam kondisi 
de mi kian, berpotensi terjadinya praktik monopoli yang da-
pat menghambat persaingan usaha tidak sehat. Bahkan sa-
ngat-sangat mungkin terjadi; 

4) Pasal 18 tentang Monopsoni, di mana pelaku usaha atau 
perusahaan yang memiliki kedudukan posisi dominan, khu-
susnya di tingkat hilir sangat mungkin memiliki kemampuan 
untuk menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli 
tunggal pada pasar bersangkutan melalui penetapan syarat-
syarat pembelian yang tidak wajar atau tidak fair kepada 
supliernya; 

5) Pasal 19 tentang Penguasaan Pasar, di mana Pelaku usaha 
atau perusahaan yang menduduki posisi dominan pada haki-
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katnya juga memiliki kemampuan untuk menguasai pasar, 
sehingga dapat melakukan perilaku anti persaingan, seperti 
diskriminasi, membatasi peredaran barang dan/atau jasa, 
dan berbagai perilaku anti persaingan lainnya;

6) Pasal 20 tentang Penguasaan Pasar, di mana pelaku usaha 
atau perusahaan yang memiliki posisi dominan memiliki 
ke mampuan untuk menetapkan jual rugi atau harga yang 
sangat rendah dengan tujuan untuk menyingkirkan pesaing 
secara tidak sehat di pasar bersangkutan; 

7) Pasal 26 tentang Jabatan Rangkap, di mana pelaku usaha 
atau perusahaan yang memiliki posisi dominan berpotensi 
untuk menyalahgunakannya, baik secara langsung maupun 
tidak langsung sebagai akibat dari jabatan rangkap antar 
perusahaan dalam pasar bersangkutan; 

8) Pasal 27 tentang Pemilikan Saham, di mana perusahaan yang 
memiliki posisi dominan dapat secara langsung maupun ti-
dak langsung menyalahgunakan posisi dominannya seba gai 
akibat dari kepemilikan silang antar perusahaan dalam pa-
sar bersangkutan; dan 

9) Pasal 28 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambil-
alihan, di mana perusahaan yang memiliki posisi dominan 
dapat merupakan perusahaan hasil dari penggabungan be-
be rapa perusahaan, peleburan dalam satu kelompok per usa-
haan dan/atau mengambilalih suatu perusahaan oleh per-
usahaan lain.
Dalam hal keterkaitan Pasal 25 dengan pasal-pasal lain 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana tersebut di 
atas, bisa jadi atau bahkan tidak sama sekali berimplikasi terha-
dap penerapan pasal oleh KPPU. Dengan kata lain, KPPU dapat 
saja menerapkan Pasal 25 sebagai dakwaan tunggal apabila 
hanya terkait dengan struktur pasar, ataupun menggunakan pasal 
lain, semisal dakwaan berlapis sepanjang masih terkait dengan 
pembuktian struktur pasar dan perilaku terlapor selama dalam 
proses penyelidikan dugaan penyalahgunaan posisi dominan.
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Dengan adanya penyalahgunaan posisi dominan oleh pe-
laku usaha dominan di pasar, maka dipastikan akan terjadi pe-
ning katan tingkat konsentrasi pasar yang menjadi indikasi pe-
ningkatan market power dari suatu pelaku usaha. Peningkatan 
market power memberikan keleluasaan bagi pelaku usaha untuk 
menetapkan harga (price maker). 

Peraturan Komisi Nomor 6 Tahun 2010 menyatakan, bah-
wa: “ada atau tidak adanya penggunaan market power yang 
dimiliki oleh suatu pelaku usaha, dapat diindikasikan dengan 
tingginya harga jual produk, relatif dengan produk substitusi, 
relatif dengan biaya produksi, dan tingginya margin keuntungan 
pelaku usaha di pasar bersangkutan.”

Adapun dampak penyalahgunaan posisi dominan dapat di-
bedakan menjadi dua, yaitu:

a. dampak terhadap Pesaing
Pada industri di mana terdapat pemain dominan, tingginya 

market power perusahaan dominan relatif terhadap pesaing nya, 
memudahkan perusahaan tersebut untuk menentukan output 
dan harga tanpa terpengaruh keputusan pesaing.

Terdapat dua bentuk dampak terhadap pesaing yang diaki-
batkan oleh penyalahgunaan posisi dominan, yaitu: dampak 
yang muncul sebagai akibat dari penerapan perilaku strategis 
yang bersifat kooperatif, dan dampat yang ditimbulkan oleh 
perilaku penyalahgunaan posisi dominan yang bersifat eksklusif 
atau nonkoperatif. 

Pertama, dampak yang muncul sebagai akibat dari penerapan 
perilaku strategis yang bersifat kooperatif. Keputusan pelaku 
usa ha atau perusahaan dominan untuk menetapkan harga tinggi 
sebagai bentuk penggunaan market power secara optimum akan 
menjadi pelindung dan insentif bagi para pesaingnya untuk tu-
rut menikmati harga yang tinggi tersebut. Fenomena tersebut 
adalah bentuk dari munculnya price leadership. Price leadership 
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menjelaskan, bahwa perusahaan dominan mempunyai kekuatan 
sebagai price setter (penentu harga). Harga yang ditetapkan oleh 
pelaku usaha atau perusahaan dominan kemudian akan diikuti 
oleh pelaku usaha atau perusahaan lainnya sebagai price taker. 
Kehadiran price leadership dalam suatu industri menyebabkan 
pilihan konsumen untuk menikmati harga yang lebih murah 
men jadi terhambat. Indikasi terjadinya price leadership adalah 
tingginya harga produk serta tingginya margin keuntungan an-
tar pelaku usaha.

Kedua, dampak yang ditimbulkan oleh perilaku penyalah-
gunaan posisi dominan yang bersifat eksklusif atau non-ko pe -
ratif. Penerapan strategi ini akan mampu membatasi atau mem-
persempit ruang gerak bagi para pemain baru yang akan masuk 
ke dalam pasar, dan bahkan mampu mengeluarkan atau mem-
bangkrutkan pesaingnya.

b. dampak terhadap Konsumen
Pada periode predatory pricing, di mana pelaku usaha do-

minan menetapkan harga yang serendah-rendahnya, pada saat 
yang sama konsumen mendapatkan dampak positif, yaitu terjadi 
peningkatan consumer surplus. Namun setelah periode preda-
tori berakhir dan pelaku usaha atau perusahaan dominan telah 
berhasil mengusir pesaingnya ke luar dari pasar dan bahkan ber-
siap-siap untuk melakukan manuver sebagai monopolis. Dapat 
dipastikan, bahwa akibatnya akan terjadi peningkatan harga 
yang dilakukan oleh pelaku usaha atau perusahaan dominan, 
karena pesaing menjadi sedikit bahkan nyaris tidak memiliki ke-
kuatan. Sehingga yang muncul consumer loss sebagai akibat dari 
tingginya harga jual produk dibandingkan dari yang seharusnya 
dapat dijangkau lebih murah. Kerugian konsumen lainnya ada-
lah hilangnya kesempatan konsumen untuk memperoleh har-
ga yang lebih rendah, hilangnya kesempatan konsumen untuk 
meng gunakan layanan yang lebih banyak pada harga yang sama, 
ser ta terbatasnya alternatif pilihan konsumen.
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2.a.1. Contoh Kasus Penyalahgunaan Kegiatan Posisi  
Domi nan yang Bersifat Umum yaitu Kasus “Program 
Penggeseran Kompetitor”, Perkara Nomor 06/KPPU/-L/2004.

 Bahwa pada tanggal 14 juni 2004 dan tanggal 2 juli 2004, komisi 
menerima laporan dari salah satu pelaku usaha selanjutnya 
disebut PELAPOR (PT Panasonic Gobel Indonesia). Mengenai 
adanya dugaan pelanggaran ketentuan Undang-Undang No-
mor 5 Tahun 1999 yang pada pokoknya menyatakan bahwa, 
“Pada Per tengahan bulan Februari 2004, PT Panasonic Global 
Indo nesia (Selanjutnya Disebut PT PGI) telah melaksanakan 
program “single Pack display” dengan ketentuan setiap toko 
yang mendis play baterai single pack (baterai manganese tipe 
AA) dengan menggunakan standing display akan diberikan 1 
(satu) buah senter yang sudah diisi dengan 4 (empat) baterai, 
dan toko yang selama 3 bulan men-display produk tersebut 
akan mendapatkan tambahan satu buah senter yang sama, 
sedangkan untuk material promosi (standing display) diberikan 
gratis oleh PT Panasonic Gobel Indonesia (PGI).

 Pada bulan maret 2004 diperoleh informasi bahwa Terlapor (PT 
Arta Boga Cemerlang), sedang melaksanakan “Program Geser 
Kompetitor (PGK)”. Isi atau kegiatan dari program tersebut 
tertuang dalam suatu surat perjanjian PGK periode maret-juni 
2004 yang berisi sebagai berikut:

 1. Progam Pajang dengan membedakan potongan tambahan 
2%, dengan ketentuan sebagai berikut:

  a. Toko mempunyai space/ruang pajang baterai ABC 
dengan ukuran minimal 0,5 x 1 meter;

  b. Toko bersedia memajang baterai ABC;
  c. Toko bersedia memasang POS (material promosi) ABC;
 2. Komitmen toko untuk tidak menjual baterai Panasonic de-

ngan mendapatkan potongan tambahan 2%, dengan keten-
tuan sebagai berikut:

  a. Toko yang sebelumnya jual baterai Panasonic, mulai 
bulan Maret sudah tidak jual lagi;
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  b. Toko hanya menjual baterai ABC;
 3. Mengikuti Program Pajang dan Komitmen untuk tidak jual 

baterai Panasonic;

  Bahwa Patut Diduga Program Geser Kompetitor (PGK) ter-
sebut dilakukan oleh Terlapor (PT Arta Boga Cemerlang) 
dengan cara membuat perjanjian dengan toko untuk tidak 
menjual baterai Panasonic. Dan berdasarkan informasi 
yang diperoleh Pelapor (PT Panasonic Gobel Indonesia) dari 
toko-toko, Terlapor diduga melaksanakan PGK tersebut de-
ngan tujuan untuk menghambat penjualan produk baterai 
merek Panasonic. Sejak PT PGI menge luarkan produk single 
pack untuk jenis baterai AA dan melak sanakan program 
promosi Single pack Display telah menambah peningkatan 
penjualan baterai Panasonic.

  Dengan adanya Program Geser Kompetitor (PGK) banyak 
di antara toko-toko yang berusaha untuk mendapatkan 
potongan tam bahan sebagaimana yang dijanjikan oleh Ter-
lapor. Bahkan terdapat toko-toko yang jelas-jelas mem pu-
nyai komitmen untuk tidak memajang dan/atau menjual 
baterai Panasonic, padahal sebelumnya yang bersangkutan 
adalah peserta program single pack display dari PT Pana-
sonic Gobel Indonesia (PGI).

  Bahwa perilaku Terlapor (PT Arta Boga Cemerlang) sebagai 
pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan usahanya ber-
tentangan de ngan peraturan perundang-undangan mau-
pun etika bisnis yang ada, yaitu dengan membuat perjan-
jian mengenai harga atau potongan harga tertentu atas 
produk baterainya dengan me muat persyaratan bahwa 
pemilik toko yang menerima ba rang-barang dari Terlapor 
tidak akan membeli barang-barang yang sama atau sejenis 
dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku 
usaha pemasok.

  Bahwa Terlapor telah menyalahgunakan posisi dominannya 
untuk menghambat pelaku usaha lainnya yang berpotensi 
men jadi pesaingnya untuk memasuki pasar yang bersang-
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kutan dan menetapkan syarat-syarat perdagangan yang 
menghambat atau menghalangi konsumen memperoleh 
ba rang dan/atau jasa yang bersaing. 

  KPPU memutuskan PT ABC ditetapkan menyalahgunakan 
posisi domi nannya dengan melakukan program geser kom-
petitor (PGK). PT Arta Boga Cemerlang (PT ABC)  ditetap kan 
mempunyai posisi dominan karena menguasai 88,73% 
pang sa pasar baterai manga nese AA secara nasional.

  Dan dalam amar putusan KPPU pada point 4, 5, dan 6 adalah

 4. Menyatakan bahwa Terlapor terbukti secara sah dan me-
yakinkan melanggar Pasal 25 ayat (1) huruf a jo. ayat (2) 
huruf a Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999. 

 5. Membatalkan Perjanjian Geser Kompetitor yang dibuat 
oleh Terlapor dengan toko grosir dan semi grosir. 

 6. Memerintahkan Terlapor untuk menghentikan dan tidak 
me  ng u lang kembali kegiatan promosi berupa Program Ge-
ser Kompetitor atau bentuk lain yang sejenis;

b.	 jabatan	rangkap	atau	Kepengurusan	terafilisi	 
(Pasal 26)
Dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dise-

butkan, bahwa seseorang yang menduduki sebagai Direksi atau 
Komisaris dari suatu perusahan, pada waktu yang bersamaan di-
larang merangkap menjadi Direksi atau Komisaris pada perusa-
haan lain, apabila perusahaan-perusahaan tersebut:
1) Berada dalam pasar bersangkutan yang sama; atau 
2) Memiliki keterkaitan yang erat dalam bidang dan/atau jenis 

usaha;
3) Secara bersama dapat menguasai pangsa pasar barang dan/

atau jasa tertentu, yang dapat mengakibatkan terjadinya 
praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

Salah satu bentuk perilaku yang dapat mengakibatkan ter-
ja dinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak se-
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hat adalah jabatan rangkap direksi dan/atau komisaris. Suatu 
jabatan rangkap (interlocking directorate) terjadi apabila sese -
orang yang sama duduk dalam dua atau beberapa dewan direksi 
per usahaan atau menjadi wakil dua atau lebih perusahaan yang 
bertemu dalam dewan direksi satu perusahaan. Dalam hal ini 
meliputi jabatan rangkap direksi di antara perusahaan induk, 
satu anggota perusahaan induk dengan anak perusahaan ang-
gota lain atau anak perusahaan berbagai perusahaan induk. Kon-
disi ini biasanya dapat timbul karena keterkaitan keuangan dan 
kepemilikan bersama atas saham.

Rangkap jabatan direksi dan/atau komisaris dapat meng-
ham bat persaingan usaha dengan berbagai macam cara. Apabila 
seseorang duduk sebagai direksi dan/atau komisaris dalam dua 
perusahaan yang bersaing (direct interloct), maka hubungan ho-
ri zontal ini akan dapat melahirkan pembentukan strategi ber-
sama di antara perusahaan yang berkaitan dengan harga, alokasi 
pa sar dan penetapan jumlah produksi. Di lain pihak, jabatan 
rangkap direksi dan/atau komisaris pada tingkat vertikal akan 
dapat mengakibatkan integrasi vertikal kegiatan, misalnya in te-
grasi kegiatan antara pemasok dan pelanggan. Akibatnya dapat 
menghambat persaingan di antara para pemasok dengan mem -
buat perjanjian timbal balik di antara mereka. Begitu juga ke-
ter kaitan antara jabatan direksi dan/atau komisaris lembaga 
ke uangan dengan jabatan direksi dan/atau komisaris pada per-
usahaan non-keuangan berpotensi dapat mengakibatkan diskri-
minasi syarat pembiayaan bagi pesaing dan berperan sebagai 
kata lisator dalam upaya memperoleh penguasaan vertikal, hori-
zontal atau konglomerasi.

Kepengurusan suatu perusahaan dilakukan oleh jajaran di-
rektur atau dewan direksi yang pada umumnya dipimpin oleh 
direktur utama. Dengan demikian direksi mempunyai tugas dan 
wenang ganda, yaitu: melaksanakan pengurusan perusahaan dan 
menjalankan perwakilan perseroan. Kewenangan pengurusan 
di  reksi mencakup semua perbuatan hukum yang berkaitan de-
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ngan maksud dan tujuan perseroan sebagaimana dimuat dalam 
anggaran dasarnya. Kewenangan direksi juga meliputi per buat an-
perbuatan sekunder, yaitu perbuatan-perbuatan yang menurut 
kebiasaan, kewajaran, dan kepatutan dapat disimpulkan adalah 
berhubungan dengan maksud dan tujuan perseroan, meskipun 
perbuatan-perbuatan tersebut tidak secara tegas tercantum da -
lam anggaran dasar perseroan sebagai maksud dan tujuan di-
diri kannya perseroan. Dengan dimikian menjadi jelas, bahwa 
direksi adalah organ perseroan yang mewakili kepentingan per-
se  roan sebagai subjek hukum mandiri.

Berkenaan dengan kewenangan direksi mewakili kepen-
tingan perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan, se-
cara implisit, tegas dan sah dibolehkan oleh peraturan per un-
dang-undangan dan ketentuan anggaran dasar perseroan. 

Pasal 26 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 yang meng-
atur prihal jabatan rangkap, hanya melarang individu perse-
orangan untuk menduduki jabatan rangkap sebagai anggata 
Di  reksi dan/atau Komisaris pada dua perusahaan atau lebih, 
jika perusahaan-perusahaan tersebut mempunyai pangsa pasar 
yang sama, memilki keterkaitan yang erat dalam bidang atau 
jenis usaha, atau secara bersama-sama dapat menguasai pangsa 
pasar barang dan/atau jasa tertentu yang dapat mengakibatkan 
ter  jadi  nya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak 
sehat.

Pasal 26 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 je-
las mengindikasikan, bahwa jabatan rangkap yang melibatkan 
bebe rapa perusahaan dalam satu pasar bersangkutan yang sama. 
Berdasarkan Pasal 26 butir a tersebut, terdapat kaitan yang erat 
dan kuat dengan beberapa pasal lainnya dalam Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 1999, terutama terkait dengan kegiatan yang 
dilarang maupun perjanjian yang dilarang antarperusahaan se-
cara horizontal. 

Beberapa ketentuan tentang perjanjian horizontal yang da-
pat menghambat persaingan usaha, antara lain:
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a) Pasal 4 tentang Oligopoli, di mana praktik rangkap jabatan 
me nyebabkan terjadinya hubungan istimewa melalui dua 
atau lebih perusahaan terkait yang memenuhi unsur oligo-
poly sesuai yang diatur dalam Pasal 4; 

b) Pasal 5 tentang Penetapan Harga, di mana praktik rangkap 
jabatan menyebabkan terjadinya hubungan istimewa melalui 
perjanjian atau kesepakatan antar perusahaan (memiliki ke-
terkaitan yang erat dalam bidang atau jenis usaha dan dalam 
pasar bersangkutan yang sama) untuk menetapkan harga; 

c) Pasal 7 tentang Penetapan Harga di bawah harga pasar, di 
mana praktik rangkap jabatan menyebabkan terjadinya hu-
bungan istimewa melalui perjanjian atau kesepakatan antar 
perusahaan (memiliki keterkaitan yang erat dalam bidang 
atau jenis usaha dan dalam pasar yang sama) untuk mene-
tapkan harga di bawah harga pasar sebagaimana dilarang 
oleh Pasal 7;

d) Pasal 9 tentang Pembagian Pasar, di mana praktik rangkap 
jabatan menyebabkan terjadinya hubungan istimewa melalui 
perjanjian atau kesepakatan antar perusahaan dalam pasar 
bersangkutan yang sama untuk melakukan pembagian pasar 
sebagaimana yang dilarang oleh Pasal 9; 

e) Pasal 10 tentang Pemboikotan, di mana praktik rangkap ja-
batan menyebabkan terjadinya hubungan istimewa melalui 
perjanjian atau kesepakatan antar-perusahaan dalam pasar 
bersangkutan yang sama untuk menghalangi atau menolak 
transaksi pelaku usaha lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 
10; 

f) Pasal 11 tentang Kartel, di mana praktik rangkap jabatan 
me nyebabkan terjadinya hubungan istimewa melalui per-
jan jian atau kesepakatan antar perusahaan dalam pasar ber-
sangkutan yang sama untuk mengatur produksi atau pema-
saran barang dan jasa sebagaimana diatur dalam Pasal 11;

g) Pasal 17 tentang Monopoli, di mana praktik rangkap ja bat -
an menyebebkan terjadinya hubungan istimewa antar satu 

PRENADAMEDIA GROUP



Pengantar hukum Persaingan usaha di indonesia

132

kelompok perusahaan melalui satu kegiatan untuk mengua-
sai produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa se-
ba  gaimana diatur dalam Pasal 17.

Sementara Pasal 26 huruf b Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 1999, mengindikasikan larangan rangkap jabatan untuk 
perusahaan dalam rangkaian vertikan (hulu hilir) dan/atau yang 
memiliki keterkaitan erat dalam proses produksi dan distribusi. 
Dengan demikian terdapat beberapa pasal dalam Undang-un-
dang Nomor 5 Tahun 1999 yang memiliki relevansi kaitan de-
ngan Pasal 26 butir b, yaitu:
a) Pasal 8 tentang Penetapan Harga Jual Kembali, di mana 

praktik rangkap jabatan menyebabkan terjadinya hubung an 
isti mewa melalui perjanjian atau kesepakatan antar perusa-
haan (dalam jalur vertikal) untuk menetapkan harga jual 
kembali le bih rendah disbanding harga yang diperjanjikan, 
sebagaimana diatur dalam Pasal 8;

b) Pasal 14 tentang Integrasi Vertikal, di mana praktik jabatan 
rangkap menyebabkan terjadinya hubungan istimewa mela-
lui perjanjian atau kesepakatan antar perusahaan secara 
vertical untuk menguasai rangkaian proses produksi sebagai-
mana diatur dalam Pasal 14; 

c) Pasal 15, tentang Perjanjian Tertutup, di mana praktik rang-
kap jabatan menyebabkan terjadinya hubungan istimewa 
melalui perjanjian atau kesepakatan antar perusahaan secara 
vertical untuk menetapkan syarat-syarat perdagangan dan/
atau kebijakan potongan harga sebagaimana yang dilarang 
dalam Pasal 15.

Sedangkan Pasal 26 huruf c mengindikasikan larangan ja-
batan rangkap antar-perusahaan yang dapat mengakibatkan 
penguasaan pasar. Dengan demikian, terdapat terdapat beberapa 
pasal dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang memiliki 
keterkaitan relevansi dengan Pasal 26 huruf c tersebut; seperti:
a) Pasal 19 tentang Penguasaan Pasar, di mana praktik rangkap 
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jabatan menyebabkan terjadinya hubungan istimewa antar 
perusahaan melalui kegiatan tertentu untuk menguasai pa-
sar sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 19;

b) Pasal 25 tentang Posisi Dominan, di mana praktik rangkap 
jabatan menyebabkan terjadinya hubungan istimewa antar 
sekelompok perusahaan yang secara bersama-sama bertujuan 
untuk menyalahgunakan posisi dominan, sebagaimana yang 
tercantum dalam Pasal 25;

c) Pasal 27 tentang Pemilikan Saham, di mana praktik rangkap 
jabatan menyebabkan terjadinya hubungan istimewa antar 
perusahaan yang memiliki keterkaitan saham (hak kepemi-
likan) yang menyebabkan praktik persaingan usaha tidak 
sehat sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 27.

Selain diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, 
jabatan rangkap juga diatur dalam peraturan-perundang-un da-
ng an lainnya, seperti:
1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha 

Milik Negara, di mana anggota Komisi dilarang memangku 
jabatan rangkap sebagai:

 a. Anggota Direksi pada BUMN, badan usaha milik daerah, 
badan usaha milik swasta, dan jabatan lain yang dapat 
menimbulkan benturan kepentingan; dan/atau 

 b. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan per-
undang-undangan.

 c. Peraturan Bank Indonesia:
 d. Dalam pasal 7 PBI Nomor. 8/14/PBI/2006 tentang Per-

ubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/4/
PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Gover-
nance bagi Bank Umum, di mana anggota Dewan Komi-
saris hanya dapat merangkap jabatan sebagai:

  (1) Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Ek-
se kutif pada satu lembaga perusahaan bukan lem-
baga keuangan, atau 
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  (2) Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat 
Ek sekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan 
pada satu perusahaan anak bukan Bank yang diken-
dalikan oleh Bank. 

 e. Dalam Pasal 22 PBI Nomor: 8/14/PBI/2006 tentang 
Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/4/
PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Gover-
nance, di mana anggota Direksi dilarang merangkap 
jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau 
Pe jabat Eksekutif pada Bank, parusahaan dan/atau lem-
baga lain. 

 f. Dalam Pasal 25 ayat (2) PBI nomor 8/26/PBI/2006 ten-
tang Bank Perkreditan Rakyat, di mana anggota Direksi 
pada BPR dilarang merangkap jabatan sebagai anggota 
Direksi atau Pejabat Eksekutif pada lembaga perbankan, 
perusahaan atau lembaga lain. 

 g. Dalam Pasal 26 ayat (4) PBI Nomor 8/26/PBI/2006 ten-
tang Bank Perkreditan Rakyat, di mana anggota Dewan 
Komisaris dilarang merangkap jabatan sebagai Direksi 
pada BPR, BPRS, dan/atau Bank Umum. 

2. Peraturan Badan Pengawasan Penanaman Modal Nomor: 
V.A.1 tentang Perizinan Perusahaan Efek jo. Lampiran Ke-
putusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-24/PM/1996 tanggal 
17 januari 1996, diubah dengan Nomor: Kep-45/PM/1997 
tanggal 26 Desember 1997, mengatur mengenai ketentuan 
lain yang wajib dipenuhi oleh Direksi dan Komisaris, di 
mana Direktur Perusahaan Efek dilarang mempunyai jabatan 
rangkap pada perusahaan lain dan Komisaris dilarang 
merangkap sebagai komisaris pada perusahaan Efek.

Mengingat, bahwa pelaku usaha tidak hanya terdiri dari 
pelaku usaha yang berbentuk perseroan terbatas, unsur Direksi 
akan mencakup pengertian pengurus puncak atau pihak yang 
berwenang dalam menetapkan kebijakan perusahaan, yang me-
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mi liki substansi persaingan usaha, misalnya pengurus perseku-
tuan perdata, pengurus firma, pengurus perkumpulan berbadan 
hukum, pengurus badan usaha milik Negara (BUMN), pengurus 
badan usaha milik daerah (BUMD), dan/atau pengurus yayasan.

Dengan demikian pengertian Direksi juga akan mencakup 
beberapa terminologi jabatan puncak perusahaan, seperti: Exe-
cutive Vice President, Vice President, Senior Vice President, 
Pre siden Direktur, Direktur dan beberapa istilah pengurus per-
usahaan lainnya. Begitu juga halnya dengan terminologi Komi-
saris, akan mencakup organ dari bentuk usaha lain yang tugas 
dan fungsinya mirip dengan tugas, fungsi dan peran Komisaris, 
misalnya organ pengawas dalam yayasan. 

Sehingga kesimpulannya perumusan dalam Pasal 26 Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang menyebutkan “Menduduki 
jabatan sebagai direksi atau komisaris dari suatu perusahaan” 
dapat diinterpretasikan sebagai “Menduduki jabatan sebagai pe-
ngurus puncak atau pengawas suatu perusahaan.”

2.b.1. Contoh Kasus Jabatan Rangkap yaitu Kasus Perkara 
Nomor 1/KPPU-L/2003

 Dalam perkara Nomor 1/KPPU-L/2003, KPPU memutuskan, 
bah wa telah terjadi pelanggaran terhadap Pasal 26 Undang-
undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh PT Garuda dan 
PT Abacus. Hubungan antara PT Garuda dan PT Abacus adalah 
hubung an antara perusahaan Induk dengan anak perusahaan 
(hu bungan vertikal). PT Garuda Indonesia mempunyai saham 
95% di PT Abacus, maka PT Garuda Indonesia menempatkan dua 
orang direksinya merangkap jabatan di PT Abacus, yaitu Emirsyah 
Satar dan Wiradharma Bagus Oka sebagai Komisaris di PT Abacus 
Indonesia. PT Garuda sebagai penyedia jasa transportasi udara 
dan PT Abacus adalah penyedia Computerized Reservation 
System (CRS). 

 CRS adalah suatu sistem reservasi atau inventory data seat yang 
terhubung secara online dengan sistem booking tiket pesawat. 
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Untuk membentuk usaha CRS dibutuhkan investasi yang besar, 
sehingga di dunia tidak banyak yang bergerak dakam bidang/
sektor ini. Beberapa CRS yang ada antara lain: system Sabre, 
system Galileo, system Amadeus, system Worldspan dan system 
Abacus. 

 Hubungan vertikal antara PT Garuda dengan PT Abacus (system 
Abacus) menjadi hubungan kerja yang mengikat secara eksklusif. 
Hal ini dapat dilihat dengan kebijakan PT Garuda untuk menja-
dikan CRS Abacus sebagai satu-satunya sistem reservasi yang 
digunakan. Selain dari pada itu, rangkap jabatan yang dilaku-
kan dua Direktur PT Garuda yang menjadi Komisaris PT Abacus 
diduga menjadi salah satu penyebab lahirnya kebijakan terse-
but. Hubungan antara PT Garuda dengan PT Abacus dapat dika-
te gorikan sebagai jenis usaha yang memiliki keterkaitan erat 
secara vertikal. Dalam hal ini memenuhi unsur Pasal 20 huruf 
b. Dengan adanya kerjasama yang bersifat eksklusif tersebut, 
juga menghambat pesaing usaha ditingkat penyedia CRS dan 
ditingkat biro perjalanan (travel agent), yang menggunakan sys-
tem CRS selain Abacus.

 Dalam putusannya, KPPU memutuskan adanya pelanggaran 
Pasal 14 tentang Integrasi Vertikal, Pasal 15 tentang Perjanjian 
Ter tutup, Pasal 17 tentang Monopoli, Pasal 19.a , Pasal 19.b, dan 
Pasal 19.d. 

 Pada poin 5-9, KPPU Memutuskan;
 5.  Menyatakan bahwa Terlapor secara sah dan meyakinkan 

melanggar Pasal 26 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 
1999

 6.  Memerintahkan Terlapor untuk menghentikan integrasi ver-
tikal berupa pembatalan perjanjian eksklusif dual access 
dengan Saksi I

 7.  Memerintahkan Terlapor untuk mencabut persyaratan Aba-
cus connection dalam penunjukan keagenan pasasi dalam 
negeri

 8.  Menghukum Terlapor  untuk  membayar  denda  adminis  -
tra tif sebesar Rp 1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) yang 
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harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran pe ne-
rimaan negara bukan pajak Departemen Keuangan Direk-
torat Jenderal Anggaran Kantor Perbendaharaan dan Kas 
Negara (KPKN Jakarta I) yang beralamat di Jl. Ir. H. Juanda 
No. 19, Jakarta Pusat melalui bank Pemerintah dengan kode 
penerimaan 1212.

 9.  Memerintahkan Terlapor untuk melaksanakan putusan ini, 
dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, terhitung 
sejak diterimanya petikan putusan ini

c.		 Pemilikan	Saham	atau	terafiliasi	(Pasal	27)
Dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 me-

nyebutkan, bahwa pelaku usaha dilarang memiliki saham ma-
yoritas pada beberapa perusahaan sejenis yang melakukan ke-
giatan usaha dalam bidang yang sama pada pasar bersangkutan 
yang sama, atau mendirikan beberapa perusahaan yang memiliki 
kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan yang sama, 
apabila kepemilikan tersebut mengakibatkan: a) satu pelaku 
usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 
50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau 
jasa tertentu; dan b) dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok 
pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima per-
sen) pangsa pasar satu jenis barang dan/atau jasa tertentu. 

Dari rumusan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 
1999 tersebut terdapat unsur-unsur sebagai berikut: 
1) Unsur pelaku usaha;
2) Unsur saham mayoritas, di mana kepemilikan saham ma-

yo  ritas didefinisikan sebagai bentuk penguasaan terha dap 
bagian modal perusahaan yang berakibat, bahwa peme  gang 
saham yang bersangkutan memegang kendali  terha dap 
ma   najemen, penentuan arah, strategi, dan kebijak an per -
usa   haan termasuk tapi tidak terbatas pada kebijak an pe-
ngam  bilan tindakan korporasi (corporate action), penen  tuan 
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direksi/komisaris, pelaksanaan hak veto, akses terha dap in-
formasi sensitif (private information), pembagian ke  un tung-
an, penggabungan, peleburan, dan/atau pengambil alihan;

3) Unsur perusahaan, di mana dalam hal ini perusahaan dide-
finisikan sebagai bentuk usaha yang menjalankan setiap 
jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan yang 
didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara 
Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan 
dan/atau laba, termasuk perusahaan-perusahaan yang di mi-
liki atau bernaung di bawah lembaga-lembaga sosial;

4) Unsur pasar bersangkutan;
5) Unsur mendirikan beberapa perusahaan, artinya memben-

tuk lebih dari satu perusahaan;
6) Unsur pangsa pasar, di mana pangsa pasar menurut keten-

tuan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 
adalah persentase nilai jual atau beli barang atau jasa tertentu 
yang dikuasai oleh pelaku usaha pada pasar bersangkutan 
dalam tahun kalender tertentu. Akan tetapi definisi pangsa 
pasar yang digunakan dalam menilai pemilikan saham yang 
dilarang, adalah apabila mengakibatkan:

 a) 1 (satu) pelaku usaha atau 1 (satu) kelompok pelaku 
usa ha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) 
pangsa pasar satu jenis barang dan/atau jasa tertentu; 
atau 

 b) 2 (dua) atau 3 (tiga) pelaku usaha atau kelompok pela-
ku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima 
persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Bentuk tindakan yang dapat mengakibatkan monopoli dan/
atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, adalah:
1) pemilikan saham mayoritas pada beberapa perusahaan yang 

memiliki kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan 
yang sama apabila tindakan tersebut mengakibatkan tercip-
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tanya posisi dominan (selanjutnya disebut “Pemilikan saham 
yang dilarang); atau

2) pendirian beberapa perusahaan yang memiliki kegiatan 
usaha yang sama pada pasar bersangkutan yang sama apa-
bila tindakan tersebut mengakibatkan terciptanya posisi do-
minan (selanjutnya disebut “Pendirian beberapa perusa haan 
yang dilarang”). 

Kepemilikan saham mayoritas dapat dijelaskan sebagai ben-
tuk penguasaan terhadap bagian modal perusahaan yang ber-
akibat, bahwa pemegang saham yang bersangkutan meme gang 
kendali terhadap manajemen, penentuan arah, strategi dan kebi-
jakan perusahaan termasuk tapi tidak terbatas pada kebijakan 
pe ngambilan tindakan korporasi (corporate actions), penentuan 
di   reksi/komisaris, pelaksanaan hak veto, akses terhadap in for-
ma  si sensitif (private information), pembagian keuntungan, peng    -
ga  bungan, peleburan, dan/atau pengambilalihan.54

Dampak dari kondisi pemilikan saham mayoritas atau pen-
dirian beberapa perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang 
sama pada pasar bersangkutan yang sama adalah terjadinya pe-
ngendalian yang menyebabkan terciptanya posisi dominan se-
ba gai unsur utama dari larangan pemilikan saham mayoritas 
mau pun pendirian beberapa perusahaan yang memiliki kegiatan 
usaha yang sama pada pasar bersangkutan yang sama. Sebalik nya 
apabila posisi dominan sebagai unsur utama yang dikhawatir-
kan akan timbul berkanaan dengan pemilikan saham mayoritas 
mau  pun pendirian beberapa perusahaan yang memiliki kegiatan 
yang sama pada pasar bersangkutan yang sama tidak terpenuhi, 
maka pemilikan saham mayoritas maupun pendirian beberapa 
perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang sama pada pasar 
bersangkutan yang sama tidak dilarang oleh Pasal 27 Undang-
undang Nomor 5 Tahun 1999.

54 Felix Oentoeg Soebagijo, Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 dan Implikasinya 
dalam Praktik Akuisisi Perusahaan, Penggabungan dan Peleburan Usaha di Indonesia, Jur-
nal Hukum Bisnis Volume 26-No. 3, Jakarta, 2007.
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Kepemilikan saham yang berdampak pada timbulnya posisi 
dominan dapat terjadi antara lain karena adanya akuisisi beberapa 
perusahaan yang telah mempunyai pangsa pasar sebelumnya; 
atau adanya kerja sama join ventura dua perusahaan atau lebih, 
sehingga pemilikan saham tersebut dapat berakibat negatif pada 
persaingan usaha atau dapat menimbulkan persaingan usaha 
tidak sehat yang pada akhirnya dapat merugikan masyarakat. 
Selain itu dapat pula menimbulkan integrasi horizontal yang 
berakibat pada adanya kekuatan kontrol pada pasar yang ber-
sang  kutan, sehingga berakibat pada tereduksinya persaingan 
usaha dan tidak adanya lagi dorongan bagi pelaku usaha untuk 
me la kukan efisiensi dalam memenangkan persaingan. 

Berdasarkan pemahaman Pasal 27 Undang-Undang Nomor 
5 Tahun 1999, maksud dari kepemilikan saham mayoritas pada 
beberapa perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang sama 
pada pasar bersangkutan adalah kepemilikan saham dalam sua-
tu perusahaan yang mengakibatkan pemegang saham  terse but 
memegang kendali atas manajemen dan penentuan arah, stra -
tegi, dan jalannya kegiatan usaha, termasuk dan tidak  ter ba tas 
pada pembagian keuntungan, dan tindakan korporasi, se per ti 
penyertaan modal, penggabungan, peleburan, dan/atau peng -
am  bilalihan. Adapun maksud dari pendirian beberapa perusa-
haan yang memiliki kegiatan yang sama adalah pelaku usaha 
mendirikan perusahaan baru, baik pada waktu yang ber samaan 
maupun pada waktu yang berbeda, dengan cara: a) pen dirian 
baru; b) penggabungan; atau c) peleburan yang ber dam pak pada 
terciptanya posisi dominan, sehingga berakibat tim bulnya per-
saingan usaha yang tidak sehat. 

Tindakan kepemilikan saham mayoritas atau pendirian per-
usahaan baru tersebut melanggar persaingan usaha yang se-
hat, dalam hal tindakan tersebut menciptakan posisi dominan. 
Aki batnya, terciptanya penguasaan pasar oleh suatu kelompok 
pelaku usaha atau oleh beberapa kelompok usaha akan menia-
dakan iklim persaingan usaha yang sehat, yang pada akhirnya 
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dapat merugikan masyarakat. Berdasarkan pemahaman tersebut, 
dapat dipahami cakupan dasar penerapan Pasal 27 Undang-un-
dang Nomor 5 Tahun 1999, adalah kepemilikan saham mayo-
ritas pada beberapa perusahaan yang berbentuk badan hukum 
yang mengenal konsep kepemilikan saham, seperti perseroan 
ter  batas ataupun pendirian beberapa perusahaan dalam arti 
luas, meliputi segala jenis badan usaha termasuk yang tidak ber-
badan hukum.

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 
tentang Perseroan Terbatas, tindakan memiliki saham dapat de-
ngan cara:55

1) Pendirian Perseroan; 
Pendirian perseroan didefinisikan sebagai kegiatan yang ha-

rus dilakukan oleh minimal dua orang, karena pada hakikatnya 
perseroan didirikan atas dasar perjanjian. Perjanjian tersebut 
bisa dilakukan secara lisan maupun tertulis dengan format usaha 
pa tungan (join ventura), baik di antara pendiri lokal maupun 
de ngan pihak asing. Tanpa mengurangi maksud ketentuan Pa-
sal 50.b jo Keputusan Komisi Nomor 57 Tahun 2009 tentang 
Penge cualian Penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 
terhadap perjanjian yang berkaitan dengan waralaba (franchise 
agreement), di mana Keputusan Komisi dalam kenyataannya, 
me  lalui Technical Assistance Agreement, Licensing Agreement, dan 
Franchise Agreement, pelaku usaha dapat membuat perjanjian 
dengan pihak lain di luar negeri untuk mendirikan beberapa 
perusahaan dalam melakukan kegiatan yang sama dalam pasar 
bersangkutan yang sama. Padahal segala bentuk perjanjian, 
 ter  masuk perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50.b 
Un dang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, baik yang dilakukan de-
ngan pihal di luar negeri maupun tidak pada hakikatnya harus 
tunduk pada ketentuan-ketentuan umum hukum perjanjian 

55 Jamin Ginting, Hukum Perseroan Terbatas (Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007), 
Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, h. 87.
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seba gai mana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Per-
data (KUH Per data).

2) Pengambilalihan atau Akuisisi Saham 
Pengambilalihan saham atau akuisisi saham dapat dilakukan 

dengan cara:
a)  Mengambilalih saham yang telah dikeluarkan, diambil ba gi-

an dan disetor penuh (existing shares); maupun dengan cara, 
b) Mengambil bagian atas saham-saham yang akan dikeluarkan 

oleh perseroan sebagai hasil peningkatan modal dasar dan/
atau modal disetor (fortfolio shares). Tindakan hukum dalam 
bentuk pengambilalihan atau akuisisi saham dapat dilakukan 
melalui direksi perseroan ataupun langsung dari pemegang 
saham. Pengambilalihan saham sebagaimana tersebut diatas 
menurut ketentuan Pasal 125 ayat (3) Undang-Undang Per-
seroan Terbatas adalah pengambilalihan saham yang meng-
aki batkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan ter-
sebut.

3) Pembelian Saham melalui Bursa
Pembelian saham melalui bursa tunduk sepenuhnya pada 

ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar 
Modal.

Jadi Ketentuan mengenai Kepemilikan Saham sebagai mana 
terdapat dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 
tidak terlepas dari ketentuan Pasal 26 tentang jabatan rangkap, 
karena lazimnya dan bahkan sering terjadi, bahwa pemilik sa-
ham mayoritas menempatkan Direktur atau Komisarisnya untuk 
menjadi Direktur atau Komisaris pada perusahaan di mana pe-
laku usaha tersebut mempunyai saham mayoritas. Dengan demi-
kian melalui orang-orangnya yang ditempatkan sebagai direktur 
atau komisaris, perusahaan tersebut dapat dikontrol oleh pela-
ku usaha yang sama sehingga tercipta integrasi horizontal pada 
pasar bersangkutan yang sama. Akibatnya dapat tercipta per-
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saing an usaha yang tidak sehat.

2. c. 1. Contoh Kasus Pemilikan Saham atau Terafiliasi yaitu 
Perkara Nomor Perkara No. 05/KPPU-L/2002 
 Yaitu tentang Kasus Cineplex 21, di mana induk perusahaan, 

yaitu PT Nusantara Sejahtera Raya mempunyai hubungan ter-
afiliasi dengan anak perusahaannya, karena mempunyai saham 
lebih dari 50%, yaitu 98% di PT Intra Mandiri dan 70% di PT 
Wedu Mitra. Oleh karena itu, KPPU menetapkan PT Nusantara 
Sejah tera Raya terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar 
Pasal 27 UU No. 5/1999, yaitu memiliki saham mayoritas: a) Di 
8 (delapan) perusahaan perbioskopan, yaitu PT Kartika Insani 
Raya, PT Gading Adi Permai, PT Sanggar Usaha Mandiri, PT Pan 
Mitra Sembada, PT LIA Anugrah Semesta, PT Perisai Permata 
Buana, PT Kharisma Maju Abadi, dan PT Intra Mandiri dan 
melalui 2 dari 8 perusahaan tersebut adalah memiliki saham 
mayoritas di 3 perusahaan perbioskopan lainnya. b) Di dua 
perusahaan perbioskopan di Surabaya yaitu di PT Intra Mandiri 
sebesar 98% dan PT Wedu Mitra sebesar 70%. Akibat kepemi-
likan saham mayoritas tersebut PT Nusantara Sejahtera Raya 
mempunyai posisi dominan di pasar bersangkutan dan KPPU 
memerintahkan kepada PT Nusantara Sejahtera Raya untuk me-
ngu rangi kepemilikan sahamnya di PT Intra Mandiri dan/atau di 
PT Wedu Mitra. 

 Dalam perkara Nomor 05/KPPU-L/2002 KPPU memutuskan;

 1. Menyatakan Terlapor I yaitu PT Camila Internusa Film dan 
Terlapor II yaitu PT Satrya Perkasa Esthetika Film tidak ter-
bukti melanggar Pasal 15, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 
25, Pasal 26, Pasal 27 UU No. 5 Tahun 1999.

 2. Menyatakan Terlapor III yaitu PT Nusantara Sejahtera Raya 
tidak terbukti melanggar Pasal 15, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 
19, Pasal 25, Pasal 26 UU No. 5 Tahun 1999.

 3. Menyatakan Terlapor I yaitu PT Camila Internusa Film, 
Terlapor II yaitu PT Satrya Perkasa Esthetika Film, dan 
Terlapor III yaitu PT Nusantara Sejahtera Raya tidak terbukti 
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melanggar Pasal 14 UU No. 5 Tahun 1999.
 4. Menyatakan Terlapor III yaitu PT Nusantara Sejahtera Raya 

terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 27 UU 
No. 5 Tahun 1999.

 5. Memerintahkan kepada Terlapor III yaitu PT Nusantara Se-
jahtera Raya untuk mengurangi kepemilikan sahamnya di 
PT Intra Mandiri dan/atau di PT Wedu Mitra atau mengambil 
tindakan lain sehingga tidak melanggar Pasal 27 dalam 
waktu 48 (empat puluh delapan) hari terhitung sejak tang-
gal dibacakannya Putusan ini.

 6. Menghukum Terlapor III yaitu PT Nusantara Sejahtera Raya 
untuk membayar denda Rp 1.000.000.000 (satu milyar ru-
piah) apabila Terlapor III tidak melaksanakan diktum 5 
(lima) di atas.

 7. Menghukum Terlapor III yaitu PT Nusantara Sejahtera Raya 
untuk membayar denda keterlambatan sebesar 0,1% (nol 
koma satu persen) dari nilai denda yang dikenakan untuk 
setiap hari keterlambatan tidak melaksanakan diktum 6 
(enam) hingga hari ke-30.

 8. Apabila batas waktu sebagaimana dimaksud dalam diktum 7 
(tujuh) terlewati, maka Putusan ini akan diserahkan kepada 
penyidik untuk dilakukan penyidikan sesuai peraturan per-
undang-undangan yang berlaku.

 8. Menyarankan Walikota Makassar untuk mencabut SK No-
mor 54/2002 atau mengambil tindakan lain, sehingga tidak 
terjadi pengaturan tata edar film.

d.  Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Saham 
(Pasal 28 dan Pasal 29)
Pasal 28 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ayat (1) 

me nyatakan bahwa pelaku usaha dilarang melakukan pengga-
bung an atau peleburan badan usaha yang dapat mengakibatkan 
terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak 
sehat; ayat (2) pelaku usaha dilarang melakukan pengambilalihan 
saham perusahaan lain apabila tindakan tersebut dapat mengaki-
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batkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha 
tidak sehat; ayat (3) ketentuan lebih lanjut mengenai peng ga-
bungan atau peleburan badan usaha yang dilarang sebagai mana 
dimaksud dalam ayat (1), dan ketentuan mengenai pengam-
bilalihan saham perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Badan Usaha sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Pasal 
28 ayat (1) adalah “Perusahaan atau bentuk usaha, baik yang 
berbentuk badan hukum (misalnya perseroan terbatas) maupun 
bukan badan hukum, yang menjalankan suatu jenis usaha yang 
bersifat tetap dan terus-menerus dengan tujuan untuk memper-
oleh laba”.

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, ayat (1) 
penggabungan atau peleburan Badan Usaha atau pengambil 
alih an saham sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 yang ber-
akibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah 
tertentu wajib diberitahukan kepada komisi selambat-lambatnya 
30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungan, peleburan atau 
pengambilalihan tersebut; ayat (2) ketentuan tentang penetapan 
nilai aset dan/atau nilai penjualan serta tata cara pemberitahuan 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan 
Pemerintah.

Dalam rangka pelaksanaan Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 29 
ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 telah ditetap kan 
Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Pengga-
bungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Sa-
ham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Prak tik 
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pada tanggal 20 
Juli 2010. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 89).

Pada prinsipnya, paling tidak terdapat dua faktor yang men-
dorong pelaku usaha melakukan penggabungan atau mar ger, 
yaitu: faktor ekonomi dan non-ekonomi. Beberapa faktor eko-
nomi yang mendukung perusahaan untuk melakukan marger 
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adalah: efisiensi waktu, biaya dan risiko kegagalan memasuki 
pasar, mengakses reputasi teknologi produk dan merek dagang, 
memperoleh individu sumber daya yang profesional, membangun 
kekuatan pasar, membangun kekuatan monopoli, memperluas 
pangsa pasar, mengurangi persaingan atau memperkecil jumlah 
pelaku usaha pesaing dalam pasar bersangkutan, mendiver sifi-
kasi lini produk, mempercepat pertumbuhan perusahaan, men-
sta bilkan cash flow dan keuntungan.

Penggabungan atau merger menurut Peraturan Pemerintah 
Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan 
Pengambilalihan Perseroan Terbatas, adalah “Perbuatan hukum 
yang dilakukan satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan 
diri dengan perseroan lain yang telah ada dan selanjutnya perse-
roan yang menggabungkan diri menjadi bubar”. Di samping itu, 
penggabungan atau merger menurut Peraturan Pemerintah Re-
publik Indonesia Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan 
atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Per-
usahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Mono-
poli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, adalah “Perbuatan hu-
kum yang dilakukan oleh satu Badan Usaha atau lebih untuk 
meng ga bungkan diri dengan Badan Usaha lain yang telah ada 
yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Badan Usaha yang 
menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Badan Usaha 
yang menerima penggabungan dan selanjutnya status Badan 
Usa ha yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.” Peng-
ga bungan atau merger merupakan salah satu strategi yang di la-
kukan oleh pelaku usaha untuk menghadapi persaingan usaha 
yang semakin ketat.

Di samping itu terdapat pula dampak negatif (faktor non-
ekonomi) dari penggabungan atau marger adalah dapat mencip-
takan atau meningkatkan posisi dominan, sehingga pelaku usa   ha 
tersebut dapat leluasa melakukan kegiatan yang dapat men  dis-
torsi pasar. Distorsi pasar ini dapat berupa mengurangi ting kat 
persaingan, hambatan masuk bagi pelaku usaha pesaing, mene-
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tap kan harga yang lebih tinggi, pengurangan output dan mutu 
produk, yang pada akhirnya konsumen ikut pula dirugikan.

Keseluruhan strategi pelaku usaha yang dilakukan akan ber-
pe ngaruh terhadap perubahan komposisi kepemilikan saham 
per usahaan. Meskipun strategi yang dibangun oleh suatau per-
usahaan berbeda dibanding pesaingnya, namun tetap mempu-
nyai tujuan atau target yang sama, yaitu peningkatan volume 
pen  jualan dan mempertahankannya serta memperoleh keun-
tung an yang besar. Berdasarkan ketentuan Pasal 27 Undang-Un-
dang Nomor 5 Tahun 1999, di mana penguasaan pasar lebih 
dari 50% (lima puluh persen) oleh satu pelaku usaha atau satu 
kelompok pelaku usaha, atau penguasaan pangsa pasar lebih 
dari 75% (tujuh puluh lima persen) oleh dua atau tiga pelaku 
usaha atau kelompok pelaku usaha adalah per se ilegal. Artinya, 
penggabungan, peleburan atau pengambilalihan perusahaan 
yang melanggar ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 27 
di atas adalah dilarang. Di samping penguasaan pangsa  pa sar 
yang berlebihan, penguasaan asset yang berlebihan juga di la-
rang sebagaimana praktik dalam peleburan/konsolidasi. Pe le-
buran/konsolidasi perusahaan akan terjadi jika sebuah per usa-
ha an baru dibentuk untuk mengambilalih net asset dari dua 
per  usahaan lainnya yang telah dikombinasi. 

Peleburan atau konsolidasi56 menurut Peraturan Pemerintah 
Nomor 27 Tahun 1998, peleburan diartikan sebagai “perbuatan 
hukum yang dilakukan oleh dua perseroan atau lebih untuk 
meleburkan diri dengan cara membentuk satu perseroan baru 
dan masing-masing perseroan yang meleburkan diri menjadi 
bubar”. Sementara Peleburan menurut Peraturan Pemerintah 
Nomor 57 Tahun 2010, adalah “perbuatan hukum yang dilaku-

56 Peleburan atau Konsolidasi menurut Black’s Law Dictionary adalah “…when two or 
more corporations are extinguished, and by the same process a new one is created, taking 
over the assets and assuming the liabilities of those passing out of existence. A unifying of two 
or more corporations into a single new corporation having the combined capital,franchises, 
and powers of all its constituents.” Lihat Black’s Law Dictionary dalam Susanti Adi Nugroho, 
Op. cit., h. 426.
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kan oleh dua Badan Usaha atau lebih untuk meleburkan diri 
dengan cara mendirikan satu Badan Usaha baru yang karena 
hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Badan Usaha yang 
meleburkan diri dan status Badan Usaha yang meleburkan diri 
berakhir karena hukum. 

Sedangkan pengambilalihan atau akuisisi menurut Peratur-
an Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998, pengambilalihan adalah 
“Perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau per se-
orangan untuk mengambilalih seluruh atau sebagian besar saham 
perseorangan yang dapat mengakibatkan beralihnya pe  ngen  da-
lian terhadap perseroan tersebut”. Adapun  pengam bil  alihan atau 
akuisisi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 
adalah “Perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pe laku Usaha 
untuk mengambilalih saham Badan Usaha yang meng akibatkan 
beralihnya pengendalian atas Badan Usaha ter sebut”.

Peleburan atau konsolidasi suatu perusahaan berarti suatu 
proses di mana dua atau lebih perusahaan meleburkan diri, dan 
dalam proses tersebut juga dibentuk suatu perusahaan baru 
yang mengambil alih aset-aset dan dapat diasumsikan sebagai 
ter masuk pengambilalihan kewajiban dari kedua atau lebih per-
usahaan yang telah meleburkan diri tersebut. Ketentuan Pasal 
28 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 
sebagaimana tersebut di atas adalah berkaitan dengan ketentuan 
Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang 
Perseroan Terbatas, yang bunyi selengkapnya sebagai berikut, 
“Per buatan hukum penggabungan, peleburan, pengambilalihan, 
atau pemisahan wajib memperhatikan kepentingan:
1) Perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan perseroan;
2) Kreditur dan mitra usaha lainnya dari perseroan; dan 
3) Masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.

Ketentuan dalam Pasal 28 pada prinsipnya menentukan, 
bah wa perbuatan hukum yang berbentuk penggabungan, pele-
bur an, dan pengambilalihan badan usaha itu boleh dilakukan 
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oleh pelaku usaha sepanjang perbuatan itu tidak  mengaki bat kan 
terjadinya posisi dominan yang berpotensi  menimbul kan mono-
poli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Adapun Pasal 126 
ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 ten tang Per se-
roan Terbatas menentukan bahwa perbuatan hukum pengga bu-
ngan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan wa jib mem-
perhatikan antara lain kepentingan masya rakat dan per saing an 
sehat dalam melakukan usaha. Pemisahan merupakan  tam bah an 
dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang  Per se  ro an 
Terbatas sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
1995 yang hanya mengenal penggabungan, peleburan, dan pe-
ng am bilalihan.

Dalam keadaan tertentu diyakini hal ini dapat mendorong 
persaingan atau setidak-tidaknya bermanfaat bagi masyarakat. 
Akan tetapi tidak pula dapat disangkal, bahwa perusahaan yang 
terlalu besar, kuat sangat mudah memanfaatkan kelebihannya 
itu dengan cara-cara yang dapat merugikan pesaingnya. 

Dari sudut pandang ilmu ekonomi makro, sampai titik ter-
tentu memang diyakini semakin besar skala usaha akan sema-
kin menurunkan biaya produksi rata-rata.57 Akan tetapi apabila 
dilihat dari segi penguasaan pasar, penggabungan ber arti mem-
perbesar penguasaan pasar. Kekuatan monopoli perusa haan 
yang bergabung juga akan semakin besar. Salah satu aspek yang 
di  inginkan dari proses penggabungan, peleburan dan peng am  bil-
alihan terjadinya efisiensi perusahaan. Dalam hal jika  ter nya ta 
efisiensi dapat dilakukan tanpa melalui pengga bungan, pe le-
buran maupun pengambilalihan, maka alasan   pengga bung an, 
peleburan ataupun pengambilalihan untuk efisiensi dapat di ang-
gap hanya merupakan alasan untuk meningkatkan pe ngua saan 
pasar dan menciptakan hambatan masuk pasar bagi pesaing.

Dengan demikian, larangannya hanya bersifat rule of rea
son, yaitu tidak dilarang sepanjang tidak mengurangi persaingan 

57 Ibid., h. 66.
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secara substansial. Penggabungan, peleburan dan pengambil-
alihan baru dilarang, jika dan hanya jika dapat menimbulkan 
bahaya bagi kelangsungan persaingan fair dan wajar atau me-
nimbulkan akibat negatif terhadap persaingan, harga dan efisi-
ensi. Dampak negatifnya dapat berupa terjadinya konsentrasi 
kekuatan pasar dan cenderung menimbulkan harga yang lebih 
mahal. 

Terdapat banyak peristilahan yang digunakan untuk meng-
gambarkan suatu peristiwa yang secara essensial sama. Undang-
Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 
meng  gunakan istilah “penggabungan, peleburan, dan peng-
am  bil alihan”. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 
 ten   tang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank menggunakan 
is tilah “Merger, Konsolidasi dan Akuisisi” sebagai padanan 
dari pengga bungan, peleburan dan pengambilalihan. Beberapa 
Ne ga ra menggunakan istilah konsentrasi usaha atau takeover. 
Ada pun KPPU dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan 
Usaha Nomor 02 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas 
Peraturan Komisi Pengawas persaingan Usaha Nomor 13 Tahun 
2010 tentang Pedoman Pelaksanaan tentang Penggabungan atau 
Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Per usa  ha-
an yang dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan 
Persaingan Usaha Tidak Sehat menyebutkan, bahwa “Meng gu-
na kan istilah penggabungan, peleburan dan pengam bilalihan 
yang didalamnya mencakup juga penggabungan, peleburan, dan 
pengambilalihan kecuali secara tegas …menunjuk kepada salah 
satu bentuk peristiwa tertentu.”

Meskipun Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 telah men-
definisikan apa yang dimaksud dengan penggabungan, pelebur-
an dan pengambilalihan, namun Komisi berpendapat dalam Per-
aturan Komisi Nomor 02 Tahun 2013, bahwa “Penggabungan, 
Peleburan dan Pengambilalihan” yang dimaksud dalam Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1999 mencakup pengertian yang lebih 
luas dibandingkan dengan definisi dalam Undang-Undang Nomor 
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40 Tahun 2007 yang hanya berlaku bagi Perseroan Terbatas.
Secara sederhana dapat dikatakan, bahwa penggabungan, 

peleburan dan pengambilalihan akan terjadi apabila dua per-
usa haan atau lebih yang semula masing-masing independen ke-
mudian bergabung menjadi satu perusahaan, baik karena berga-
bungnya satu perusahaan kepada perusahaan lain, atau beberapa 
perusahaan tersebut melebur ke dalam satu perusahaan baru, 
atau beralihnya kendali atas satu perusahaan kepada pelaku 
usaha lain. 

PRENADAMEDIA GROUP



PRENADAMEDIA GROUP



BAB 4
Proses Perkara Pelanggaran  
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999  
tentang Larangan Praktik Monopoli  
dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

A. PengAntAr  
Dalam Era Globalisasi Ekonomi dewasa ini sangat mendu-

kung perkembangan sistem ekonomi pasar. Sistem ekonomi pasar 
yang merupakan suatu sistem di mana seluruh kegiatan eko nomi 
mu lai nya dari produksi, distribusi dan konsumsi sepenuhnya 
 di    serahkan kepada mekanisme pasar. Dalam perkembangan 
eko    nomi pasar dapat menimbulkan persaingan usaha yang di-
la kukan para pelaku usaha untuk kegiatan usahanya agar dapat 
ber  tahan dalam dunia usaha.

Bila dikaji perkembangan ekonomi pasar untuk dapat ber-
kem bangnya suatu perekonomian sebenarnya persaingan usaha 
sangat dibutuhkan dalam dunia usaha, hal ini disebabkan oleh 
beberapa hal:
1. Dengan adanya persaingan usaha, maka para pelaku usaha 

akan berlomba menciptakan inovasi penemuan yang baru;
2. Dengan adanya persaingan usaha akan terciptanya kesera-

gaman harga yang dapat guntungkan konsumen karena ter-
dapat pilihan harga bagi konsumen;

3. Dengan banyaknya persaingan usaha dapat meningkatkan 
pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Walaupun persaingan usaha sangat dibutuhkan oleh dunia 
usaha namun dibutuhkan pula pengaturan mengenai persaingan 
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usaha tersebut agar mekanisme pasar berjalan dengan baik. Per-
aturan yang mengatur persaingan usaha yang ada sekarang ini 
di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ten-
tang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak 
Sehat. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan 
Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat termasuk 
di dalamnya mengatur tentang Tata Cara Penanganan Perkara 
sebagaimana diatur dalam Bab III Undang-Undang tersebut.

Selaras dengan Era Globalisasi Ekonomi sebagaimana dise-
but pada bagian awal tulisan ini di atas perkembangan pem-
ba  ngunan bidang Ekonomi di Indonesia harus diarahkan ke-
pada ter wujudnya kesejahteraan Rakyat Indonesia. Konsidern 
 Un dang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Prak tik 
Mono poli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada bagian Me-
nim bang menyebutkan: 

 “a.  bahwa pembangunan bidang ekonomi harus diarahkan 
kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat berdasarkan 
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

 b.  bahwa demokrasi dalam bidang ekonomi menghendaki 
adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara 
untuk berpartisipasi di dalam proses produksi dan pema-
saran barang dan/atau jasa, dalam iklim usaha yang sehat, 
efektif dan efisien sehingga dapat mendorong pertum
buhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar;

 c.  bahwa setiap orang yang berusaha di Indonesia harus ber-
ada dalam situasi dalam persaingan yang wajar dan sehat, 
sehingga tidak menimbulkan adanya pemusatan kekuatan 
ekonomi pada pelaku usaha tertentu, dengan tidak ter-
lepas dari kesepakatan yang telah dilaksanakan oleh Ne-
gara Republik Indonesia terhadap perjanjian-per janjian 
International.

 d.  bahwa untuk mewujudkan sebagaimana yang dimaksud 
dalam huruf a, huruf. b, dan huruf c, atas usul inisiatif 
Dewan Perwakilan Rakyat perlu disusun tentang Undang-
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Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usa ha 
Tidak Sehat.” 

Lebih lanjut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang 
Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 
tersebut menyebutkan: 

 Dalam Pasal 2 menyebutkan “Pelaku usaha di Indonesia da lam 
menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi 
dengan memperhatikan keseimbangan antara kepen tingan pe-
laku usaha dan kepentingan umum”

Dan dalam Pasal 3 menyebutkan:
 “Tujuan pembentukan Undang-Undang ini adalah:
 a. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi 

ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk mening-
katkan kesejahteraan rakyat;

 b. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui peng aturan 
persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya 
kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku 
usaha besar, pelaku usaha menengah, pelaku usa ha kecil;

 c. Mencegah praktik monopoli dan/atau persaingan usaha 
tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan

 d. Terciptanya efektifitas dan efisiensi dalam kegiatan usa ha.”

Dengan adanya asas dan tujuan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undnag Nomor 5 Tahun 
1999 tentang Larangan Praktik Monopoili dan Persaingan Usaha 
Tidak Sehat tersebut untuk dapat menentukan proses pe lang-
garan-pelanggaran tentu harus diketahui terlebih dahulu adakah 
larangan yang tidak dibolehkan oleh undang-undang tersebut 
dan dalam bentuk apa saja larangan-larangan, sehingga dapat 
diproses dalam bentuk perkara pelanggaran.
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B. PeLAnggArAn UndAng UndAng nomor  
5 tAhUn 1999
Berbicara tentang proses perkara pelanggaran dalam Un-

dang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut tidak bisa lepas 
dari pada hal-hal yang dilarang, lembaga yang berwenang mem-
proses perkara tentang hal-hal yang dilarang, demikian pula 
sanksi apa yang dapat dijatuhkan terhadap pelanggaran atas 
hal yang dilarang, dan bilamana terhadap proses atas perkara 
pelanggaran yang dianggap melanggar larangan yang dilarang 
pelanggar tidak puas atas putusan lembaga yang memeriksanya 
apakah ada upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap subjek 
hukum kepada yang dianggap melanggar larangan sesuai dengan 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut.

Untuk dapat membahas proses perkara pelanggaran Undng-
Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Mono-
poli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat maka perlu terlebih 
dahulu diketahui seperti hal-hal yang terkait dengan undang-
Un dang tersebut. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang 
Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 
dalam Pasal 1 menyebutkan:

“Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
 1. Monopoli penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran 

barang dan/atau atas penguasaan jasa tertentu oleh satu 
pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha.

 2. Praktik Monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi 
oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan 
dikuasaainya produksi dan/atau pemasaran atas barang 
dan/atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan 
usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.

 3. Pemusatan kekuatan ekonomi adalah penguasaan yang 
nyata atas suatu pasar bersangkutan oleh satu atau lebih 
pelaku usaha sehingga dapat menentukan harga barang 
atau jasa.

 4. Posisi dominan adalah keadaan di mana pelaku usaha tidak 
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mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan 
dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau 
pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi di antara pe sa-
ingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan ke-
mam puan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau 
pen jualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pa sokan 
atau permintaan barang dan/atau jasa tertentu. 

 5. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau ba-
dan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bu-
kan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau 
men jalankan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Re-
publik Indonsia, baik sendiri maupun bersama-sama me la-
lui perjanjian menyelenggarakan berbagai kegiatan usa ha 
dalam bidang ekonomi.

 6. Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar 
pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/
atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan de-
ngan cara tidak jujur atau melawan hokum atau meng-
hambat persaingan usaha.

 7. Perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku 
usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih 
pelaku usaha lain dengan nama apa pun, baik tertulis mau-
pun tidak tertulis.

 8. Persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk 
kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan 
pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar 
bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang berse-
kongkol. 

 9. Pasar adalah lembaga ekonomi di mana para pembeli dan 
penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung da-
pat melakukan transaksi perdagangan barang dan/atau 
jasa.

 10. Pasar bersangkutan adalah pasar yang berkaitan dengan 
jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku 
usaha atas barang dan/atau jasa yang sama atau sejenis 
atau substitusi dari barang dan/atau jasa tersebut.
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 11. Struktur pasar adalah keadaan pasar yang memberikan 
petunjuk tentang aspek-aspek yang memiliki pengaruh 
penting terhadap perilaku pelaku usaha dan kinerja pasar 
antara lain jumlah penjual dan pembeli, hambatan masuk 
dan keluar pasar, keragaman produk, sistim distribusi, dan 
penguasaan pangsa pasar.

 12. Perilaku pasar adalah tindakan yang dilakukan oleh pelaku 
usaha dalam kepastiannya sebagai pemasok atau pembeli 
barang dan/atau jasa untuk mencapai tujuan per usahaan, 
antara lain pencapaian laba, pertumbuhan aset, target 
penjualan, dan metode persaingan yang digunakan.

 13. Pangsa pasar persentase nilai jual atau beli barang atau 
jasa tertentu yang dikuasai oleh pelaku usaha pada pasar 
bersangkutan dalam tahun kelender tertentu.

 14. Harga pasar adalah harga yang dibayar dalam transaksi 
barang dan/atau jasa sesuai kesepakatan antara para pi-
hak di pasar bersangkutan.

 15. Konsumen adalah setiap pemakai dan/atau pengguna 
barang dan/atau jasa baik untuk kepentingan diri sendiri 
maupun untuk kepentingan pihak lain.

 16. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun ti-
dak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang 
dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau di man-
faatkan oleh konsuumen atau pelaku usaha.

 17. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau 
prestasi yang diperdagangkan dalam masyarakat un tuk 
dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.

 18. Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah komisi yang 
dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam men-
jalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktik 
monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

 19. Pengadilan Negeri adalah pengadilan, sebagaimana di mak-
sud dalam peraturan perundang-undangan yang ber laku, 
ditempat kedudukan hokum usaha pelaku usaha.”

Setelah diketahui batasan-batasan tentang hal-hal atau un-
sur-unsur yang terkait dengan larangan praktik monopoli dan 
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persaingan usaha tidak sehat untuk dapat menentukan atau me-
nangani proses perkara pelanggaran tentang larangan praktik 
monopoli dan persaingan usaha tidak sehat perlu juga diketahui 
terlebih dahulu hal-hal yang dilarang oleh Undang-Undang 
No mor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan 
Persaingan Usaha Tidak Sehat. Hal-hal yang dilarang oleh Un-
dang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut ada dalam bentuk 
perjanjian-perjanjian dan ada dalam bentuk kegiatan. 

Larangan dalam bentuk perjanjian yang disebut Perjanjian 
yang Dilarang adalah:
1. Oligopoli;
2. Penetapan Harga;
3. Pembagian wilayah; 
4. Pemboikotan;
5. Kartel;
6. Trust;
7. Oligopsoni;
8. Integrasi Vertikal;
9. Perjanjian Tertutup;
10. Perjanjian dengan Pihak Luar Negeri.

Sedangkan kegiatan-kegiatan yang dilarang yang sering di-
sebut dengan perbuatan-perbuatan yang dilarang antara lain:
1. Monopoli;
2. Monopsoni;
3. Penguasaan Pasar;
4. Persekongkolan;
5. Posisi Dominan; 
6. Jabatan Rangkap;
7. Pemilikan saham;
8. Penggabungan, peleburan dan Pengambilalihan.

Perjanjian-perjanjian dan kegiatan-kegiatan yang dilarang 
yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 
tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak 
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Sehat tersebut bilamana ada pelanggaran-pelanggaran terhadap 
hal-hal yang dilarang seperti tersebut di atas atau pelanggaran 
terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut tentu 
harus ada lembaga yang berwenang untuk mengawasi gerak-ge-
rik atau perilaku pelaku usaha dalam menjalankan usahanya.

Lembaga yang berwenang mengawasi perilaku pelaku usaha 
dalam menjalankan usahanya dalam Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan 
Usaha Tidak Sehat adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha 
(KPPU). Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menurut 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik 
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Pasal 35 
dan 36 menentukan tugas dan wewenang Komisi Pengawas Per-
saingan Usaha.

Pasal 35 Undang-Undang tersebut menyebutkan: 

 “Tugas Komisi meliputi:
 a. Melakukan penilaian terhadap perjanjian yanag dapat 

mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau 
persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam 
Pasal 4 sampai dengan Pasal 16;

 b. Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan/atau 
tindakan pelaku usaha yanag dapat mengakibatkan ter-
jadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha ti dak 
sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan 
Pasal 24;

 c. Melakukan penilaian terhadap ada atau tidak ada nya 
penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengaki-
batkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan 
usaha tidak sehat, sebagaimana diatur dalam pasal 25 
sampai dengan pasal 28;

 d. Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Komisi se-
bagaimana diatur dalam pasal 36;

 e. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan 
Pemerintah yang berkaitan dengan praktik monopoli dan/
atau persaingan usaha tidak sehat;
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 f. Menyusun pedoman dan/atau publikasi yang berkaitan de-
ngan Undang-Udang ini;

 g. Memberikan Laporan secara berkala atas hasil kerja Ko misi 
kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat;

Lebih lanjut mengenai wewenang Komisi dalam Pasal 36 
disebutkan:

 “Wewenang Komisi meliputi:
 a. Menerima laporan dari masyarakat dan/atau dari pelaku 

usaha tentang dugaan terjadinya praktik monopoli dan/
atau persainagn usaha tidak sehat;

 b. Melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan 
usaha dan/atau tindakan pelaku usaha yang dapat meng-
akibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau per sa-
ingan usaha tidak sehat;

 c. Melakukan penyelidikan dan/atau pemeriksaan terhadap 
kasus dugaan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha 
tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh 
pelaku usaha atau yang ditemukan oleh Komisi seba gai 
hasil penelitiannya;

 d. Menyimpulkan hasil penyelidikan dan/atau pemeriksaan 
tentang ada atau tidak adanya praktik monopoli dan/atau 
persaingan usaha tidak sehat;

 e. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan 
pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang ini;

 f. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap 
orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap 
ketentuan Undang-Undang ini;

 g. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku 
usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana 
dimaksud huruf e dan h guruf f, yang tidak bersedia me-
menuhi panggilan Komisi;

 h. Meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kait-
annya dengan penyelidikan dan/atau pemeriksaan ter ha-
dap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-un-
dang ini;
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 i. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, 
atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau peme-
riksaan;

 j. Memutuskan, dan menetapkan ada atau tidak adanya ke-
rugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat;

 k. Memberitahukan putusan komisi kepada pelaku usaha 
yang diduga melakukan praktik monopoli dan/atau per-
saingan usaha tidak sehat;

 l. Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif ke pada 
pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang 
ini.”

C.	 ProSeS	PerKara	Pelanggaran	unDang-
UndAng nomor 5 tAhUn 1999   
Bila larangan-larangan seperti tersebut di atas dilanggar oleh 

pelaku usaha di dalam menjalankan usahanya dan menimbulkan 
adanya dugaan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha 
tidak sehat, sehingga merugikan pelaku usaha lainnya dan/atau 
kepentingan umum atau kepentingan konsumen, maka Un dang-
Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Mono-
poli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tentu harus ditegakkan 
dan pelaku usaha yang melanggar ketentuan-keten tuan tentang 
larangan-larangan yang ada dalam undang-undang tersebut ha-
rus ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 
1999 tersebut bila dicermati maka tampak nyata undang-undang 
tersebut di samping mengatur ketentuan hukum meteriil juga 
memuat ketentuan hukum formil persaingan usaha atau disebut 
juga Hukum Acara Persaingan Usaha. Sebagai sumber hukum 
acara dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang 
Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 
dapat dilihat dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 46 yang me-
ng  atur mengenai tata cara penanganan dugaan pelanggaran ter-
hadap hukum persaingan usaha.

PRENADAMEDIA GROUP



BaB 4 — Proses Perkara Pelanggaran Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

163

Dengan telah adanya larangan yang dilanggar, adanya lem-
baga yang mengawasi perilaku pelaku usaha dan telah jelas ada 
hukum acaranya, maka bagaimana proses perkara pelanggaran 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut.

Sebagaimana telah diketahui ada lembaga pengawas yang 
ditugaskan mengawasi perilaku pelaku usaha yakni Komisi Peng-
awas Persaingan Usaha tentu dasar hukum sebagai landasan 
pe ngawasan haruslah ada pula, sehingga apa pun pengawasan 
yang dilakukan Komite tersebut sah adanya. Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan 
Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Pasal 38 sampai dengan 
Pasal 46 mengatur tentang tata cara penanganan perkara. Karena 
pasal 38 sampai dengan Pasal 46 tersebut mengatur tentang tata 
cara penanganan perkara maka komite dalam menangani setiap 
pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha yang dapat 
diduga merupakan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak 
sehat pasal tersebut sebagai dasar hukum tata cara penangan 
perkara oleh karena itu pasal-pasal tersebut merupakan hukum 
acara persaingan usaha. 

Rachmadi Usman, menyebutkan: 58

 “Selain mengatur ketentuan hukum materiil, Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 1999 memuat pula ketentuan hukum formil 
persaingan usaha, atau dinamakan pula dengan hukum acara 
per saingan usaha. Dalam hukum acara persaingan usaha terse-
but diatur mengenai tata cara penanganan perkara persaingan 
usaha, baik oleh KPU, Pengadilan Negeri, maupun Mahkamah 
Agung serta pihak kepolisian.

 Sumber pengaturan Hukum Acara Persaingan Usaha dapat di-
jumpai dalam ketentuan Pasal 38 sampai dengan pasal 46 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang mengatur mengenai 
tata cara penanganan dugaan pelanggaran terhadap hukum 
per saingan usaha.

58 Rachmadi Usman, Hukum Acara Persaingan Usaha di Indonesia, Sinar Grafika, 
Jakarta, 2013, h. 116.
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Demikian pula Hermansyah menyebutkan:59

 “Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik 
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ini bersikap leng-
kap, karena mencakup peraturan dan petunjuk pelaksanaan 
ber kenaan dengan masalah-masalah yang bersifat substansial 
dan prosedural. Secara prosedural undang-undang ini telah 
mengatur mengenai tata cara penanganan perkara sebagaimana 
ditentukan dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 46 … “

Proses perkara pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 
1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha 
Tidak Sehat mengenai adanya dugaan pelaku usaha melaku kan 
praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat di atur 
dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 46 Undang-Undang ter-
sebut.

Pasal 38 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang La-
rangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat me-
nye butkan: 

 “(1) Setiap orang yang mengetahui telah terjadi atau patut 
diduga pelanggaran terhadap Undang-Undang ini dapat 
melaporkan secara tertulis kepada Komisi dengan kete-
rangan yang jelas tentang telah terjadinya pelang garan, 
dengan menyerahkan identitas pelapor.

 (2) Pihak yang dirugikan sebagai akibat terjadinya pelanggaran 
terhadap undang-undang ini dapat melaporkan secara 
tertulis kepada Komisi dengan keterangan yang lengkap 
dan jelas tentang telah terjadinya pelanggaran serta keru-
gian yang ditimbulkan, dengan menyertakan identitas 
pelapor.

 (3)  Identitas pelapor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
wajib dirahasiakan oleh Komisi.

59 Hermansyah, Pokok-pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, Kencana-Pre na-
da Media Group, Jakarta, 2009, h. 95.
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 (4)  Tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Komisi. 

Dengan adanya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 38 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1999 tentang Larangan 
Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, maka bila 
diduga adanya pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 1999 tersebut di mana pelanggaran yang dilakukan oleh 
pelaku usaha tersebut dapat diduga merugikan pelaku usaha 
lainnya dan/atau merugikan kepentingan umum atau orang lain 
maka proses perkaranya dimulai dari:

a. Adanya Laporan kepada Komisi  
(Komisi Pengawas Persaingan Usaha) 
Untuk dapat mengajukan Laporan kepada Komisi yang dapat 

melapor adalah setiap orang yang mengetahui telah terjadi atau 
patut diduga telah terjadi pelanggran terhadap Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 1999 tersebut. Bila dicermati kata setiap orang 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) tersebut di ban-
dingkan dengan Pasal 38 ayat (2) yang menyebutkan “Pihak 
yang dirugikan sebagai akibat terkjadinya pelanggaran terhadap 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut,” maka yang 
dapat melaporkan telah terjadinya adanya pelanggaran Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Mono-
poli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah setiap orang da-
lam kata setiap orang dapat diartikan siapa saja. Kata siapa saja 
termasuk pelaku usaha lain selain yang dirugikan atau orang 
selain pelaku usaha atau bukan pelaku usaha. Kata siapa saja di 
sini tentu akan berkaitan dengan kesaksian di mana dalam per-
karanya akan menjadi saksi pelapor namun bukan saksi korban.

Bila dicermati ketentuan Pasal 38 ayat (2) terhadap kata 
“Pihak yang dirugikan sebagai akibat terjadinya pelanggaran 
ter hadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut” maka 
pelaku usaha yang dirugikan dapat melaporkan terjadinya pe-
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lang garan Undnag-Undang Nomor 5 tersebut kepada Komisi. 
Pelapor di sini sebagai pihak yang dirugikan adalah sebagai saksi 
Pelapor sekaligus merupakan saksi korban yang dirugikan. Men-
cermati Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) tersebut, maka ada dua 
yakni pihak siapa saja yang mengetahui adanya pelanggaran dan 
pihak yang secara langsung mengalami kerugian atas terjadinya 
pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 
tersbut. Pelapor dalam melaporkan diduga adanya pelanggaran 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik 
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat harus dibuat secara 
tertulis dan Identitas Pelapor harus diikut sertakan.

Sedangkan mengenai Tata Cara penyampaian Laporan seba-
gaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dan (2), Pasal 38 ayat 
(4) menyebutkan diatur lebih lanjut oleh Komisi. Sebagai tindak 
lanjut dari ketentuan Pasal 38 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan 
Usaha Tidak Sehat Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) 
dalam kaitannya dengan Tata Cara Penanganan Perkara Komisi 
Pengawas Persaingan Usaha menerapkan Peraturan Komisi 
Peng awas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata 
Cara Penanganan Perkara di Komisi Pengawas Persaingan Usaha. 
Dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha tersebut 
di ten tukan untuk menyampaikan Laporan atas terjadinya atau 
dugaan terjadinya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak 
sehat harus memenuhi persyaratan sesuai dengan tata cara yang 
ditentukan dalam perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 
Tahun 2006 tentang Tata Cara Penanganan Perkara di Komisi 
Peng  awas Persaingan Usaha dalam Pasal 12 sampai dengan 
Pasal 14 menyebutkan: 

 “Pasal 12 menyebutkan:
 (1) Laporan dibuat secara tertulis dengan ditandatangani oleh 

pelapor dan dalam Bahasa Indonesia dengan memuat 
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keterangan yang jelas dan lengkap mengenai telah terjadi 
atau dugaan terjadinya pelanggaran terhadap undang-un-
dang dengan menyertakan identitas diri;

 (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas 
disampaikan kepada Ketua Komisi;

 (3) Dalam hal Komisi telah memiliki kantor perwakilan di dae-
rah, laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat 
disampaikan kepada Ketua Komisi melalui Kantor Per wa-
kilan Komisi di Daerah;

 Dalam Pasal 13 menyebutkan:
 (1)  Komisi melakukan penelitian dan klarifikasi terhadap La

por an sebagaimana dimaksud dalam pasal 12;
 (2)  Penelitian dan klarifikasi Laporan sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1) dilakukan oleh Sekretariat Komisi;
 (3)  Apabila diperlukan Sekretarisat Komisi dapat membentuk 

Tim Peneliti dan klarifikasi.

 Lebih lanjut Pasal 14 menyebutkan:
 (1) Penelitian dan klarifikasi dilakukan untuk kejelasan dan 

kelengkapan tentang dugaan pelanggaran;
 (2) Untuk mendapatkan kejelasan dan kelengkapan tentang 

dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1), Sekretariat Komisi melakukan penelitian terhadap La-
poran dan/atau meminta klarifikasi kepada Pelapor dan/
atau pihak lain.

Dari ketentuan Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 Keputusan 
Komisi Persaingan Usaha Nomor: 1 Tahun 2006 tentang Tata 
Cara Penanganan perkara di Komisi proses perkara Pelanggaran 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Prak-
tik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dimulai dengan 
adanya Laporan:
– Laporan yang harus dibuat oleh seseorang siapa saja yang 

mengetahui adanya pelanggaran atas larangan praktik mo-
no poli dan/atau pelanggaran atas larangan persaingan 
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usaha tidak sehat (larangan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 
1999) kepada Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha;

– Laporan yang dibuat oleh pelaku usaha yang dirugikan se-
cara langsung atas adanya dugaan telah dilakukannya pe-
langgaran atas larangan praktik monopoli dan/atau atas 
la  rangan persaingan usaha yang tidak sehat (larangan Un-
dang-Undang Nomor 5 Tahun 1999) kepada Ketua Ko misi 
Pengawas Persaingan Usaha.

Berdasarkan laporan dari seseorang atau siapa saja dan/atau 
laporan dari Pelaku usaha yang dirugikan secara tertulis tersebut 
kepada komisi, komisi menindak lanjutinya dengan melakukan 
penelitian dan klarifikasi terhadap laporan telah terjadi adanya 
dugaan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat ter-
sebut. Kegunaan perlunya adanya penelitian oleh Komisi Pe-
ng  awas Persaingan Usaha tersebut guna untuk menemukan 
ke  je lasan dan kelengkapan tentang dugaan pelanggaran yang 
di la  kukan oleh terlapor (pelaku usaha yang diduga melakukan 
pe langgaran tersebut).

Dengan adanya laporan dari pelapor (siapa saja atau pihak 
yang dirugikan secara langsung oleh adanya dugaan praktik 
monopoli dan persaingan tidak sehat), maka Komisi Pengawas 
Persaingan Usaha melakukan Penelitian dan Klarifikasi Laporan 
sebagaimana dimaksud Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Komisi 
Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penanganan Perkara di 
Komisi Pengawas Pelanggaran Usaha tersebut.

Setelah Komisi Pengawas Persaingan Usaha melakukan Pe-
nelitian dan Klarifikasi Laporan lebih lanjut Komisi Pengawas 
Persaingan Usaha tersebut melakukan Penelitian dan klarifikasi 
kepada Pelapor dan/atau pihak lain sebagaimana dimaksud Pa-
sal 14 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor: 
1 tentang Tata Cara Penanganan Perkara di Komisi Pengawas 
Persaingan Usaha. Perlunya adanya Tindakan Penelitian dan 
Kla  rifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 tersebut un-
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tuk menemukan kejelasan dan kelengkapan Laporan dari Pe-
lapor tentang dugaan pelanggaran atas Undang-Undang No mor 
5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Per-
saingan Usaha Tidak Sehat tersebut. Kegiatan Komisi Peng awas 
Persaingan Usaha terhadap Pelapor tujuannya untuk mene mu-
kan akan kejelaan dan kelengkapan laporan tentang adanya 
dugaan Larangan Praktik monopoli dan persaingan usaha ti dak 
sehat sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 5 Tahun 
1999 (Pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 
1999 tentang Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak 
Sehat).

Setelah dilakukan kegiatan Penelitian Laporan dan Klarifi-
kasi Laporan pada Pelapor, maka Sekretariat Komisi Pengawasan 
Persaingan Usaha melakukan Penilaian terhadap kejelasan dan 
kelengkapan isi Laporan Pelapor dibuat Resume oleh Sekretariat 
Komisi. Resume yang dibuat oleh Sekretariat Komisi Pengawas 
Persaingan Usaha memuat hal-hal:
– Identitas pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran;
– Perjanjian dan/atau kegiatan yang diduga melanggar;
– Cara perjanjian dan/atau kegiatan usaha dilakukan atau 

dampak perjanjian dan/atau kegiatan terhadap persaingan, 
kepentingan umum, konsumen dan/atau kerugian yang di-
timbulkan sebagai akibat dari terjadinya pelanggaran;

– Ketentuan undang-undang yang diduga dilanggar.

Penilaian atas kejelasan seperti tersebut di atas diatur da-
lam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang 
Larangan Praktik Monopoli dan Larangan Persaingan Usaha 
Ti dak Sehat. Mengapa perlu diadakan Penelitian Laporan dan 
Kla rifikasi Laporan Pelapor, hal ini bertujuan untuk dilakukan 
pemberkasan untuk kepentingan Gelar Laporan. Kemudian dari 
Gelar Laporan menentukan apakah Laporan Pelapor Tentang 
ada  nya dugaan pelanggaran atas larangan Undang-Undang No-
mor 5 Tahun 1999 tersebut memenuhi syarat sebagaimana di-
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maksud dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 
1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha 
Tidak Sehat tersebut. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 
1999 tersebut menyebutkan: 

 “(1)  Sekretariat Komisi menilai kejelasan dan kelengkapan isi 
suatu laporan;

  (2)  Penilaian tentang kejelaan dan kelengkapan isi laporan 
seba gaimana dimaskud dalam ayat (1) dibuat Sekretarian 
Komisi dalam bentuk Resume;

 (3) Resume Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) se-
kurang-kurangnya memuat uraian yang menjelaskan:

  a. Identitas pelaku usaha yang diduga melakukan pe-
lang garan;

  b. Perjanjian dan/atau yang diduga dilanggar;
  c. Cara perjanjian dan/atau kegiatan usaha dilakukan 

atau dampak perjanjian dan/atau kegiatan terhadap 
persaingan, kepentingan umum, konsumen, dan/atau 
kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat dari terjadi-
nya pelanggaran; dan

  d. Ketentuan Undang-Undang yang diduga dilanggar;
 (4) Terhadap laporan yang telah memenuhi ketentuan ayat (3) 

dilakukan pemberkasan untuk dilakukan Gelar Laporan;
 (5) Laporan yang tidak memenuhi criteria ayat (3) dimasukkan 

ke dalam Buku Daftar Penghentian Pelaporan.

Dari ketentuan Pasal 15 tersebut dapat dilakukan tindakan 
oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha apabila Laporan Pela-
por memenuhi syarat dilakukan Gelar Laporan dan apabila tidak 
memenuhi syarat dihentikan pemeriksaan Laporan Pelapor. 

Jangka waktu penilaian dan klarifikasi Laporan dari Pelapor 
adalah paling lama 60 (enam puluh) hari dan dapat diperpan-
jang paling lama 30 (tiga puluh) hari sebagaimana ditentukan 
pasal 16 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor: 
1 Ta hun 2006 tentang Tata Cara Penanganan Perkara di Komisi 
Peng awas Persaingan Usaha.
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b. Pemberkasan
Setelah melakukan penelitian dan klarifikasi Laporan, maka 

komisi pengawas persaingan usaha melakukan tahap pem ber-
kas  an resume atas laporan pelapor ke komisi pengawas per saing-
an usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Peraturan Komisi 
Pengawas Persaingan Usaha tersebut. Peraturan Komisi Peng-
awas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara 
Pe nanganan Perkara di Komisi Pengawas Persaingan Usaha me-
nyebutkan: Pasal 17 menyebutkan: 
(1) Sekretariat Komisi melakukan pemberkasan terhadap Re su-

me Laporan atau Resume Monitoring;
(2) Apabila diperlukan Sekretariat Komisi dapat membentuk 

Tim Pemberkasan. 

Kegiatan pemberkasan yang dilakukan oleh komisi peng-
awas persaingan usaha tersebut adalah untuk menilai layak 
atau tidak layaknya dilakukan Gelar Laporan. Kegiatan ini dila-
ku kan dengan cara meneliti kembali mengenai kejelasan dan 
kelengkapan resume laporan atau resume monitoring  sebagai mana 
dimaksud dalam Pasal 18 Peraturan Komisi Pengawas Per saing-
an Usaha.

Bilamana pemberkasan telah selesai dilakukan dengan cara 
saksama atas resume laporan dan resume monitoring akan meng-
hasilkan pemberkasan dalam bantuk Laporan Dugaan Pe lang-
gar an sebagaimana dimaksud Pasal 19 Peraturan Komisi Per-
saing an Usaha No. 1 Tahun 2006 yang menyebutkan:

 Pasal 19 menyebutkan:
 (1) Hasil Pemberkasan dituangkan dalam bentuk Laporan Du-

gaan Pelanggaran;
 (2) Laporan Dugaan Pelanggaran sebagaimana dimaksud da-

lam ayat (1) berisi data dan informasi mengenai dugaan 
pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 
(3) yang melipuiti sekurang-kurangnya:
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  a. Identitas pelaku usaha yang diduga melakukan pe-
lang garan;

  b. Perjanjian dan/atau kegiatan yang diduga melanggar;
  c. Cara perjanjian dan/atau kegiatan usaha dilakukan 

atau dampak perjanjian dan/atau kegiatan terhadap 
persaingan, kepentingan umum, konsumen dan/atau 
kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat dari terjadi-
nya pelanggaran;

  d. Ketentuan Undang-Undang yang dianggap di langgar, 
dan 

  e. Rekomendari perlu tidaknya dilakukan pemeriksaan 
pendahuluan.

Selanjutnya setelah berkas Laporan Dugaan Pelanggaran 
yang telah disiapkan oleh sekretariat komisi untuk dilakukan 
Gelar Laporan,namun bilamana terhadap Laporan atau resume 
laporan atau resume monitoring yang belum layak dilakukan 
Gelar Laporan, maka resume atau resume monitoring diperbaiki 
sehingga menjadi jelas dan lengkap.

Dalam hal laporan yang telah dilakukan perbaikan namun 
masih tetap tidak jelas dan tidak lengkap, maka sekretariat komisi 
dapat merekomendasikan kepada komisi untuk menghentikan 
penanganan laporan tersebut dan mencatatnya dalam Daftar 
Buku Penghentian Laporan. Atas Penghentian penanganan la-
por  an tersebut komisaris komisi memberitahukannya kepada 
pe lapor.

Mengenai penyampaian Berkas Laporan Dugaan Pelang gar-
an kepada Komisi, perbaikan terhadap resume laporan atau pun 
resume monitoring dan penghentian penanganan laporan diten-
tukan tindakan-tindakan:
– Sekretariat Komisi menyampaikan berkas Laporan Dugaan 

Pelanggaran kepada komisi untuk dilakukan Gelar Perkara.
– Terhadap resume laporan dan resume monitoring yang di-

tentukan belum layak untuk dilakukan Gelar Laporan, Sek-
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retarian komisi melakukan perbaikan, sehingga jelas dan 
lengkap.

– Apabila berkas laporan dilakukan perbaikan namun tetap 
tidak jelas dan lengkap, sekretariat komisi merekomen da-
sikan kepada komisi untuk menghentikan penanganan la-
poran pelapor dan mencatatnya dalam Buku Daftar Peng-
hentian Laporan. 

– Oleh karena penanganan Laporan Pelapor dihentikan oleh 
Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Sekretariat Komisi 
mem beritahukannya tentang hal itu kepada pelapor.

Semua hal terurai di atas dapat dijumpai dalam ketentuan 
pasal 20 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 
1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penanganan Perkara di Ko-
misi Pengawas Persaingan Usaha. Oleh karena pemberkasan 
sebagaimana dimaksud di atas merupakan titik awal dapat atau 
tidak dapat diperiksanya Laporan Pelapor, maka Komisi Peng-
awas Persaingan Usaha diberikan jangka waktu untuk mela ku-
kan pemberkasan laporan Pelapor selama 30 (tiga puluh) hari. 
Hal ini diatur dalam Pasal 21 Peraturan Komisi Pengawas Per-
saing an Usaha No. 1 Tahun 2006 tersebut.

c. gelar Laporan
Gelar laporan dihadiri oleh pimpinan komisi dan sejumlah 

anggota komisi. Dalam Gelar Laporan Sekretariat Komisi mema-
parkan Laporan Dugaan Pelanggaran dalam suatu rapat yang 
dihadiri oleh pimpinan komisi dan sejumlah anggota komisi 
yang memenuhi qourum. Dalam rapat gelar laporan tersebut 
komisi memberikan penilaian terhadap laporan layak atau tidak 
layak dilakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap Laporan 
Du gaan Pelanggaran yang diajukan oleh pelapor. Rapat Gelar 
Laporan ini diatur dalam Pasal 22 Peraturan Komisi Pengawas 
Persaingan Usaha Nomor 1 tentang Tata Cara Penanganan Per-
kara di Komisi Pengawas Persaingan Usaha. 
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 Pasal 22 Peraturan tersebut menyebutkan:
  (1)  Sekretariat Komisi memaparkan Laporan Dugaan Pelang-

garan dalam suatu Gelar Laporan.
 (2)  Gelar Laporan sebagaimana disebut dalam ayat (1) dila-

kukan dalam suatu Rapat Gelar Laporan yang dihadiri oleh 
Pimpinan Komisi.

Setelah dilakukan Rapat Gelar Laporan sudah tentu hasil 
dari Rapat Gelar Laporan tersebut tentang Laporan Pelapor ada 
dua kemungkinan. Setelah pemaparan yang disampaikan oleh 
sekretariat komisi, komisi menilai layak atau tidaknya Laporan 
Dugaan Pelanggaran yang dituangkan dalam laporan dilakukan 
pemeriksaan pendahuluan. Seperti telah disebutkan di atas la-
poran yang dinilai layak dilakukan pemeriksaan pendahuluan 
bilamana memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 
19 ayat (2) yakni memuat:
a. Identitas pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran;
b. Perjanjian dan/atau kegiatan usaha yang diduga dilanggar;
c. Cara perjanjian dan/atau kegiatan usaha dilakukan atau 

dampak perjanjian dan/atau kegiatan terhadap persaingan, 
kepentingan umum, konsumen dan/atau kerugian yang di-
timbulkan sebagai akibat dari terjadinya pelanggaran;

d. Ketentuan undang-undang yang diduga dilanggar; dan
e. Rekomendasi perlu tidaknya pemeriksaan pendahuluan.

Bilamana laporan dugaan pelanggaran yang dinilai layak, 
maka pemeriksaan pendahuluan dilakukan melalui penetapan 
yang ditanda tangani oleh ketua komisi. Penetapan yang ditanda 
tangani oleh ketua komisi tersebut disampaikan kepada pelapor 
dan terlapor. Selain terlapor mendapat Penetapan dari ketua 
komisi, kepada terlapor juga disampaikan Laporan Dugaan Pe-
langgaran. Adapun terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang 
dinilai tidak layak dilakukan pemeriksaan pendahuluan, ko  misi 
menetapkan untuk tidak dilakukan pemeriksaan pen da  huluan. 
Pe netapan untuk tidak dilakukan pemeriksaan pen da huluan 
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tersebut dicatat dalam Buku Daftar Penghentian Pe nanganan 
Laporan dan diberitahukan kepada Pelapor yang ber  sang kutan. 

Jangka waktu untuk melakukan kegiatan Gelar Laporan 
oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha selambat-lambatnya 
14 (empat belas) hari sejak selesainya pemberkasan. Ketentuan 
hasil Gelar Laporan ini diatur dalam Pasal 22 sampai dengan 
Pasal 26 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 
1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penanganan Perkara di Komisi 
Peng awas Persaingan Usaha.

d. Pemeriksaan Pendahuluan
Pemeriksaan Pendahuluan atas Dugaan Pelanggaran terha-

dap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan 
Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat diatur da-
lam Pasal 39 ayat (1).

Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 
tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak 
sehat menyebutkan: 

 “Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 
ayat (1) dan ayat (2), Komisi wajib melakukan pemeriksaan pen-
da huluan, dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) 
hari setelah menerima laporan , Komisi wajib menetapkan perlu 
atau tidaknya dilakukan pemeriksaan lanjutan.“

Lebih lanjut pemeriksaan pendahuluan itu diatur dalam Per-
aturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2006 
tentang tata Cara Penanganan Perkara di Komisi Pengawas Per-
saingan Usaha dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 41.

Dalam pemeriksaan Pendahuluan ini Komisi Pengawas Per-
saingan Usaha melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap 
Laporan Dugaan Pelanggaran. Komisi Pengawas Persaingan Usa-
ha dalam melakukan pemeriksaan pendahuluan terdiri dari se-
ku rang-kurangnya 3 (tiga) Anggota Komisi. Agar pemeriksaan 
dapat berjalan lancar dalam pemeriksaan pendahuluan Komisi 
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dibantu oleh sekretariat komisi.
Pemeriksaan Pendahuluan ini bertujuannya untuk menda-

pat pengakuan dari terlapor berkaitan dengan laporan pelapor 
tentang adanya dugaan pelanggaran yang dituduhkan kepada 
terlapor dan/atau untuk mendapatkan bukti awal yang cukup 
mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor. 
Dalam pemeriksaan pendahuluan tersebut guna untuk menda-
pat   kan pengakuan dari terlapor berkaitan dengan dugaan pe-
lang garan yang dituduhkan dan/atau untuk mendapatkan 
buk  ti awal yang cukup mengenai dugaan pelanggaran yang di-
tu   duhkan kepada terlapor atau yang dilakukan oleh terlapor. 
Tim Pemeriksa Pendahuluan untuk mendapatkan pengakuan 
dari terlapor tersebut memanggil terlapor untuk diminta kete-
rangan dan kesediaannya untuk mengakhiri perjanjian dan/atau 
kegiatan yang diduga dilanggar oleh terlapor. Selanjutnya un-
tuk men dapatkan bukti awal yang cukup Tim Pemeriksa Pen-
dahuluan dapat memanggil dan memeriksa pihak-pihak yang 
diang gap mengetahui terjadinya pelanggaran yang dilakukan 
oleh terlapor.

Untuk kepentingan pemeriksaan yang pear Tim Pemeriksa 
Pendahuluan dapat memeriksa surat, dokumen dan/atau surat 
bukti lain kepada terlapor dan kepada pihak lain yang  diang gap 
mengetahui terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh ter la-
por. Pemeriksaan pendahuluan dilakukan di dalam suatu ruang 
pemeriksaan komisi atau di tempat lain yanag ditentukan ko-
misi dengan ketentuan syarat harus dihadiri oleh sekurang-ku-
rangnya 1 (satu) Anggota Tim Pemeriksa Pendahuluan. Pro ses 
Pemeriksaan Pendahuluan dicatat dalam Buku Acara Peme rik sa-
an Pendahuluan dan ditandatangani oleh pihak yang di pe rik sa 
dan Sekretariat Komisi.

Terhadap hasil Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa 
Pendahuluan menyimpulkan pengakuan terlapor dan/atau bukti 
awal yang cukup yang diperoleh dalam pemeriksaan penda hu-
luan mengenai dugaan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh 
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terlapor atau dituduhkan kepada terlapor. Kesimpulan tim pe-
meriksa pendahuluan tersebut dibuatlah laporan hasil peme rik-
saan pendahuluan yang memuat sekurang-kurangnya:
a. Dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor;
b. Pengakuan terlapor atas dugaan pelanggaran yang ditu duh-

kan;
c. Rekomendasi perlu tidaknya dilakukan pemeriksaan lan jut-

an.

Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan ini, Tim Pemeriksa 
Pendahuluan melaporkannya atau menyampaikannya kepada 
ko misi. Komisi sesuai wewenang yang dimilikinya kemudian 
me netapkan suatu tindak lanjut atas Hasil Laporan Pemeriksaan 
Pendahuluan oleh Tim Pemeriksa Pendahuluan melalui Rapat 
Komisi.

Komisi dalam rapatnya dapat menetapkan agar dilakukan 
pemeriksan lanjutan apabila terlapor tidak memenuhi panggilan 
atau tidak memberikan surat atau dokumen tanpa alasan yang 
sah. Dalam hal pemeriksaan lanjutan komisi menetapkan status 
terlapor, perjanjian dan/atau kegiatan yang diduga melanggar 
serta ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang di-
du ga dilanggar oleh terlapor melalui Penetapan Pemeriksaan 
Lanjutan.

Penetapan ini disampaikan kepada terlapor dengan melam-
pirkan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan.

Bilamana terlapor tidak bersedia mengakhiri perjanjian 
dan/atau kegiatannya Tim Pemeriksa Pendahuluan memberikan 
ke  sempatan kepada terlapor untuk membela diri (mengajukan 
pem belaan diri). Dalam pembelaan diri terlapor, terlapor dapat 
mengajukannya dalam pemeriksaan lanjutan yang dilakukan 
oleh Tim Pemeriksa Pendahuluan melalui 3 (tiga) cara:
– Memberikan keterangan, baik lisan maupun tertulis;
– Memberikan bukti pendukung; dan/atau
– Mengajukan saksi dan ahli.
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Jangka waktu Pemeriksaan Pendahuluan, Pemeriksaan Pen-
da huluan dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari 
sejak ditetapkannya Pemeriksaan Pendahuluan.

Sekalipun batas waktu Pemeriksaan Pendahuluan telah 
ditentukan sebagaimana disebut di atas bila ada perubahan-per-
ubahan perilaku dari terlapor maka komisi dapat menetapkan 
tidak perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan hal ini ditentukan 
dalam Pasal 37 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha 
Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penanganan Perkara di 
Komisi Pengawas Persaingan Usaha. 

Komisi Pengawas Persaingan Usaha dapat menetapkan ti dak 
perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan meskipun terdapat dugaan 
pelanggaran apabila terlapor bersedia melakukan per ubahan 
pe ri laku. Perubahan perilaku yang dimaksud adalah mem ba-
tal  kan perjanjian dan/atau menghentikan kegiatan dan/atau 
meng hentikan penyalahgunaan posisi dominan yang diduga me-
langgar dan/atau membayar kerugian akibat dari pelanggaran 
yang dilakukan. Perubahan perilaku yang demikian itu berlaku 
paling lama 60 (enam puluh) hari dan dapat diperpanjang sesuai 
dengan Penetapan Komisi.

Dalam ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pengawas 
Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pe-
na nganan Perkara di Komisi Pengawas Persaingan Usaha me-
nun jukkan terhadap terlapor yang beriktikad baik secara sung-
guh-sung guh melakukan perubahan perilaku dan mewujudkan 
tin    dakannya dalam tindakan yang nyata dengan cara memba tal-
kan perjanjian dan/atau menghentikan kegiatan dan/atau meng-
hen tikan penyalahgunaan posisi dominan yang diduga  melang gar 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik 
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan/atau mem ba-
yar kerugian akibat dari dugaan pelanggaran yang  dila ku kan 
dapat diberikan Pengecualian oleh Peraturan Komisi  Pe ng awas 
Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pe na-
nganan Perkara di Komisi Pengawas Persaingan Usaha tersebut. 
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Untuk tujuan agar dapat memastikan terlapor sung guh-sungguh 
konsisten dalam melakukan perubahan perilaku sesuai yang di-
nyatakannya Sekretaris Komisi atau Tim Monitoring me lak sa-
nakan Penetapan melakukan monitoring. Monitoring ini perlu 
dilaklukan untuk menilai pelaksanaan Penetapan Komisi ten-
tang Perubahan Perilaku Terlapor. Hasil monitoring yang di-
lakukan oleh sekretariat komisi tersebut disusun dalam bentuk 
Laporan Pelaksanaan Penetapan yang memuat isi penetapan, 
per nyataan pernyataan perubahan perilaku terlapor dan bukti 
yang menjelaskan tentang telah dilaksanakannya Penetapan Ko -
misi. Selanjutnya Sekretariat menyampaikan Laporan Pelak sa-
naan Penetapan tersebut dalam Rapat Komisi.

Setelah mendengar laporan yang disampaikan sekretariat 
komisi berdasarkan penilaian yang dilakukan komisi dapat dite-
tapkan 2 (dua) hal, yaitu:
1. Menetapkan untuk menghentikan monitoring pelaksanaan 

penetapan perubahan perilaku dan tidak melanjutkan ke pe-
meriksaan lanjutan;

2. Menetapkan untuk menghentikan monitoring pelaksanaan 
penetapan perubahan perilaku sekaligus menetapkan untuk 
melanjutkan ke pemeriksaan lanjutan. 

e. Pemeriksaan Lanjutan
Mengenai Pemeriksaan Lanjutan diatur dalam Pasal 39 Un-

dang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik 
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Ketentuan pasal 
39 menyebutkan: 

 “(1)  Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud Pasal 38 
ayat (1) dan ayat (2), Komisi wajib melakukan pemeriksaan 
penda huluan, dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 
(tiga puluh) hari setelah menerima laporan, Komisi wajib 
menetapkan perlu atau tidaknya dilakukan pemeriksaan 
lanjutan.
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  (2)  Dalam pemeriksaan lanjutan, Komisi wajib melakukan pe-
me riksaan terhadap pelaku usaha yang dilaporkan.

 (3) Komisi wajib merahasiakan informasi yang diperoleh dari 
pelaku usaha yang dikategorikan sebagai rahasia perusa-
haan.

 (4) Apabila dipandang perlu, Komisi dapat mendengar kete-
rangan saksi, saksi ahli, dan/atau pihak lain.

 (5) Dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (2) dan ayat (4) Anggota Komisi dilengkapi dengan 
surat tugas.”

Pelaksanaan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaing-
an Usaha Tidak Sehat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 42 
sampai dengan Pasal 50 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan 
Usaha Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penanganan Per-
kara di Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Berdasarkan Penetapan Pemeriksaan Lanjutan Komisi Peng-
awas Persaingan Usaha melakukan pemeriksaan lanjutan yang 
dilakukan oleh tim pemeriksa lanjutan yang sekurang-kurangnya 
terdiri dari 3 (tiga) anggota komisi. Untuk memperlancar tugas 
pemeriksaan komisi, komisi dibantu oleh sekretariat komisi.

Kegiatan pemeriksaan lanjutan dilakukan untuk ada tidak-
nya bukti pelanggaran yang dituduhkan kepada terlapor. Untuk 
menemukan ada tidaknya bukti pelanggaran, tim pemeriksa lan-
jutan melakukan serangkaian kegiatan berupa:
a. Memeriksa dan meminta keterangan terlapor;
b. Memeriksa dan meminta keterangana saksi, ahli, dan in-

stansi pemerintah;
c. Meminta, mendapatkan dan melihat surat, dokumen, dan/

atau alat-alat bukti lain;
d. Melakukan penyelidikan terhadap kegiatan terlapor atau 

pihak lain terkait dengan dugaan pelanggaran.

Dalam pemeriksaan lanjutan, pemeriksaan terhadap ter la-
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por, saksi dan ahli dilakukan dalam suatu ruang pemeriksaan 
komisi atau tempat lain yang ditentukan oleh komisi dengan 
dihadiri oleh sekurang-kurangnya 1 (satu) anggota tim peme-
riksa lanjutan. Proses pemeriksaan lanjutan ini dicatat dalam 
Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan yang ditandatangani oleh 
pihak yang diperiksa dan Sekretariat Komisi. Dalam peme rik sa-
an lanjutan ini Komisi Pengawas Persaingan Usaha melakukan 
Pe nyelidikan. Penyelidikan dilakukan di lokasi di mana kete-
rang an dan/atau bukti-bukti yang berkaitan dengan dugaan pe-
langgaran dapat diketemukan. Hasil Penyelidikan dicatat dalam 
Berita Acara Penyelidikan yang ditandatangani oleh Sekretariat 
Komisi.

Selain melakukan penyelidikan komisi juga meminta ke te-
rangan dari instansi pemerintah yang dilakukan dalam suatu 
ruangan pertemuan atau tempat lain yang ditentukan oleh ko-
misi. Keterangan pemerintah ini dicatat dalam Risalah Kete-
rang an Pemerintah yang ditandatangani oleh pihak Instansi 
Pe merintah dan Sekretariat Komisi. Dokumen-dokumen yang 
dise rahkan oleh terlapor, saksi, ahli dan instansi pemerintah 
dicatat oleh Sekretariat Komisi dalam Berita Acara Penerimaan 
Surat dan/atau Dokumen.

Mengenai hasil pemeriksaan lanjutan oleh tim pemerik saan 
lanjutan disimpulkan. Dalam Kesimpulan Tim Pemeriksaan Lan-
jutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Peraturan Komisi 
Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2006 tentang tata Cara Pe-
nanganan Perkara di Komisi Pengawas Persaingan Usaha, disim-
pulkan tentang ada atau tidaknya bukti telah terjadi pelanggaran. 

Kesimpulan tersebut disusun berdasarkan sekurang-kurang-
nya 2 (dua) alat bukti.

Kesimpulan dari Tim Pemeriksaan Lanjutan tersebut dibuat 
dalam bentuk Laporan hasil Pemeriksaan Lanjutan berikut surat, 
dokumen dan/atau bukti lainnya kepada Komisi untuk me mu-
tuskan bahwa telah terjadi atau tidak terjadi pelanggaran yang 
dilakukan oleh terlapor. 
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f. Sidang majelis Komisi
Mengenai sidang Majelis Komisi ketentuannya diatur dalam 

Pasal 51 sampai dengan Pasal 59 Keputusan Pengawas Per saing-
an Usaha Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pena nganan 
Perkara di Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Untuk memutus telah terjadi atau tidak terjadi pelanggaran 
sebagaimana dimaksud dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Lan-
jutan Komisi membentuk Majelis Komisi. Majelis komisi terdiri 
dari selurang-kurangnya 3 (tiga) anggota komisi. Majelis komisi 
dipimpin oleh seorang ketua majelis merangkap anggota ang-
gota majelis dan 2 (dua) anggota majelis. Dalam pemerik saan 
lanjutan dalam keanggotaan majelis komisi itu terdapat seku-
rang-kurangnya 1 (satu) orang anggota majelis yang menangani 
perkara dalam pemeriksaan lanjutan. Majelis komisi dalam men-
jalankan tugasnya dibantu oleh sekretariat komisi.

Sidang majelis komisi dilakukan untuk menilai, menyim-
pul kan, dan memutus perkara berdasarkan bukti yang cukup 
tentang telah terjadi atau tidak terjadi pelanggaran, yakni pe-
lang  garan terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ten-
tang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak 
Sehat. 

Dalam sidang pertama majelis komisi memberikan kesem-
pat an kepada terlapor untuk menyampaikan pendapat atau pem -
belaannya atas dugaan adanya pelanggaran yang  dituduh kan 
kepadanya. Pendapat atau pembelaan dirinya terlapor da pat di-
sampaikan secara tertulis atau lisan dan dapat pula me nyam pai-
kan bukti tambahan dalam sidang majelis tersebut.

Untuk dapat menyampaikan pembelaan terlapor dapat me-
lihat bukti-bukti dugaan pelangaran yang dituduhkan kepa-
danya. Sidang majelis komisi untuk mendengar pendapat dan/
atau menerima pendapat atau pembelaan terlapor dengan per-
se tujuan atau permintaan terlapor sidang majelis komisi dapat 
dinyatakan terbuka untuk umum.
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Dalam persidangan atau dalam proses perkara pelanggaran 
Undng-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik 
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat setiap adanya du-
gaan pelanggaran yang dituduhkan kepada Terlapor wajib di du-
kung oleh alat-alat bukti.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Pasal 42 me-
nyebutkan:

Alat-alat bukti pemeriksaan majelis komisi berupa: 
a. Keterangan saksi;
b. Keterangan ahli;
c. Surat dan/atau dokumen;
d. Petunjuk;
e. Keterangan pelaku usaha.

Berkaitan dengan alat-alat bukti sebagaimana disebut da-
lam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang 
Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, 
dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 
Tahun 2006 tentang Tata Cara Penanganan Perkara di Komisi 
Pengawas Persaingan Usaha, majelis komisi dalam menilai ter-
jadi atau tidak terjadi pelanggaran majelis komisi menggu na-
kan alat-alat bukti sebagaimana juga disebut dalam Pasal 42 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut di atas. Majelis 
komisi dalam menentukan sah atau tidaknya alat-alat bukti dan 
menentukan nilai pembuktian berdasarkan kesesuaian seku rang-
kurangnya 2 (dua) alat bukti sah. Dalam pembuktian ini majelis 
komisi harus cermat akan sah atau tidak sahnya alat-alat bukti 
yang diajukan oleh pelapor dengan memperhatikan kesesuaian 
alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lainnya, sehingga 
mempunyai nilai pembuktian atas ada atau tidak adanya dugaan 
pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang La-
rangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Sebagaimana layaknya dalam proses perkara lainnya seperti 
misalnya dalam perkara Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Ta-
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hun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dalam Pasal 54 me nen -
tukan “Guna kepentingan pembelaan Terdakwa atau  Ter dak wa 
berhak mendapat bantuan hokum dari seorang atau lebih pe na -
sihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat peme-
riksaan menurut tata cara yang ditentukan oleh undang-undang 
ini.”

Berkaitan dengan proses perkara Pelanggaran Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Mo no-
poli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sudah selayaknya juga 
Terlapor mendapat bantuan hakum dari Penasihat Hukum atau 
Advokat. Sehubungan dengan bantuan hukum dari Penasihat 
Hukum/Advokat terhadap adanya laporan dugaan adanya pe-
langgaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, 
Ter lapor sudah seharusnya mempunyai hak untuk didampingi 
oleh Kuasa Hukum atau Advokat dalam setiap pemeriksaan dan 
sidang Majelis Komisi.

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 
Tahun 2006 tentang Tata Cara Penanganan Perkara di Komisi 
Pengawas Persaingan Usaha Pasal 65 ayat (2) huruf i menye-
butkan “Dalam setiap tahapan pemeriksaan dan sidang Majelis 
Komisi, Terlapor berhak: didampingi oleh kuasa hokum atau 
Advokat dalam setiap tahap pemeriksaan dan Sidang Majelis.” 

Dalam hal Terlapor didampingi oleh Kuasa Hukum atau 
Advokat sebagaimana disebut dalam Pasal 65 ayat (2) huruf i 
Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha tersebut di atas 
tidak secara tegas disebut didampingi oleh seorang Kuasa Hukum 
atau Advokat. Oleh karena itu menurut hemat penulis terlapor 
dapat didampingi oleh lebih dari seorang Kuasa Hukum atau 
Advokat dalam setiap proses pemeriksaan dan sidang majelis 
komisi.

Selain dan setelah proses Pemeriksaan Pendahuluan, peme-
riksaan lanjutan dan sidang Komisi mengenai dugaan pelang-
gar an terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 
1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha 
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Tidak Sehat, Majelis Komisi harus membuat Putusan Komisi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 1999 tersebut. Ketentuan Pasal 43 ayat (3) Un-
dang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyebutkan “Komisi wajib 
memutus telah terjadi atau tidak terjadi pelanggaran ter hadap 
undang-undang ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari ter-
hitung sejak selesainya pemeriksaan lanjutan sebagai mana di-
maksud dalam ayat (1) atau ayat (2).”

Dalam penjelasan atas Pasal 43 ayat (3) tersebut disebutkan 
pengambilan keputusan Majelis Komisi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 43 ayat (3) dilakukan dalam suatu sidang majelis 
yang beranggotakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) anggota ko-
misi.

Berkaitan dengan putusan komisi tersebut dalam Peraturan 
Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2006 ten-
tang Tata Cara Penanganan Perkara di Komisi Pengawas Per-
saing an Usaha diatur dalam Pasal 54 sampai dengan Pasal 59.

Dalam putusan majelis komisi, majelis memutus telah terjadi 
atau tidak terjadi pelanggaran berdasarkan penilaian Hasil Pe-
me riksaan Lanjutan dan seluruh surat dan/atau dokumen atau 
surat bukti lain yang disertakan di dalamnya termasuk pendapat 
atau pembelaan terlapor. Keputusan majelis komisi tersebut di-
susun dalam bentuk putusan komisi. Bilamana terbukti ada pe -
langgaran, majelis komisi dalam putusannya menyatakan ter la-
por telah melanggar ketentuan undang-undang dan menja tuh kan 
sanksi administratif sesuai dengan ketentuan undang-undang. 

Majelis komisi dalam menjatuhkan putusannya dibacakan 
dalam sidang terbuka untuk umum (Pasal 57 Peraturan Komisi 
Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2006). Ketentuan 
ini membawa akibat bilamana ada putusan majelis komisi yang 
dijatuhkan dalam sidang yang terbuka untuk umum putusan 
majelis komisi tersebut batal demi hukum. Majelis komisi dalam 
bersidang terhadap adanya dugaan pelanggaran Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan 
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Persaingan Usaha Tidak Sehat putusan majelis komisi dibacakan 
selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berak-
hirnya jangka waktu pemeriksaan lanjutan.

Putusan Majelis Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
57 jo. Pasal 59 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha 
Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penanganan Perkara 
di Komisi Pengawas Persaingan Usaha jo. Pasal 43 ayat (3) dan 
ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan 
Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (putusan 
dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum) memuat sanksi-
sanksi: sanksi Tindakan Administratif, sanksi Pidana Pokok, 
sank  si Pidana Tambahan sebagaimana disebut dalam Pasal 47 
sam   pai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 
ten tang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Ti dak 
Sehat. 

Sanksi Tindakan Administratif sebagaimana disebut Un-
dang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut dalam Pasal 47 di-
se  but kan: 

  “(1)  Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan 
administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ke-
tentuan undang-undang ini.

 (2) Tindakan adminitratif sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1) dapat berupa:

  a.  penetapan pembatalan perjanjian sebagaimana di-
mak  sud pada Pasal 4 sampai dengan Pasal 13, Pasal 15, 
dan Pasal 16, dan/atau

  b.  perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan 
integrasi vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
14, dan/atau

  c.  perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan 
kegiatan yang terbukti menimbulkan praktik monopoli 
dan/atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat 
dan/atau merugikan masyarakat, dan/atau

  d.  perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan 
penyalahgunaan posisi dominan, dan/atau
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  e.  penetapan pembatalan atas penggabungan atau pele-
buran badan usaha dan pengambilalihan saham seba-
gaimana dimaksud dalam Pasal 28, dan/atau

  f.  penetapan pembayaran ganti rugi, dan/atau
  g. pengenaan denda serendah-rendahnya Rp 

1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan setinggi-tinggi-
nya Rp 25.000.000.000,- (duapuluh lima miliar rupiah).

 Lebih lanjut dalam sanksi Pidana Pokok Pasal 48 menyebutkan: 
 (1) Pelanggaran terhadap Pasal 4, Pasal 9 sampai dengan pasal 

14, pasal 16 sampai dengan Pasal 19, Pasal 25, Pasal 27, 
dan Pasal 28 diancam pidana denda serendah-rendahnya 
Rp 25.000.000.000,- (duapuluh lima miliar rupiah) dan se-
tinggi-tingginya Rp 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) 
atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 6 
(enam) bulan;

 (2) Pelanggaran terhadap Pasal 5 sampai dengan Pasal 8, Pasal 
15, pasal 20 sampai dengan Pasal 24, dan Pasal 26 Undang-
undang ini diancam diancam pidana denda serendah-ren-
dahnya Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dan se ting gi-
tingginya Rp 25.000.000.000,- (duapuluh lima mil iar rupiah) 
atau pidana kurungan pengganti denda selama-lama nya 5 
(lima) bulan;

 (3) Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 41 undang-undang 
ini diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp 
1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya 
Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) atau pidana kurung-
an pengganti denda selama-lamanya 3 (tiga) bulan.

 Lebih lanjut lagi dalam sanksi Pidana Tambahan Pasal 49 me-
nyebutkan:

 Dengan menunjuk ketentuan Pasal 10 Kitab Undang-undang 
Hukum Pidana, terhadap pidana sebagaimana diatur dalam 
Pasal 48 dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:

 a. Pencabutan izin usaha, atau
 b. Larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti mela ku-

kan pelanggaran terhadap undang-undang ini untuk men -
duduki jabatan direksi atau komisaris sekurang-ku rang  nya 
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2 (dua) tahun dan selama-lamanya 5 (lima) tahun; atau
 c. Penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menye-

babkan timbulnya kerugian pada pihak lain.

g. Pelaksanaan Putusan Komisi
Setelah perkara diputus oleh majelis komisi sebagaimana 

telah disebutkan di atas, maka putusan harus disampaikan ke-
pada para pihak.

Peraturan Komaisi Pengawasan Persaingan Usaha Nomor 1 
Tahun 2006 tentang Tata Cara Penanganan Perkara di Komisi 
Pengawasan Persaingan Usaha dalam Pasal 60 menyebutkan:
(1) Segera setelah majelis komisi membacakan putusan, sekre-

tariat komisi menyampaikan Petikan Putusan Komisi berikut 
Salinan Putusannya kepada terlapor;

(2) Terlapor dianggap telah menerima pemberitahuan petikan 
putusan berikut salinan puatusan sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) terhitung sejak hari/tanggal tersedianya sa-
linan putusan dimaksud di website KPPU.

Adapun mengenai palaksanaan putusan Komisi diatur 
dalam pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 
tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha  Ti dak 
Sehat menyebutkan “Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari se jak 
pelaku usaha menerima pemberitahuan putusan Komisi se ba gai-
mana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4), pelaku usaha wa jib 
me laksanakan putusan tersebut dan menyampaikan la por an pe-
laksanaannya kepada Komisi 30 (tiga puluh) hari di hitung sejak 
diterimanya petikan putusan Komisi oleh pelaku usaha atau 
kuasa hukumnya.”

Mengenai monitoring pelaksanaan putusan komisi diatur 
dalam Pasal 61 sampai dengan Pasal 63 Peraturan Komisi Peng -
awasan Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata 
Cara Penanganan Perkara di Komisi Pengawas Persaingan 
Usa ha. Dalam Pasal 61 sampai dengan Pasal 63 mengatur me-
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nge nai apakah terlapor mengajukan keberatan atau tidak atas 
putusan komisi. Dalam hal terlapor tidak mengajukan ke be-
ratan, maka terlapor wajib melaksanakan putusan Komisi dan 
menyampaikan pelaksanaan putusan komisi tersebut kepada 
Komisi. Dalam hal terlapor mengajukan keberatan atas putusan 
komisi sebagaimana disebut dalam Psal 61 ayat (1) terlapor 
dapat mengajukan keberatan terhadap putusan komisi dalam 
kurun waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya petikan 
putusan komisi berikut salinan putusan komisi. Keberatan ter  -
lapor atas putusan komisi tersebut dapat diajukan kepada peng-
adilan negeri. Bila terlapor tidak mengajukan keberatan atas 
putusan komisi namun juga tidak mau memenuhi putusan komisi 
tersebut komisi melakukan monitoring. Bilamana komisi menilai 
terlapor tidak melaksanakan putusan komisi, komisi dapat 
mem buat penetapan untuk mengajukan permohonan pe ne tapan 
eksekusi kepada pengadilan negeri dan/atau  menye rahkan pu-
tusan komisi taersebut kepada penyidik untuk dila kukan penyi-
dikan. 

Dalam hal keberatan terhadap putusan Komisi Pengawas 
Persaingan Usaha sebagaimana disebutkan Undang-Undang 
No mor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan 
Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Pasal 44 ayat (2) menye but-
kan: Pelaku usaha dapat mengajukan keberatan kepada peng-
adilan negeri selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah 
menerima pemberitahuan putusan tersebut. Demikian pula kata 
keberatan atas puatusan komisi dapat dijumpai dalam Pasal 61 
ayat (1) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 
1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penanganan Perkara di Komisi 
Pengawas Persaingan Usaha yang menyebutkan: Terla por dapat 
mengajukan keberatan terhadap putusan komisi dalam kurun 
waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya petikan putusan 
komisi berikut salinan putusan komisi.

Mengenai dengan apa yang dimaksud kata keberatan dapat 
dilihat dalam Peratuaran Mahkamah Agung Republik Indomesia 
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Nomor 03 tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hu-
kum Keberatan Terhadap Putusan KPPU, dalam Pasal 1 ayat (1) 
menyebutkan: 

 “Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan: 
Keberatan adalah upaya hukum bagi Pelaku Usaha yang tidak 
menerima putusan KPPU.”

Hak Pelaku Usaha yang keberatan atas putusan Komisi 
Peng  awas Persaingan Usaha dapat melakukan atau mengajukan 
upaya hukum. 

Dalam hal pelaku usaha mengajukan upaya hukum Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Mono-
poli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Pasal 44 ayat (2) 
me nyebutkan: Pelaku Usaha dapat mengajukan keberatan ke-
pa da Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 14 (empat  be las) 
hari setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut. De-
mi   kian juga Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha 
Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penanganan Perkara 
di Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam Pasal 61 ayat (1) 
me nye  butkan: Terlapor dapat mengajukan keberatan terhadap 
putusan Komisi dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari sejak 
di  terimanya petikan putusan komisi berikut salinan putusan 
komisi.

Mengenai upaya hukum atas putusan komisi sebagai mana 
dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Ta-
hun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan 
Usaha Tidak Sehat dan demikian juga sebagaimana disebut 
dalam Pasal 61 ayat (1) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan 
Usaha Nomor 1 Tahun 2006 tentang tata Cara Penanganan Per-
kara di Komisi Pengawas Persaingan Usaha diajukan kepada 
Pengadilan Negeri. Keberatan atas putusan komisi hanya dapat 
di lakukan oleh terlapor kepada pengadilan negeri tempat kedu-
dukan hukum usaha pelaku usaha.
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Pengadilan negeri terkait dengan keberatan yang diajukan 
oleh pelaku usaha terlapor dalam Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan 
Usaha Tidak Sehat Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan: 
(1) Pengadilan negeri harus memeriksa keberatan pelaku usaha 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) dalam waktu 
14 (empat belas) hari sejak diterima keberatan tersebut.

(2) Pengadilan negeri harus memberikan putusan dalam waktu 
30 (tiga puluh) hari sejak dimulainya pemeriksaan keberatan 
tersebut.

Mengenai tata cara mengajukan upaya hukum keberatan 
atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dapat dijumpai 
dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia 
Nomor: 03 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hu-
kum Keberatan terhadap Putusan KPPU. Yang menyebutkan: 

 (1) Keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) 
hari terhidung sejak Pelaku Usaha menerima pemberitahuan 
putusan KPPU dan/atau diumumkan melalui websit KPPU;

 (2) Keberatan diajukan melalui Kepaniteraan Pengadilan Ne-
geri yang bersangkutan sesuai dengan prosudur pen daf -
taran perkara perdata dengan memberikan salinan keber-
atan kepada KPPU;

 (3) Dalam hal keberatan diajukan oleh lebih dari 1 (satu) Pe-
laku Usaha untuk putusan KPPU yang sama, dan memiliki 
ke dudukan hukum yang sama, perkara tersebut harus di-
daftar dengan nomor yang sama;

 (4) Dalam hal keberatan diajukan oleh lebih dari 1 (satu) Pelaku 
Usaha untuk putusan KPPU yang sama tetapi berbeda 
tem pat kedudukan hukumnya, KPPU dapat mengajukan 
Permohonan tertulis kepada Mahkamah Agung untuk me-
nun juk salah satu Pengadilan Negeri disertai usulan peng-
adilan mana yang akan memeriksa keberatan tersebut;

 (5) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), oleh 
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KPPU ditembuskan kepada seluruh Ketua Pengadilan Ne-
geri yang menerima Permohonan keberatan;

 (6) Pengadilan Negeri yang menerima permohonan keberatan 
tersebut harus menghentikan pemeriksaan dan menunggu 
penunjukan Mahkamah Agung;

 (7) Setelah Permohonan diterima sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) Mahkamah Agung dalam waktu 14 (empat 
be las) hari menunjuk Pengadilan Negeri yang memeriksa 
kebe  ratan tersebut;

 (8) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan 
dari Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri yang tidak di-
tunjuk harus mengirimkan berkas perkara disertai (sisa) 
biaya perkara ke Pengadilan Negeri yang ditunjuk.”

Dari tata Cara Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan 
Keputusan Pengawas Persaingan Usaha sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4 Peraturan mahkamah Agung Republik Indonesia 
Nomor 03 Tahun 2005 Pasal 4 ayat (1), ayat (2), ayat (3) ayat 
(4), dalam hal keberatan diajukan oleh lebih dari satu pelaku 
usaha untuk putusan KPPU yang sama akan tetapi berbeda ke-
dudukan hukumnya Komisi Pengawas Persaingan Usaha dapat 
mengajukan permohonan tertulis kepada Mahkamah Agung gu-
na menunjuk salah satu pengadilan negeri disertai usulan peng-
adilan mana yang akan memeriksa keberatan tersebut. 

Mencermati ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung 
RI. Nomor 03 Tahun 2005 tersebut mengandung 3 (tiga) hal 
pokok yakni:
1. Mengenai jangka waktu mengajukan keberatan terhadap 

pu tusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha ke pengadilan 
ne geri sama seperti prosudur perkara perdata dengan me-
lam  pir kan Salinan putusan Keputusan Pengawas Persaingan 
Usaha.

2. Mengenai pengadilan negeri yang berwenang memeriksa 
atau mempunyai kompetensi untuk memeriksa keberatan 
putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
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3. Mengenai wewenang Mahkamah Agung untuk menunjuk 
pe ngadilan ngeri yang berwenang memeriksa keberatan ter-
hadap putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Mengenai Tata Cara Pemeriksaan Keberatan sebagaimana 
diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 03 Tahun 
2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum keberatan 
terhadap putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha segera se-
telah menerima keberatan ketua pengadilan negeri menunjuk 
majelis hakim yang mempunyai pengetahuan yang cukup dalam 
bidang hukum persaingan usaha. Karena adanya keberatan dari 
pelaku usaha dan berkaitan dengan hal keberatan tersebut Ko misi 
Pengawas Persaingan Usaha wajib menyerahkan putusan dan 
ber kas perkaranya kepada pengadilan negeri yang memeriksa 
keberatan pada hari persidangan pertama. Pemeriksaan dalam 
tingkat keberatan dilakukan tanpa proses mediasi, dan pemerik-
saan keberatan dilakukan atas dasar putusan komisi dan berkas 
perkaranya. Majelis hakim pengadilan negeri yang memeriksa 
keberatan harus memberikan putusan dalam waktu 30 (tiga 
puluh) hari sejak dimulainya pemeriksaan keberatan. Jika ter-
jadi pemeriksaan keberatan berdasarkan penunjukan Mahkamah 
Agung (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) Peraturan 
mahkamah Agung RI. Nomor 03 Tahun 2005) jangka waktu pe-
meriksaan dihitung kembali sejak Majelis Hakim menerima ber-
kas perkara yanag dikirim oleh pengadilan negeri yang tidak 
ditunjuk oleh Mahkamah Agung.

Dalam pemeriksaan perkara keberatan terhadap putusan 
Komisi Pengawas Persaingan Usaha Majelis Hakim Pengadilan 
Negeri melalui Putusan Sela dapat memerintahkan kepada Ko-
misi Pengawas Persaingan Usaha melakukan pemeriksaan tam-
bahan terhadap perkara dugaan pelangaran Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan 
Per saingan Usaha Tidak Sehat. Pemeriksaan tambahan ini diatur 
dalam Pasal 6 Peraturan mahkamah Agung RI. Nomor 03 Tahun 
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2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Ke beratan 
terhadap putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha. 

Dalam pemeriksaan Tambahan ini bilamana Majelis Hakim 
Peng adilan berpendapat perlu pemeriksaan tambahan,  mela lui 
putusan Sela memerintahkan kepada Komisi Pengawas Per  sa-
ing    an Usaha untuk dilakukan pemeriksaan keberatan. Da lam 
pe rintah Majelis Hakim Pengadilan Negeri kepada Komisi Peng-
awas Persaingan Usaha memuat hal-hal yang harus diperiksa 
dengan alasan-alasan yang jelas dan jangka waktu tambah an 
yang diperlukan.

Selama pemeriksaan tambahan yang dilakukan Komisi Pe-
ngawas Persaingan Usaha sesuai dengan jangka waktu yang di-
tentukan pengadilan negeri jangka waktu pemeriksaan per kara 
di Pengadilan Negeri berkaitan dengan berkas perkara ter sebut 
ditangguhkan. Bilamana Komisi Pengawas Persaingan Usaha te-
lah rampung melakukan pemeriksaan tambahan dan ber kasnya 
dikirim ke pengadilan negeri asal berkas diperiksa tam bahan 
maka dalam waktu 7 (tujuh) hari pemeriksaan lanjut an atas ke-
be ratan sudah harus dimulai.

Mengenai pelaksanaan putusan yang diajukan keberatan 
di atur dalam Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 03 
Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Kebe-
ratan terhadap putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Da-
lam Pasal 7 tersebut dalam ayat (1) menyebutkan: “Permohonan 
Penetapan Eksekusi atas putusan yang telah diperiksa melalui 
pro sedur keberatan, diajukan Komisi Pengawas Persaingan Usa-
ha kepada Pengadilan Negeri yanag memutus perkara kebe ratan 
bersangkutan.”

Sedangkan dalam ayat (2) nya menyebutkan: “Permohonan 
penetapan eksekusi yang tidak diajukan keberatan, diajukan 
ke  pada pengadilan negeri tempat kedudukan hukum pelaku 
usaha. Menyimak kedua ayat pasal tersebut terdapat adanya 
per  be daan Permohonan Penetapan Ekseksusi terhadap perkara 
yang di ajukan keberatan oleh pelaku usaha dengan adanya Pu-
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tusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang tidak diajukan 
keberatan.

Upaya keberatan atas putusan pengadilan negeri.
Terhadap keberatan atas putusan pengadilan Negeri pelaku 

usaha dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik 
Indonesia.

Prosedur upaya keberatan terhadap putusan Pengadilan Ne-
geri ditentukan dalam Pasal 45 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (4) 
Undnag-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik 
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Ketentuan Pasal 45 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 1999 tersebut menentukan: 

 “Pihak yang keberatan atas putusan Pengadilan Negeri seba-
gaimana dimaksud dalam ayat (2) dalam waktu 14 (empat belas) 
hari dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung Re-
publik Indonesia”

Lebih lanjut dalam ayat (4) menentukan:
 Mahkamah Agung harus memberikan putusan dalam waktu 30 

(tiga puluh) hari sejak permohonan kasasi diterima.

Mengenai upaya hukum keberatan atas putusan Pengadilan 
Negeri dalam pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 
1999 tentang Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak 
Sehat tidak diatur secara rinci atau jelas dalam  Undang-Un dang 
Nomor 5 Tahun 1999 tersebut dan demikian pula dalam Per-
aturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2006 
tentang tata Cara Penanganan Perkara di Komisi  Peng awas Per-
saingan Usaha. Namun dicermati ketentuan pasal 8 Per aturan 
mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2005 tentang Tata Cara 
Pengajuan Upaya Hukum keberatan terhadap Putusan Komisi 
Pengawas Persaingan Usaha dapat analogikan pengajuan permo-
honan kasasi adalah sama dengan tata cara permohonan kasasi 
sebagaimana diatur dalam hukum acara perdata.
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Contoh perkara pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Ta-
hun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan 
Usaha Tidak Sehat yang terjadi di Sumatera Selatan antara: 
1. PT SURYA EKA LESTARI, yang beralamat di Jalan AR. 

Hamidi Nomor 3 Baturaja, Ogan Komering Ulu, Sumatera 
Selatan;

2. PT WAHYU WIDE, yang beralamat di Jalan A. Yani, km. 35 
Kamelak, Batuaraja, Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan;

3. PT SENTOSA RAYA, yang beralamat di Jalan Dusun Baturaja 
Nomor 103 Baturaja, Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan; 
Sebagai Pemohon Keberatan I, II, dan III.

Melawan:
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK IN-

DO  NESIA, beralamat di Jalan Ir. Juanda Nomor 36 Jakarta Pu sat 
10120.

Perkara para pihak tersebut di atas di Pengadilan Negeri 
Batu  raja terdaftar dalam perkara Perdata Khusus dengan Re gis-
ter Nomor: 03/Pdt.Sus/KPPU/2011/BTA.

Dalam sidang Komisi Pengawas Persaingan Usaha: Pemohon 
Keberatan I/dahulu Terlapor I, Pemohon Keberatan II/Dahulu 
Terlapor II, dan Permohon Keberatan III/dahulu Terlapor III, 
diduga telah melakukan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan 
Usaha Tidak Sehat. Para Terlapor tersebut diduga melanggar 
pa sal 22 Undang-Undang tersebut. Pasal 22 Undang-Undang 
No mor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan 
Per saingan Usaha Tidak Sehat berbunyi: “Pelaku Usaha dilarang 
bersekongkol dengan Pihak lain untuk mengatur dan/atau me-
nentukan pemenang tender, sehingga dapat mengakibatkan ter-
jadinya persaingan usaha tidak sehat.”

Dalam putusan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha No-
mor: 26/KPPU-L/2010, Tanggal 15 November 2010, yang Amar-
nya berbunyi:
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1. Menyatakan Terlapor I: PT EKA SURYA LESTARI, Terlapor 
II: PT WAHYU WIDE, Terlapor III: PT SANTOSA RAYA, ter-
bukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Un -
dang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Prak-
tik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;

2. Menghukum Terlapor I: PT EKA SURYA LESTARI untuk mem-
bayar denda sebesar Rp 59.743.000,- (lima puluh Sembilan 
juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu) yang harus disetor ke 
kas negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran 
di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas 
Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan Kode 
Pe nerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di bi-
dang Persaingan Usaha);

3. Menghukum Terlapor II: PT WAHYU WIDE untuk membayar 
denda sebesar Rp 226.782.000,- (dua ratus duapuluh enam 
juta tujuhratus delapan puluh dua ribu rupiah) yang harus 
disetor ke kas negara sebagai setoran pendapatan denda pe-
langgaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi 
Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Peme rintah de-
ngan Kode Penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelang-
garan di Bidang Persaingan Usaha);

4. Menghukum Terlapor III: PT SENTOSA RAYA untuk mem-
bayar denda sebesar Rp 659.123.000,- (enam ratus lima -
puluh sembilan juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah) 
yang harus disetor ke kas negara sebagai setoran pendapatan 
denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja 
Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Peme-
rintah dengan Kode Penerimaan 423755 (Pendapatan Denda 
Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);

5. Melarang Terlapor I: PT SURYA EKA LESTARI, Terlapor II: 
PT WAHYU WIDE, Terlapor III: PT SANTOSA RAYA, un tuk 
mengikuti Lelang yang menggunakan dana Anggaran Pen-
dapatan Belanja Daerah (APBD) di seluruh Indonesia selama 
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12 (dua belas) bulan sejak putusan ini mempunyai kekuatan 
hukum tetap.

Para terlapor (terlapor I, II, dan III) terhadap putusan Komisi 
Pengawas Persaingan Usaha tersebut keberatan dan meng aju-
kan keberatan (upaya hukum) kepada Pengadilan Negeri Batu-
raja dengan cara sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (2) 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik 
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Pasal 4 ayat 
(1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 
2005 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap putusan 
Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Sebelum Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam menja-
tuhkan putusannya Nomor: 26/KPPU-L/2010 tanggal 15 No-
vem ber 2010 terlebih dahulu Komisi Persaingan Usaha telah 
mene rima Laporan tentang kasus dugaan pelanggaran terhadap 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik 
Monopoli dan Persainghan Usaha Tidak Sehat yang berkaitan 
dengan Lelang Pekerjaan di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, 
Kabupaten Ogan Komering Ulu Propinsi Sumatera Selatan. 

Komisi Pengawas Persaingan Usaha telah melakukan pene-
li tian, penyelidikan dan pemeriksaan baik pemeriksaan pen da -
hu luan maupun pemeriksaan lanjutan di mana berdasar la por an 
hasil penelitian lanjutan Komisi Pengawas Persaingan Usaha te-
lah menetapkan PT SURYA EKA LESTARI (Pemohon Kebe rat an 
I) sebagai Terlapor I, PT WAHYU WIPE (Pemohon Kebe rat an 
II) sebagai Terlapor II dan PT SANTOSA RAYA (Pe mohon Ke-
beratan III) sebagai Terlapor III. Setelah dilakukan peme rik sa-
an, penilaian terhadap dokumen-dokumen dan alat-alat buk ti 
lainnya, Komisi Pengawas Persaingan Usaha menjatuh kan pu-
tusan yang Amarnya seperti dikutif di Atas.

Tindakan Komisi Pengawas Persaingan Usaha seperti terse-
but di atas dan menjatuhkan sanksi berupa tindakan admi nis-
tratif kepada Pemohon Keberatan I, II, dan III (dahulu Terlapor I, 
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II, dan III) adalah sesuai dengan kewenangan Komisi Pengawas 
Persaingan Usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Mono-
poli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Atas pemeriksaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha seba-
gaimana tersebut dan telah menjatuhkan putusannya dengan 
Amar sebagaimana di kutif di atas menyampaikan/mengajukan 
ke beratan kepada Pengadilan Negeri Baturaja Sumatera Selatan.

Mengenai keberatan-keberatan yang diajukan Pemohon 
Ke    beratan I, II, dan III (dahulu Terlapor I, II, dan III) setelah 
di  pe riksa dalam pemeriksaan Pengadilan Negeri Baturaja Su-
ma   tera Selatan, Pengadilan Baturaja Sumatera Selatan mem-
per   tim bangkan maka putusan Komisi Pengawas Persaingan 
Usa ha baik mengenai pertimbangan hukum yang menjadi da-
sar putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 26/
KPPU-L/2010, tanggal 15 November 2010 tersebut sudah tepat 
dan benar, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh 
karena putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha sudah tepat 
dan benar, sesuai dengan hukum yang berlaku Pengadilan Ne-
geri Baturaja Sumatera Selatan (dalam hal ini Majelis Hakim 
yang menyi dangkan) beralasan mengambil alih untuk dijadikan 
pertim  bangan dan dasar memutus/mengadili perkara ini.

Karena Pemohon Keberatan I, II, dan III dahulu Terlapor I, 
II, dan III terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap ke-
tentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ten-
tang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak 
Se hat Pengadilan Negeri Baturaja Sumatera Selatan memper-
timbangkan penjatuhan sanksi administratif oleh Komisi Peng-
awas Persaingan Usaha terhadap Pemohon Keberatan I, II dan 
III yang berupa pengenaan denda adalah sudah tepat dan sesuai 
dengan kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Mengenai penjatuhan sanksi oleh Komisi Pengawas Persaing-
an Usaha berupa larangan terhadap Pemohon Keberatan I, II, 
dan III (PT SURYA EKA LESTARI, PT WAHYU WIDE, DAN PT 
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SANTOSA RAYA) untuk mengikuti lelang yang menggunakan 
dana Anggaran Pendapat Belanja Daearah (APBD) di seluruh 
In donesia selama 12 (dua belas) bulan sejak putusan ini mem-
punyai kekuatan hukum tetap Majelis Hakim Pengadilan Ne geri 
Baturaja Sumatera Selatan yang memeriksa/mengadili per kara 
ini berpendapat bahwa sanksi tersebut tidak termasuk sank si 
tindakan administratif yang menjadi wewenang Komisi Peng-
awas Persaingan Usaha sebagaimana diatur dalam ketentuan 
Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang 
Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. 
Oleh karena itu sanksi tersebut dibatalkan.

Oleh karena sanksi tersebut dibatalkan, maka Amar putusan 
sebagaimana dikutif di atas berkaitan dengan sanksi larangan 
mengikuti lelang tender selama 12 (dua belas) bulan yang meng-
gunakan dana Anggaran Pendapat Belanja Daerah (APBD) seba-
gaimana dalam putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha 
No mor: 26/KPPU-L/2010 tanggal 15 November 2010 harus di-
hi langkan.

Oleh karena pertimbangan hukum Komisi Pengawas Per-
saing an Usaha dalam putusannya tersebut Pengadilan Negeri 
Baturaja Sumatera Selatan sudah benar, sesuai hukum, kecuali 
yang dihilangkan sebagaimana disebut di atas karena bukan we-
wenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha, maka Pengadilan 
Negeri Baturaja Sumatera Selatan menolak keberatan-keberatan 
dari Pemohon Keberatan I, II, dan III dan sebaliknya menguatkan 
putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dengan perbaikan 
sebagaimana disebutkan dalam Amar putusan.

Memperhatikan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 ten-
tang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak 
Sehat dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No-
mor 3 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum 
keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Pe ng -
adilan Negeri Baturaja Sumatera Selatan, dalam putusannya No-
mor: 03/Pdt.G/KPPU/2011/PN.BTA, menjatuhkan  putusan nya:
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M E N G A D I L I:
•	 Menolak	keberatan	dari	Pemohon	Keberatan	I,	II,	dan	III;
•	 Menguatkan	 putusan	 Komisi	 Pengawas	 Persaingan	 Usaha	

Nomor: 26/KPPU-L/2010 tanggal 15 November 2010, de-
ngan perbaikan sehingga Amar selengkapnya berbunyi seba-
gai berikut:

 1. Menyatakan Terlapor I: PT Surya Eka Lestari, Terlapor 
II: PT Wahyu Wide, Terlapor III: PT Santosa Raya 
terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan 
Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;

 2. Menghukum Terlapor I: PT Surya Eka Lestari untuk 
mem bayar denda sebesar Rp 59.743.000,- (lima puluh 
Sembilan juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah) 
yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pen-
dapatan denda pelanggaran dibidang persaingan usaha 
Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha mela-
lui Bank Pemerintah dengan Kode Penerimaan 423755 
(Pen dapatan Denda di Bidang Persaingan Usaha);

 3. Menghukum Terlapor II: PT Wahyu Wide untuk memba-
yar denda sebesar Rp 226.782.000,- (duaratus dua puluh 
enam juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah) 
yang harus dibayar ke Kas Negara sebagai setoran pen -
dapatan denda pelanggaran di bidang persaingan  usa ha 
Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha me -
lalui Bank Pemerintah dengan Kode Penerimaan 423755 
(Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Per saingan 
Usaha);

 4. Menghukum Terlapor III: PT Santosa Raya untuk mem-
bayar denda sebesaar Rp 659.123.000,- (enam ratus li-
ma puluh Sembilan juta seratus duapuluh tiga ribu ru-
piah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran 
pen da patan denda pelanggaran di bidang persaingan 
usa ha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha 
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melalui Bank Pemerintah dengan Kode Penerimaan 
423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Per-
saingan Usaha);

 5. Menghukum Pemohon Keberatan I, II, dan III untuk 
membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang 
hingga kini sebesar Rp 511.000,- (lima ratus sebelas 
ribu rupiah).

 Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Sumatera Selatan ter se-
but diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari 
Jumat tanggal 1 April 2011.

Atas putusan Pengadilan Negeri Baturaja Sumatera Selatan 
sebagaimana tersebut di atas KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN 
USAHA, yang berkedudukan di Jl. Ir. H. Juanda Nomor 36 Ja-
karta mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indo-
nesia di Jakarta dengan Register perkara Nomor: 605 K/Pdt.
Sus/2011. Dalam perkara Register Nomor: 605 K/Pdt.Sus/2011 
tersebut posisi kedudukan para pihak menjadi:

 KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA, berkedudukan 
di Jalan Ir. H. Juanda Nomor: 36 Jakarta, selaku: PEMOHON 
KASASI (dahulu Termohon Keberatan)

Melawan:
1. PT SURYA EKA LESTARI, berkedudukan di Jl. AR. Hamidi 

No. 3 Baturaja, Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan;
2. PT WAHYU WIDE, berkedudukan di Jl. Jendral A. Yani, 

KM. 3,5 Kemelak, Baturaja, Ogan Komering Ulu, Sumatera 
Selatan, 

3. PT SENTOSA JAYA, berkedudukan di Jalan Dusun, Baturaja 
Nomor: 103 Baturaja, Sumatera Selatan;

 Selaku: Para Termohon Kasasi (dahulu Pemohon Keberatan 
I, II, dan III). 

Mahkamah Agung dalam memeriksa kasasi yang diajukan 
Pemohon Kasasi/Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagai ma-
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na dalam putusannya 605 K/Pdt.Sus/2001 menimbang permo-
honan kasasi beserta alasan-alasannya telah diberitahukan ke-
pada pihak lawan dengan saksama, diajukan Pemohon Kasasi/
Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam tenggang waktu dan 
dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh 
karena itu Permohonan Kasasi tersebut formal dapat diterima.

Alasan-alasan Pemohon Kasasi (dahulu Termohon Keberat-
an) pada pokoknya memuat:
I. Putusan Yudex Facti demi hukum harus dibatalkan karena 

melanggar ketentuan hukum yang berlaku (antara lain Pe-
nulis mengambil alasan yang penting saja):

 1. Yudex Facti telah melanggar dan mengabaikan keten-
tuan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini 
Un dang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larang-
an Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

  Melanggar Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 3 Ta-
hun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum 
Ke beratan Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaing-
an Usaha.

 2. Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 3 Tahun 
2005 mengatur ketentuan Dalam hal keberatan diaju-
kan oleh lebih dari 1 (satu) Pelaku Usaha untuk putusan 
KPPU yang sama tetapi berbeda tempat kedudukan hu-
kum nya, KPPU dapat mengajukan permohonan tertulis 
kepada Mahkamah Agung untuk menunjuk salah satu 
pengadilan negeri yang mana akan memeriksa kebe-
ratan tersebut.

 3. Bahwa dalam perkara putusan Komisi Pengawas Per-
saing an Usaha tersebut (a quo) terbukti terdapat kebe-
rat an atas putusan KPPU yang sama di Pengadilan Ne-
geri Palembang.

II. Putusan Yudex Facti Demi Hukum Patut dibatalkan karena 
mengandung cacat hukum.
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 1. Putusan Yudex Facti patut dibatalkan karena mengan-
dung banyak cacat hukum. Pelaggaran yang dilakukan 
Yudex Facti, yaitu:

  a. Mengeluarkan putausan tanpa dasar salinan putusan 
KPPU dan berkas perkaranya;

  b. Menerima bukti-bukti baru yang diajukan oleh Ter-
mohon Kasasi;

  c. Mengubah Amar putusan KPPU tanpa dasar lan-
dasan yuridis yang sah.

 2. Putusan Yudex Facti melanggar Pasal 5 ayat (2), Pasal 5 
ayat (4), Perartuan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 
2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Kebe-
ratan Terhadap Putusan KPPU.

  Oleh karena Pemohon Kasasi belum pernah menyerahkan 
putusan dan berkas perkaranya kepada Yudex Facti.

  Pemeriksaan keberatan hanya dilakukan atas dasar pu-
tusan KPPU dan berkas perkara sebagaimana dimak sud 
dalam ayat (2).

  Karena Pemohon Kasasi masih menunggu Surat Penun-
jukan dari Mahkamah Agung Pengadilan Negeri Mana 
yang akan ditunjuk memeriksa keberatan atas putus an 
KPPU. Mengingat atas putusan KPPU yang sama ke be-
ratan juga diajukan di Pengadilan Negeri Palem bang.

  Karena dalam putusan KPPU tersebut terdapat 20 (dua 
puluh) pihak sebagai Terlapor. Dalam putusan KPPU 
No mor: 26/KPPU-L/2010 terdapat 20 (duapuluh) Ter la-
por yang dinyatakan terbukti bersalah melanggar Pasal 
22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

III. Putusan Yudek Facti patut dibatalkan karena salah dalam 
menerapkan hukum mengenai sanksi dijatuhkan dalam per-
kara a quo. Berkaitan dengan sanksi adminitratif dan denda 
yang dijatuhkan Pemohon Kasasi. Menurut Pemohon Ka sasi 
sanksi denda sebagaimana dalam putusannya sudah tepat 
dan benar.
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Atas permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Komisi Pengawas 
Persaingan Usaha Mahkamah Agung mempertimbangkan alasan-
alasan Permohonan Kasasi Pemohon Kasasi dapat dibenarkan. 
Yudex Facti telah salah menerapkan hukum Acara, khususnya 
telah melanggar ketentuan dalam Pasal 4 ayat (4) Perma Nomor: 
3 Tahun 2005 dan pemeriksaan perkara a quo oleh Yudex Fac-
ti tidak didasarkan pada salinan putusan KPPU Nomor: 26/
KPPU-L/2010 tanggal 15 November 2010 sehingga melanggar 
ke  tentuan dalam Pasal 5 ayat (4) Perma Nomor: 3 Tahun 2005.

Berdasarkan pertimbangan Mahkamah Agung seperti terse-
but di atas terdapat cukup alasan untuk mengabulkan Permohonan 
Kasasi Pemohon Kasasi/Komisi Pengawas Persaingan Usaha ter-
sebut dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Baturaja 
Nomor: 03/Pdt.G/KPPU/2011/PN.BTA. Tanggal 1 April 2011 
yang menguatkan dengan perbaikan putusan KPPU Nomor: 26/
KPPU-L/2010 tanggal 15 November 2010. Serta Mahkamah 
Agung RI, mengadili sendiri perkaranya dengan Amar Putusan 
se perti yang akan disebutkan di bawah ini.

Oleh karena Termohon Kasasi ada dipihak yang kalah, Ter-
mohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam semua 
tingkat peradilan.

Amar putusan mahkamah Agung RI. Nomor: 605 K/Pdt.
Sus/2011 tanggal 12 Januari 2012, adalah:

M E N G A D I L I
Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi: KO-

MIAI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDO NE SIA 
tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor: 
03/Pdt.G/KPPU/2011/PN.BTA. tanggal 1 April 2011 yang me  -
ngu at kan dengan perbaikan putusan KPPU Nomor: 26/KPPU-L/ 
2010, tanggal 15 November 2010.
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MENGADILI SENDIRI:
1. Menyatakan putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor: 

03/Pdt.G/KPPU/2011/PN.BTA. tanggal 1 April 2011 yang 
me nguatkan dengan perbaikan putusan KPPU Nomor: 26/
KPPU-L/2010 tanggal 15 November 2010 adalah cacat hu-
kum;

2. Memerintahkan Pengadilan Negeri Baturaja mengirimkan 
berkas perkara kepada Pengadilan Negeri yang ditunjuk 
oleh Mahkamah Agung dalam proses hukum keberatan ter-
hadap putusan KPPU Nomor: 26/KPPU-L/2010 tanggal 15 
November 2010.

3. Menghukum Para Termohon Kasasi/Pemohon Keberatan I, 
II, dan III secara tanggung renteng untuk membayar biaya 
perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat 
kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu 
rupiah).

Dari ketiga putusan tersebut di atas yakni putusan Keputusan 
Pengawas Persaingan Usaha Nomor: 26/KPPU-L/2010 tanggal 15 
November 2010, putusan Pengadilan Negeri Baturaja Sumatera 
Selatan Nomor: 03/Pdt.G/KPPU/2011/PN.BTA. tanggal 1 April 
2011, putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 
605 K/Pdt.Sus/2011 tanggal 12 Januari 2012 terdapat prosedur 
yang harus diturut dalam memproses perkara dugaan larangan 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut dalam tingkat 
Pemeriksaan di Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam me-
meriksa Terlapor menerapkan ketentuan-ketentuan dalam Un-
dang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik 
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Peraturan Ko-
misi Pengawasan Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2006 ten-
tang Tata Cara Penanganan Perkara di Komisi Pengawas Per-
saing an Usaha.

Adapun untuk keberatan terhadap putusan Komisi Peng-
awas Persaingan Usaha ketentuan-ketentuan yang harus diturut 
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seba gaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 
1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan  Usa ha 
Tidak Sehat dan Peraturan Mahkamah Agung Republik In do  ne-
sia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Upa ya 
Hukum Keberatan Terhadap Putusan Komisi Pengawas Per  saing-
an Usaha.

Bilamana diperhatikan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung 
Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Tata Cara 
Pe ngajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan Komisi 
Pengawas Persaingan Usaha yang menyebutkan “Kecuali diten-
tukan lain dalam Peraturan Mahkamah Agung ini, Hukum Aca ra 
Perdata yang berlaku diterapkan pula dalam Pengadilan Ne ge ri” 
maka dalam pengajuan kasasi adalah sesuai dengan tata cara 
peng ajuan kasasi dalam perkara perdata.
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BAB 5
Keberatan Terhadap Putusan Komisi  
Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

A. tUgAS dAn KeWenAngAn KPPU
Dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persangan Usaha 
Tidak Sehat dinyatakan Komisi Pengawas Persaingan Usaha ada-
lah komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam 
menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktik 
monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

Kemudian pada Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 
1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persangan Usaha 
Tidak Sehat disebutkan bahwa:

 (1) Untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang ini dibentuk 
Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya dise-
but Komisi.

 (2) Komisi adalah suatu lembaga independen yang terlepas 
dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah serta pihak lain.

 (3) Komisi bertanggung jawab kepada Presiden.

Yang dimaksud dalam pasal ini yaitu komisi dibentuk untuk 
mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas/kegiatan 
usahanya agar tidak melanggar ketentuan Undang-Undang No-
mor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan 
Per  saingan Usaha Tidak Sehat. Komisi memiliki status sebagai 
lembaga independen yang terlepas dari pengaruh kekuasaan 
pemerintah serta pihak lain, dan komisi langsung bertanggung 
jawab pada presiden.
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Kemudian dalam Pasal 31 dinyatakan:

 (1) Komisi terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota, se-
orang Wakil Ketua merangkap anggota, dan sekurang-ku-
rangnya 7 (tujuh) orang anggota.

 (2) Anggota Komisi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden 
atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

 (3) Masa jabatan anggota Komisi adalah 5 (lima) tahun dan 
dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan 
berikutnya.

Para anggota Komisi makan dilengkapi dengan sekretariat 
dan dapat membentuk kelompok kerja. Ketentuan tentang su-
sunan organisasi, tugas dan fungsi sekertariat serta kelompok 
kerja secara internal dibentuk oleh komisi sendiri. Sedang pem-
bi a yaan untuk pelaksanaan tugas komisi dibebankan pada APBN 
atau sumber-sumber lain yang dibolehkan oleh peraturan per-
undang-undangan yang berlaku.

Dalam Pasal 33 dinyatakan, Keanggotaan Komisi berhenti, 
karena:
a. meninggal dunia;
b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
c. bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia;
d. sakit jasmani atau rohani terus-menerus;
e. berakhirnya masa jabatan keanggotaan komisi; atau
f. diberhentikan.

Sebagai komisi yang keberadaannya telah diamanatkan 
oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan 
Prak tik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, KPPU juga 
memiliki otoritas dan kompetensi untuk melakukan pengawasan 
terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. 
Otoritas dan kompetensi yang dimiliki oleh KPPU didasarkan 
pada fungsinya sebagai berikut:
a. Penilaian terhadap perjanjian, kegiatan usaha, dan penyalah-

gunaan posisi dominan;
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b. Pengambilan tindakan sebagai pelaksanaan kewenangan;
c. Pelaksanaan administrasi.

KPPU juga memiliki beberapa tugas yang diamanatkan oleh 
Pasal 35 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan 
Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat jo. Pasal 4 
Keppres Nomor 75 Tahun 1999, yaitu meliputi:

Tugas Komisi meliputi:
a. melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat meng-

aki batkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan 
usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai 
dengan Pasal 16;

b. melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan/atau 
tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadi-
nya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat 
sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24;

c. melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penya-
lahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terja-
dinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak 
sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sampai dengan 
Pasal 28;

d. mengambil tindakan sesuai dengan wewenang komisi seba-
gaimana diatur dalam Pasal 36;

e. memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan 
pemerintah yang berkaitan dengan praktik monopoli dan/
atau persaingan usaha tidak sehat;

f. menyusun pedoman dan/atau publikasi yang berkaitan de-
ngan undang-undang ini;

g. memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja komisi 
kepada presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Guna menunjang kinerja KPPU agar lebih baik lagi, maka 
KPPU juga memiliki kewenangan-kewenangan khusus yang di-
atur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ten-
tang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak 
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Sehat, yakni antara lain:
Wewenang Komisi meliputi:

a. menerima laporan dari masyarakat dan/atau dari pelaku 
usaha tentang dugaan terjadinya praktik monopoli dan/atau 
persaingan usaha tidak sehat;

b. melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha 
dan/atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan 
terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha 
tidak sehat;

c. melakukan penyelidikan dan/atau pemeriksaan terhadap 
kasus dugaan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha 
tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pe-
laku usaha atau yang ditemukan oleh komisi sebagai hasil 
penelitiannya;

d. menyimpulkan hasil penyelidikan dan/atau pemeriksaan 
tentang ada atau tidak adanya praktik monopoli dan/atau 
persaingan usaha tidak sehat;

e. memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pe-
langgaran terhadap ketentuan undang-undang ini;

f. memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap 
orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ke-
tentuan undang-undang ini;

g. meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usa-
ha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimak-
sud huruf e dan huruf f, yang tidak bersedia memenuhi 
panggilan Komisi;

h. meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitan-
nya dengan penyelidikan dan/atau pemeriksaan ter hadap 
pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini;

i. mendapatkan, meneliti, dan/atau menilai surat, dokumen, 
atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;

j. memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya keru-
gian di pihak pelakuusaha lain atau masyarakat;

k. memberitahukan putusan komisi kepada pelaku usaha yang 

PRENADAMEDIA GROUP



BaB 5 — Keberatan Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

213

diduga melakukan praktik monopoli dan/atau persaingan 
usaha tidak sehat;

l. menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada 
pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.

1. Pengambilan Putusan oleh KPPU
Dalam Pasal 54 ayat (1) dinyatakan “Majelis Komisi memu-

tuskan telah terjadi atau tidak terjadi pelanggaran berdasarkan 
penilaian Hasil Pemeriksaan Lanjutan dan seluruh surat dan/
atau dokumen atau alat bukti lain yang disertakan di dalamnya 
termasuk pendapat atau pembelaan terlapor.”

Dalam Pasal 55 ayat (1) dinyatakan “Pengambilan Putusan 
Komisi dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat”.

Memutuskan perkara pada prinsipnya dilakukan melalui 
mu syawarah untuk mencapai mufakat, tapi bila tidak tercapai 
mu  fakat di antara anggota majelis komisi, maka putusannya di-
buat berdasarkan pemungutan suara. 

a. Sifat dan Bentuk Putusan KPPU
Pengambilan putus yang dilakukan KPPU diatur dalam Pasal 

43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yaitu “Komisi 
wajib memutuskan telah terjadi atau tidak terjadi pelanggaran 
terhadap undang-undang ini selambat-lambatnya 30 (tiga pu-
luh) hari terhitung sejak selesainya pemeriksaan lanjutan seba-
gaimana dimaksud dalam ayat (1) atau ayat (2).”

Dalam penjelasan pasal di atas disebutkan pengambilan kepu-
tusan komisi sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan da lam 
suatu sidang majelis yang beranggotakan  sekurang-kurang nya 3 
(tiga) orang anggota Komisi. Hal tersebut diperjelas dalam Pasal 
7 Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999, yaitu:

 Ayat (1) “Untuk menyelesaikan suatu perkara, Komisi mela kukan 
sidang majesi.”

 Ayat (2) “Pengambilan putusan Komisi dilakukan dalam sidang 
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majelis sebagaimana dimaksdu pada ayat (1) yang berang go-
takan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Komisi.”

 Ayat (3) Keputusan Komisi sebagaimana diatur dalam ayat (2) 
ditandatangani oleh seluruh anggota majelis.

Atas dasar Putusan KPPU yang menyatakan terbukti adanya 
pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Ta-
hun 1999, maka KPPU sesuai dengan kewenangannya dapat 
men   jatuhkan sanksi administrasi dalam putusannya. Undang-
Un  dang Nomor 5 Tahun 1999 memberi kesempatan bagi terlapor 
untuk mengajukan keberatan terhadap putusan KPPU.

b. Permasalahan dalam Pengambilan Putusan KPPU
Wewenang KPPU yang terbesar terkait dengan putusan KPPU 

tercantum dalam Pasal 36 huruf (j), huruf (k), dan huruf (l). 
Da lam Pasal 36 huruf (j) dijelaskan bahwa KPPU berhak untuk 
memu tuskan dan menetapkan ada tidaknya kerugian di pihak 
pelaku usaha dan di masyarakat luas, huruf (k) memberikan 
kewenangan kepada KPPU untuk memberitahukan putusan yang 
sudah ditetapkan oleh komisi kepada pelaku usaha yang diduga 
melakukan pelanggaran terhadap UU ini dan Pasal 36 huruf (l) 
yang merupakan kewenangan KPPU menjatuhkan sanksi yang 
berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang di ja-
tuhi oleh putusan KPPU.

Jika dilihat sekilas dari kewenangan yang dimiliki oleh 
KPPU berdasarkan Pasal 36 tersebut maka akan terlihat bahwa 
KPPU memiliki kewenangan yang begitu besar dan kuat, namun 
jika ditelaah lebih lanjut, wewenang yang begitu besar ini tetap 
me miliki kelemahan, terutama dalam hal eksekusi putusan. Se-
benarnya perlu dijadikan perhatian bahwa semua putusan yang 
dikeluarkan oleh KPPU harus mendapat penetapan eksekusi 
oleh pengadilan negeri. Artinya, semua pelaku usaha yang  te lah 
diputus oleh KPPU baru bisa melaksanakan kewajibannya se -
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te  lah putusan tersebut diajukan ke pengadialan negeri untuk 
dimin takan eksekusi. 

Dalam Pasal 36 huruf (l) disebutkan bahwa KPPU menja-
tuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melang-
gar ketentuan undang-undang ini, sanksi administratif yang di-
maksud diatur dalam Pasal 47 yang berupa:
1. Penetapan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud 

da lam Pasal 4 sampai Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 16.
2. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi 

vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
3. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan 

yang terbukti menimbulkan praktik monopoli dan/atau me -
nye  babkan persaingan usaha tidak sehat dan/atau merugi-
kan masyarakat.

4. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penya-
lahgunaan posisi dominan.

5. Penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan 
badan usaha dan pengambilalihan saham sebagaimana di-
mak sud dalam Pasal 28.

6. Penetapan pembayaran ganti rugi.
7. Pengenaan denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000 (sa-

tu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000 
(dua puluh lima miliar rupiah).

Selain sanksi administratif, terdapat Pidana pokok yang di-
ke nakan hal tersebut diatur dalam Pasal 48 Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 1999, yaitu:

 (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4, Pasal 9 sampai 
dengan Pasal 14, Pasal 16 sampai dengan Pasal 19, Pasal 25, 
Pasal 27, dan Pasal 28 diancam pidana denda serendah-ren-
dahnya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) 
dan setinggi-tingginya Rp 100.000.000.000,00 (seratus mi -
liar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda se-
lama-lamanya 6 (enam) bulan.
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 (2) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 sampai dengan 
Pasal 8, Pasal 15, Pasal 20 sampai dengan Pasal 24, dan Pasal 
26 Undang-undang ini diancam pidana denda serendah-
ren dahnya Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan 
se tinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima 
mi liar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda se-
lama-lamanya 5 (lima) bulan.

 (3) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 41 Undang-undang 
ini diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp 
1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya 
Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), atau pidana ku-
rung an pengganti denda selama-lamanya 3 (tiga) bulan.

Pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 diatur 
juga mengenai pidana tambahan dikenakan berupa:

 a. pencabutan izin usaha; atau
 b. larangan kepada pelaku usaha yang terbukti melakukan 

pelanggaran terhadap undang-undang ini ini untuk mendu-
duki jabatan direksi, atau komisaris sekurang-kurangnya 2 
(dua) tahun dan selama-lamanya 5 (lima) tahun; atau

 c. penghentian tindakan atau kegiatan tertentu yang menye-
babkan timbulnya kerugian pihak lain. Namun kewenangan 
penjatuhan sanksi pidana bukan berada pada KPPU. 

Semua pelaku usaha yang telah diputus oleh KPPU memiliki 
jangka waktu paling lama 14 hari untuk mengajukan keberatan 
terhadap hasil putusan KPPU kepada pengadilan negeri yang 
kemudian pengadilan negeri akan menguatkan atau membatal-
kan putusan KPPU tersebut berdasarkan Pasal 44 Undang-Un-
dang Nomor 5 Tahun 1999. Kemudian masih dimungkinkan 
un  tuk melakukan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri 
ter  sebut ke Mahkamah Agung berdasarkan Peraturan Mahkamah 
Agung Nomor 3 Tahun 2005.
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B. KeBerAtAn terhAdAP PUtUSAn KomISI 
PengAWAS PerSAIngAn USAhA
Apabila KPPU telah tuntas melakukan pemeriksaan lanjutan, 

KPPU diwajibkan untuk memutuskan telah terjadi atau tidak 
terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 
1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persangan Usaha 
Tidak Sehat, dalam tenggang waktu 30 hari terhitung sejak se-
lesainya pemeriksaan lanjutan. Hal ini ditentukan dalam Pasal 
43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang La-
rang an Praktik Monopoli dan Persangan Usaha Tidak Sehat dan 
putusan tersebut harus dibacakan dalam persidangan yang ter-
buka untuk umum, serta diberitahukan kepada pelaku usaha 
yang bersangkutan. Pemberitahuan petikan putusan KPPU ter-
sebut diatur pada Pasal 44 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 
1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persangan Usaha 
Tidak Sehat.

Pelaku usaha juga berhak mendapat salinan putusan KPPU, 
hal ini dilakukan untuk memungkinkan pelaku usaha membaca 
secara langsung pertimbangan-pertimbangan yang diberikan 
oleh KPPU dalam pengambilan putusannya. Hal ini penting di-
la kukan terutama apabila KPPU memberikan putusan bahwa 
pelaku usaha telah melanggar ketentuan Undang-Undang No-
mor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Per -
saingan Usaha Tidak Sehat, dengan demikian pelaku usaha dapat 
me nen tukan sikapnya. Pelaku usaha dapat tidak menerima isi 
putusan KPPU dengan cara mengajukan keberatan terhadap isi 
putusan KPPU tersebut.

Pada pemeriksaan perkara persaingan usaha diatur menge-
nai adanya upaya hukum untuk tidak menerima isi putusan 
KPPU yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha. Hal ini diatur 
dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 
ten tang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak 
Sehat dinyatakan: “Pelaku Usaha Dapat mengajukan keberatan 
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kepada pengadilan negeri selambat-lambatnya 14 (empat belas) 
hari setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut”. Pada 
ayat (3) dinyatakan “Pelaku usaha yang tidak mengajukan kebe-
ratan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) diangggap 
menerima putusan komisi.” Dengan demikian, pengaturan pada 
ayat (2) merupakan pengaturan mengenai upaya hukum yang 
dapat dilakukan oleh pelaku usaha yang tidak puas terhadap 
apa yang telah diputuskan oleh KPPU, dan pada ayat (3) adalah 
pengaturan tentang waktu putusan KPPU telah berkekuatan hu-
kum tetap. Dalam Pasal 1 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2003 
tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap 
Putusan KPPU, memberikan definisi “keberatan adalah upaya 
hukum bagi pelaku usaha yang tidak menerima putusan KPPU.” 
Pada Pasal 4 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2003 yaitu kebe-
ratan diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari 
terhitung sejak pelaku usaha menerima pemberitahuan pu tusan 
dari KPPU, Perma ini mempertegas Pasal 44 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Mono-
poli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Dapat di simpulkan bahwa sikap menerima atau tidak mene-
rima harus ditentukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) 
hari setelah menerima pemberitahuan petikan putusan KPPU. 
Kehadiran pelaku usaha saat pembacaan putusan tidak menjadi 
patokan untuk menghitung tenggang waktu untuk mengajukan 
keberatan. 

Apabila pelaku usaha tidak mengajukan keberatan dalam 
tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah menerima pembe-
ritahuan petikan putusan KPPU, maka pelaku usaha dianggap 
menerima putusan tersebut, sehingga putusan KPPU mempunyai 
kekuatan hukum yang tetap sesuai dengan Pasal 44 ayat (3) dan 
Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang 
Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. 
Pengertian putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap 
juga termasuk putusan oleh Mahkamah Agung yang menolak ke-
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beratan yang diajukan pelaku usaha.
Mengenai tata cara pengajuan upaya hukum ini diatur da-

lam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2005 
yang merupakan pembaruan dari Perma Nomor 1 Tahun 2003. 
Pemeriksaan keberatan pada tingkat pengadilan negeri berjalan 
cukup cepat. Sebab pengadilan negeri berpatok pada ketentuan 
pemulaian pemeriksaan terhadap keberatan yang diajukan oleh 
pelaku usaha dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari 
se  telah keberatan didaftarkan. Pengadilan negeri harus sudah 
mem bacakan putusannya dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) 
hari sejak dimulainya pemeriksaan. Pemeriksaan yang serba 
cepat ini dimaksud untuk menciptakan kepastian hukum bagi 
pelaku usaha yang bersangkutan. Perkara yang berlarut-larut 
akan mempersulit kegiatan usaha dari pelaku usaha dan merugi-
kan nama baik dari pelaku usaha tersebut.

Pendaftaran keberatan terhadap putusan KPPU diajukan 
kepada pengadilan negeri yang berwenang untuk mengadilinya 
dan didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut. 
Nomor registrasi keberatan memiliki nomor dan kode yang khu-
sus untuk membedakan dengan perkara perdata pada umum  nya.60 
Setelah kebertan didaftarkan pada kepaniteraan pengadilan 
negeri, ketua pengadilan negeri akan menunjuk majelis hakim 
yang akan memeriksa dan mengadili kebertan yang diajukan 
oleh pelaku usaha yang bersangkutan. Majelis hakim terpilih 
akan menentukan hari persidangan perkara tersebut. Kemudian 
majelis hakim memerintahkan pada juru sita untuk memanggil 
para pihak (pelaku usaha dan KPPU) untuk hadir pada hari per-
sidangan yang ditentukan. Kemudian barulah dilakukan pro ses 
persidangan mengenai keberatan terhadap putusan KPPU ter-
se but oleh majelis hakim, sampai dengan pembacaan putusan 
peng adilan negeri oleh majelis hakim. 

60 L. Budi Kagramanto, Op. cit., h. 256.
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Di samping upaya hukum ini, apabila para pihak merasa ke-
beratan terhadap putusan pengadilan negeri, dalam waktu 14 
(empat belas) dapat mengajukan upaya hukum kasasi ke pada 
Mahkamah Agung Republik Indonesia. Apabila para pihak masih 
merasa keberatan terhadap putusan yang telah berke kuatan 
hukum tetap, dapat dilakukan upaya hukum luar biasa pe nin-
jauan kembali. Dasar hukum upaya hukum luar biasa dapat kita 
temukan di Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Ke-
kuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 
tentang Mahkamah Agung jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 
2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 
tentang Mahkamah Agung.

Setelah pengadilan negeri menjatuhkan putusannya, masih 
tersedia satu lagi upaya hukum bagi pihak-pihak yang berke-
beratan (tidak terima), yaitu pengajuan kasasi ke Mahkamah 
Agung. Pengertian pihak yang berkeberatan ini bisa KPPU dan/
atau pelaku usaha. Upaya kasasi diberikan dalam waktu 14 hari 
(ditafsirkan sejak para pihak menerima putusan) dan Mahkamah 
Agung diberi waktu 30 hari untuk memberikan putusan sejak 
per mohonan kasasi diterima. Tata cara pengajuan memori ka-
sasi tunduk pada ketentuan yang berlaku seperti kasus-kasus 
pada umumnya.

Permohonan penetapan eksekusi atas putusan yang telah 
di periksa melalui prosedur keberatan diajukan oleh KPPU ke-
pada pengadilan negeri yang memutus perkara keberatan itu. 
Namun, untuk perkara yang tidak diperiksa melalui prosedur 
itu, diajukan penetapan eksekusinya ke pengadilan negeri di 
tempat domisili pelaku usaha.

C. UPAyA hUKUm KeBerAtAn AtAS PUtUSAn KPPU
Keputusan KPPU tidak bersifat final dan mengikat (not fi

nal and binding). Sehingga apabila, terlapor (pelaku usaha) yang 
tidak puas terhadap putusan KPPU mereka berhat untuk me ng-
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ajukan keberatan melalui pengadilan negeri.61 Pengadilan ne-
geri merupakan lembaga negara yang berwenang dalam meme -
riksa perkara persaingan usaha dalam upaya keberatan atas 
pu tusan KPPU. Kewenangan ini baru didapatkan apabila suatu 
per kara yang diterima terlapor (pelaku usaha) dirasa tidak adil 
dan diajukan upaya hukum keberatan ke pengadilan negeri. 
Keberatan terhadap putusan KPPU ini diajukan oleh terlapor 
(pe laku usaha) di pengadilan negeri ditempat kedudukan hukum 
terlapor, artinya terlapor diberi hak untuk mengajukan upaya 
hukum dengan mengajukan keberatan melalui pengadilan negeri 
diwilayah kedudukan terlapor.

Mahkamah Agung sebagai lembaga yang tertinggi dalam bi-
dang peradilan dijajarannya mengeluarkan peraturan mengenai 
tata cara pengajuan upaya hukum keberatan terhadap putusan 
KPPU pada tanggal 12 Agustus 2003 yakni Peraturan Mahka-
mah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2003. Namun pengaturan 
dalam peraturan ini dianggap sudah tidak memadai, sehingga 
diperbarui kembali melalui Peraturan Mahkamah Agung Re pu-
blik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Peng-
ajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU yang 
sekaligus mencabut keberlakuan Peraturan Mahkamah Agung 
Nomor 1 Tahun 2003. Peraturan ini Berisikan 6 Bab dan terdiri 
dari 10 pasal. Perma ini dibuat dengan tujuan untuk menjawab 
pertanyaan-pertanyaan mengenai hal yang selama ini tidak 
men       dapat penjelasan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 
ten  tang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak 
Sehat. Dengan demikian, dengan berlakunya perma ini diha rap-
kan akan menyelesaikan beberapa masalah yang me nyang  kut 
proses beracara dalam Undang-Undang Nomor 5 Ta hun 1999 
tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak 
Sehat. Dalam melaksanakan tugasnya, pengadilan negeri mem-
punyai waktu selama 30 hari untuk memberikan putusannya.

61 Binoto Nadapdap, Hukum Acara Persaingan Usaha, Jala Permata Aksara, Jakarta, 
2009, h. 75.
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Pihak yang berkeberatan, baik komisi maupun terlapor da-
pat menggunakan upaya akhir terhadap putusan pengadilan ne-
geri dalam 14 hari untuk memutuskan mengajukan kasasi atau 
tidak. Mahkamah agung di sini mempunyai waktu selama 30 
hari untuk memutuskan putusan kasasinya.

Dalam hal diambilnya langkah mengajukan Upaya Hukum 
Keberatan atau putusan KPPU, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 
1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha 
Tidak Sehat tidak menentukan hukum acara apa yang dipakai 
oleh pengadilan negeri untuk memeriksa keberatan pelaku 
usaha. Permasalahan ini lama tidak dijawab secara pasti sebelum 
diberlakukannnya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 
1 Tahun 2003. Setelah keberlakuan Perma ini, kekosongan terha-
dap masalah yang ditimbulkan oleh putusan KPPU ini terisi. Pada 
Pasal 8 Perma Nomor 1 Tahun 2003 menentukan bahwa hukum 
acara perdata yang diterapkan terhadap pengadilan negeri, ke-
cuali ditentukan lain didalam Perma 1 Tahun 2003.62 Perma 1 
Tahun 2003 diperbarui pengaturannya dalam Perma Nomor 3 
Tahun 2005, sedangkan pengaturan hukum acar perdata adalah 
yang digunakan dalam pemeriksaan di pengadilan negeri masih 
dimuat dalam pengaturan Pasal 8.

Dalam pengaturan Pasal 3 Perma Nomor 3 Tahun 2005 di-
atur bahwa putusan atau penetapan KPPU mengenai Praktik 
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, bukanlah termasuk 
sebagai keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan 
Tata Usaha Negara.

Sebelum diberlakukannya Perma Nomor 3 Tahun 2005 per-
nah terjadi dalam perkara PT Trimegah Securitis TBK di mana 
dalam pemeriksaan dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-
Un  dang Nomor 5 Tahun 1999 pada perkara divestasi saham 

62 Destiviano Wibowo, et.al, Hukum Acara Persaingan Usaha, RajaGrafindo Persada, 
Jakarta, 2005, h. 83.
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indomobil Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), menganggap 
bahwa KPPU merupakan subjek hukum Tata Usaha Negara 
(TUN).63 Kemudian terlapor PT Trimegah Securitis TBK meng-
aju kan gugatan ke PTUN Jakarta atas surat panggilan KPPU, dan 
pada putusan PTUN mengabulkan dan menerima untuk menya-
takan tidak sah surat panggilan pemeriksaan dan memerintahkan 
untuk menghentikan pemeriksaan atas perkara tersebut.

Dalam putusan yang dibacakan oleh Majelis PTUN pada 15 
Juli 2012, disebutkan bahwa tindakan KPPU yang menerbitkan 
surat panggilan No. 32/K/Tim-IMSI/II/2002 tanggal 1 Februari  
2002, surat panggilan No.39/K/Tim-IMSI/II/2002 tanggal 5 
Fe  bruari 2002, surat panggilan No.49/K/Tim-IMSI/II/2002 
tang   gal 8 Februari 2002 dan hasil rapat tim pemeriksa perkara  
ini   siatif No.03/KPPU-I/2002 tanggal 7 Februari 2002 adalah ca-
cat hukum, karena dikeluarkan tanpa ada laporan tertulis da-
ri masyarakat serta peristiwa konkret tentang kegiatan PT Tri -
megah Securitis TBK dalam tender indomobil dinyatakan bukan 
kegiatan tender seperti yang diatur dalam  Undang-Un dang No-
mor 5 Tahun 1999. Terhadap putusan tersebut KPPU meng ajukan 
banding ke PTUN, dan PTUN malah menguatkan putusannya. 
Kemudian KPPU mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Mah-
kamah Agung akhirnya membatalkan putusan PTUN, dalam per-
timbangan hukumnya Mahkamah Agung berpendapat, bahwa 
yang dapat dibawa ke PTUN adalah badan atau pejabat publik 
TUN yang menjalankan tugas pemerintahan, sementara KPPU 
bukan dalam rangka menjalankan tugas pemerintahan melainkan 
tugas yudisial Pasal 36 dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 
1999.

Berdasarkan perkara tersebut, berarti bahwa KPPU bukanlah 
merupakan subjek hukum PTUN, karena KPPU bukanlah badan 
atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan. Setelah 
Perma Nomor 3 Tahun 2005 ini berlaku, ditegaskan bahwa pu-

63 L. Budi Kagramanto, Op. cit., h. 238. 
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tusan KPPU tidak dapat diajukan gugatannya ke Pengadilan Tata 
Usaha Negara. Upaya hukum mengenai putusan KPPU hanya da-
pat diajukan ke pengadilan negeri.64 

1. objek Keberatan
Berdasarkan pengaturan Pasal 5 ayat (4) Perma Nomor 3 

Tahun 2005 diatur bahwa “Pemeriksaan keberatan dilakukan 
hanya atas dasar putusan KPPU dan berkas perkara sebagai-
mana diatur dalam ayat (2).” Putusan dan berkas yang dimak-
sud dalam pasal tersebut adalah putusan majelis Komisi dan 
ber kas perkara dalam persidangan KPPU. Menurut pasal ini pe-
meriksaan terbatas pada berkas perkara dan putusan KPPU. Hal 
ini akan memunculkan sebuah pertanyaan baru yaitu  apa kah 
dimungkinkan pelaku usaha mengajukan bukti baru untuk 
memperkuat keberatannya? Dalam hal ini perlu diperimbangkan 
sisa waktu yang menjadi batas pemeriksaan keberatan yang 
hanya 30 hari terhitung sejak dimulainya pemeriksaan kebe-
ratan. Perkara persaingan usaha adalah perkara yang rumit, 
kom pleks, dan membutuhkan pandangan yang luas. Pemilihan 
jangka waktu ini lebih didasari agar pengadilan negeri dalam 
memeriksa perkara tidak berlarut-larut.65 Pengadilan negeri da-
pat memerintahkan KPPU untuk melakukan penelaahan lebih 
lanjut mengenai putusan KPPU. Namun apabila pengadilan ne-
geri memandang perlu untuk diajukan bukti baru yang sebe lum-
nya belum pernah diajukan pelaku usaha (terlapor) dan belum 
pernah diperiksa dalam pemeriksaan lanjutan, maka seharusnya 
dibolehkan adanya pemeriksaan bukti-bukti yang baru, ka re na 
esensi dari diadakannya pemeriksaan tambahan adalah men da-
pat kejelasan mengenai duduk perkara yang sebenarnya.66

64 Binoto Nadapdap, Op. cit., h. 102.
65 Abdul Hakim G. Nusantara, et. al., Litigasi Persangan Usaha, CFISEL, Tangerang, 

2010, h. 180.
66 Binoto Nadapdap, Op. cit., h. 87.
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2. tata Cara Pengajuan Upaya hukum Keberatan  
atas Putusan KPPU
Dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 

2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan 
Terhadap Putusan KPPU mengatur bahwa, “Keberatan atas Pu-
tusan KPPU diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) 
hari sejak Pelaku Usaha menerima pemberitahuan putusan KPPU 
dan/atau diumumkan melalui website KPPU. Pada Pasal 14 
ayat (2) dinyatakan, “Keberatan diajukan melalui kepaniteraan 
peng adilan negeri yang bersangkutan sesuai dengan prosedur 
perdaftaran perkara perdata dengan memberikan salinan pu-
tusan keberatan kepada KPPU.” Sedang dalam Pasal 14 ayat 
(3) dinya takan, “Dalam hal keberatan diajukan oleh lebih dari 
1 (satu) Pelaku Usaha untuk putusan KPPU yang sama, dan 
memiliki kedudukan hukum yang sama, perkara tersebut harus 
di daftarkan dengan nomor yang sama.” Pengajuan upaya ini 
ha nya dapat diajukan oleh terlapor kepada pengadilan negeri di 
tempat kedudukan hukum pelaku usaha tersebut.

Pihak terlapor dalam suatu putusan tidak selamanya hanya 
satu pihak dalam satu putusan KPPU ada kalanya terlapor lebih 
dari satu orang pihak. Dalam hal ini, bila pihak pelaku usaha 
lebih dari satu, apabila mereka berada dalam kedudukan hukum 
yang sama, maka perkara tersebut harus didaftarkan dengan 
nomor yang sama pada pengadilan negeri yang berwenang. Na-
mun apabila keberatan terhadap putusan KPPU diajukan oleh 
lebih dari satu orang pelaku usaha dan masing-masing pelaku 
usaha memiliki kedudukan hukum yang berbeda, maka untuk 
menentukan pengadilan negeri yang mana yang berwenang un-
tuk mengadili perkara keberatan terhadap putusan KPPU ter-
se but, untuk itu hukum acara menentukan bahwa KPPU dapat 
mengajukan permohonan tertulis kepada Mahkamah Agung un-
tuk menunjuk salah satu Pengadilan mana yang akan meme riksa 
perkara keberatan tersebut.
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Dalam Pasal 4 ayat (5) dinyatakan: “Permohonan sebagai-
mana dimaksud pada ayat (4), oleh KPPU ditembuskan kepada 
seluruh Ketua Pengadilan Negeri yang menerima permohonan 
keberatan.”  

Permohonan KPPU untuk menunjuk salah satu pengadilan 
negeri disertai usulan pengadilan mana yang akan memeriksa 
keberatan, oleh KPPU ditembuskan kepada seluruh Ketua Pe-
ng  adilan negeri yang menerima permohonan keberatan ter se-
but. Pengadilan negeri yang menerima tembusan permo honan 
ter sebut harus menghentikan pemeriksaan dan menung gu pe-
nun  jukan dari Mahkamah Agung. ini artinya sejak diteri manya 
tembusan permohonan dari KPPU tersebut, maka peng adilan 
 ne geri yang menerima tembusan permohonan dari KPPU tersebut 
harus menghentikan pemeriksaan keberatan atas putusan KPPU, 
sampai Mahkamah Agung menunjuk pengadilan negeri mana 
yang berwenang untuk mngadili perkara keberatan tersebut. Se-
telah diterimanya permohonan oleh Mahkamah Agung, dalam 
waktu 14 hari Mahkamah Agung akan menunjuk pengadilan 
ne geri yang berwenang. Dalam waktu 7 hari setelah surat pe-
nunjukan dari Mahkamah Agung diterima, pengadilan negeri 
yang tidak ditunjuk harus mengirim berkas perkara disertai sisa 
biaya perkara ke pengadilan negeri yang ditunjuk.

Dengan menyimak ketentuan Pasal 4 di atas, pada prinsip-
nya ada tiga hal pokok yang diatur yaitu:67

 1. Mengenai jangka waktu pengajuan keberatan terhadap 
pu tusan KPPU ke Pengadilan Negeri sesuai dengan pro se-
dur perkara perdata dengan melampirkan salinan putusan 
KPPU;

 2. Mengenai pengadilan negeri yang berwenang atau mempu-
nyai kompetensi untuk memeriksa keberatan terhadap pu-
tusan KPPU;

67 Hermansyah, Op. cit., h. 132.
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 3. Mengenai wewenang Mahkamah Agung untuk menunjuk 
Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa keberatan 
terhadap putusan KPPU tersebut. 

Mengajukan keberatan terhadap putusan KPPU melalui 
peng adilan negeri tunduk pada asas hukum acara perdata yang 
me ne mukan bahwa berperkara melalui pengadilan negeri ada-
lah dikenakan biaya. Ini artinya sisa biaya perkara yang sudah 
terlebih dahulu dibayar oleh terlapor harus dikembalikan oleh 
pengadilan negeri yang tidak ditunjuk mengadili perkara, ke-
pa da pengadilan negeri yang ditunjuk untuk mengadili perkara 
tersebut.68 

3. Upaya Keberatan atas Putusan KPPU tidak 
melalui Proses mediasi
Setelah permohonan keberatan diterima oleh pengadilan 

negeri, maka ketua pengadilan negeri berkewajiban untuk se-
gera menunjuk majelis hakim yang memiliki pengetahuan cukup 
untuk memeriksa perkara keberatan ini. Di samping itu, KPPU 
juga berkewajiban untuk menyerahkan putusan dan berkas-ber-
kas yang lainnya ke pengadilan negeri yang akan meme riksa 
perkara kebertan pada hari pertama.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang 
Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam Pasal 7 dinyatakan pada 
prinsipnya setiap perkara gugatan yang diajukan melalui peng-
adilan negeri, sebelum memeriksa perkara, hakim wajib untuk 
memberi kesempatan bagi para pihak yang berperkara untuk 
me nempuh upaya mediasi. Ini artinya hampir semua perkara 
per data melalui prosedur mediasi. 

Tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan Peraturan 
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 merupakan pelanggar-
an terhadap Pasal 130 HIR dan/atau Pasal 154 RBG yang dapat 
mengakibatkan putusan batal demi hukum. Namun ada hal-hal 

68 Binoto Nadapdap, Op. cit., h. 77.
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yang dikecualikan atau tidak diwajibkan yaitu perkara-perkara 
tertentu. Perkara-perkara yang dikecualikan dari proses mediasi 
(yang boleh tidak melalui proses mediasi) adalah perkara mela-
lui prosedur pengadilan niaga, pengadilan hubungan internasio-
nal, keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Kon-
sumen, dan Keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan 
Usaha.69 

Binoto Nadapdap berpendapat bahwa dilihat dari kedudukan 
KPPU sebagai lembaga pemutus terhadap dugaan pelanggaran 
terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan 
Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, peniadaan 
mediasi ini sudah tepat.70 Sebab dilihat dari segi tenggang waktu 
untuk memeriksa perkar keberatan terhadap putusan KPPU ada-
lah 30 hari sejak dimulainya pemeriksaan. Adapun jangka waktu 
untuk mediasi menurut Peraturan Mahakamah Agung Nomor 
1 Tahun 2008 adalah 40 hari. Waktu mediasi ini juga masih 
dapat diperpanjang selama 14 hari. Dilihat dari ketentuan ini 
telah jelas bahwa proses mediasi sendiri sudah lebih lama dari 
waktu untuk memeriksa dan memutuskan perkara keberatan 
terhadap putusan KPPU. Apabila dilakukan usaha perdamaian, 
maka akan ditemui suatu hal yang akn merumitkan mengingat 
KPPU bukanlah pihak yang bersengketa, melainkan pihak yang 
melaksanakan fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan keha-
kiman di bidang penyelenggaraan hukum larangan praktik mo-
nopoli dan persaingan usaha tidak sehat, dengan tugas poko 
untuk menerima, memeriksa, dan mengadili setiap laporan ada-
nya pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang 
Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 
yang dilakukan oleh para pelakum usaha. Sehingga untuk men-
capai kata damai itu tidak dimungkinkan.

Selain itu oleh karena KPPU adalah komisi yang dibentuk 
untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan 

69 Ibid., h. 80.
70 Ibid.
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agar pelaku usaha tidak melakukan praktik monopoli dan/atau 
persaingan usaha tidak sehat, maka sudah bukan pada tempatnya 
lagi diberikan kelonggaran kepada pelaku usaha terlapor untuk 
menegosiasikan apa yang sudah diputuskan KPPU. Proses me-
diasi atau negosiasi lebih tepat ditempuh oleh pelaku usaha pada 
saat ketika KPPU belum menjatuhkan putusan. Proses mediasi 
atau negosiasi itu pula harus didukung dengan bukti-bukti dan 
saksi-saksi yang kuat serta penjelasan yang matang bahwa ke-
giatan usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha tidak melang-
gar ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang 
Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. 
Kesempatan untuk berdamai antara KPPU dan pelaku usaha 
bu kanlah pada saat KPPU telah menjatuhkan putusan, namun 
sebaik nya dilakukan sebelum putusan tersebut dijatuhkan.

a. tata Cara Pemeriksaan Keberatan
Tata cara pemeriksaan diatur dalam Pasal 5 Peraturan Mah-

kamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang 
Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan 
KPPU. Selengkapnya ketentuan Pasal 5 menyatakan:

 Ayat (1) “Segera setelah menerima keberatan, Ketua Pengadilan 
Negeri menunjuk Majelis Hakim yang sedapat mungkin terdiri 
dari hakim-hakim yang mempunyai pengetahuan yang cukup di 
bidang hukum persaingan usaha.”

 Ayat (2) “Dalam hal pelaku usaha mengajukan keberatan, KPPU 
wajib menyerahkan putusan dan berkas perkaranya kepada 
Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara keberatan pada hari 
persidangan pertama.”

 Ayat (3) “Pemeriksaan dilakukan tanpa melalui proses mediasi.”

 Ayat (4) “Pemeriksaan keberatan dilakukan hanya atas dasar pu-
tusan KPPU dan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (2).”

 Ayat (5) “Majelis Hakim memberikan putusan dalam waktu 
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30 (tiga puluh ) hari sejak dimulainya pemeriksaan keberatan 
tersebut.”

 Ayat (6) “Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4 ayat (4), jangka waktu pemeriksaan dihitung kembali 
sejak Majelis Hakim menerima berkas perkara yang dikirim 
oleh Pengadilan Negeri lain yang tidak ditujuk oleh Mahkamah 
Agung.” 

b. tugas dan Wewenang Pengadilan negeri dalam 
menangani Upaya hukum Keberatan atas Putusan KPPU
Tugas pengadilan negeri dalam memeriksa masalah kebe-

ratan adalah menilai kembali putusan KPPU, dengan memper-
timbangkan fakta dan penerapan hukumnya. Kedudukan peng-
adilan negeri di sini menyerupai kedudukan pengadilan tinggi 
dalam menangani masalah banding yang memeriksa kembali 
per kara dari awal baik mengenai fakta maupun penerapan hu-
kumnya.71

Keberadaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang 
Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 
masih harus ditegaskan dengan adanya aturan-aturan tentang 
pro ses penegakan undang-undang tersebut secara perinci dan 
 je las, ketidakjelasan peraturan itu sendiri banyak menimbulkan 
inter prestasi yang berbeda-beda. Dalam Pasal 44 ayat (2) Un-
dang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dinyatakan Pelaku usaha 
dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri selam-
bat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah menerima pembe-
ritahuan putusan tersebut. Namun tugas pengadilan negeri da-
lam proses keberatan atas putusan KPPU tidak diatur dalam 
Un  dang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Hal ini amat disayangkan 
sebab penjelasan tersebut kiranya dapat membantu masyarakat 
mengerti lebih jelas mengenai tugas pengadilan negeri dalam 
proses keberatan atas putusan KPPU tersebut, terlebih lagi tidak 

71 Andi Fahmi Lubis, et. al., Op. cit., h. 337.
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dijelaskan pula apa yang harus dilakukan oleh hakim dalam me-
lakukan pemeriksaan perkara.

Fungsi badan peradilan terkait putusan KKPU adalah sebagai 
berikut:72

1. Me-riview seluruh proses pemeriksaan komisi dalam meng-
ambil putusan, tetapi tidak mempertimbangkan adanya 
bukti baru (novum) atau menciptakan catatan baru dalam 
pro ses pemeriksaan.

2. Memeriksa apakah dasar kesimpulan yang diambil oleh ko-
misi berdasarkan fakta yang ada adalah wajar dan rasional.

3. Me-review kesimpulan putusan komisi terhadap penerapan 
hu kum dengan memberikan pengakuan respek dan hormat 
ter hadap kesimpulan yang telah diambil oleh komisi.

4. Menguatkan putusan komisi bahwa putusan itu tepat dan 
ra sional sehubungan dengan perkara yang diputusnya.

Pada dasarnya putusan ini sejalan dengan ketentuan Pasal 
45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999 yang menyata-
kan bahwa “pengadilan negeri harus memeriksa keberatan pe-
laku usaha sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2), 
dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya keberatan 
trsebut. Dari ketentuan ini jelas bahwa pengadilan negeri hanya 
berwenang memeriksa keberatan pelaku usaha, dalam arti un-
tuk me-review proses pemeriksaan dan kesimpulan komisi, me-
meriksa dasar kesimpulan komisi, atau menguatkan dasar putus-
an komisi.

Badan peradilan dapat melakukan intervensi atas putusan 
KPPU, dengan alasan:73

1. Putusan yang dijatuhkan oleh komisi sama sekali tidak me-
miliki hubungan rasional dengan pelanggaran hukum yang 
dilakukan;

72 Ningrum Natasya Sirait, Implementasi dan Tantangan Penegakan Hukum Persaingan 
di Indonesia, Workshop For young Journalist, diselanggarakan KPPU-GTZ-Freedom 
institute-FNS, Sukabumi 2006.

73 Hermansyah, Op. cit., h. 93.
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2. Putusan komisi atas perkara persaingan itu sumir dan tidak 
tepat penerapan hukumnya.

Tentunya ada batasan terhadap intervensi badan peradilan 
atas putusan KPPU adalah bentuk respek dan penghormatan atas 
putusan KPPU sebagai lembaga quasi judicial yang putusannya 
bersifat eksekutorial. 

Penghormatan atas putusan KPPU diberikan dengan alasan, 
antara lain:74

1. Proses pemeriksaan perkara dan pembuktian dilakukan se-
cara teliti dan saksama oleh komisi.

2. Alasan rasional yang diambil oleh komisi.
3. Adanya konsistensi dari putusan komisi sebelumnya.
4. Keahlian anggota komisi.
5. Undang-undang memang mengaturnya demikian.

Sebagai upaya untuk menciptakan iklim persaingan usaha 
yang sehat dan kompetitif diperlukan adanya kesepahaman visi, 
misi, dan orientasi antar KPPU dengan pengadilan negeri.

c. Pemeriksaan tambahan
Pemeriksaan tambahan adalah peluang bagi para pelaku 

usaha untuk menguatkan argumentasinya bahwa sebenarnya 
pelaku usaha tersebut tidak melakukan pelanggaran terhadap 
Un  dang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik 
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pengaturan peme-
rik saan tambahan dapat ditemukan dalam BAB IV Perma Nomor 3 
Tahun 2005. Majelis hakim dalam pemeriksaan upaya keberatan 
dalam hal ini mempunyai wewenang untuk menilai diperlukan 
atau tidaknya dilakukan pemeriksaan tambahan. Apabila majelis 
hakim memandang perlu adanya pemeriksaan tambahan, maka 
majelis hakim melalui putusan sela memerintahkan kepada KPPU 
untuk melakukan pemeriksaan tambahan, serta hal-hal apa saja 

74 Ningrum Natasya Sirait, Loc. Cit.
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yang harus kembali diperiksa oleh KPPU. Di samping itu majelis 
hakim juga menentukan waktu untuk KPPU dalam melakukan 
pemeriksaan tambahan. Proses pemeriksaan tambahan ini juga 
akan menangguhkan pemeriksaan yang dilakukan oleh hakim. 
Setelah KPPU meneyerahkan berkas pemeriksaa tambahan, maka 
pemeriksaan keberatan akan kembali dilanjutkan paling lambat 
tujuh hari setelah KPPU menyerahkan berkas pemeriksaan tam-
bahan.

Pemeriksaan tambahan hanya meliputi bukti-bukti yang be-
lum ada dalam berkas perkara dalam putusan yang telah diputus 
oleh majelis komisi pada tahap pemeriksaan di KPPU. Namun 
apa bila majelis hakim marasa kurang jelas dan memandang per -
lu untuk dilakukannya pemeriksaan tambahan, maka dalam hal 
ini KPPU berkewajiban untuk melakukannnya dengan me nye-
butkan hal-hal yang menjadi tugasnya dalam memeriksa kem-
bali.75

Pemeriksaan tambahan yang dilakukan oleh KPPU di sini 
akan terlihat janggal karena dalam upaya keberatan atas putus-
an KPPU sebagaimana yang ditentukan oleh Perma Nomor 3 
Tahun 2005. KPPU adalah pihak yang menjatuhkan putusan ke-
pada pelaku usaha. Adanya keberatan terhadap putusan KPPU 
tersebut menimbulkan keraguan terkait independensi KPPU me-
laksanakan kewenangan dalam pemeriksaan tambahan sebab 
KPPU memiliki kepentingan selaku pihak yang di gugat. Dalam 
Perma Nomor 3 Tahun 2005 menunjuk KPPU melakukan peme-
rik saan tambahan dengan prosedur yang telah ditentukan oleh 
perma ini. Tugas majelis komisi untuk melakukan pemeriksaan 
tambahan didasarkan pada Peraturan Komisi Pengawas Per sa-
ing an Usaha Nomor 1 Tahun 2010 yaitu Pasal 5 ayat (2) dan 
kewe nangannya di atur dalam Pasal 5 ayat (3).

Dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ten-
tang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak 

75 Lubis, et. al., Op. cit., h. 338.
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Sehat dinyatakan “Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pe-
laku usaha menerima pemberitahuan putusan Komisi se ba  gai-
mana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4), pelaku usaha wajib 
melaksanakan putusan tersebut dan menyampaikan la poran 
pe  lak sanaannya kepada Komisi.” Untuk mengajukan upaya ke -
beratan sangatlah susah dilakukan mengingat perkara per saing-
an usaha merupakan perkara yang sangat kompleks, rumit, dan 
multitafsir. KPPU merupakan pihak yang  memutus kan per kara 
tersebut dan dianggap lebih mengerti mengenai  pe lang   garan 
terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, sehingga kemu-
dian ditunjuk kembali oleh Perma dalam melaku kan pe meriksaan 
tambahan. Kemudian ada pemikiran yang  berang gap an bahwa 
pe meriksaan tambahan dalam upaya keberatan atas putusan 
KPPU dilakukan oleh KPPU semata-mata dilatar bela kangi oleh 
oleh waktu pemeriksaan yang terbatas dan singkat.

d. Syarat dilakukannya Pemeriksaan tambahan
Pelaku usaha untuk menguatkan argumentasinya bahwa ti-

dak pernah melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 1999 dan berkeinginan kuat agar forum mela-
kukan pemeriksaan tambahan, maka pelaku usaha tersebut harus 
menyampaikan permohonannya secara jelas kepada pengadilan 
negeri dan menyebutkan pula secara jelas tentang hal apa saja 
yang perlu diperiksa kembali oleh KPPU.

Selain itu pula harus disampaikan alasan dan bukti baru yang 
dapat memperkuat argumentasi dari pelaku usaha tersebur agar 
dilakukan pemeriksaan tambahan. Majelis hakim apabila setuju 
untuk melakukan pemeriksaan tambahan, maka majelis hakim 
tersebut akan mengeluarkan perintah dengan alasan mengapa 
perlu dilakukan pemeriksaan tambahan oleh KPPU, apa saja 
yang harus diperiksa KPPU, serta batas waktu pemeriksaan tam-
bahan yang harus dilakukan KPPU untuk menyelesaikan perin-
tah majelis hakim.76

76 Binoto Nadapdap, Op. cit., h. 88. 
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Dalam upaya keberatan atas putusan KPPU, pihak pengadilan 
adalah pihak yang harus memperoleh kejelasan atas putusan 
KPPU dan berkas perkara. Dalam putusan sela akan dicantumkan 
hal-hala apa saja yang harus kembali diperiksa oleh KPPU, dan 
argumentasi apa saja dari pelaku usaha tersebut yang kuat dan 
menjadi dasar yang perlu dipertimbangkan kembali. 

Dalama hal dilakukannya pemeriksaan tambahan, maka pe-
meriksaan oleh majelis hakim akan ditangguhkan. Setelah KPPU 
menyerahkan hasil pemeriksaan tambahan, maka barulah sidang 
upaya hukum keberatan atas putusan KPPU akan dilanjutkan da-
lam waktu selambat-lambatnya tujuh hari setelah KPPU menye-
rahkan hasil pemeriksaan tambahan.77

e. Pelaksanaan Putusan

 Pasal 46 ayat (1) “Apabila tidak terdapat keberatan, putusan 
Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) telah 
mempunyai kekuatan hukum tetap.”

 Ayat (2): “Putusan Komisi sebagaimana dimaksud ayat (1) di 
mana penetapan eksekusi kepada Pengadilan Negeri.”

Mengenai pelaksaan putusan ini diatur dalam Pasal 7 Per-
aturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 
2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Ter-
hadap Putusan KPPU. Selengkapnya ketentuan Pasal 7 tersebut 
berbunyi:

 Pasal 7 ayat (1) “Permohonan penetapan eksekusi atas putusan 
yang telah diperiksa melalui prosedur keberatan, diajukan KPPU 
kepada Pengadilan Negeri yang memutuskan perkara keberatan 
bersangkutan.”

 Ayat (2) “Permohonan penetapan eksekusi putusan yang tidak 
diajukan keberatan, diajukan kepada Pengadilan Negeri tempat 
kedudukan hukum pelaku usaha.” 

77 Lubis, et. al, Op. cit., h. 388. 
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f. Upaya hukum Kasasi 
Setelah pengadilan negeri menjatuhkan putusan terhadap 

keberatan pelaku usaha, dalam hal para pihak baik KPPU mau-
pun pelaku usaha merasa berkeberatan terhadap putusan peng-
adilan negeri dalam upaya keberatan atas putusan KPPU, maka 
para pihak yang berkeberatan dapat mengajukan upaya hukum 
kasasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam 
Pasal 45 ayat (3) dinyatakan Pihak yang keberatan terhadap 
putusan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(2), dalam waktu 14 (empat belas) hari dapat mengajukan kasasi 
kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dan pada Pasal 
45 ayat (4) dinyatakan Mahkamah Agung harus memberikan 
putusan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan 
ka sasi diterima.

Pemeriksaan dalam tingkat kasasi adalah masalah-masalah 
yang berkenaan dengan penerapan hukum (judex juris).78 Dalam 
pemeriksaan kasasi, Mahkamah Agung dapat membatalkan pu-
tusan atau penetapan pengadilan dari semua lingkungan per-
adil an dengan alasan: 
1. Tidak berwenang atau kewenangan yang melampaui batas.
2. Penerapan hukum yang salah atau melanggar hukum yang 

berlaku.
3. Lalai dalam pemenuhan syarat-syarat yang diwajibkan oleh 

peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian 
itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Dalam tingkat kasasi, tidak diperiksa lagi tentang duduk 
per kara atau fakta-faktanya, sehingga tentang terbukti tidaknya 
peristiwa tidak akan diperiksa. Pemeriksaan tentang terbukti 
tidak nya peristiwa, berada pada wilayah pemeriksaan tingkat 
peng adilan negeri atau pengadilan tinggi sebagai pengadilan 

78 L. Budi Kagramanto, Op. cit., h. 257.
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yang memeriksa tentang duduk perkara atau fakta-fakta hukum 
(judex facti).79

g. Peninjauan Kembali
Peninjauan kembali adalah suatu upaya untuk memeriksa 

kembali suatu putusan (baik dalam tingkat pengadilan negeri, 
pengadilan tinggi, maupun Mahkamah Agung) yang telah ber-
ke kuatan hukum tetap (inkracht).80 Undang-Undang Nomor 14 
Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dalam Pasal 67 menye-
butkan syarat-syarat untuk dilakukan peninjauan kembali antara 
lain: 
1. Putusan di dasarkan pada suatu kebohongan atau tipu mus-

lihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya di pu-
tus atau didasarkan pada bukti-bukti yang ternyata palsu;

2. Ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang 
pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;

3. Telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih 
dari pada yang dituntut;

4. Bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan 
sebab-sebabnya;

5. Pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, 
atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama 
ting  katnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu 
dengan yang lain;

6. Dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau 
suatu kekeliruan yang nyata.

h. Pelaksanaan eksekusi
Eksekusi adalah upaya paksa untuk melaksanakan suatu 

pu tusan yang telah berkekuatan hukum tetap.81 Terdapat dua 

79 Ibid.
80 Darwan Prints, Strategi Menyusun Dan Menangani Gugatan Perdata, Citra Aditya 

Bakti, Bandung, 2002, h. 142.
81 L. Budi Kagramanto, Loc. Cit.
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golongan putusan yakni, putusan sela dan putusan akhir. Tidak 
semua putusan dalam perkara monopoli dan persaingan usaha 
tidak sehat dapat dieksekusi. Putusan pengadilan negeri dan 
Mah kamah Agung yang mengabulkan keberatan dan kasasi pe-
laku usaha tidak dapat dieksekusi karena putusan itu hanya ber-
sifat constitutife.

Dilihat dari segi sifatnya terhadap akibat hukum yang ditim-
bulkan, maka putusan dibagi menjadi delapan, yaitu:82

1. Putusan Declaratoir. 
 a. Yaitu putusan yang hanya menyatakan suatu keadaan 

tertentu sebagai keadaan yang resmi menurut hukum.
 b. Semua perkara voluntair diselesaikan dengan putusan 

diklatoir dalam bentuk penetapan atau bechikking.
 c. Putusan diklatoir biasanya berbunyi menyatakan.
 d. Putusan diklatoir tidak memerlukan eksekusi.
 e. Putusan diklatoir tidak merubah atau menciptakan suatu 

hukum baru, melainkan hanya memberikan kepastian 
hukum semata terhadap keadaan yang telah ada.

 f. Misalnya, bahwa A adalah anak angkat yang sah dari 
X dan Y, atau bahwa A, B, C adalah ahli waris dari al-
marhum Z.83

2. Putusan konstitutif.
 a. Suatu putusan yang menciptakan atau menimbulkan 

keadaan hukum baru, berbeda dengan keadaan hukum 
yang sebelumnya.

 b. Putusan konstitutif selalu berkenaan dengan status hu-
kum seseorang atau hubungan keperdataan satu sama 
lain.

 c. Putusan konstitutif tidak memerlukan eksekusi.
 d. Putusan konstitutif diterangkan dalam bentuk putusan.

82 Sukarmi, Pelaksanaan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usah, Jurnal Persaingan 
Usaha, Jakarta, 2012, h. 9-10.

83 Sutantio, et. al, Hukum Perdata Dalam Teori Dan Praktik, (Bandung: Mandar Maju, 
2005), h. 109. 
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 e. Putusan konstitutif biasanya berbunyi menetapkan atau 
memakai kalimat lain yang bersifat aktif dan bertalian 
langsung dengan pokok perkara, misalnya memutuskan 
perkawinan, dan sebagainya.

 f. Keadaan hukum baru tersebut dimulai sejak putusan 
memperoleh kekuatan hukum tetap.

 g. Misalnya, putusan perceraian, putusan yang menyatakan 
seseorang jatuh pailit.84 

3. Putusan Kondemnatoir.
 a. Putusan yang bersifat menghukum kepada salah satu 

pihak untuk melakukan sesuatu atau menyerahkan se-
suatu kepada pihak lawan untuk memenuhi prestasi.

 b. Putusan kondemnatoir terdapat pada perkara kontentius.
 c. Putusan kondemnatoir selalu berbunyi menghukum dan 

memerlukan eksekusi.
 d. Apabila pihak terhukum tidak mau melaksanakan isi 

putusan dengan sukarela, maka atas permohonan ter-
gugat putusan tersebut dapat dilakukan dengan paksa 
oleh pengadilan yang memutusnya.

 e. Putusan dapat dieksekusi setelah memperoleh kekuatan 
hukum yang tetap, kecuali dalam hal vitvoer baar bij-
voor raad, yaitu putusan yang dilaksanakan terlebih da-
hulu meskipun ada upaya hukum (putusan serta merta).

 f. Putusan kondemnatoir dapat berupa penghukuman un-
tuk (a) menyerahkan sesuatu barang; (b) membayar se-
jumlah uang; (c) melakukan suatu perbuatan tertentu; 
(d) menghentikan suatu perbuatan atau keadaan; dan 
(d) mengosongkan tanah atau rumah.

Putusan tersebut hanya menyatakan bahwa putusan KPPU 
yang menyatakan pelaku usaha melanggar Undang-Undang Anti 
Monopoli batal dan dengan demikian timbul keadaan hukum 
baru. Dengan demikian, putusan KPPU yang berupa pembatalan 

84 Ibid.
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per janjian, ataupun sanksi administratif lainnya tidak jadi dilak-
sanakan terhadap pelaku usaha. 

Hukum acara perdata masih mengenal satu jenis putusan 
lagi yaitu putusan declaratoir yang berisi pernyataan tentang 
suatu keadaan. Pada dasarnya setiap putusan hakim selalu me-
ng andung amar declaratoir apabila gugatan dikabulkan. Hal ini 
terlihat dari pernyataan bahwa tergugat terbukti bersalah.85

Sebenarnya sangat tipis perbedaan antara putusan deklaratif 
dan konstitutif karena pada dasarnya amar yang berisi putusan 
konstitutif mempunyai sifat yang deklaratif Putusan perkara 
mo nopoli dan persaingan usaha yang dapat dieksekusi adalah 
putusan kondemnatoir yang menyatakan bahwa pelaku usaha 
malanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan karenanya 
dijatuhi sanksi.

Sanksi yang dapat dijatuhkan oleh Komisi hanyalah sanksi 
berupa sanksi administratif dan pengenaan denda, sedangkan 
pengadilan negeri dan Mahkamah Agung dapat menjatuhkan 
sanksi pidana, ganti rugi, pidana denda, dan pidana tambahan. 
Sanksi berupa ganti rugi dapat diberikan hanya kepada pelaku 
usaha yang telah membuat pihak lain dirugikan, dan sanksi ter-
sebut dilakukan atas permintaan pihak yang dirugikan.

Putusan yang bersifat kondemnatoir adalah:86

a. Putusan yang bersifat menghukum kepada salah satu pihak 
untuk melakukan sesuatu atau menyerahkan sesuatu kepada 
pihak lawan untuk memenuhi prestasi.

b. Putusan kondemnatoir terdapat pada perkara kontentius.
c. Putusan kondemnatoir selalu berbunyi menghukum dan me-

merlukan eksekusi.
d. Apabila pihak terhukum tidak mau melaksanakan isi putusan 

dengan sukarela, maka atas permohonan tergugat putusan 

85 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, 
Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, h. 876.

86 Sukarmi, Op. cit., h. 18.
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tersebut dapat dilakukan dengan paksa oleh pengadilan 
yang memutusnya.

e. Putusan dapat dieksekusi setelah memperoleh kekuatan 
hukum yang tetap, kecuali dalam hal vitvoer baar bijvoor
raad, yaitu putusan yang dilaksanakan terlebih dahulu mes-
kipun ada upaya hukum (putusan serta-merta).

f. Putusan kondemnatoir dapat berupa penghukuman untuk (a) 
menyerahkan sesuatu barang; (b) membayar sejumlah uang; 
(c) melakukan suatu perbuatan tertentu; (d) menghentikan 
suatu perbuatan atau keadaan; dan (d) mengosongkan tanah 
atau rumah.

Sanksi administratif merupakan satu tindakan yang dapat 
diambil oleh Komisi terhadap pelaku usaha yang melanggar Un-
dang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sanksi administratif tersebut, 
dapat berupa:
1) Penetapan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 4 sampai 13, Pasal 15, dan Pasal 16.
2) Perintah untuk menghentikan integrasi vertikal  sebagai mana 

dimaksud dalam Pasal 14;
3) Perintah untuk menghentikan penyalahgunaan posisi do-

minan;
4) Penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan 

badan usaha dan pengambilalihan saham sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 28;

5) Penetapan pembayaran ganti rugi;
6) Pengenaan denda minimal Rp 1.000.000.000.- (satu miliar 

ru piah) dan setinggi-tingginya Rp 25. 000.000.000,- (dua 
pu luh lima miliar rupiah).

Jika disimak dalam ketentuan Pasal 47 Undang-Undang No-
mor 5 Tahun 1999 tersebut, maka sifat putusan dalam Undang-
Undang tersebut sanksinya ada yang bersifat konstitutif dan ada 
yang bersifat kondemnatoir. Konsititutif yaitu hanya menya-
takan bahwa putusan KPPU yang menyatakan pelaku usaha me-
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langgar Undang-Undang Antimonopoli batal dan dengan demi-
kian timbul keadaan hukum baru (Pasal 47 ayat [1] dan [4]). 
Adapun yang bersifat Kondemnatoir adalah Pasal 47 ayat (2), 
(3), (5), dan (6).

Dalam waktu 30 hari sejak menerima pemberitahuan pu-
tusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pelaku 
usaha yang dikenai sanksi harus menjalankan dan melaporkan 
pelaksanaan putusan tersebut kepada KPPU. Apabila pelaku usa-
ha tidak melaksanakan putusan tersebut, maka Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 1999 memberikan dua upaya hukum yaitu:
1. KPPU meminta penetapan eksekusi kepada Ketua Peng-

adilan Negeri (Pasal 46 ayat [2]), tujuannya adalah untuk 
melaksanakan sanksi adminsitratif yang dijatuhkan oleh 
KPPU.

2. KPPU menyerahkan putusan tersebut kepada penyidik untuk 
dilakukan penyidikan (Pasal 44 ayat [4]), tujuannya untuk 
menerapkan sanksi pidana.

Pelaksanaan eksekusi riil (eksekusi putusan yang meng hu-
kum pelaku usaha untuk melakukan perbuatan tertentu) dila-
kukan dengan cara KPPU meminta kepada pengadilan negeri 
agar memerintahkan pelaku usaha untuk melakukan perbuatan 
tertentu seperti membatalkan penggabungan, pengambilalihan 
saham dan peleburan badan usaha, membatalkan perjanjian 
yang mengakibatkan praktik monopoli, dan lain sebagainya. 
Ada pun pelaksanaan eksekusi pembayaran sejumlah uang di la-
ku kan dalam hal putusan yang dijatuhkan pada pelaku usa ha 
berupa pembayaran ganti rugi dan/atau denda. Prosedur ek se -
kusi ini diawali dengan penyampaian peringatan disusul pe rin-
tah eksekusi dan penjualan lelang. Undang-Undamg Nomor 5 
Tahun 1999 tidak memberikan kewenangan kepada KPPU untuk 
meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta pe-
laku usaha. Dengan demikian untuk menjamin pelaksanaan pu-
tusan, KPPU harus minta pada ketua pengadilan negeri untuk 
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meletakkan sita eksekusi terhadap harta pelaku usaha yang ke-
mudian akan diikuti dengan penjualan lelang.

Namun pelaksanaan eksekusi sebagaimana yang terurai di 
atas tidak semudah yang dituliskan, berbagai persoalan ma sih 
muncu di lapangan sebagai kendala dalam pelaksanaan pu  tus-
an KPPU. Adapun kendala tersebut baik yang bersifat yuri dis 
maupun nonyuridis. Yuridis sebagaimana diketahui bahwa ber-
dasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 putusan KPPU 
sebagian masih berupa putusan yang bersifat konsti  tutif yang 
ini tentunya sulit bagi pengadilan negeri untuk melaksanakan 
ek sekusi berdasarkan permintaan KPPU, tidak adanya irah-irah 
karena KPPU bukan lembaga peradilan dan putusan KPPU tidak 
bersifat terakhir dan mengikat (final and binding), kemudian ti-
dak dimilikinya juru sita di KPPU. 

Adapun kendala nonyuridis, adanya pelaku usaha yang 
dijatuhi sanksi administratif dalam kenyataan perusahaannya 
sudah tidak ada secara faktanya, adanya upaya untuk mencicil 
denda yang dijatuhkan oleh KPPU dan belum terjalinnya komu-
nikasi yang bagus dalam hal permohonan fiat eksekusi ke peng-
adilan negeri sehingga menyebabkan lawasnya waktu proses 
eksekusi.

Untuk itulah perlu dilakukan amandemen Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 1999 untuk menambah kewenangan KPPU dalam 
hal hak sita, menggeledah dan penentuan semua sanksi bersifat 
kondemnatoir, yang sekaligus disinkronkan dengan undang-un-
dang lain yang terkait. Untuk solusi nonyuridis perlunya dila-
ku kan komunikasi dan koordinasi yang intens antara KPPU dan 
pihak pengadilan negeri di bawah koordinasi Mahkamah Agung 
untuk menyamakan persepsi bahwa pelaksanaan eksekusi ter-
ha dap putusan KPPU adalah hal yang penting untuk tegaknya 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 secara paripurna.87

87 Sukarmi, Op. cit., h. 20.
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Dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam 
Upa ya Hukum Keberatan atas putusan KPPU dapat berupa:88

1. Menguatkan Putusan KPPU.
 Pengadilan negeri dalam memeriksa Upaya Keberatan Atas 

Putusan KPPU berpendapat bahwa majelis KPPU telah be-
nar dalam memeriksa perkara, baik berkenaan dengan fakta 
maupun penerapan hukumnya sehingga majelis hakim peng-
adilan negeri sependapat dengan Putusan majelis KPPU. Pu-
tusan pengadilan negeri yang menguatkan putusan majelis 
KPPU tidak mengubah terhadap apa yang diputuskan oleh 
KPPU.

2. Membatalkan Putusan KPPU.
 Apabila pengadilan negeri berpendapat bahwa Majelis 

KPPU telah salah dalam memeriksa perkara, atau setelah pe-
me riksaan tambahan dilakukan pelaku usaha tidak terbukti 
melakukan pelanggaran terhadap pengaturan Undang-Un-
dang Nomor 5 Tahun 1999, maka pengadilan negeri dapat 
membatalkan putusan majelis komisi. Dalam hal ini, maka 
putusan yang telah dijatuhkan oleh majelis KPPU dianggap 
tidak pernah ada. 

3. Membuat Putusan Sendiri.
 Pengadilan negeri mempunyai kewenangan untuk membuat 

putusan sendiri dalam menangani perkara keberatan. Putus-
an pengadilan negeri dapat menguatkan putusan KPPU, dan 
sebaliknya.

Dalam Upaya Hukum Kebertan Terhadap Putusan KPPU, 
ditinjau dari sifatnya putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan 
negeri dapat berupa:89

1. Putusan Declaratoir.
 Menetapkan (menerangkan) suatu keadaan misalnya putus-

an KPPU yang menyatakan pelaku usaha melanggar Undang-

88 Lubis, et.al, Op. cit., h. 339.
89 Ibid., h. 340.
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Undang Nomor 5 Tahun 1999.
2. Putusan Kondemnatoir
 Putusan pengadilan negeri ini menghukum pelaku usaha 

dengan membayar ganti rugi atau denda. Dalam hal ini, apa-
bila pelaku usaha tidak mau melaksanakan putusan tersebut 
maka diperlukan tindakan hukum berupa eksekusi.

Dalam perkara monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, 
tidak semua putusan dapat dilakukan eksekusi. Putusan peng-
adilan negeri dan Mahkamah Agung yang mengabulkan keberatan 
dan kasasi terhadap pelaku usaha tidak dapat di eksekusi karena 
putusan itu hanya bersifat konstitutif. Putusan tersebut hanya 
menyatakan bahwa putusan KPPU yang menyatakan pelaku 
usaha melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 
1999 tentang Laranga Praktik Monopoli dan Usaha Tidak Sehat 
batal dan dengan demikian akan timbul keadaan hukum baru. 
Dengan demikian, putusan KPPU yang berupa pembatalan per-
janjian ataupun sanksi administatif lainnya tidak jadi dilak sana-
kan ter hadap pelaku usaha.90

Dalam setiap putusan hakim selalu mengandung amar de-
cla ratoir apabila gugatan dikabulkan. Hal ini terlihat dari per-
nyataan bahwa tergugat terbukti bersalah. Sebenarnya sangat 
tipis perbedaan antar putusan deklaratif dan konstitutif. Putusan 
perkara monopoli dan persaingan usaha yang dapat dieksekusi 
adalah putusan kondemnatoir yang menyatakan bahwa pelaku 
usaha melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang 
Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 
dan karenanya akan dikenai sanksi.

Sanksi yang dapat dijatuhkan olek komisi hanyalah sanksi 
administratif dan pengenaan denda, sedangkan pengadilan ne-
geri dan Mahkamah Agung dapat menjatuhkan sanksipidana 
mau pun ganti rugi, serta pidana denda. Dalam waktu 30 hari 
sejak menerima pemberitahuan putusan yang telah mempunyai 

90 Ibid., h. 341.
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kekuatan hukum tetap, pelaku usaha yang akan dikenai sanksi 
harus menjalankannya dan melaporkan pelaksanaan putusan 
tersebut kepada KPPU.91 

91 Ibid., h. 338.
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Lampiran 
Prosedur Beracara di KPPU  
(Komisi Pengawas Persaingan Usaha)  
Berdasarkan Keputusan KPPU no. 05/KPPU/Kep/IX/2000

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik 
Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat bersifat lengkap, kare-
na mencakup segala aspek baik peraturan maupun petunjuk pelaksaan 
ber kenaan dengan masalah-masalah yang bersifat substansial dan pro-
se dural. Hal ini diperkuat dengan adanya Prosedur beracara di KPPU 
diatur lebih lengkap dalam Keputusan KPPU No. 05/KPPU/Kep/IX/ 
2000 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan dan Penanganan Dugaan 
Pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Prosedur beracara di KPPU diatur lebih lengkap dalam Keputusan 
KPPU No. 05/KPPU/Kep/IX/2000 tentang Tata Cara Penyampaian 
Laporan dan Penanganan Dugaan Pelanggaran terhadap Undang-Un-
dang Nomor 5 Tahun 1999. Lahirnya keputusan ini menunjukkan 
bah wa KPPU juga bisa berperan sebagai self-regulatory body, yang 
ke ten  tuannya mengikat warga masyarakat luas khususnya bagi para 
pe laku usaha yang melakukan kegiatan usahanya di wilayah Republik 
Indonesia.

Proses suatu kasus di KPPU melewati beberapa tahapan, yang da-
pat diklasifikasi sebagai berikut:92

1. Tahap pengumpulan indikasi;
2. Tahap pemeriksaan pendahuluan;
3. Tahap pemeriksaan lanjutan;
4. Tahap penjatuhan putusan;
5. Tahap eksekusi; 

92 Shidarta, Prosedur Beracara di Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
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Gambar 1.1 Sumber Laporan93

Laporan dan berkasnya dialamatkan kepada Ketua KPPU. Oleh 
Ketua, laporan dan berkas tersebut diteruskan kepada Sekretariat. Tugas 
Sekretariatlah untuk memeriksa kelengkapannya. Jika belum lengkap, 
laporan itu dalam waktu 10 hari kerja wajib dikembalikan kepada si 
pelapor (melalui surat Direktur Eksekutif Sekretariat KPPU). Pengertian 
hari kerja di sini adalah Senin sampai dengan Jumat. Pelapor diberi 
waktu 10 hari kerja sejak pemberitahuan ketidak lengkapan tadi untuk 
menambah apa-apa yang masih kurang dalam laporannya.

Apabila dalam waktu 10 hari kerja pelapor tidak dihubungi, 
diasumsikan laporan sudah lengkap. Dalam hal demikian, Sekretariat 
lalu membuat nota dinas kepada Ketua Komisi dan berdasarkan nota itu 
Ketua lalu membuat penetapan agar dimulai pemeriksaan pendahuluan. 
Tanggal dimulainya pemeriksaan pendahuluan diberi tahu kepada 
pihak pelapor.

93 Ibid. 
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Gambar 1.2 Pemeriksaan Pendahuluan94

Pemeriksaan pendahuluan dilakukan oleh tim pemeriksa dalam 
sidang (rapat) komisi. Dalam tahap pemeriksaan pendahuluan, KPPU 
sudah dapat memanggil pihak pelapor dan terlapor untuk dimin-
tai keterangan. Output dari pemeriksaan pendahuluan ini ada dua 
kemungkinan. Pertama, dinyatakan ada bukti permulaan yang cukup 
sehingga bisa diteruskan ke pemeriksaan lanjutan, atau kedua, dinya-
takan tidak ada bukti permulaan yang cukup sehingga masalah diang-
gap selesai. Lama keseluruhan proses pemeriksaan pendahuluan ini 
adalah 30 hari kerja terhitung sejak berkas diserahterimakan dari Ketua 
kepada sidang Komisi.

94 Ibid.
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Gambar 1.3 Pemeriksaan Lanjutan95

Tahap pemeriksaan lanjutan berlangsung selama 60 hari kerja. 
Jika diperlukan, jangka waktu ini dapat diperpanjang untuk paling 
lama 30 hari kerja. Dalam tahap ini majelis komisi yang ditetapkan 
oleh Ketua KPPU dapat meminta bantuan tim penyelidik atau kelompok 
kerja (expert team). Tujuannya agar kualitas penyelidikan dan analisis 
putusannya dapat lebih terjamin.

Majelis Komisi (biasanya 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) orang) 
mempunyai kewenangan yang luas pada tahap ini. Mereka dapat me-
manggil terlapor, saksi, saksi ahli, dan pihak lain yang dianggap me-
ngetahui kasus tersebut. Pemerkisaan tersebut dilakukan dalam suatu 
ruang pemeriksaan Komisi atau tembapt lain yang ditentukan oleh 
Komisi dengan syaratk hurus dihari oleh sekurang-kurangnya 1 (satu) 
Anggota Tim Pemeriksa Lanjutan. Semua identitas dan keterangan saat 
pemeriksaan dicatat dalam berita acara pemeriksaan pendahuluan yang 
ditandatngani oleh pihak yang diperiksa dan Sekertariat Komisi. Mereka 
juga dapat meminta diserahkannya dokumen-dokumen tertentu, yang 
dalam beberapa kasus bahkan tergolong konfidensial.

95 Ibid.
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Ada waktu 14 hari terhitung sejak pemberitahuan putusan bagi 
pihak terlapor untuk menerima atau mengajukan keberatan. Upaya 
hukum keberatan diajukan melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri. 
Jika jangka waktu itu sudah lewat, maka putusan dinyatakan sudah 
mem punyai kekuatan hukum tetap. Dalam hal ini KPPU akan mengaju-
kan permohonan penetapan eksekusi kepada Pengadilan Negeri. Jika 
pihak terlapor tetap tidak bersedia menjalankan eksekusi, KPPU dapat 
menyerahkan putusan Komisi tersebut kepada penyidik (Polri) untuk 
dilakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan hukum (pidana) yang 
berlaku.

Seperti dinyatakan di atas, dalam waktu 14 hari sejak pemberita-
huan putusan, pihak terlapor juga berhak untuk mengajukan keberatan 
atas putusan itu ke Pengadilan Negeri. Menurut Pasal 45 Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 1999, Pengadilan Negeri harus memeriksa keberatan 
pelaku usaha dalam waktu 14 hari sejak diterimanya permohonan 
keberatan itu. Putusannya sendiri sudah harus keluar dalam waktu 30 
hari sejak dimulainya pemeriksaan keberatan. Proses yang serba-cepat 
ini dalam praktik justru menimbulkan masalah. Salah satunya terkait 
dengan tata cara pemanggilan, khususnya jika para pihak berdomisili 
di luar negeri. Hukum acara perdata (HIR) menyatakan pemanggilan 
demikian dilakukan melalui Departemen Luar Negeri, dan ini bisa 
memakan waktu tiga bulan.

Permohonan keberatan diajukan di Pengadilan Negeri tempat do-
misili pemohon. Dalam hal keberatan diajukan oleh lebih dari satu 
pelaku usaha yang berbeda domisilinya, maka KPPU dapat mengajukan 
permohonan tertulis kepada Mahkamah Agung untuk menunjuk Peng-
adilan Negeri yang mana yang akan memeriksa keberatan itu. Permo-
honan KPPU ini ditembuskan juga ke semua pengadilan yang dilim pah-
kan upaya keberatan itu, sehingga mereka semua harus menghentikan 
pemeriksaan kasus itu terlebih dulu sampai ada penunjukan Mahkamah 
Agung. Ada waktu 14 hari bagi Mahkamah Agung untuk menentukan 
satu Pengadilan Negeri mana yang bertugas memeriksa kasus itu.

Untuk Pengadilan Negeri yang tidak ditunjuk, dalam waktu 7 hari 
wajib menyerahkan berkas-berkas perkaranya ke Pengadilan Negeri 
yang ditunjuk. Termasuk juga sisa biaya perkara yang sudah dibayar. 
Peng adilan Negeri yang ditunjuk selanjutnya mulai bekerja memeriksa 
permohonan keberatan ini dalam waktu 30 hari sejak menerima berkas.
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Pengadilan Negeri yang mengambil alih kasus ini tentu meminta 
dokumen-dokumen yang selama ini berada di tangan KPPU (diserahkan 
pada hari persidangan pertama). Timbul permasalahan soal identitas 
pi hak pelapor, mengingat peraturan mengamanatkan agar KPPU 
men jamin kerahasiaannya. Sampai saat ini KPPU bersikeras dengan 
pendapat bahwa berkas yang harus disampaikan tidak boleh termasuk 
iden titas pelapor. Sebab, dalam hal ini para pihak yang berhadapan 
ada lah KPPU sendiri dengan pelaku usaha pemohon keberatan.

Pengadilan Negeri langsung memeriksa permohonan ini tanpa 
menawarkan mediasi. Apa yang menjadi objek pemeriksaan Pengadilan 
Negeri adalah terbatas pada putusan KPPU dan berkas perkara. Ini 
ber arti, Pengadilan Negeri tidak lagi wajib menghadirkan bukti-bukti 
baru di luar yang sudah diputuskan atau termuat dalam berkas yang 
diserahkan oleh KPPU. Pembatasan ini perlu agar tenggat waktu yang 
diberikan oleh undang-undang dapat dicapai. Namun, jika dianggap 
perlu, majelis hakim di Pengadilan Negeri dapat mengeluarkan putusan 
sela meminta KPPU melakukan pemeriksaan tambahan.

Dalam hal perkara dikembalikan untuk diadakan pemeriksaan tam-
bahan, maka sisa waktu pemeriksaan keberatan di Pengadilan Negeri 
ditangguhkan. Pengadilan Negeri wajib meneruskan sidang paling lam-
bat 7 hari setelah KPPU menyerahkan berkas pemeriksaan tam  bahan. 
Sisa waktu akibat penangguhan itu tetap akan diperhitungkan oleh 
Pengadilan Negeri agar tenggat waktu 30 hari kerja mereka tetap terpe-
nuhi. PRENADAMEDIA GROUP
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